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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya kami dapat menyelesaikan

penyusunan laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta gabungan tahun

anggaran 2023 audited.

Laporan Keuangan ini telah disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019

tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman

teknis pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan

standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta gabungan tahun anggaran

2023 audited telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 161 tahun

2017 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 67 tahun 2022 tentang perubahan kedua

atas Peraturan Gubernur nomor 161 tahun 2017 tentang kebijakan akuntansi.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan

khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Laporan ini juga dimaksudkan untuk

memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik.

Jakarta, 23 Juli 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA

SUHARINI ELIAWATI

NIP 19681001 199503 2005
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DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
Jl. Gunung Sahari raya No. 11, Jakarta Pusat, Telp. 021 6007252

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Gabungan) Provinsi DKI Jakarta yang

terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan

Keuangan Tahun 2023 Audited sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab saya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya

telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 23 Juli 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA
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BAB I PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan

sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 911

Tahun 2023 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun

Anggaran 2023, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Daerah Provinsi DKI

Jakarta beserta Suku Badan di 5 wilayah Kota Administrasi dan UPT menyusun Laporan

Keuangan pada masing-masing Entitas Akuntansi yang kemudian dilakukan konsolidasi

sehingga menjadi Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanin

Provinsi DKI Jakarta (Gabungan) Tahun 2023 Audited. Laporan Keuangan Dinas

Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanin Provinsi DKI Jakarta (Gabungan) Audited

disusun sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam penyusunan Laporan

Keuangan SKPD Tahun 2023 menggunakan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Gubernur No 161 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang kebijakan akuntansi, Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur DKI

Jakarta Nomor 67 Tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi, Dinas

Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanin Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan

Keuangan Gabungan yang terdiri dari 7 (tujuh) laporan. Laporan Keuangan Dinas

Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Gabungan) terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan,

belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-

masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
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Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau

penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,

kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah

ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama

periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non

keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan

informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Gabungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanin Provinsi

DKI Jakarta Tahun 2023 Audited disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan

informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga

pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai

posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan,

Kelautan dan Pertanin Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2023 serta menyajikan

informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat

keputusan. Laporan Keuangan Gabungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan

Pertanin Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi mengenai pendapatan, beban,

belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset,
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kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan

agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran

yang ditetapkan dan peraturan Perundang-undangan;

c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Ketahanan

Pangan, Kelautan dan Pertanin Provinsi DKI Jakarta beserta Suku Badan di 5 wilayah

Kota Administrasi dan UPT serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d. Upaya Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanin Provinsi DKI Jakarta dalam

mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;

e. Posisi keuangan dan kondisi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanin Provinsi

DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek

maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

dan

f. Perubahan posisi keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanin Provinsi

DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang

dilakukan sampai dengan 31 Desember 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 6402);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022, tentang Pengelolaan
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Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun

2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Nomor 2037);

14. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

15. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan

Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penatausahaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan

Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;

18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor

161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi;

19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan

Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;

20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara

Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;

21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Penghapusan Piutang Daerah;

22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

24. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan

25. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 911 Tahun 2023 tentang Entitas

Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2023.

26. Instruksi Gubernur No. 3 Tahun 2024 tentang Penyusunan Laporan Keuangan

Pemprov DKI Jakarta Tahun 2023 dan Rencana aksi dalam rangka mempertahankan

predikat WTP
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1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos

laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK

Gabungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanin Provinsi DKI Jakarta dibagi ke

dalam 6 (enam) Bab:

BAB I :Berisi pendahuluan yang membahas maksud dan tujuan penyusunan

laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, profil

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanin, dan sistematika penulisan

Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II :Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan

kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III :Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi

yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran dan

pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan

penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB IV :Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran,

komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-

komponen laporan operasional, komponen- komponen laporan perubahan

ekuitas, komponen-komponen neraca, dan komponen-komponen laporan

arus kas.

BAB V :Berisi penjelasan atas informasi-informasi non-keuangan.

BAB VI :Berisi penutup yang memuat kesimpulan atas Catatan atas Laporan

Keuangan.
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BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN
KINERJA

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Provinsi DKI Jakarta (Gabungan) Audited Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan

Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023. Pada Tahun 2023 telah dilakukan perubahan APBD dengan Peraturan

Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI

Jakarta (gabungan) pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam ringkasan Realisasi

APBD pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023
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Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan
sebagai berikut:

2.1.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.28.254.730.828,- atau 125,02% dari

target yang ditetapkan sebesar Rp. 22.599.274.190,- Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli

Daerah Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp27.062.240.666,- Realisasi Pendapatan Asli

Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.192.490.162,- atau 4,41%.

Realisasi Pendapatan ini seluruhnya merupakan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 28.254.730.828,-

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 28.254.730.828,- atau 125,02% target yang ditetapkan

sebesar Rp. 22.599.274.190,- terdiri dari:

a. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 15.377.226.990,- atau 118,36% dari target yang

ditetapkan sebesar Rp12.991.959.790,- Kondisi perekonomian yang sudah mulai pulih pasca

pandemi Covid-19 dan dicabutnya Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemberian

Keringanan Retribusi Daerah Dan/Atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat

Bayar Kepada Wajib Retribusi Yang Terdampak Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) pada Bulan Desember 2023, sehingga mulai Bulan Desember 2023 pembayaran retribusi sudah

mulai dipungut kembali, menjadi penyebab tercapainya target Pendapatan Retribusi.

b. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp12.877.503.838,- atau 134,04% dari

target yang ditetapkan sebesar Rp9.607.314.400. Penyebab tercapainya target Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah antara lain karena mulai tahun 2023, pembayaran cicilan atas rumah bermis

sudah dapat dilakukan kembali setelah Bapenda membuat kode Rekening sesuai dengan arahan

BPK. Selain itu peningkatan tarif layanan di BLUD Pusyankeswannak sudah mulai diberlakukan mulai

bulan Agustus 2023 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2023 tentang Tarif

Layanan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.

2.1.2 Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.356.358.898.683- atau 98,13

persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.382.230.178.433,- Apabila realisasi Belanja Daerah

tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 yang jumlahnya tercatat

Rp1.526.429.069.771,- maka realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan

sebesar (Rp.170.070.171.088,-) atau (11,14%). Beberapa jenis belanja yang mengalami penurunan

cukup besar di Tahun 2023 yaitu Belanja Subsidi yang menurun sebesar (Rp.176.208.872.293,-) atau

(14,42%) dan Belanja Pegawai yang menurun sebesar (10.473.002.962,-) atau (7,58%) dibanding Tahun

Anggaran 2022.
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Realisasi Belanja Daerah tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.342.028.885.820,- atau 98,20% dari anggaran yang

ditetapkan sebesar Rp1.366.562.997.348. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari:

a) Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.127.751.052.462,- atau 92,68% dari anggaran yang

ditetapkan sebesar Rp.137.842.109.456,- Belanja Pegawai tidak terserap di antaranya

disebabkan adanya pegawai yang meninggal dan sisa cadangan penambahan belanja

pegawai sesuai ketentuan (akres). Jika dibadingkan dengan realisasi belanja pegawai

tahun 2022 Rp. 138.224.055.424,- relaisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar

(Rp.10.473.002.962,-) atau (7,56%). Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang pensiun,

cuti melahirkan, dan beberapa orang pegawai meninggal dunia. Jumlah jabatan kosong

pun jumlahnya hanya sedikit seiring dilakukannya pelantikan di tahun 2023, sehingga

pengeluaran untuk biaya Plt juga berkurang.

b) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.168.172.095.931,- atau 94,82% dari

anggaran yang ditetapkan sebesar Rp177.357.018.822,-; Belanja Barang dan Jasa tidak

terserap di antaranya adanya efisiensi kegiatan. Jika dibandingkan dengan realisasi

tahun 2022 Rp.158.136.506.023,- terjadi peningkatan realisasi sebesar

Rp.10.035.589.908,- atau 6,35%. Peningkatan realisasi ini dikarenakan kondisi keuangan

pemerintah yang sudah lebih baik sehingga jumlah anggaran dan realisasi anggaran di

tahun 2023 mengalami peningkatan

c) Realisasi Belanja Subsidi sebesar Rp.1.046.105.737.427,- atau 99,50% dari anggaran

yang ditetapkan sebesar Rp1.051.363.869.070,-. Sisa anggaran belanja bantuan sosial

merupakan sisa mati anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022

Rp.1.222.314.609.720,- terjadi penurunan realisasi sebesar (Rp.176.208.872.293,-) atau

14,42%. Penurunan realisasi ini dikarenakan jumlah penerima manfaat berkuramg

dibandingkan tahun lalu, karena ditahun 2023 verifikasi atas penerima manfaat lebih

diperketat.

2) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 14.330.012.863,- atau 91,47% dari anggaran yang

ditetapkan sebesar Rp15.667.181.085,- Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022

Rp.7.753.898.604,- terjadi peningkatan realisasi sebesar Rp. 6.576.114.259,- atau 84,81%.

Peningkatan realisasi ini dikarenakan kondisi keuangan pemerintah yang sudah lebih baik

sehingga jumlah anggaran dan realisasi anggaran di tahun 2023 mengalami peningkatan.

a) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.717.032.049,- atau 94,10%
dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.887.293.689;
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b) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp276.302.532 atau 99,35%
dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp278.108.042;

c) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp11.185.928.272 atau
90,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12.350.779.350; dan

d) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp150.750.000,- atau 99,83% dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp151,000.004.

2.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.400.327.816,-. merupakan realisasi

penerimaan pembiayaan berupa SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya yang terealisasi 100% dari target

anggaran Rp.1.400.327.816,-

Dari data realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan maka posisi Sisa Kurang Perhitungan

Anggaran (SiKPA) Tahun Anggaran 2023 tercatat sebesar (Rp.1.326.703.840.039,-) Penjelasan lebih rinci

masing-masing komponen LRA disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Bab 4.

2.1.4 Perubahan Proyeksi Pendapatan dan Belanja tahun 2023

Dalam perkembangannya, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

mengalami penyesuaian/refocusing/realokasi guna pemulihan perekonomian menuju pasca pandemi

bagi perekonomian Jakarta. Secara singkat Perubahan Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 dapat

dilihat dalam tabel sebagai berikut.
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Tabel 2. 2 Perubahan Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

2.2. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Dengan mengikuti ketentuan

pedoman tersebut pencapaian target kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi

DKI Jakarta Tahun 2023 diukur dengan membandingkan target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

yang ditetapkan dengan realisasinya yang diuraikan sebagai berikut:
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Tabel 2. 3 Realisasi Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023

No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
Tahunan

Sasaran Strategis

1

Menguatkan
Ketahanan, Keamanan,
dan Jaminan
Ketersediaan Pangan

Indeks Ketahanan
Pangan Indeks 80

82,22 102,78

2

Meningkatkan Budidaya
dan Produksi Bahan
Pangan di Kawasan
Perkotaan

Persentase
Peningkatan Produksi
Pertanian

Persen 22,5 23,62 104,98

3
Meningkatnya Kualitas
Konsumsi Pangan
dengan Gizi Baik

Prevalensi
Ketidakcukupan
Konsumsi
Pangan/Prevalence of
Undernourishment
(PoU)

Persen 2,4 2,57 92,92

4
Meningkatnya Kualitas
Konsumsi Pangan
dengan Gizi Baik

Skor Pola Pangan
Harapan (PPH) Skor 90 92,7 103,00

5

Meningkatnya Kualitas
dan Produksi Perikanan
yang Berkelanjutan
serta Pencegahan
Penangkapan Ikan
Berlebihan

Jumlah Produksi
Perikanan

Ton 139320 211.119,44 151,54

6
Meningkatnya
Pelestarian Sumber
Daya Laut dan
Kawasan Pesisir

Persentase luasan
kawasan perairan dan
pesisir yang memiliki
ekosistem pesisir esensial
dalam kondisi sedang dan
baik

Persen 36,56 36,56 100,00

7

Mewujudkan
Perlindungan
Ekosistem Laut dan
Pesisir Melalui
Pengelolaan yang
Bertanggung Jawab

Indeks Kesehatan Laut di
wilayah kewenangan
Provinsi

Indeks 65 68,77 105,80

8

Terciptanya
Produktivitas Sumber
Daya Pertanian
Perkotaan yang Adaptif
Terhadap Perubahan
Iklim dan
Perkembangan
Teknologi

Persentase Peningkatan
Produksi Pangan Dan
Hortikultura

Persen 22,5 24,85 110,44

9

Terciptanya
Produktivitas Sumber
Daya Pertanian
Perkotaan yang Adaptif
Terhadap Perubahan
Iklim dan
Perkembangan
Teknologi

Persentase Peningkatan
Produksi Peternakan Persen 2,5 22,4 896,00
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10

Tercapainya Pemulihan
Ekosistem Kota dan
Implementasi
Pembangunan Rendah
Karbon

Persentase penyelesaian
rencana aksi KSD
Perbaikan Kualitas
Lingkungan Hidup Sub
KSD Mitigasi dan Adaptasi
Bencana
Iklim

persen 100
100 100,00

11
Meningkatnya Stabilitas
dan Ketahanan Kota

Persentase penyelesaian
rencana aksi KSD
Penanggulangan Banjir dan
Rob Sub KSD Penataan
dan Pengelolaan Kawasan
Pesisir Teluk Jakarta
dan Kepulauan Seribu

persen 100
100 100,00

12

Tercapainya Perbaikan
Manajemen dan
Arsitektur Kinerja
Pemerintah

Persentase penyelesaian
rencana aksi KSD
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Perwujudan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP)

persen 100
100 100,00

13

Berkembangnya
Kapasitas,
Profesionalitas, dan
Iklim Kerja Aparatur

Persentase penyelesaian
rencana aksi KSD
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Peningkatan Profesionalitas
SDM
Pemprov DKI Jakarta

persen 100
100 100,00

14

Meningkatnya
Kesempatan Kerja dan
Adaptabilitas Tenaga
Kerja

Persentase penyelesaian
rencana aksi KSD
Akselerasi Pertumbuhan
Ekonomi Pasca Pandemi
Sub KSD Pengembangan
UMKM

persen 100
100 100,00

15

Berkurangnya
Ketimpangan Serta
Terjaminnya
Pemenuhan Kebutuhan
Dasar dan
Perlindungan Sosial

Persentase penyelesaian
rencana aksi KSD
Akselerasi Pertumbuhan
Ekonomi Pasca Pandemi
Sub KSD Pengendalian
inflasi dan Peningkatan
ketahanan pangan

persen 100 100 100,00

Sasaran Khusus

16

Meningkatknya
Pemanfaatan E-
Purchasing dalam
Pengadaan Barang dan
Jasa

Persentase
Pemanfaatan E-Order Persen 100 100

100,00

17
Meningkatnya
Pengelolaan Arsip pada
Perangkat Daerah

Persentase Arsip Aktif
dalam Daftar Arsip

Aktif
Persentase 100 100

100,00

18

Peningkatan Resiliensi
Perekonomian Melalui
Peran Koperasi dan
Pembinaan Kepada
Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah

Persentase
Pertumbuhan Pelaku

UMKM
Persentase 4,5 12,2 271,11
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19
Terpantaunya harga
pangan strategis

Indeks Harga
Konsumen (volatile

food)
145,75 145,75 111,25

123,67

20

Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat dalam
Pembangunan Daerah

Jumlah Paket Pengadaan
Barang/Jasa Melalui
Swakelola Tipe III/IV Paket 6

6 100,00

21

Terimplementasinya
rencana strategis
komunikasi publik untuk
program- program umum
dan unggulan Perangkat
Daerah

Persentase implementasi
rencana strategi

komunikasi publik program-
program umum dan

unggulan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta.

Persen 100
100 100,00

22

Terwujudnya tata kelola
pemerintahan dan
keuangan daerah yang
transparan dan
akuntabel

Predikat SAKIP Perangkat
Daerah Tahun 2023 Predikat 82 85,45 104,21

23

Terwujudkannya tata kelola
SDI yang baik melalui
pemenuhan daftar data
daerah

Persentase progress
pengumpulan data sesuai

daftar data dan batas waktu
pengumpulan yang
ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur

Persentase 100
100 100,00

24

Penumbuhan Nilai-nilai
Kewirausahaan Dalam
Upaya Mencapai
Kemandirian Ekonomi

Persentase Pelaku UMKM
yang meningkat

kapasitasnya Persentase 83
89,3 107,59

25
Meningkatnya
kewirausahaan yang
berdaya saing

Jumlah omset yang
dihasilkan oleh pelaku

wirausaha di wilayah DKI
Jakarta

Rupiah 1,604E+11 202.810.195.397 126,44

26

Terkelolanya Keuangan
Daerah yang Sehat,
Transparan, dan Akuntabel

Persentase Inventarisasi
BMD berupa Gedung dan
Bangunan pada Pengguna

Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang Tahun

2023 di masing-
masing PD/UKPD

Persentase 100
100 100,00

27
Peningkatan penggunaan
produk dalam negeri

Persentase realisasi
belanja barang/jasa

bersertifikat TKDN, produk
dalam negeri, dan/atau

produk usaha mikro kecil
dan koperasi dari hasil
produksi dalam negeri

Persentase 80 87,17 108,96

28

Terimplementasinya
Pengembangan
Kompetensi ASN
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta 20 Jam Pelajaran
pertahun

Persentase Implementasi
Pengembangan
Kompetensi ASN

Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta 20 Jam

Pelajaran pertahun

Persentase 100
100 100,00

29
Meningkatnya Manajemen
Pengetahuan

Persentase penyelesaian
tahapan manajemen

pengetahuan Persentase 100
100 100,00
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30
Implementasi Penerapan
Manajemen Risiko

Persentase Implementasi
Penerapan Manajemen

Risiko Persentase 100
100 100,00

31
Tercapainya Target Kinerja
Anggaran atas Aspek
Implementasi

Presentase Nilai Kinerja
Anggaran atas aspek

Implementasi
Persentase 71 97,39 137,17

Sasaran Operasional

32

Terselesaikannya
tindak lanjut
rekomendasi temuan
hasil pemeriksaan
eksternal (BPK)

Persentase progress
penyelesaian tindak
lanjut rekomendasi
temuan hasil
pemeriksaan eksternal

(BPK)
Persen 100 100 100,00

33

Menyelesaikan Tindak
Lanjut Arahan
Gubernur

Persentase
Penyelesaian Tindak
Lanjut Arahan
Gubernur

Persen 100

100 100,00

34

Meningkatnya
penyelesaian
pengaduan masyarakat

Persentase capaian
penyelesaian
pengaduan masyarakat Persen 100

98,8075 98,81

Pada tabel diatas, capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2023

berada dalam interval persentase realisasi terhadap target (> 90) dengan kriteria Sangat Tinggi.

2.2.2 Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Pogram

NO. PROGRAM INDIKATOR SATUAN TARGET
2023

Tahunan

Realisasi Capaian (%)

1 PROGRAM PENGELOLAAN
KELAUTAN, PESISIR DAN
PULAU- PULAU KECIL

Persentase Kawasan Pemanfaatan
Ruang Perairan Pesisir yang sesuai
dengan Dokumen Perencanaan
Ruang Laut

Persen 18,46 18,49 100,16

2 PROGRAM PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha
Kelautan dan Perikanan

Persen 70 82 117,14

3 PROGRAM PENGELOLAAN

PERIKANAN TANGKAP

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Ton 120.000 181.352,08 151,13

4 PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN BUDIDAYA

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Ton 3838 4.931,03 111,18
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5 PROGRAM PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL
PERIKANAN

Jumlah Produksi dan Pemasaran
Produk Olahan Hasil Perikanan

Ton 14885,27 24.839,18 166,87

6 PROGRAM PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL
PERIKANAN

Angka Konsumsi Ikan Kg/Kapita/Tahun 47 48,61 103,43

7 PROGRAM PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT

Persentase Ketersediaan Pangan Persen 100 100 100

8 PROGRAM PENANGANAN
KERAWANAN PANGAN

Persentase Wilayah Tahan Pangan Persen 95,45 100 104,77

9 PROGRAM PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN

Persentase Pangan yang Bebas Bahan
Berbahaya

Persen 99,8 99,94 100,14

10 PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN
SARANA PERTANIAN

Persentase Pemenuhan Sarana
Pertanian

Persen 50 85,75 171,50

11 PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN
PRASARANA PERTANIAN

Persentase Prasarana Perternakan
dalam Kondisi Baik

Persen 50 58,33 116,66

12 PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN
PRASARANA PERTANIAN

Persentase Prasarana Pertanian dalam
Kondisi Baik

Persen 65 90 138,46

13 PROGRAM PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

Persentase Pengendalian Penyakit
Hewan Menular Strategis (Rabies)

Persen 100 100,00 100

14 PROGRAM PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT

VETERINER

Persentase Pengendalian Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Persen 65 88,6 136,31

15 PROGRAM PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT

VETERINER

Persentase Penurunan Kejadian dan
Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

Persen 5 20 400,00

16 PROGRAM PENGENDALIAN
DAN PENANGGULANGAN
BENCANA PERTANIAN

Persentase Area Lahan yang Terkendali Persen 85 85,00 100

17 PROGRAM PENYULUHAN
PERTANIAN

Persentase Peningkatan Produksi dan
Pemasaran Produk Pertanian dan

Peternakan

Persen 2,5 3,35 134,00

18 PROGRAM PENYULUHAN
PERTANIAN

Persentase Sumber Daya Manusia
Pertanian yang Meningkat
Kapasitasnya

Persen 80 100 125,00

19 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Indeks Kepuasan Layanan Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Indeks 4 4 100

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian target seluruh program diatas 90%.

Sedangkan Anggaran Per Program dapat dilihat dalam tabel di bawah ini
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Tabel 2. 4 Realisasi Anggaran Per Program

NO. NAMA PROGRAM APBD
PENETAPAN

APBD
PERUBAHAN

REALISASI CAPAIAN

1 PROGRAM PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN
PANGAN MASYARAKAT

987.729.953.890 1.053.542.364.790 1.048.134.122.561 99,49

2 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN

3.250.994.234 3.120.273.099 3.039.042.360 97,40

3 PROGRAM PENANGANAN
KERAWANAN PANGAN 96.429.020 0 0 0,00

4 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

731.001.621 693.083.244 626.222.599 90,35

5 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN,
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 6.771.898.626 5.965.214.719 5.475.646.151 91,79

6 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
BUDIDAYA

10.337.756.752 8.689.119.430 8.343.478.434 96,02

7 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
TANGKAP 44.730.715.179 29.506.559.733 27.454.854.450 93,05

8 PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
PERTANIAN

633.456.146 645.311.618 636.665.691 98,66

9

PROGRAM PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN
MASYARAKAT

VETERINER

9.001.972.040 9.017.530.589 8.718.627.050 96,69

10 PROGRAM PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN

HASIL PERIKANAN

8.900.687.946 8.690.010.501 8.013.240.377 92,21

11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 224.611.334.756 226.914.412.051 212.316.114.362 93,57

12 PROGRAM PENYEDIAAN DAN

PENGEMBANGAN PRASARANA
PERTANIAN

28.743.186.491 16.121.132.743 14.568.121.077 90,37

13 PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 9.652.415.216 9.922.127.204 9.746.224.319 98,23

14 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 9.762.522.453 9.403.038.712 9.286.539.252 98,76

TOTAL 1.344.954.324.370 1.382.230.178.433 1.356.358.898.683 98,13

Realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 1.356.358.898.683,- dari anggaran sebesar Rp. 1.382.230.178,- atau

sebesar 98,13%. Program Penanganan Kerawanan Pangan pada tahun 2023 tidak terdapat realisasi
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anggaran dikarenakan anggaran dilakukan efisiensi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program tersebut

mendapatkan fasilitas anggaran dari Dana Dekonsentrasi dari APBN melalui Koordinasi Badan Pangan

Nasional.

Jika dilihat realisasi anggaran per sasaran strategis dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 2. 5 Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran Strategis Indikator
Sasaran

Satuan

2023 No.

Program Anggaran Realisasi Capai anTarget Realisasi Capaian

1 Menguatkan
Ketahanan,
Keamanan,
dan Jaminan
Ketersediaan
Pangan

Indeks
Ketahaan
Pangan

Indeks 80 82,22 102,78 1 Program yang mendukung
sasaranPrevalensi
Ketidakcukupan Konsumsi
Pangan/Prevalence of
Undernourishment (PoU)
dan sasaran Skor Pola
Pangan Harapan (PPH)
merupakan program
mendukung sasaran Indeks
Ketahanan Pangan Pangan
juga

1.056.662.637.889 1.051.173.164.921 99,48

2 Meningkatnya
Kualitas
Konsumsi
Pangan
dengan Gizi
Baik

Prevalensi
Ketidakc
ukupan
Konsumsi
Pangan/
Prevalence
of Underno
urishmen

t (PoU)

Persen 2,4 2,57 92,92 PROGRAM
PENANGANAN
KERAWANAN PANGAN

0 0 0

3 Meningkatnya
Kualitas
Konsumsi
Pangan
dengan Gizi
Baik

Skor Pola
Pangan
Harapan
(PPH)

Skor 90 92,7 103,00 1 PROGRAM
PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT

1.053.542.364.790 1.048.134.122.561 99,49

2 PROGRAM
PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN

3.120.273.099 3.039.042.360 97,40

4 Mewujudkan
Perlindungan
Ekosistem
Laut dan
Pesisir
Melalui
Pengelolaan
yang
Bertanggung
Jawab

Indeks
Kesehatan
Laut di
wilayah
kewenan
gan Provinsi

Indeks 65 68,77 105,80 1 Program yang mendukung
sasaran Persentase luasan
kawasan perairan dan
pesisir yang memiliki
ekosistem pesisir esensial
dalam kondisi sedang dan
baik) dan sasaran Jumlah
produksi perikanan
merupakan program
mendukung sasaran Indeks
Kesehatan Laut di wilayah
kewenangan Provinsi

53.543.987.627 49.913.442.011 93,22

5 Meningkatnya
Pelestarian
Sumber Daya
Laut dan
Kawasan
Pesisir

Persentase
luasan
kawasan
perairan dan
pesisir yang
memiliki
ekosiste m
pesisir
esensial
dalam
kondisi
sedang dan
baik

Persen 36,56 36,56 100,00 1 PROGRAM
PENGELOLAAN
KELAUTAN, PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL

5.965.214.719 5.475.646.151 91,79

2 PROGRAM
PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

693.083.244 626.222.599 90,35
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6 Meningkatnya
Kualitas dan
Produksi
Perikanan
yang
Berkelanjutan
serta
Pencegahan
Penangkapan
Ikan

Berlebihan

Jumlah
Produksi
Perikana n

Ton 139.320 211.119 151,54 1 PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN BUDIDAYA

8.689.119.430 8.343.478.434 96,02

2 PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP

29.506.559.733 27.454.854.450 93,05

3 PROGRAM
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL
PERIKANAN

8.690.010.501 8.013.240.377 92,21

7 Meningkatkan
Budidaya dan
Produksi
Bahan
Pangan di
Kawasan
Perkotaan

Persenta se
Peningk
atan
Produksi
Pertania n

Perse
n

22,5 23,62 104,98 1 Program yang mendukung
sasaran Persentase
Peningkatan Produksi
Pangan Dan Hortikultura
dan Persentase
Peningkatan Produksi
Peternakan merupakan
program mendukung
sasaran Persentase

Peningkatan Produksi
Pertanian

45.109.140.866 42.956.177.389 95,23

8 Terciptanya
Produktivitas
Sumber Daya
Pertanian
Perkotaan
yang Adaptif
Terhadap
Perubahan
Iklim dan
Perkembanga

n Teknologi

Persenta se
Peningk
atan
Produksi
Pangan Dan
Hortikult ura

Perse
n

22,5 24,85 110,44 1 PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN
PRASARANA PERTANIAN

16.121.132.743 14.568.121.077 90,37

2 PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN
SARANA PERTANIAN

9.922.127.204 9.746.224.319 98,23

3 PROGRAM
PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN

BENCANA PERTANIAN

645.311.618 636.665.691 98,66

4 PROGRAM PENYULUHAN
PERTANIAN

9.403.038.712 9.286.539.252 98,76

9 Terciptanya
Produktivitas
Sumber Daya
Pertanian
Perkotaan
yang Adaptif
Terhadap
Perubahan
Iklim dan
Perkembangn
Teknologi

Persentase
Peningk
atan
Produksi
Peternakan

Persen 2,5 22,4 896,00 1 PROGRAM
PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN
DAN KESEHATAN
MASYARAKAT
VETERINER

9.017.530.589 8.718.627.050 96,69

2 PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN
PRASARANA PERTANIAN

16.121.132.743 14.568.121.077 90,37

3
PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN
SARANA PERTANIAN

9.922.127.204 9.746.224.319 98,23

4 PROGRAM PENYULUHAN
PERTANIAN

9.403.038.712 9.286.539.252 98,76

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran seluruh program

pendukung IKU capaian diatas 90% kecuali Program Penanganan Kerawanan Pangan pada tahun

2023 tidak terdapat realisasi anggaran dikarenakan anggaran dilakukan efisiensi. Hal ini dikarenakan
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pelaksanaan program tersebut mendapatkan fasilitas anggaran dari Dana Dekonsentrasi dari APBN

melalui Koordinasi Badan Pangan Nasional.

2.3. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET

Pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi

DKI Jakarta selama Tahun 2023 berjalan lancar.

Permasalahan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

dibagi menjadi dua besar :

1. Permasalahan terkait organisasi dan sumber daya Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan

Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

2. Isu terkait berdasarkan urusan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan

Pertanian Provinsi DKI Jakarta meliputi :

1. Berdasarkan aspek kajian pada permasalahan yang terkait dengan jumlah dan kualitas Sumber

Daya Manusia diantaranya jumlah tenaga teknis yang masih dibawah standar ideal sesuai

kebutuhan organisasi. Hal ini akan berdampak pada belum optimalnya pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat.

2. Permasalahan terkait urusan pangan, dimana saat ini kebutuhan per hari beras sebanyak 2.118

ton, daging sapi 39 ton, daging ayam 303 ton, telur ayam 266 ton, cabe rawit merah 52 ton,

cabe besar keriting 70 ton, bawang merah 83 ton, bawang putih 59 ton, gula pasir 143 ton dan

minyak goreng 368 ton. Dengan kebutuhan pangan yang sangat besar maka Provinsi DKI

Jakarta akan menjadi ketergantungan dengan pemasok dari daerah lain. Faktor lainnya adalah

belum optimalnya system Cadangan dan rantai pasokan dan logistic. Sehingga diperlukan

pemutakhiran data terkait ketahanan pangan (Tingkat kebutuhan, ketersediaan, distribusi dan

pemasok) untuk menunjang penguatan ketahanan pangan.

3. Permasalahan terkait urusan kelautan dan perikanan, potensi jumlah produksi perikanan yang

cukup besar baik perikanan tangkap, budidaya maupun produk olahan hasil perikanan. Potensi

sumber daya kelautan diantaranya luas Kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi

dan rehabilitasi sebesar 145,2 Ha. Dalam Upaya pengelolaan sektor kelautan perikanan makan

perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana perikanan (tangkap, budidaya, olahan hasil

perikanan), meningkatkan rehabilitasi ekosistem laut serta meningkatkan pembinaan pelaku

usaha kelautan perikanan. Permasalahan utama diantaranya belum siapnya regulasi terkait
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pemanfaatan ruang dan sumber daya kelautan, serta masih kurang updatenya ketersediaan

teknologi kelautan dan perikanan.

4. Permasalahan terkait urusan pertanian meliputi sektor pertanian dan peternakan. Kondisi saat ini

persentase peingkatan produksi pertanian sebesar 23,62 %. Terbatasnya lahan pertanian dan

peternakan merupakan salah satu kendala dalam peningkatan produksi. Permasalahan utama

urusan pertanian diantaranya terjadinya alih fungsi lahan menjadi perdagangan, pemukinan dan

industri
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BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan

Peraturan Gubernur No. 67 tahun 2022 perubahan kedua atas Peraturan Gubernur No. 161 tahun 2017

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Laporan

keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan

terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk

melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan

efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan

perundang-undangan.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna

untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya

yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh

pengeluaran.

2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya

dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan

entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan

mencukupi kebutuhan kasnya.

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan

sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal

dari pungutan pajak dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan etitas pelaporan, apakah mengalami

kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan,
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Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang

berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan,

sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas

anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 menggunakan

basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Laporan keuangan yang disusun terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);

3. Neraca;

4. Laporan Operasional (LO);

5. Laporan Arus Kas (LAK);

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;

7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas

akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai

fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

3.1. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
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laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang

memiliki ciri sebagai berikut:

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;

b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;

c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang

dipilih oleh rakyat; dan

d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada

wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas

pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan

akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya

yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan

berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas

pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan

seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan

daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebagai entitas akuntansi

merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang

menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang

diselenggarakannya.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi

DKI Jakarta didukung oleh struktur organisasi berikut: Pimpinan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan,

Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta yang membawahi Sekretariat, Bidang Peternakan dan

Kesehatan Hewan, Bidang Perikanan, Bidang Kelautan, Bidang Pertanian, dan Bidang Ketahanan Pangan

dengan Jumlah pegawai 329 orang pegawai.

3.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk

pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan

telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
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Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah

terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan

basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di

Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja, transfer dan pengeluaran

pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat

terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan

pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3. BASIS PENGUKURAN DAN PENGAKUAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN

KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 telah mengacu pada Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas menuju Akrual yang telah ditetapkan dalam Lampiran II

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan

Gubernur Nomor 161 tahun 2017. Dalam penyusunan LK telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan

keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan

Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta adalah:

3.3.1 Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo

Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah

daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA

mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.

2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah

dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara

penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

3. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan

syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan

negara/daerah.
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4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk

mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD

untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas

yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto,

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang

rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan- LRA yang diukur dengan mata uang

asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat

terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),

b. Pendapatan Transfer,

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah.

Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri

atas Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana

perimbangan dari pemerintah pusat.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang

mencakup Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/

organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang

tidak mengikat, Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan

korban/kerusakan akibat bencana alam, Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi

khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan Bantuan keuangan dari pemerintah daerah

lainnya.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu

diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-

hal yang bersifat khusus;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 52

3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow.

4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.

5. Informasi lainnya yang diangggap perlu.

3.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo

Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

a. Terjadi pengeluaran dari RKUD.

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang

Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA, dan.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode

pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang

sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam

pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber

pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah atau pengesahan oleh bendahara umum

daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset

tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan

biaya/ongkos untuk dipelihara.

c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak

untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan

d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut

memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal

kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap.

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai

belanja barang dan jasa.
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Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi

menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi

merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a dan b sebagai berikut:

a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

2) bertambah umur ekonomis, dan/atau

3) bertambah volume, dan/atau

4) bertambah kapasitas produktivitas.

b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut

material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal

kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap.

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi

aset tetap, masa manfaat aset bertambah.

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi,

maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan

sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan

pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang

berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan

penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan

sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang

memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal).

Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan

sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang

tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan

taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

Dalam Hal Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang

Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah dalam hal pekerjaan melalui SPM- LS Kontraktual

yang Berita Acara Serah Terima pekerjaan dibuat setelah tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan

tanggal 31 Desember 2023 tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai

dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2023 dan akan dilanjutkan
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Tahun Anggaran 2024 maka pencairan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Penyedia barang/jasa melakukan perpanjangan masa berlaku/mengganti Jaminan

Pembayaran Akhir Tahun Anggaran 2023.

b. Penyedia barang/jasa menyampaikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang telah

diperpanjang/diganti sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PA/KPA/PPK.

c. Masa berlaku Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada

huruf a paling singkat sampai dengan batas waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum

dalam surat pernyataan kesanggupan.

d. PA/KPA menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun

anggaran berikutnya kepada Kepala SBPK, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun

anggaran berkenaan dengan dilampiri:

1) Fotokopi surat pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa yang telah dilegalisir

PA/KPA.

2) BAPP sampai dengan 31 Desember 2023.

3) Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang telah diperpanjang/diganti, dengan nilai

jaminan paling sedikit sebesar nilai pembayaran yang belum ada prestasinya, dan masa pengajuan

klaim selamat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan tersebut yang dibuat sesuai

Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini; dan

4) Asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan (bermaterai cukup) dari PA/KPA/PPK kepada Kepala

SBPK sesuai lingkup wilayahnya untuk mencairkan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran, yang

dibuat sesuai Format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

e. Dilakukan penyelesaian dengan mengacu ketentuan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023, perubahan kontrak dan tata cara penyelesaian sisa

pekerjaan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini,

f. Pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2024 dicatat dalam laporan keuangan

ketentuan sebagai berikut:

1) Atas progress pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan BAPP sampai dengan tanggal 31

Desember 2023 dicatat sebagai bagian dari Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan

2) Atas sisa pekerjaan yang dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan perpanjangan

waktu 50 (lima puluh) hari kalender dicatat sebagai belanja barang/modal dibayar di muka.

g. Dalam rangka pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka SKPD/Unit SKPD

membuat BAPP sampai dengan 31 Desember 2023.
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3.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan

maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran

Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi

penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

3.3.4 Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO

diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas

pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan

jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO, dan Pendapatan Luar Biasa- LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan

terkait;

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO secara umum dicatat:

a. Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan

lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan;

b. Sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh

dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto,

dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal

besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan

dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas

bruto dapat dikecualikan. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan

dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan
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sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU, SK Menteri

Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan

sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar

nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal

kas yang diterima pemda. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar

dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang

atau hibah berupa jasa konsultasi.

Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan

Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan- LO adalah:

a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya

tahun anggaran.

b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi

hal-hal yang bersifat khusus.

c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.3.5 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat:

a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan

aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset

tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu:

1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban

(Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran

hibah); dan/atau

2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya

penggunaan persediaan).

c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban

antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan

atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan Perundang-
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undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang

belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang

terdiri dari Beban Operasi-LO: Beban Pegawai, Beban Barang Dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi,

Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Dan Beban Lain- Lain; Beban

Penyusutan Dan Amortisasi; Beban Transfer: Beban Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Bagi Hasil

Pendapatan Lainnya, Beban Bantuan

Keuangan antar Daerah Provinsi, Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota, Beban

Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota, Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

ke Daerah Provinsi, Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa, Beban

Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota; Beban Tak Terduga; dan Defisit

Non Operasional.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak

berwujud sejak Tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016

tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban

dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode

berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai

pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan

pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk

dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban

penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.

Sedangkan pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset

tetap diakui sebagai beban barang

3.3.6 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di

masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
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diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara

karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya

alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources), kandungan pertambangan, eksplorasi,

penggalian mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau

biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau

penguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;

b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;

c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

d. Persediaan dicatat sebesar:

1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti

donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.3.6.1 Aset Lancar

a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal pelaporan, atau

2) berupa kas dan setara kas.

Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b) diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pada

pos kas dan setara kas berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017, kas di kas

daerah sekurang-kurangnya harus mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan.

Saldo rekening penampungan merupakan jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan

namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (outstanding check).

Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas)

bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak,

retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan

piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk
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digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti

komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

c. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan

pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo

simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas

dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah

terdiri dari:

1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan

oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran

termasuk rekening yang diatur dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala BPKD selaku

BUD dengan pihak Bank;

2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang

dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;

3) Uang tunai di bendahara umum daerah.

e. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai

akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan Perundang-

undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah antara

lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan

dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal

pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas

SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai

dengan akhir tahun berjalan.

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

a. Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang

dapat direalisasikan (net realizable value).

b. Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih.

Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati

agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas

piutang yang ada per tanggal neraca.

c. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan

demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan

keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau

belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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d. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase

tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

2) Kualitas Piutang

a) Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur

berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

b) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama

timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul

diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih

dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa

terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.

c) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta:

(1) Menilai dan menentukan kualitas piutang;

(2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil

penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

d) Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan umur Piutang pada tanggal laporan

keuangan;

e) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

(1) Kualitas lancar;

(2) Kualitas kurang lancar;

(3) kualitas diragukan; dan

(4) kualitas macet.

f) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun

sampai dengan 2 tahun.

(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 sampai

dengan 5 tahun.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.

g) Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan

karakteristik sebagai berikut:

(1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;

(2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;

(3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;

(4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
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h) Khusus untuk piutang transfer Pemerintah Pusat tidak dilakukan penggolongan

kualitas piutang,

i) Untuk penggolongan kualitas piutang transfer antar daerah digolongkan

menjadi piutang Kualitas Lancar,

j) Penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer antar daerah,

dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun

sampai dengan 2 tahun.

(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 tahun

sampai dengan 5 tahun.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.

k) Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar:

No

Penggolongan

Kualitas

Piutang

Persentase Taksiran Penyisihan Piutang TakTertagih
(%)

Pajak Retribusi Transfer

Bukan
Pajak dan
Retribusi

dan
transfer

A Lancar 0,5 0,5 0,5 0,5

B Kurang Lancar 10 10 10

C Diragukan 50 50 50

D Macet 100 100 100

l) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang,

dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu

dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama

piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

m) Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
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(1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan,

dan pengukuran piutang;

(2) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;

(3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai

piutang tuntutan ganti kerugian daerah yang masih dalam proses

penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan;

(4) Jaminan atau sita jaminan jika ada; dan

(5) Informasi lainnya yang dianggap penting.

f. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan

maksud mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan barang-barang

yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:

1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;

3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat;

4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka

kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

1) Barang konsumsi;

2) Amunisi;

3) Bahan untuk pemeliharaan;

4) Suku cadang;

5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;

6) Pita cukai;

7) Bahan baku;

8) Barang dalam proses/setengah jadi;

9) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

10) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/ sejenisnya tidak dilaporkan

dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaan
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berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang

ada di gudang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik

(stock opname).

Barang persediaan yang ada pada unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian)

dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun

berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan

dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Dalam pencatatan dengan

metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:

1) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO.

2) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap

unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam- macam jenis

g. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga,

dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi

pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi

jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan

dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan

kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk

dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi

jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan

permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam

investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian

tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 64

belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk

memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berupa

Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan

masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat

yang biasa disebut Dana Bergulir.

Penilaian kualitas investasi non permanen dana bergulir dilakukan berdasarkan umur

investasi non permanen dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dalam hal

tertunggaknya pelunasan / pengembalian pokok dan / atau bunga / imbal hasil.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir ditetapkan sebesar:

a) Umur Investasi Dana Bergulir 0-1 tahun ditetapkan sebesar 5%;

b) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan

kualitas lancar;

c) 10% (sepuluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas

kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika

ada);

d) 50% (lima puluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan

kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan

(jika ada); dan

e) 100% (seratus perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan

kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika

ada).

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki

secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau

menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga

hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

a) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah, badan

internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu

perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam

bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk

menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
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Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua

metode yaitu:

a) Metode Biaya (cost method)

Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan

pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki

pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan.

Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi

Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai

investasi di dalam Neraca.

b) Metode Ekuitas (equity method)

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih

dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari

20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya

perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

a) Laba/rugi Perusahaan

Pada akhir tahun ketika BUMD dan PT Patungan mengumumkan laba/rugi

usaha, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan

bertambah/berkurang sebesar nilai laba/rugi dikalikan persentase

kepemilikan. Jika perusahaan mengalami laba, maka kenaikan nilai investasi

tersebut diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional. Begitu

pula sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka penurunan nilai

investasi tersebut diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional.

Atas peristiwa ini tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan dan belanja

dalam Laporan Realisasi Anggaran.

b) Penerimaan Dividen

Pada saat BUMD dan PT Patungan mengumumkan pembagian dividen,

maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkurang sebesar

nilai dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali

pembagian dividen dalam bentuk saham.

Sama halnya dengan metode biaya, pada metode ekuitas penerimaan

dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan

Operasional.
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Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi

kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul

akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya dan metode

ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya

kepemilikan/investasi pemerintah daerah pada perusahaan tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain

berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend),

diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

3.3.6.2 Aset Tetap

a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk

dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan/atau

merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan ongkos/biaya

untuk dipelihara.

b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam

aktivitas operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah klasifikasi aset tetap

yang digunakan meliputi:

1) Tanah

2) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:

a) alat-alat berat

b) alat-alat angkutan

c) alat-alat bengkel dan alat ukur

d) alat-alat pertanian/peternakan

e) alat-alat kantor dan rumah tangga

f) alat studio dan alat komunikasi

g) alat-alat kedokteran

h) alat-alat laboratorium

i) alat keamanan

j) alat olahraga

3) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:

a) bangunan gedung

b) bangunan monumen

4) Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:

a) jalan dan jembatan

b) bangunan air/irigasi
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c) instalasi

d) jaringan

5) Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:

a) buku dan perpustakaan

b) alat peraga pendidikan

c) barang bercorak kesenian/kebudayaan

d) hewan/ternak dan tumbuhan

e) aset tetap-renovasi

6) konstruksi dalam pengerjaan

c. Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan

dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai

wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang

terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap

biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut

ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang

dimaksudkan;

2) Biaya perolehan aset tetap selain harga beli atau kontruksinya yang dapat

diatribusikan langsung seperti biaya perencanaan, biaya lelang, biaya

pengawasan dan/atau biaya lainnya yang diperoleh secara gabungan untuk

beberapa unit aset tetap induk, maka di kapitalisasi dengan diatribusikan secara

proporsional ke masing-masing aset tetap induk;

3) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup

harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam

rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan

biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah

juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut,

jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;

4) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran

yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai

siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,

biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan

mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 68

5) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya

ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya

pengurusan IMB, notaris, dan pajak;

6) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai.

Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain

yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;

7) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;

8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen

biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara

langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak

merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk

membawa aset ke kondisi kerjanya;

9) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan

menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;

10) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;

11) Biaya appraisal untuk pengadaan aset tetap tanah secara gabungan, namun

tidak seluruh pengadaan tersebut terealisasi maka atas biaya appraisal tersebut

dikapitalisasi ke aset yang pengadaannya terealisasi dan dialokasikan secara

proporsional berdasarkan luasan asset tetap tanah tersebut.

d. Jika suatu belanja modal/aset tetap tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatat sebagai

ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam CaLK.

3.3.6.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses

perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu

tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya

memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa

kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
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b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui

pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan

perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama

lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat

meliputi:

1) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan

perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;

2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan

pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value

engineering;

4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai

Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang

berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan

untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat

dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika

kriteria berikut ini terpenuhi:

1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.

d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam

Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian

dan jangka waktu penyelesaiannya;

2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.

3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;

4) Uang muka kerja yang diberikan;

5) Uang Jaminan/Retensi;

6) KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 70

3.3.6.4 Penyusutan Aset

a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang

sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan

dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service

potential) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai

Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan

dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai

tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban

penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

b. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan

dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan

atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode

garis lurus (straight line method). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu

tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan

ternak dan tanaman.

c. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset tetap:

No. Uraian Masa Manfaat(Tahun)

1 Tanah Tidak Disusutkan
2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas:

2.1 Alat-alat Berat 8
2.2 Alat-alat Angkutan 8
2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 8
2.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan 5
2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 5
2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 5
2.7 Alat-alat Kedokteran 5
2.8 Alat-alat Laboratorium 5
2.9 Alat Keamanan 5

2.10 Alat Olahraga 5
3 Gedung dan Bangunan, yg terdiri atas:

3.1 Bangunan Gedung 20
3.2 Bangunan Monumen 20
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:

4.1 Jalan dan Jembatan 20
4.2 Bangunan Air/Irigasi 20
4.3 Instalasi 20
4.4 Jaringan 20
5 Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:

5.1 Buku dan Perpustakaan Tidak disusutkan
5.2 Alat Peraga Pendidikan 5
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5.3 Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan 5
5.4 Hewan/Ternak dan Tumbuhan

a. Hewan
b. Ternak
c. Tumbuhan Pohon
d. Tumbuhan Tanaman Hias

Tidak Disusutkan Tidak
Disusutkan Tidak

Disusutkan
Tidak Disusutkan

5.5 Aset tetap - renovasi Masa kerjasama atau masa
umur ekonomis,
mana yang lebih

pendek
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tidak Disusutkan

d. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur

ekonomik mana yang lebih pendek (whichever is shorter) antara masa manfaat

aset dengan masa pinjaman/sewa.

e. Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.

f. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan

penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset

tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

g. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa

Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak

dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

h. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai

Aset Lainnya berupa:

1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang

sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusannya; dan

2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

3.3.6.5 Amortisasi Aset

a. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan

secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan

untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.

b. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai Tabel

Amortisasi Aset Tak Berwujud berikut ini.

Uraian Masa
Manfaat

Software Komputer 5
Lisensi 10
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Franchise 5
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I 70
Hak Paten Sederhana 10
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II 50
Hak Cipta Karya Seni Terapan 25
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukkan 50
Hak Ekonomi Prosedur Fonogram 50
Hak ekonomi Lembaga Penyiaran 20
Paten Biasa 20
merek 10
Desain Industri 10
Rahasia Dagang 10
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 10
Perlindungan Varietas Tanaman Semusim 20
Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan 25
Peta RBI Skala Kecil (1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000) 20
Peta BRI Skala Menengah (1:100.000, 1:50.000, 1:25.000) 10
Peta RBI Skala Besar (1:10.000, 1:5.000, 1:2.500, 1:1.000) 5
Peta LLN Skala Kecil (1:500.000, 1:250.000) 20
Peta LLN Skala Menengah (1:50.000) 12
Peta LPI Skala Kecil (1:250.000) 20
Peta LPI Skala Menengah (1:50.000, 1:25.000) 12
Peta LPI Skala Besar (1:10.000) 5
Peta Batas Wilayah Administrasi 10
Peta Delineasi Batas Wilayah Administrasi 5
Peta Batas Negara 10
Data Pasang Surut 20
Data GNSS 20
Data Gayaberat 20
Data Pengukuran Sifat Datar Teliti 10
Citra Satelit Resolusi Tinggi (4 meter atau lebih halus) 5
Citra Satelit Resolusi Sedang (lebih kasar dari 4 meter) 10
Foto Udara 5
Peta Tematik Morfometri 5
Peta Tematik Penutup Lahan 5
Peta Tematik Sistem Lahan 5
Peta Tematik Lainnya 5
Atlas 10

c. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak

Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa

manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah

setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus

mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa

manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan
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nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk

mencerminkan perubahan tersebut.

d. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah

dikurangi amortisasi.

3.3.6.6 Aset Lainnya

a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat

diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan

dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah:

1) Tagihan Jangka Panjang;

2) Kemitraan dengan pihak ketiga;

3) Aset tidak berwujud;

4) Aset lain-lain.

b. Tagihan Jangka Panjang merupakan jumlah tagihan yang

diharapkan/dijadwalkan akan diterima/dilunasi dalam jangka waktu lebih dari

12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

c. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima

dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran yang mempunyai

jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain tagihan penjualan rumah

dinas dan kendaraan dinas.

d. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan

Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan

terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu

kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung

ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang

dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas

kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang

dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk

menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah

Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan

melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam

pelaksanaan tugas kewajibannya.

Atas TGR yang belum diterbitkan SKP2K dapat diakui sepanjang sudah

terdapat kata sepakat antara pemeriksa auditor internal (Inspektorat) maupun
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eskternal (BPK) dengan pihak terperiksa dan hasil temuan dituangkan dalam

bentuk laporan hasil pemeriksaan yang sudah teregister, TGR tersebut dicatat

pada kelompok aset lainnya.

e. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset yang secara fisik tidak dapat

dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan

dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah

hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset

tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan

sendiri oleh pemerintah daerah.

f. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat

dikelompokkan ke dalam Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak

Ketiga, dan Aset Tidak Berwujud. Termasuk di dalam Aset Lain-lain

diantaranya Aset Rusak Berat/Usang, Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam

Operasional Pemerintah, Aset Tetap - Fasos Fasum, Aset Kompensasi

Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan

(KLB/KDB), Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya, dan Kas

yang Dibatasi Penggunaannya.

3.3.6.7 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

a. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada

saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai

dengan ketentuan Perundang- undangan.

b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi

definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai

yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.

c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan

komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5

tahun dari sejak diperoleh.

d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan

pemeriksaan fisik (stock opname) dengan berita acara dan pada saat diterbitkan SK

Penghapusan.

e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual,

tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.

f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.
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3.3.6.8 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang

memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun

anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan

dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran

yang berkenaan. Pembentukan Dana Cadangan dapat diakui dengan dua cara, yaitu:

a. Pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke

Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit,

rekening koran dan/atau SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pada saat penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke

Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur

sebesar nilai nominal yang diterima. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana

cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana

cadangan yang bersangkutan.

3.3.7 Kewajiban

a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau

tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan,

kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan

pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau

lembaga internasional. Kewajiban pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu

kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari

wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban

dengan pemberi jasa lainnya.

c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari

kontrak yang mengikat atau peraturan Perundang-undangan.

d. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek
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a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek

jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal pelaporan.

b) Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang

sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek,

seperti utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima di muka,

utang kepada pegawai dan Kewajiban jangka pendek lainnya

Misalnya Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar

yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka

Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran

PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan

Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer dan

Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih

dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang

luar negeri, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.

c) Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak

ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan

Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

e. Pengukuran Kewajiban

1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat pertama kali transaksi

berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya, seperti transaksi

pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta

asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar,

diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

2) Utang atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah

terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang

pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga

atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap

akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak

atas barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah
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harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk

barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar

unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit

nonpemerintahan.

4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang

belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

5) Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara

Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara

sampai akhir periode pelaporan.

6) Utang telepon, air, listrik dan Internet (TALI) dicatat berdasarkan

laporan tagihan dari pihak pengelola TALI kepada SKPD/UKPD.

7) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang

akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan.

8) Utang Jangka Pendek Lainnya dicatat sesuai dengan karakteristik

masing-masing pos tersebut.

f. Kewajiban kontinjensi merupakan:

1) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan

keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya

suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya

berada dalam kendali pemerintah, atau

2) Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui

karena tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) pemerintah

daerah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat

ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya, atau jumlah kewajiban

tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

3.3.8 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari

saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

a. Ekuitas awal;

b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
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c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain

berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi

dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya;

2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d. Ekuitas Akhir.

3.3.9 Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi mata uang asing harus dibukukan dalam

mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs

tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang

asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dan dijabarkan menggunakan kurs

tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban

moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran

pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca

dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

3.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA

DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019

menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan

yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk

disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan,

dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah

sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam

pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan

melalui media “adjustment” atau jurnal koreksi atas pos- pos laporan keuangan dan pada

akhirnya semua pencatatan “auditabel” sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai

kewajaran laporan keuangan.
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BAB IV PENJELASAN POS-POS
LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanin Provinsi DKI Jakarta

(Gabungan) mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi.

Sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 911 Tahun 2023 tentang Entitas Akuntansi dan

Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2023, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanin

Provinsi DKI Jakarta beserta Suku Badan di 5 wilayah Kota Administrasi dan UPT menyusun Laporan

Keuangan pada masing-masing Entitas Akuntansi yang kemudian dilakukan konsolidasi sehingga menjadi

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanin Provinsi DKI Jakarta (Gabungan)

Tahun 2023.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanin Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan

Gabungan yang terdiri dari 7 (tujuh) laporan karena selain sebagai SKPD, Dinas Ketahanan Pangan,

Kelautan dan Pertanin Provinsi DKI Jakarta juga memiliki fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan

Daerah.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan

yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan

realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan,

belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

4.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

dalam periode yang bersangkutan. Pendapatan Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Provinsi DKI Jakarta (Gabungan) Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp. 28.254.730.828,- atau

125,02 % dari anggaran dalam P-DPA Rp.22.599.274.190,-.
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Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan daerah tahun 2022 yang mencapai Rp.27.062.240.666,-

Realisasi pendapatan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.192.490.162,- atau sebesar

4,41% . Peningkatan nilai pendapatan ini disebabkan kondisi ekonomi di tahun 2023 sudah berangsur

membaik dibandingkan tahun 2022. Selain itu adanya peningkatan nilai tarif pelayanan di BLUD Pusat

Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan Peraturan Gubernur tahun 11 tahun 2023

tentang Tarif Layanan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan juga memberikan kontribusi

peningkatan pendapatan.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp. 28.254.730.828,- seluruhnya merupakan

pendapatan asli daerah yang terdiri dari realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar

Rp.15.377.226.990,- dan lain lain pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan BLUD, denda

retribusi dan pendapatan sewa BMD sebesar Rp. 12.877.503.838,-

Jasa BLUD yang diberikan oleh unit Pusat Pelayanan dan Kesehatan Hewan terdiri dari Pemeriksaan

laboratorium diagnostic, pemeriksaan laboratorium Kesmavet, pemeriksaan fasilitas/peralatan

peternakan, pemeriksaan pos/klinik kesehatan hewan dan lain-lain pelayanan peternakan serta lain-lain

pendapatan.

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan memberikan keleluasaan

kepada daerah untuk menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai

perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

(Gabungan) Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 22.599.274.190,- dan realisasi sampai

dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 28.254.730.828,- atau 125,02% dari anggaran.

Realisasi PAD Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (Gabungan) Tahun

Anggaran 2023 tergambar sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2022
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4.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah merupakan pungutan

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang

bersifat pelayanan jasa umum, pelayan jasa usaha atau perizinan tertentu.

Realisasi retribusi daerah sampai dengan tahun 2023 mencapai Rp. 15.377.226.990,- atau 118,36%

dari target retribusi Rp. 12.991.959.790,-. Jika dibandingkan pendapatan retribusi tahun 2023

dengan pendapatan retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp. 14.830.308.590,- terjadi peningkatan

penerimaan pendapatan sebesar Rp. 546.918.400.- atau 3,69%.

Kenaikan terbesar terjadi di jenis retribusi pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan yang

meningkat sebesar Rp. 874.440.000,- (20,06%) jika dibandingkan 31 Desember 2022. Peningkatan

ini disebabkan membaiknya kondisi ekonomi sehingga eksport perikanan cukup baik, yang

membuat jumlah pengujian mutu hasil perikanan, yang merupakan salah satu syarat untuk

melakukan eksport bertambah baik dari segi volume pengujian maupun wajib retribusi yang

memakai jasa di Lab PPISHP

Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2023 secara total melebihi target yang telah

ditetapkan di tahun 2023, namun untuk sub kode rekening retribusi kios dan retribusi los nilainya

masih jauh dari target, hal ini dikarenakan masih diberlakukannnya pemberian Keringanan Retribusi

Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Retribusi yang Terdampak

Bencana Nasional Corona Virus Disease 19 (Covid-19) yang tertuang dalam Pergub No.61 tahun

2020 dan telah diubah dengan Pergub 87 tahun 2021 sampai dengan akhir bulan November 2023.

Pergub 87 tahun 2021 dicabut dengan berlakunya Pergub 36 tahun 2023.

Dalam Pergub 87 tahun 2021 mengatur tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau

Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional

Corona Virus Disease 19 (Covid-19) yang mengakibatkan beberapa jenis Wajib retribusi diberi

keringanan 100 % (digratiskan) dan atau memperoleh penghapusan sanksi administratif.

Beberapa jenis retribusi pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

yang mendapatkan fasilitas relaksasi sesuai pergub 61 Tahun 2020 dan telah diubah dengan Pergub

87 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Jenis Pungutan Retribusi yang Mendapatkan Fasilitas Relaksasi sesuai Pergub Nomor 87 Tahun 2021
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Aturan yang digunakan sebagai pedoman melakukan pemungutan retribusi di tahun 2023

antara lain:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3

tahun 2012 tentang Retribusi Daerah

2. Peraturan Gubernur Nomor 109 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi

Daerah

3. Peraturan Gubernur 188 tahun 2015 tentang Tata Cara pemberian Keringanan,

Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

4. Peraturan Gubernur 225 tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Kelautan dan

Pertanian

5. Peraturan Gubernur 87 tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan

atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar Kepada WR yang

Terdapat Bencana Wabah Corona Virus (Covid-19)

6. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Nomor 23 tahun 2021

tentang Penetapan Harga Penjualan Benih/Bibit Tanaman dan Agens Hayati/ Biopestisida

yang Diproduksi UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman DKPK Provinsi DKI

Jakarta

7. Keputusan Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut Nomor 3 tahun 2022 tentang

Penetapan Harga Benih Ikan Laut, Bibit Terumbu Karang dan Induk Afkir di Pusat Budidaya

dan Konservasi Laut
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8. Keputusan Kepala Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Nomor 01 tahun

2023 tentang Pedoman Harga Benih Ikan pada PPISH Periode Januari – Juni 2023

9. Keputusan Kepala Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Nomor 193 tahun

2023 tentang Pedoman Harga Benih Ikan pada PPISH Periode Juli - Desember 2023

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah berbagai upaya yang intensif telah
dilaksanakan seperti:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima;

2. Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan
Retribusi Daerah dapat dicapai dengan optimal;

3. Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah;

4. Peningkatan pengawasan di lapangan;

5. Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit pemungut retribusi dan ;

6. Pengembangan sarana pemungutan retribusi melalui Retribusi Online Sistem (ROS)
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Rincian realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 4. 2 Rincian Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2023
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Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2023 adalah

sebagai berikut:

1. Realisasi Retribusi Jasa Umum

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan pada orang pribadi atau badan

yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan

yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum sampai dengan 31 Desember 2023 hanya sebesar

Rp.98.119.400,- atau 26,96% dari target sebesar Rp. 364.000.000,-. Hal ini dikarenakan masih

diberlakukannya Pergub 87 tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah

dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana

Nasional Corona Virus Disease 19 (Covid-19) yang mengakibatkan seluruh retribusi jasa umum

di DKPKP diberi keringanan 100 % (digratiskan) atas pokok dan atau memperoleh penghapusan

sanksi administrative denda sampai dengan akhir bulan November 2023. Pemungutan retribusi

atas objek yang terkena Pergub tersebut hanya dilakukan di bulan Desember 2023 setelah

disahkannya Pergub 36 tahun 2023 yang mencabut ketentuan dlam Pergub 87 tahun 2021.

Realisasi yang terjadi di tahun 2023 merupakan realisasi atas pembayaran piutang tahun-tahun

sebelumnya dan pemungutan retribusi di Bulan Desember 2023.

Realisasi penerimaan retribusi jasa umum tahun 2023 Rp. 98.119.400,- mengalami peningkatan

sebesar Rp. 60.165.200,- atau 158,52 jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi

jasa umum tahun 2022 Rp.37.945.200,- Kenaikan realisasi pendapatan merupakan imbas dari

dicabutnya Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi

Daerah Dan/Atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar Kepada

Wajib Retribusi Yang Terdampak Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada

akhir Bulan November 2023, sehingga mulai Bulan Desember 2023 pembayaran retribusi sudah

mulai dipungut kembali.

Kendala yang dihadapi dalam melakukan pemungutan retribusi jasa umum antara lain masih

terdapat beberapa wajib retribusi yang belum familiar dengan sistem pembayaran online/

ecommerce khususnya pedagang di pasar rawa belong yang menggunakan fasilitas los

promosi bunga, sehingga merasa kesulitan dalam melakukan pembayaran.

Upaya yang untuk optimalisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum antara laian
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1. Melakukan penagihan secara kontinyu ke beberapa Wajib Retribusi baik kunjungan

secara langsung maupun melalui media elektronik (Telepon dan Chat Whatsapp);

2. Pemberitahuan secara berkala melalui media speaker aktif yang ada di Pasar Bunga

Rawabelong berkaitan dengan adanya kunjungan Mobile Branch Bank DKI untuk

mempermudah pembayaran retribusi;

3. Dijadwalkan temu mitra yang dihadiri oleh beberapa ketua kelompok perwakilan

pedagang Pasar Bunga Rawabelong setiap bulannya;

4. Dilakukan sosialisasi kepada Wajib Retribusi secara berkala mengenai info yang

berkaitan dengan Retribusi:

5. Dibuatkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan Surat Teguran Retribusi Daerah .

2. Realisasi Retribusi Jasa Usaha

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati

pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelayanan yang disediakan

oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan

menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal

Realisasi penerimaan retribusi jasa usaha sampai dengan 31 Desember 2023

Rp.15.279.107.590,- atau 120,99% dari target Rp. 12.627.959.790,-. Realisasi penerimaan

retribusi jasa usaha tahun 2023 Rp. 15.279.107.590,- mengalami peningkatan sebesar

Rp.486.753.200,- atau 3,29% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi jasa

umum usaha 2022 Rp. 14.792.354.390,-

Berikut penjelasan masing-masing retribusi jasa usaha

a. Retribusi Pemakaian Fasilitas/Sarpras perikanan mencapai realisasi penerimaan

Rp.8.911.193.740,- atau 116,24% dari target Rp7.666.005.240,- Cukup tingginya angka

realisasi penerimaan disebabkan perbaikan ekonomi sehingga beberapa Wajib Retribusi

melakukan pembayaran retribusi dimuka untuk tahun 2024. Namun jika dibandingkan

realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 9.462.421.240.- realisasi di tahun 2023 mengalami

penurunan sebesar (Rp. 551.227.500,-). Penurunan penerimaan ini dikarenakan kondisi

perekonomian yang belum pulih sepenunya menyebabkan wajib retribusi belum dapat

melakukan pembayaran retribusinya dengan tertib setiap bulannya. Selain itu faktor cuaca

yang kurang baik dan proses perizinan di KKP, membuat banyak kapal yang tidak melaut

serta produk hasil tangkapan tidak maksimal.
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b. Retribusi Pemakaian lahan Taman Anggrek Ragunan, mencapai realisasi penerimaan

Rp.51.750.000,- atau 73,93% sampai 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan pembayaran

piutang tahun lalu belum optimal dan retribusi ini termasuk yang mendapatkan

keringanan pembayaran pokok dan denda retribusi sesuai Pergub 87 tahun 2021 sampai

dengan akhir bulan November 2023. Sehingga pemungutan retribusi hanya dapat

dilakukan di bulan Desember 2023.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 Rp. 4.500.000,- terjadi peningkatan jumlah

penerimaan sebesar Rp.47.250.000,- yang merupakan akibat dari dicabutnya pergub 87

tahun 2021. Penerimaan yang terjadi di tahun 2022 adalah penerimaan atas pembayaran

piutang tahun-tahun sebelumnya.

c. Retribusi Pemakaian Lahan Usaha Promosi Penangkar Bibit mencapai realisasi

Rp.23.956.000,- atau 236,84% di tahun 2023. Tingginya realisasi dibandingkan target

dikarenakan cukup banyaknya Wajib Retribusi yang melunasi piutang-piutang tahun

sebelumnya dan juga adanya realisasi penerimaan untuk pemungutan di bulan Desember

2023 akibat pencabutan Pergub 87 tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 Rp.9.995.000,- terjadi peningkatan jumlah

penerimaan sebesar Rp. 13.961.000,- atau 140% yang merupakan akibat dari dicabutnya

pergub 87 tahun 2021. Penerimaan yang terjadi di tahun 2022 adalah penerimaan atas

pembayaran piutang retribusi pemakaian penerimaan atas pembayaran piutang tahun

sebelumnya.

d. Retribusi Pemakaian Lahan Kebun Bibit mencapai realisasi penerimaan sebesar

Rp.19.480.000,- atau 100% dari target yang ditetapkan. Seluruh Wajib Retribusi telah

melakukan pembayaran diawal tahun. Penerimaan di tahun 2023 sama dengan

penerimaan di tahun 2022 dikarenakan tidak ada penambahan objek retribusi maupun

kenaikan tarif.

e. Retribusi pemakian pusat latihan pertanian TC Klender dan fasilitasnya mencapai realisasi

penerimaan sebesar Rp. 22.000.000,- atau 110% dari target Rp. 20.000.000,- Jika

dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 Rp.5.000.000,- terjadi peningkatan jumlah

penerimaan sebesar Rp.17.000.000,- atau 340%. Hal ini dikarenakan membaiknya kondisi

perekonomian sehingga cukup banyak masyarakat yang melakukan sewa ruangan untuk

acara-acara perkawinan ataupun acara lainnya.

f. Retribusi Pemakaian Sarana Pengelolaan Perikanan mencapai realisasi Rp93.350.000,-

atau 100,44% dari target Rp92.940.000,- Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022
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Rp.92.940.000,- terjadi peningkatan jumlah penerimaan sebesar Rp.410.000,- atau 0,04%.

Hal ini dikarenakan di bulan Desember 2023 terdapat penambahan luasan objek yang

disewa.

g. Retribusi Pemakaian fasilitas pengujuan mutu hasil perikanan mencapai realisasi

Rp.5.231.700.000,- atau 131,14% dari target Rp. 3.989.419.550,- Jika dibandingkan dengan

realisasi tahun 2022 Rp. 4.357.260.000,- terjadi peningkatan jumlah penerimaan sebesar

Rp. 874.440.000,- atau 20,06%. Hal ini dikarenakan semakin membaiknya kondisi

perekonomian, sehingga kondisi eksport perikanan juga cukup baik. Hasil uji atas produk

perikanan merupakan salah satu syarat untuk melakukan ekspor hasil perikanan, sehingga

kondisi ini meningkatkan jumlah pengujian pada lab mutu hasil perikanan baik dalam

penambahan wajib retribusi maupun volume/jenis produk yang diujikan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan antara lain melakukan

Digitalisasi pelayanan mulai pengajuan permohonan sampai dengan penerbitan test result,

sehingga memberi kepastian waktu pelayanan kepada customer dan juga memperbanyak

kerjasama dengan laboratorium daerah untuk melakukan sub kontrak pengujian kepada

lab di PPISHP

h. Retribusi Pemakaian laboratorium uji mutu pertanian mencapai realisasi Rp.491.030.000,-

atau 122,76% dari target Rp. 400.000.000,- Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022

Rp. 499.690.000,- terjadi penurunan jumlah penerimaan sebesar (Rp.8.660.000,-) atau

(1,73%).

Meskipun penerimaan retribusi dari pelayanan laboratorium perikanan dan pertanian ini

cukup baik di tahun 2023 namun masih ada kendala yang dihadapai seperti terjadinya

beberapa kerusakan alat uji di tahun 2023 dan laboratorium perikanan swasta yang dapat

memberikan diskon harga dengan pemaketan parameter uji.

i. Retribusi Penjualan bibit/hasil kebun mencapai realisasi Rp. 318.469.650,- atau 122,49%

dari target Rp260.000.000,-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 Rp.

238.222.300,- terjadi peningkatan jumlah penerimaan sebesar Rp. 80.247.350 atau 33,68%.

Peningkatan penerimaan ini terjadi dikarenakan bertambahnya jumlah dan jenis hasil

kebun yang dijual.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan antara lain melakukan inovasi

dan perbaikan sarana di Kebun Bibit Ragunan, Cibubur, Ciganjur, Agrowisata Cilangkap

sehingga kunjungan ke kebun bibit meningkat dan membuat pembelian bibit tanaman

dan buah mengalami peningkatan.
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j. Retribusi Penjualan benih ikan baru mencapai relaisasi Rp. 116.178.200,- atau 116,18%

dari target Rp. 100.000.000,- Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022

Rp.102.845.850,- terjadi peningkatan jumlah penerimaan sebesar Rp. 13.332.350 atau

12,96%.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan antara lain melakukan

kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk program eduwisata kepada siswa, dan menjual

paket benih ikan kepada peserta. Melakukan peningkatkan kualitas benih ikan hias yang

di produksi dan membuka kerjasama dengan pedagang- pedagang ikan di Tempat

Promosi Hasil Perikanan (TPHP) agar membeli benih ikan yang di produksi oleh Balai

Benih Ikan (BBI).

4.1.1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD yang Sah merupakan komponen penerimaan yang tidak

termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan.

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah 31 Desember 2023 sebesar Rp. 12.877.503.838,- atau

134,04% dari target Rp.9.607.314.400 ,- sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 31

Desember 2022 sebesar Rp. 12.231.932.076,- penerimaan tahun 2023 mengalami peningkatan

sebesar Rp. 645.571.762,- atau 5,28% Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang Sah Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 3 Rincian Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
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Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 antara

lain sebagai berikut:

1. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD merupakan pendapatan atas asa BLUD diberikan oleh unit Pusat Pelayanan dan

Kesehatan Hewan terdiri dari Pemeriksaan laboratorium diagnostic, pemeriksaan laboratorium

Kesmavet, pemeriksaan fasilitas/peralatan peternakan, pemeriksaan pos/klinik kesehatan hewan

dan lain-lain pelayanan peternakan serta lain-lain pendapatan. Dalam memberikan layanannya,

BLUD Pusyankeswannak menggunakan tarif yang tercantum dalam Perauran Gubernur Nomor 64

tahun 2017 dan telah diperbarui mulai bulan Agustus 2023 dengan Peraturan Gubernur Nomor 11

tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 9.530.262.000-. Realisasi sampai

dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 12.817.230.706,- atau 134,5%. Apabila realisasi

tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar

Rp12.221.994.928,- maka di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.595.235.778,- atau 4,87%.

Peningkatan penerimaan ini disebabkan adanya peningkatan tarif layanan di BLUD

Pusyankeswannak yang sudah mulai diberlakukan di bulan Agustus 2023 sesuai dengan Peraturan

Gubernur Nomor 11 tahun 2023 tentang Tarif Layanan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan

Peternakan

2. Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan denda retribusi, merupakan pendapatan denda atas SKRD yang telah diterbitkan yang

belum terbayar sampai dengan jatuh temponya. Sesuai Perda Nomor 3 tahun 2012, dan telah

diubah dengan Perda 1 tahun 2015. Besarnya denda adminstrasi adalah 2% setiap bulan dari

jumlah pokok retribusi yang terutang.

Pendapatan Denda Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 35.265.400,-. Realisasi sampai

dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 17.343.132,- atau 49,2%. Apabila realisasi

tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar

Rp.9.937.148,- maka di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.405.984,- atau 74,52%.

3. Pendapatan sewa BMD
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Pendapatan sewa BMD merupakan pembayaran atas cicilan sewa beli rumah bermis yang

bangunannya berlokasi di Unit Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.

Pendapatan sewa BMD Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 41.787.000,-. Realisasi sampai

dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 42.930.000,- atau 102,7%. Apabila realisasi

tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp 0,- maka

di tahun 2023 mengalami kenaikan 100%. Pendapatan sewa BMD ini baru mulai ditarik kembali di

tahun 2023, setelah Bapenda membuat kode Rekening sesuai dengan arahan BPK.

Penjelasan lebih rinci terkait pendapatan sewa BMD ini dapat dilihat pada bab 5 bagian Sewa

Rumah Bermis.

4.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan

fungsinya (performance-based budgeting), yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan.

Belanja Daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijabarkan menurut

klasifikasi ekonomi sesuai penyajian pada Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan penyajian Belanja

Daerah sesuai dokumen APBD adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 yang dijabarkan menurut klasifikasi kelompok dan urusan.

Klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan Belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk

melaksanakan aktivitas. Klasifikasi Ekonomi berdasarkan jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja

Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Transfer.

Nilai realisasi belanja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sampai

dengan 31 Desember 2023 adalah Rp. 1.356.358.898.683,- atau 98,13% dari jumlah yang dianggarkan

dalam P-DPA Rp. 1.382.230.178.433,- Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022 yang

mencapai Rp.1.526.429.069.771,- realisasi belanja tahun 2023 mengalami penurunan sebesar

(Rp170.070.171.088,-) atau sebesar (11,14%).

Jenis belanja yang mengalami penurunan paling besar di Tahun 2023 yaitu Belanja Subsidi yang

menurun sebesar (Rp.176.208.872.293,-) atau (14,42%) dan Belanja Pegawai yang menurun sebesar

(Rp.10.473.002.962,-) atau (7,58%) dibanding Tahun Anggaran 2023.
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Rincian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Rincian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) 31 Desember 2023, dapat dijelaskan

sebagai berikut:

4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka

pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Nilai realisasi belanja operasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Rp. 1.342.028.885.820,- atau

98,20% dari nilai yang dianggarkan dalam P-DPA sebesar Rp. 1.366.562.997.348,-. Belanja Operasi

terdiri dari Belanja Pegawai Rp.127.751.052.462,- Belanja Barang dan Jasa Rp.168.172.095.931,- dan

belanja subsidi sebesar Rp.1.046.105.737.427,-

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja operasi tahun 2022 yang mencapai Rp.1.518.675.171.167,-

,realisasi belanja tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.176.646.285.347,- atau 11,63% yang

sebagian besar disebabkan adanya penurunan realisasi Belanja Subsidi kegiatan “Penyediaan dan

Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Provinsi dalam Rangka

Stabilitas Pasokan dan harga Pangan”. di tahun 2023 sebesar Rp.176.208.872.293,- atau 14,42%

dibandingkan tahun 2022.

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan

lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
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perUndang-Undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan

pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Nilai realisasi belanja pegawai Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sampai dengan 31

Desember 2023 sebesar Rp127.751.052.462,- atau mencapai 92,68% dari jumlah yang dianggarkan

dalam P-DPA sebesar Rp137.842.109.456,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan relaisasi per 31

Desember 2022 sebesar Rp. 138.224.055.424,- terjadi penurunan realisasi sebesar

(Rp.10.473.002,962,-) atau (7,56%). Penurunan ini disebabkan banyaknya pegawai yang memasuki

masa pensiun, pegawai tugas belajar dan cuti melahirkan.

Realisasi belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp127.751.052.462,- merupakan belanja atas gaji dan

tunjangan ASN Rp.34.960.127.928,- dan belanja tambahan penghasilan ASN Rp.92.790.924.534,-

Realisasi belanja pegawai hanya terdapat di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

Tabel 4. 5 Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023

Kode Rekening Uraian
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 19.083.358.830 17.426.140.500 91,32 19.759.506.940       
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1.737.499.332 1.529.463.418 88,03 1.731.675.192         
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 646.587.250 607.260.000 93,92 635.935.000            
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 917.475.059 743.600.000 81,05 675.955.000            
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 535.403.250 516.930.000 96,55 625.905.000            
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 962.794.932 872.805.840 90,65 981.653.100            
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS15.347.954.532 13.263.728.296 86,42 14.731.591.792       
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 248.705 199.874 80,37 217.436                  
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS 3.426.276.299 3.249.311.274 94,84 3.235.625.000         
5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS95.184.511.267 89.541.613.260 94,07 95.845.990.964       

137.842.109.456 127.751.052.462 92,68 138.224.055.424

JENIS BELANJA PEGAWAI
ANGGARAN REALISASI 2023 %

Total Belanja Pegawai

REALISASI 2022

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan

barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam

melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Nilai realisasi belanja barang dan jasa sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Rp.168.172.095.931,-

atau 94,82% dari nilai yang dianggarkan dalam P-DPA sebesar Rp.177.357.018.822,-.Jika

dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp.158.136.506.023,-

realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.10.035.589.908,- atau 6,35%

Peningkatan belanja di tahun 2023 dikarenakan kegiatan kegiatan yang sebelumnya mengalami

refocusing di tahun 2022 sudah mulai dapat dijalankan di tahun 2023 meskipun belum kembali

normal seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19.
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Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 adalah sebagai berikut;

Tabel 4. 6 Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023
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Tabel 4. 7 Realisasi Belanja Barang dan Jasa masing-masing UKPD Tahun 2023

Belanja barang dan jasa yang tersaji dalam laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah

belanja barang dan jasa yang tercatat di antaranya adalah ;

1. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Rp. 29.485.303.193,- diantaranya berupa

Belanja bahan-bahan lainnya Rp. 4.597.984.480,- belanja Gaji PJLP Rp. 6.424.708.793,- belanja

TALI Rp. 3.783.546.875,- belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat

Rp.1.086.892.700,-

2. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Rp. 28.609.449.765,- diantaranya berupa belanja gaji PJLP

Rp.9.317.475.639,- belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk

Irigasi Rp. 8.213.223.000,- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat

Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp. 4.643.911.482,- dan belanja TALI Rp. 1.153.498.817,-

3. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Rp. 26.817.868.201,- diantaranya berupa

belanja barang dan Jasa BLUD Rp.9.743.803.823,- dan belanja gaji PJLP Rp. 17.074.064.378,-
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4. Pusat Pengembangan Benih dan Sertifikasi Hasil Pertanian Rp16.962.424.645,- diantaranya

berupa belanja belanja gaji PJLP Rp. 10.264.764.358,- belanja Pemeliharaan Bangunan

Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp. 1.972.385.971,-

belanja bahan-bahan/bibit tanaman dan belanja TALI Rp. 729.038.875,-

5. Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Rp15.598.558.489,- diantaranya berupa

belanja gaji PJLP Rp. 9.118.835.858,- belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan

Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp. 1.972.385.971,- belanja TALI

Rp.1.322.769.459,- dan belanja natura dan pakan-pakan Rp.863.131.500,-

Rincian Belanja Barang dan Jasa Per Kode Rekening dapat dilihat pada lampiran 1

4.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan belanja yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf

hidup dan daya beli masyarakat secara umum. Belanja subsidi diberikan Pemerintah kepada

perusahaan negara, lembaga Pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual,

mengekspor, atau mengimpor barang dan/ atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak

sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Kegiatan Belanja Subsidi

Kepada BUMD dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian berpedoman pada

Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan

Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu.

Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian bekerja sama dengan PT Food Station dan PD

Dharma Jaya dalam penyediaan komoditas yang akan dijual kepada masyarakat. Komoditas yang

disediakan dalam kegiatan ini antara lain beras, daging ayam, telur ayam, susu kemasan dan daging

sapi.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Rp. 1.046.105.737.427,- atau

99,5% dari jumlah yang dianggarkan dalam P-DPA sebesar Rp. 1.051.363.869.070,- Realisasi belanja

subsidi di tahun 2023 terdiri dari Belanja di PD Dharma Jaya Rp.606.018.862.000,- dan PT Food

Tjipinang Station Rp. 440.086.875.427,-

Dibandingkan realisasi belanja subsidi tahun 2022 Rp.1.222.314.609.729 ,- terjadi penurunan belanja

di tahun 2023 sebesar (Rp.176.208.872.293,-),- atau (14,42%). Penurunan belanja ini terjadi

dikarenakan penurunan penerima manfaat di tahun 2023 dikarenakan adanya verifikasi ketepatan

penerima manfaatnya.
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Informasi lebih rinci mengenai belanja subsidi dapat dilihat di bab 5 bagian Kegiatan Pangan

Bersubsidi

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai

masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti

perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap

lainnya.

Nilai realisasi belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 14.330.012.863,- atau

mencapai 91,47% dari jumlah yang dianggarkan dalam P-DPA sebesar Rp.15.667,181.085-. Jika

dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2022 sebesar Rp. 77.53.898.604,-, realisasi tahun

2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.576.114.259 atau 84,81%. Peningkatan belanja modal di

tahun 2023 diantaranya pada Unit Pengelolaan Pelabuhan Perikanan sebesar Rp.11.413.034.272

diantaranya berupa Pembangunan Area Bongkar Muat Area UPI Rp.5.378.904.250 dan Penyempurnaan

Dermaga Kapal Perikanan Kali Adem Rp. 5.080.748.292,- Rincian Belanja Modal per kelompok aset

tetap adalah sebagai berikut

Tabel 4. 8 Realisasi Belanja Modal per Kelompok Aset Tetap Tahun 2023

No Uraian Anggaran Realisasi 2023 % Realisasi 2022
1 Belanja Modal

Peralatan &
Mesin 2.887.293.689,00 2.717.032.049,00 94,10 5.527.645.755,00

2 Belanja Modal
Gedung &
Bangunan 278.108.042,00 276.302.542,00 99,35 2.055.301.749,00

3 Belanja Modal
Jalan, Irigasi &
Jaringan 12.350.779.350,00 11.185.928.272,00 90,57 170.951.100,00

4 Belanja Modal
Aset Tetap
Lainnya 151.000.004,00 150.750.000,00 99,83 0,00

Jumlah 15.667.181.085,00 14.330.012.863,00 91,47 7.753.898.604,00

Sedangkan Rincian belanja modal di masing masing UKPD dan per Kode Rekening selama tahun 2023

dapat dilihat pada lampiran
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4.1.2.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin

Nilai realisasi belanja Modal peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2023 adalah

Rp. 2.717.032.049,- atau mencapai 94,10% dari jumlah yang dianggarkan dalam P-DPA sebesar

Rp. 2.887.293.689,-. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan mesin tahun 2023

sebesar Rp. 5.527.645.755,- realisasi 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar

Rp.2.810.613.706,- atau 50,85 %.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 Rp.2.717.032.049 ,- dapat dilihat dalam tabel

berikut

Tabel 4. 9 Rincian Belanja Peralatan dan Mesin per UKPD Tahun 2023

1) Realisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Rp. 700.247.000,- dari anggaran

Rp.728.171.256,- atau 96,17% Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya

Rp.131.435.400,- terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp. 568.811.600,- atau 432,77%.

Realisasi tahun 2023 terdiri dari pengadaan perkakas olahan kopi Rp. 15.150.000,-, satu set tab

A8 LTE Rp. 6.500.000,- satu set drone Rp. 34.200.000,- satu unit Bracket Video Wall Rp.

32.745.000,- empat unit Benq Video Wall @Rp.61.000.000 sejumlah Rp. 244.000.000,- empat

unit scanner @ Rp.15.000.000,- sejumlah Rp.60.000.000,- sepuluh unit HP INC HP 240 G9 AIO

6L7M1PA @19.600.000,- sejumlah Rp.196.000.000,- satu Unit Standing Troley Rp. 7.000.000,-

satu unit BenQ IFP RP6503 Rp. 90.000.000,- dan dua unit pompa air @ Rp.7.326.000,-

2) Realisasi Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Rp. 686.614.087,- dari

anggaran Rp.691.530.000,- atau 99,29%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 Rp.

2.775.000,- terjadi peningkatan sebesar Rp. 683.839.087,- atau 24642,85%. Realisasi belanja



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 99

tahun 2023 berupa pengadaan 2 unit speed boat senilai Rp. 340.960.087,- dan Rp.

345.654.000,-

3) Realisasi Pusat Promosi Dan Sertifikasi Hasil Pertanian Rp.503.993.280,- dari anggaran

Rp.624.448.938,- atau 80,71%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 Rp.

3.690.831.030,- terjadi penurunan (Rp.3.186.837.750,- atau (86,34%).

Realisasi tahun 2023 terdiri dari pengadaan dua unit meja resepsionis @Rp.4.501.050,-

sejumlah Rp.9.002.100,- empat unit Ac split @Rp12.076.800,- sejumlah Rp.48.307.200,- satu

unit handycam Rp.8.547.000,- satu unit bracket standing Rp. 4.995.000,- satu unit lemari asam

Rp. 233.770.440,- satu unit printer Rp.6.216.000,- dua unit printer @Rp.9.934.500,- sejumlag

Rp.19.869.000,- dan satu unit rotary vacuum pump Rp173.286.540,-

4) Realisasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Rp. 249.750.000,- dari anggaran

Rp.250.038.600,- atau 99,88%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 Rp. 66.600.000,-

terjadi peingkatan sebesar Rp.183.150.000,- atau 275%. Realisasi tahun 2023 berupa mesin

pel/poles

5) Realisasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Rp. 191.847.632,- dari anggaran

Rp. 205.103.869,- atau 93,54%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 Rp. 1.355.607.325,-

terjadi penurunan sebesar (Rp.1.163.759.693,-) atau (85,85%).

Realisasi tahun 2023 terdiri dari pengadaan empat unit mesin pemotong rumput @4.175.000,-

sejumlah Rp. 16.700.000,-; dua unit pompa listri @3.968.700,- sejumlah Rp. 7.937.400,- dua

unit mesin las listrik @6.675.000,- sejumlah Rp. 13.350.000,- empat unit sumersibel pump

senilai Rp. 9.800.000,- Rp. 10.800.000,- Rp.6.560.000,- Rp. 6.900.000,- dua unit mesin bor

tangan @1.750.000,- sejumlah Rp 3.500.000,-dua unit pompa air @Rp.4.875.000,- sejumlah Rp.

9.750.000,-satu unit LCD Rp. 12.700.000,-dua unit lemari es @Rp. 5.500.000,- sejumlah

Rp.11.000.000,-satu unit AC split Rp. 6.600.000,-tiga unit sound system @Rp.6.000.000,-

sejumlah Rp.18.000.000,- satu unit operating lamp Rp.41.750.000,- dan dua unit meat grinder

Rp. 8.250.000,-

6) Realisasi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Rp. 158.713.350,- dari

anggaran Rp.160.062.000- atau 99,16% . Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 Rp. 0,- terjadi

peningkatan sebesar 100%. Realisasi tahun 2023 berupa pengadaan alat ukur kadar air

7) Realisasi Pusat Pengembangan Benih Dan Proteksi Tanaman Rp. 119.979.900,- dari anggaran

Rp.121.467.300,- atau 98,78%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 Rp.

248.085.000,- terjadi penurunan sebesar (Rp.128.105.100,-) atu (51,64%). Realisasi tahun 2023

berupa pengadaan 10 unit AC split @Rp.11.997.990.000,- sejumlah Rp.119.979.000.-
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8) Realisasi Sudin KPKP Jakarta Selatan Rp. 65.052.800,- dari anggaran Rp. 65.255.095,- atau

99,69%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 Rp. 15.884.000,- terjadi peningkatan Rp.

49.168.800,- atau 309,55%. Realisasi tahun 2023 terdiri dari pembelian computer Rp.

7.192.800,- alat pasca panen Rp. 24.900.000,- dan alat peternakan Rp. 32.960.000,-

9) Realisasi Sudin KPKP Jakarta Timur Rp. 40.834.000,- dari anggaran Rp. 41.216.631,- Jika

dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 Rp. 1.998.000,- terjadi peningkatan Rp. 38.836.000,-

atau 1.943% . Realisasi tahun 2023 terdiri dari pengadaan dua unit laptop @13.349.000,-

sejumlah Rp. 26.698.000,- dan tiga unit printer @ 4.712.000,- sejumlah Rp.14.136.000,-

4.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Sampai dengan 31 Desember 2023 realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan Rp. 276.302.542,-

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebesar

Rp.2.055.301.749,- realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp.1.778.999.207,-). Hal ini

disebabkan karena dilakukan refocusing anggaran pada belanja modal gedung dan bangunan di

tahun 2023.

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 4. 10 Rincian Belanja Gedung dan Bangunan per UKPD Tahun 2023

1. Realisasi Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Rp.47.290.163,- dari anggaran

Rp.47.290.163,- atau 100%. Realisasi tahun 2023 berupa pengadaan panel surya pada

greenhouse

2. Realisasi Pusat Pengembangan Benih Dan Proteksi Tanaman Rp. 116.349.867,- dari anggaran

Rp.116.477.051,- atau 99,9%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022

Rp.1.527.331.075,- terjadi penurunan realisasi (Rp.1.410.981.208,-) atau 92,38%. Pengadaan

berupa Pembangunan play ground di Kebun Bibit Cilangkap
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3. Realisasi Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan Rp. 112.662.512,- dari anggaran

Rp.114.340.828,- atau 98,5%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 Rp.311.09.590,-

terjadi penurunan realisasi (Rp.198.387.078,-) atau 63,78%. Realisasi berupa Pembangunan

toilet di AEW Ragunan

4.1.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Nilai realisasi belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah

Rp. 11.158.928.272,- atau mencapai 90,57% dari jumlah yang dianggarkan dalam P-DPA sebesar

Rp. 12.350.779.350,-. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 170.951.100,- realisasi tahun 2023 mengalami

peningkat sebesar Rp.11.014.977.172 atau 6.444,35%. Peningkatan realisasi anatar lain disebabkan

karena adanya pembangunan Area Bongkar Muat Area UPI Rp.5.378.904.250 dan Penyempurnaan

Dermaga Kapal Perikanan Kali Adem Rp. 5.080.748.292,- di Unit Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.

Realisasi belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 4. 11 Rincian Belanja Jalan, Jaringan, Irigas per UKPD Tahun 2023

1. Realisasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sebesar Rp. 11.163.284.272,00,- dari anggaran

Rp. 12.328.077.630,- atau 90,55%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022

Rp.89.965.500,- terjadi peningkatan sebesar Rp. 11.073.318.772,- Realisasi tahun 2023 berupa

perencanaa pembangunan ground tank Rp.703.631.730,- Pembangunan Area Bongkar Muat

Area UPI Rp.5.378.904.250 dan Penyempurnaan Dermaga Kapal Perikanan Kali Adem Rp.

5.080.748.292,-

2. Realisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebesar Rp. 22.644.000,- dari

anggaran Rp. 22.701.720,- atau 99,75%. Realisasi tahun 2023 berupa pompa air irigasi

penyiraman dan Panel monitoring IOT Hidroponik pada OPAL

4.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Nilai realisasi belanja modal aset tetap lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar

Rp.150.750.000,- atau 99,83% dari nilai anggaran sebesar Rp. 151.000.004,- Jika dibandingkan dengan
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realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2022 sebesar Rp. 0,- realisasi tahun 2023 mengalami

peningkatan sebesar Rp. 150.750.000.- atau 100%. Peningkatan disebabkan adanya penganggaran

dan realisasi untuk belanja aset tetap lainnya.

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2023 terdapat di Sudin KPKP Jakarta Selatan berupa

pengadaan empat ekor sapi perah @37.687.500,00 sejumlah Rp. 150.750.000,-

4.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik

penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam

penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan

atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada

Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari

Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasi dengan pengeluaran).

Pembiayaan daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.400.327.816,- berupa Penerimaan atas

penyetoran sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan

Peternakan ke rekening kas umum daerah sesuai Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2023

4.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan jumlah akumulasi SILPA sampai dengan

tanggal pelaporan dan dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pelaporan Saldo Anggaran Lebih

mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa

Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang

diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp. 12.792.157.311,-) dengan

rincian sebagai berikut ;

SAL per 31 Desember 2022 – Dana BLUD 4.703.722.552,-

Penggunaan SAL Dana BLUD sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (4.703.722.552,-)

Subtotal 0,-
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Pendapatan 12.817.230.706,-

Belanja (27.009.715.833.-)

Defisit (14.192.485.127,-)

Penerimaan Pembiayaan 1.400.327.816,-

Pengeluaran Pembiayaan -

Pembiayaan Netto 1.400.327.816,-

SILPA tahun 2023 (12.792.157.311,-)

SAL Akhir per 31 Desember 2023 (12.792.157.311,-)

SAL Akhir per 31 Desember 2023 – Dana BLUD 4.281.907.067,-

SAL Akhir per 31 Desember 2023 – Dana Subsidi (17.074.064.378,-)

4.3 NERACA

Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
pelaporan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan
ekuitas dana.

Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomdan/atau sosial yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang. Sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah
dan budaya juga termasuk dalam pengertianaset. Contoh aset antara lain kas, piutang, persediaan, dan
bangunan.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang menyelesaiannya mengakibatkan aliran
keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang biaya,
dan utang lainnya yang masih harus dibayar. Contoh kewajiban antara lain utang kepada entitas pemerintah
lain, utang kepada lembaga keuangan, dan utang perhitungan fihak ketiga.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisihantara aset dan kewajiban pemerintah.
Contoh ekuitas dana antara lain Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan ekuitas dana yang diinvestasikan.

4.3.1 Aset

4.3.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus
operasi normal badan/unit; atau

2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan
direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau

3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 104

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar

4.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas adalah aset yang paling lancar (liquid), merupakan medium standar nilai tukar dan basis
untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka
aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga
harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar
utang. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand), rekening giro, dan rekening deposito.

Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek
dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko
perubahan nilai yang signifikan.

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 Rp. 4.281.907.067,- yang terdiri dari Kas di
Bendahara Pengeluaran Rp.0,- dan kas BLUD Rp. 4.281.907.067,-

4.3.1.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,- sama dengan

saldo audited per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,- .

Dalam rangka pengelolaan kas, Pemprov DKI Jakarta menyimpan dana dalam bentuk

giro. Rincian dari saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah

sebagai berikut :
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Tabel 4. 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022

4.3.1.1.1.2 Kas dan Setara Kas BLUD

Kas dan Setara Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari dana operasional BLUD

meliputi Kas BLUD, Setara Kas BLUD, Potongan PFK di BLUD, Uang Muka Pelayanan dan

lainnya.

Saldo kas dan setara kas BLUD di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian

(Gabungan) 31 Desember 2023 merupakan saldo kas di bank sebesar Rp. 4.281.907.067,-

sedangkan saldo audited per 31 Desember 2022 Rp. 4.703.722.552,-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 106

Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 4.281.907.067,- terdiri dari

1. Tabungan Giro (Rekening Kas) Norek 51172700715 Rp. 4.281.904.306,-

2. Tabungan Giro (Bendahara Pengeluaran) Norek 51102000072 Rp. 2.761,-

Sedangkan Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.703.722.552,- terdiri dari

1. Tabungan Giro Norek 51103260604 (Penerimaan BLUD) Rp. 1.703.673.316,-

2. Deposito di Bank DKI Bilyet No. 033263 Rp. 3.00.000.000,-

3. Jasa giro yang masuk di Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD No Rek

51102000072 Rp. 49.236,-

Saldo ini merupakan saldo di bank milik Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan. Kas di bank ini

pengelolaannya bersifat khusus karena merupakan Kas BLUD sehingga pada akhir tahun

tidak disetorkan ke kas daerah dan dapat langsung digunakan kembali dalam kegiatan

operasional pada tahun berikutnya.

4.3.1.1.2 Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan

uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan Perundang-

undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang pemerintah daerah diakui pada saat

timbulnya hak tagih pemerintah daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan

pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi

lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran

piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah

perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan

Saldo piutang Pendapatan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Gabungan) per

31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.019.681.225,- sedangkan saldo audited piutang per 31

Desember 2022 sebesar Rp 228.870.632,-

Saldo piutang tahun 2023 Rp. 5.019.681.225,- terdiri dari saldo piutang retribusi

Rp.115.205.600,- dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp. 4.904.475.625,
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4.3.1.1.2.1 Piutang Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, jenis retribusi daerah berdasarkan

objeknya terdiri dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan

Tertentu.

Piutang retribusi timbul apabila sampai dengan tanggal laporan keuangan masih ada

tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 Rp 115.205.600,00,- Sedangkan saldo

audited Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 228.870.632,- sehingga terjadi

penurunan saldo piutang retribusi sebesar (Rp.103.642.564,-) atau (45,28%) Penurunan

piutang ini dikarenakan telah dilakukan beberapa upaya penagihan piutang yang dilakukan

oleh unit pemungut retribusi antara lain dengan melakukan penagihan secara kontinyu ke

beberapa Wajib Retribusi baik kunjungan secara langsung maupun melalui media

elektronik (Telepon dan Chat Whatsapp), Pemberitahuan secara berkala melalui media

speaker aktif yang ada di Pasar Bunga Rawabelong berkaitan dengan adanya kunjungan

Mobile Branch Bank DKI untuk mempermudah pembayaran tunggakan retribusi, dan

menjadwalkan temu mitra yang dihadiri oleh beberapa ketua kelompok perwakilan

pedagang Pasar Bunga Rawabelong setiap bulannya.

Piutang retribusi tahun 2023 merupakan Retribusi yang SKRD nya sudah diterbitkan di

bulan Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2023 namun belum disetorkan dan

divalidasi sampai dengan 31 Desember 2023. Rincian Piutang Retribusi dapat dilihat pada

berikut.
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Tabel 4. 13 Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2023

4.3.1.1.2.1.a Piutang retribusi jasa umum

Piutang retribusi jasa umum adalah piutang yang timbul karena belum

diterimanya pembayaran atas SKRD yang telah diterbitkan sampai dengan 31

Desember 2023 atas pendapatan retribusi jasa umum berupa sewa los dan kios di

Pasar Rawa Belong. Piutang Retribusi Jasa Umum Per 31 Desember 2023 dan

2022 masing-masing sebesar Rp.86.238.800,- dan Rp.117.320.832,-.

Piutang retribusi jasa umum tahun 2023 Rp. 86.238.800,- terdiri dari piutang

retribusi los Rp.55.798.800,- dan piutang retribusi kios Rp.30.440.000. Rincian

piutang per wajib retribusi dapat dilihat dalam lampiran 4

4.3.1.1.2.1.b Piutang retribusi jasa usaha

Piutang retribusi jasa usaha adalah piutang yang timbul karena belum

diterimanya pembayaran atas SKRD yang telah diterbitkan sampai dengan 31

Desember 2023 atas pendapatan retribusi jasa usaha berupa sewa tanah dan

bangunan serta pemakaian lab untuk pemakaian sampai dengan Desember 2023.

Saldo Piutang Retribusi Jasa Usaha Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-

masing sebesar Rp.28.966.800,- dan Rp.111.549.800,-.
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Piutang retribusi jasa usaha tahun 2023 Rp. 28.966.800,- terdiri dari piutang

retribusi penyewaan tanah dan bangunan Rp.10.206.800,- piutang retribusi

penyewaan tanah Rp.10.510.000,- dan piutang retribusi pemakaian laboratorium

Rp.8.250.000. Rincian piutang per wajib retribusi dapat dilihat dalam lampiran 5

Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2023

Sedangkan rincian piutang berdasarkan kualitas piutang dapat digambarkan sebagi berikut

Tabel 4. 14 Rincian Piutang Retribusi Berdasarkan Kualitas Piutang
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Di tahun 2018, BPK menemukan adanya piutang di Unit Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

(UPPP) yang belum dicatat sebesar Rp.1.734.452.200,- yang terdiri dari piutang tahun 2017

sebesar Rp. 588.340.100,- dan piutang tahun 2018 Rp. 1.146.112.000,-. Sedangkan

berdasarkan hasil inventarisasi oleh UPPP untuk piutang retribusi pemakaian

fasilitas/sarpras perikanan ditetapkan Rp.1.736.252.200,- Piutang ini belum masuk dalam

necara DKPKP karena belum dibuatkan SKRD nya sebagai dasar pencatatan piutang dalam

Laporan Keuangan. Sesuai hasil pembahasan dengan BPK, SKRD atas piutang ini baru akan

dibuatkan jika sudah akan dilakukan pembayaran oleh Wajib Retribusi.

Berdasarkan laporan dari unit pemungut retribusi, UPPP, sampai dengan tanggal 31

Desember 2023 jumlah piutang yang tertagih sebesar Rp.1.512.217.600,- sehingga sisa

piutang per 31 Desember 2023, Rp.224.209.800,- dikarenakan terdapat lebih setor piutang

sebesar Rp. 175.200,- Sisa piutang sebesar Rp.224.209.800,- merupakan piutang atas 65

wajib retribusi.

Pada tahun 2023, BPK kembali menemukan piutang retribusi pemakaian fasilitas/ sarpras

perikanan di Unit Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (UPPP) yang belum tercatat dalam

laporan keuangan tahun 2022 sebesar Rp. 620.385.600,-

Berdasarkan laporan dari unit pemungut retribusi, UPPP, sampai dengan laporan ini buat,

belum dibuatkan SKRD sesuai hasil pembahasan dengan BPK. Sampai dengan tanggal 31

Desember 2023 jumlah piutang yang tertagih sebesar Rp.173.817.600,- sehingga sisa

piutang per 31 Desember 2023, Rp.446.568.000,- yang terdiri dari 21 orang wajib retribusi.

Upaya-Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi jumlah nilai piutang ini antara lain

melakukan pendataan atas WR yang tercatat dalam daftar debitur, mengumpulkan WR dan

membuat surat teguran dan surat kesanggupan pembayar. Selain itu tetap dilakukan

penagihan secara berkala kepada WR yang memiliki piutang.

4.3.1.1.2.1.c Penyisihan Piutang Retribusi

Nilai Piutang Pendapatan Retribusi per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang

dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp.30.336.086,- yaitu berasal dari

Nilai Bruto sebesar Rp.115.205.600,- dikurangi dengan Penyisihan Piutang tak Tertagih

sebesar Rp.84.869.514,-.
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Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar

(Rp.84.869.514,-) sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp. 199.110.632,-) sehingga

secara total terjadi penurunan nilai penyisihan sebesar Rp. 114.214.118,- atau (57,37%).

Tabel 4. 15 Rincian Nilai Penyisihan Piutang 31 Desember 2023

4.3.1.1.2.2 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah piutang selain Pajak, Retribusi dan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Piutang Lain-Lain PAD yang pada Dinas

Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian terdidi dari piutang denda dan piutang jasa

layanan umum BLUD.
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Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi

DKI Jakarta per 31 Desember 2023 sebesar Rp.4.904.475.625,- sedangkan saldo audited per

31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,- Sehingga terjadi peningkatan nilai Piutang Lain-Lain

PAD yang Sah sebesar Rp. 4.904.475.625,- atau 100% dibandingkan tahun 2022.

Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dapat dilihat dalam tabel berikut :

4.3.1.1.2.2.a Piutang Pendapatan Denda Retribusi

Piutang Pendapatan Denda Retribusi adalah piutang yang timbul karena belum

diterimanya penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah setelah

jatuh tempo yang bersumber dari pendapatan denda retribusi jasa umum dan pendapatan

denda retribusi jasa usaha.

Saldo piutang pendapatan denda retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 12.437.928,-

sedangkan saldo audited per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,- Piutang Pendapatan

Denda Retribusi tahun 2023 Rp. 12.437.928,- terdiri dari Piutang Pendapatan Denda

Retribusi Jasa Umum Rp. 9.980.228,- berupa Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar

dan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha Rp. 2.457.700,- berupa Pendapatan

Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Mutasi Piutang Pendapatan Denda Retribusi

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 16 Mutasi Piutang Pendapatan Denda Retribusi

NO URAIAN
 SALDO PER 

31 DESEMBER 2022 
SALDO PER 

31 DESMBER 2023

PENAMBAHAN KOREKSI PEMBAYARAN
PENGHAPU
SAN/KORE KOREKSI

-                                    1.063.776       27.562.112    16.038.392         -                   149.568      12.437.928                

                                    -        1.063.776     27.562.112          16.038.392                    -       149.568                 12.437.928 

1                                     -            608.676     16.752.912             7.231.792                    -       149.568 9.980.228                  

2
                                    - 455.100          10.809.200    8.806.600           -                  -                    2.457.700                  

Jumlah Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah -                                   1.063.776      27.562.112    16.038.392         -                  149.568     12.437.928               

Lain-Lain PAD yang Sah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar

PENAMBAHAN 2023 PENGURANGAN 2023

Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah
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4.3.1.1.2.2.b Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan nilai bersih

yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) masing-masing sebesar Rp 187.600,- dan

Rp 0,- jumlah tersebut setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Nilai Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 2022

masing-masing sebesar Rp 12.250.328,- dan Rp 0, Nilai Penyisihan Piutang Denda Retribusi

Tak Tertagih dihitung dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan piutang ke dalam empat

kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, kemudian

disisihkan sesuai dengan kualitasnya.

Rincian Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih Per 31 Desember 2023 adalah

sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih Per 31 Desember 2023

4.3.1.1.2.2.c Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Nilai Piutang Pendapatan dari Pengembalian merupakan piutang yang timbul akibat

kelebihan pembayaran subsidi pangan murah kepada BUMD. Nilai Piutang Pendapatan dari

Pengembalian per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.

4.879.387.697,- dan Rp. 0,-

Nilai Piutang Pendapatan dari Pengembalian tahun 2023 Rp.4.879.387.697,- terdidi dari

piutang kepada PT. Food Station Tjipinang Jaya Rp. 2.804.912.869,- dan kepada Perumda

Dharma Jaya Rp. 2.074.474.828,-.
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Atas piutang ini telah dilakukan pengembalian ke kas negara oleh PT. Food Station

Tjipinang Jaya sebesar Rp. 2.804.912.869,- pada tangal 28 Mei 2024 Nomor Validasi

24PPUS01000000271 NTPD 2405044039 dan setoran oleh Perumda Dharma Jaya pada

sebesar Rp. 2.074.474.828,- tanggal 22 Mei 2024 Nomor Validasi 24PPUS01000000265

NTPD 2405039124.

4.3.1.1.2.2.d Piutang Jasa Layanan Umum BLUD

Piutang Jasa Layanan Umum BLUD adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya

pendapatan yang bersumber dari pendapatan Jasa laboratorium kesehatan masyarakat

veteriner. Piutang Jasa Layanan Umum BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-

masing sebesar Rp. 12.650.000,- dan Rp 0,00.

4.3.1.1.2.2.e Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD Tak Tertagih

Nilai Piutang Jasa Layanan Umum BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan nilai

bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) masing-masing sebesar Rp.

12.586.750 dan Rp.0,-. Nilai tersebut merupakan nilai piutang setelah dikurangi penyisihan

piutang sebesar Rp. 63.250,- dan Rp.0,-

4.3.1.1.3 Belanja Dibayar dimuka

Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 134.103.742,00,- sedangkan

saldo audited per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 119.012.672,- Nilai saldo belanja dibayar

dimuka merupakan Belanja Barang dibayar dimuka berupa sisa deposit belanja BBM yang

telah dibayarkan ke SPBU namun belum digunakan. Rincian Belanja dibayar dimuka tahun

2023 dan 2022 adalah sebagai berikut

Tabel 4. 18 Rincian Belanja dibayar dimuka tahun 2023 dan 2022
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4.3.1.1.4 Persediaan

Nilai persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk

digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah. Penilaian persediaan

diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (stock opname) per 31 Desember 2023

dengan menggunakan harga pembeliaan/perolehan metode FIFO sesuai mutasi dalam e-

persediaan.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.15.223.956.744,- sedangkan saldo per 31

Desember 2022 sebesar Rp. 12.679.285.556,- Sehingga terjadi peningkatan sebesar

Rp.2.544.671.188,- atau 20,07 % dibandingkan tahun 2022.

Rincian nilai persediaan masing-masing SKPD/UKPD per 31 Desember 2023 adalah sebagai

berikut:

Tabel 4. 19 Rincian Nilai Persediaan per UKPD per 31 Desember 2023

Rincian perjenis persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:
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Persediaan bahan pakai habis yang jumlahnya besar terdapat di PPSHP Rp. 4.261.193.186,-

yang sebagian besar jenis persediaannya berupa suku cadang alat-alat laboratorium dan

bahan bahan kimia, Pusbangnih Rp. 3.535.700.327,- sebagia besar berupa bibit tanaman

serta PPISHP sebesar Rp.3.322.847.590,- sebagian besar berupa bahan laboratorium dan

bahan kimia.

Di Dalam gudang DKPKP, terdapat barang persediaan yang telah usang antara lain STRD,

Karcis retribusi, karcis mobil dan lainnya yang nilainya sebesar Rp. 154.282.788,- yang

sudah tidak dapat digunakan lagi dan obat –obatan yang sudah exipred

4.3.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk

keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat

lebih dari satu tahun. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap

diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 4.577.002.024.301,- sedangkan saldo

audited per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 4.663.003.045.084,- Selama tahun 2023 mutasi

pertambahan sebesar Rp.58.790.792.106,- dan mutasi pengurangan sebesar

Rp.144.791.812.889,- dengan rincian sebagai berikut:
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4.3.1.2.1 Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga

pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh

hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan

sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak

pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk

dimusnahkan.

Saldo Tanah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta per 31

Desember 2023 Rp. 2.741.034.523.025,- sedangkan saldo audited 31 Desember 2022 sebesar

Rp. 2.752.504.123.025,- Sehingga terjadi penurunan nilai saldo tanah sebesar

Rp.11.469.600.000,- Penurunan ini disebabkan adanya serah terima tanah ke Badan

Pengelolaan Aset Daerah berupa tanah seluas 8.100 m² yang terletak di Jalan Permata Hijau,

Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sesuai BAST nomor 5161/PU.03.03 tanggal

26 September 2023.

Dalam hal pencatatan luasan tanah didalam KIB, ada beberapa bidang tanah yang luasannya

berbeda dengan luas yang tercatat di dokumen peroleh aset (kepemilikan lahan) dan atau

hasil pemeriksaan fisik di lapangan. Namun dikarenakan keterbatasan waktu untuk

memastikan luasan yang sebenarnya, untuk sementara tetap dipakai luasan yang tercatat di

KIB sebagai acuan sampai dilakukan sensus barang yang akan datang.

Terdapat beberapa gugutan hukum atas kepemilikan aset tanah yang dicatat oleh Dinas

Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Informasi terkait sengketa ini dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.
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Atas tanah yang dicatat pada KIB A Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian,

terdapat beberapa bidang tanah yang digunakan oleh instansi pemerintah lainnya. Selain itu

di atas tanah yang terletak di Muara Angke juga dibangun Rumah Nelayan yang dananya

berasal dari pemerintah pusat. Penjabaran lebih lanjut atas hal tersebut dapat dilihat pada

bab 5.

Berikut rekapitulasi saldo tanah di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;

Tabel 4. 20 Rekapitulasi Saldo Tanah per UKPD per 31 Desember 2023

No Nama UKPD 31 Desember 2023 31 Desember 2022

1 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan 
Pertanian 2.679.310.724.146      2.690.780.324.146       

2 Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan Dan  
Pertanian  - Jakbar 22.642.128.327          22.642.128.327            

3 Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan Dan  
Pertanian  - Jaksel 13.013.161.834          13.013.161.834            

4 Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan Dan  
Pertanian  - Jaktim 26.068.508.718          26.068.508.718            

2.741.034.523.025  2.752.504.123.025   JUMLAH

4.3.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI

Jakarta per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 360.029.697.670,- sedangkan saldo audited per 31

Desember 2022 sebesar Rp. 358.784.063.721,- Sehingga terjadi peningkatan nilai aset

peralatan mesin sebesar Rp. 1.245.633.949,- atau 0,35% dibandingkan tahun 2022.

Nilai peralatan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 360.029.697.670,- berasal dari saldo

audited 31 Desember 2022 Rp. 358.784.063.721,- mutasi tambah peralatan mesin

Rp.4.355.947.779,- mutasi kurang Rp. 3.110.313.830,- dengan rincian sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 120

Tabel 4. 21 Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin tahun 2023

S a ld o  p e r 31  D e se m b e r 2022 35 8 .784 .063 .7 21             

4 .355 .947 .7 79                 

1 B e lan ja  M o d a l Tah u n  A n g g aran  2 0 2 3 2 .7 1 7 .0 3 2 .0 4 9                  

2 D o n as i/H ib ah  D a ri Lu a r P ro v in s i D K I Jak a rta 1 .1 5 5 .0 0 0 .0 0 0                  

3 Tran s fer M as u k  d a ri S KP D  La in 4 6 1 .4 0 0 .0 0 0                     

4 R ek la s if ik a s i A s et Tetap  
2 2 .5 1 5 .7 3 0                       

3 .110 .313 .8 30                 
1 P en g h ap u s an 1 .0 3 7 .7 7 0 .7 2 6                  
2 R ek la s if ik a s i A s et Tetap  M en jad i A s et R u s ak  B era t 1 .9 0 4 .1 2 9 .3 5 6                  

3
R ek la s if ik a s i B e lan ja  M o d a l Tah u n  2 0 2 3  m en jad i 
B a ran g  P ak a i H ab is  (P ers ed iaan ) 1 5 .1 5 0 .0 0 0                       

4
R ek la s if ik a s i A s et Tetap  (S e la in  B e lan ja  M o d a l 
2 0 2 3 ) k e  B eb an  B a ran g  Tak  H ab is  P ak a i 1 4 0 .0 0 6 .2 4 8                     

5
R ek la s if ik a s i A s et Tetap  (S e la in  B e lan ja  M o d a l 
Tah u n  2 0 2 3 ) m en jad i B a ran g  P ak a i H ab is  
(P ers ed iaan ) 1 3 .2 5 7 .5 0 0                       

S a ld o  p e r 31  D e se m b e r 2023 36 0 .029 .697 .6 70             

M u ta s i P e n a m b a h a n

M u ta s i P e n g u ra n g a n

Mutasi tambah peralatan mesin Rp.4.355.947.779,- terdiri dari

1. Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 Rp.2.717.032.049,- terdiri dari ;

a. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Rp.700.247.000,- terdiri dari;

1. perkakas olahan kopi Rp. 15.150.000,-,
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2. satu set tab A8 LTE Rp. 6.500.000,-

3. satu set drone Rp. 34.200.000,-

4. satu unit Bracket Video Wall Rp. 32.745.000,-

5. empat unit Benq Video Wall @Rp.61.000.000 sejumlah Rp. 244.000.000,-

6. empat unit scanner @ Rp.15.000.000,- sejumlah Rp.60.000.000,-

7. sepuluh unit HP INC HP 240 G9 AIO 6L7M1PA @19.600.000,- sejumlah

Rp.196.000.000,-

8. satu unit standing troley Rp. 7.000.000,-

9. satu unit BenQ IFP RP6503 Rp. 90.000.000,-

10. dua unit pompa air @ Rp.7.326.000,- senilai Rp.14.652.000,-

b. Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Rp.119.979.900 berupa 10
unit AC split @Rp.11.997.990.000,- sejumlah Rp.119.979.000.-

c. Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian Rp.503.993.280,- terdiri dari;

1. dua unit meja resepsionis @Rp.4.501.050,- sejumlah Rp.9.002.100,-

2. empat unit Ac split @Rp12.076.800,- sejumlah Rp.48.307.200,-

3. satu unit handycam Rp.8.547.000,-

4. satu unit bracket standing Rp. 4.995.000,-

5. satu unit lemari asam Rp. 233.770.440,-

6. satu unit printer Rp.6.216.000,-

7. dua unit printer @Rp.9.934.500,- sejumlag Rp.19.869.000,-

8. satu unit rotary vacuum pump Rp. 173.286.540,-

d. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Rp 191.847.632,00,- terdiri

dari;

1. empat unit mesin pemotong rumput @4.175.000,- sejumlah

Rp.16.700.000,-;

2. dua unit pompa listri @3.968.700,- sejumlah Rp. 7.937.400,- ;

3. dua unit mesin las listrik @6.675.000,- sejumlah Rp. 13.350.000,- ;
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4. empat unit sumersibel pump senilai Rp. 9.800.000,- Rp. 10.800.000,-

Rp.6.560.000,- Rp. 6.900.000,-

5. dua unit mesin bor tangan @1.750.000,- sejumlah Rp 3.500.000,-

6. dua unit pompa air @Rp.4.875.000,- sejumlah Rp. 9.750.000,-

7. satu unit LCD Rp. 12.700.000,-

8. dua unit lemari es @Rp. 5.500.000,- sejumlah Rp.11.000.000,-

9. satu unit AC split Rp. 6.600.000,-

10. tiga unit sound system @Rp.6.000.000,- sejumlah Rp.18.000.000,-

11. satu unit operating lamp Rp.41.750.000,-

12. dua unit meat grinder Rp. 8.250.000,-

e. Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Rp. 158.713.350,- berupa

alat ukur kadar air

f. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Rp. 249.750.000,- berupa mesin pel/poles

g. Sudin KPKP Jakarta Selatan Rp. 65.052.800,- terdiri dari pembelian computer

Rp.7.192.800,- alat pasca panen Rp. 24.900.000,- dan alat peternakan

Rp.32.960.000,-

h. Sudin KPKP Jakarta Timur Rp. 40.834.000,- terdiri dari dua unit laptop

@13.349.000,- sejumlah Rp. 26.698.000,- dan tiga unit printer @ 4.712.000,-

sejumlah Rp. 14.136.000,-

i. Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian - KEP. SERIBU Rp.686.614.087,-

merupakan pengadaan 2 unit speed boat senilai Rp. 340.960.087,- dan

Rp.345.654.000,-

2. Donasi /Hibah dari Luar Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Serah Terima Barang

dari Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian

Kelautan dan Perikanan berupa Alat Lab Pertanian sebesar Rp. 1.155.000.000,-

sesuai BAST Nomor B.1825/DJPDSPKP.0/PL.740/III/2023 Nomor 1637/UD.08.03

Tanggal 27 Maret 2023.
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3. Transfer masuk dari UKPD lain sebesar Rp.461.400.000,- terdapat pada Dinas

Ketahanan Pangan, Kelauatan dan Pertanian berupa transfer masuk dari Badan

Pengelola Aset Daerah berupa minibus Toyota Innova Zenix B 1220 PQG sesuai

BAST Nomor 3146/TG.05.00 tanggal 8 November 2023.

4. Reklasifikasi Aset tetap sebesar Rp.22.515.730,- terdapat pada Pusat Pengembangan

Benih dan Proteksi Tanaman berupa reklas papan nama dari gedung dan bangunan.

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin Rp. 3.110.313.830 ,- terdiri dari

1. Penghapusan aset tetap peralatan mesin Rp. 1.037.770.726,- di Pusat Promosi

Sertifikasi Hasil Pertanian sesuai SK Penghapusan Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor

14 tahun 2023 tanggal 2 Februari 2023 sebesar Rp. 1.011.947.376,- dan SK Nomor 83

tahun 2023 tanggal 3 Agustus 2023 Rp. 25.823.350,-

2. Reklasifikasi aset tetap peralatan mesin menjadi Aset Rusak Berat Rp. 1.904.129.356,-

yang terdapat di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Rp. 160.000.000,-

UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Rp. 32.720.730,00,- Pusat

Budidaya dan Konservasi Laut Rp.42.674.021,- Sudin KPKP Jakarta Barat

Rp.120.227.000,- dan Sudin KPKP Kep.1000 Rp. 1.548.507.605,-

3. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2023 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan)

Rp.15.150.000,- di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

4. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2023) ke Beban Barang Tak Habis

Pakai Rp. 140.006.248,- terdapat di DKPKP Rp. 128.361.648,- Sudin KPKP Jak-Ut Rp.

4.400.000,- dan Sudin KPKP Jak-Bar Rp.7.244.600,-

5. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2023) menjadi Barang Pakai

Habis (Persediaan) Rp. 13.257.500,- terdapat di Pusat Pelayana Kesehata Hewan dan

Peternakan.

Rekapitulasi saldo Peralatan dan Mesin di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4. 22 Rekapitulasi saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022

No Nama UKPD 31 Desember 2023 31 Desember 2022

1
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan 
Pertanian 54.687.680.828           47.163.669.976            

2
Upt Pusat Pengembangan Benih Dan Proteksi 
Tanaman 20.611.557.759           20.501.782.859            

3 Pusat Promosi Dan Sertifikasi Hasil Pertanian 51.291.980.149           51.825.757.595            

4
Pusat Produksi, Inspeksi Dan Sertifikasi Hasil 
Perikanan 95.187.115.488           93.873.402.138            

5
Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Dan 
Peternakan 63.919.470.945           70.751.956.313            

6 Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan 36.051.804.970           35.802.054.970            
7 Pusat Budidaya Dan Konservasi Laut 4.571.036.662             4.613.710.683              

8
Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan Dan  
Pertanian  - Jakpus 3.236.676.652             3.236.676.652              

9
Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan Dan  
Pertanian  - Jakut 3.399.551.135             3.403.951.135              

10
Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan Dan  
Pertanian  - Jakbar 3.582.333.685             3.709.805.285              

11
Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan Dan  
Pertanian  - Jaksel 10.051.379.979           9.986.327.179              

12
Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan Dan  
Pertanian  - Jaktim 6.432.843.749             6.046.809.749              

13
Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan Dan  
Pertanian  - Kep. Seribu 7.006.265.669             7.868.159.187              

360.029.697.670       358.784.063.721         JUMLAH

Rincian Aset Peralatan dan Mesin dapat dilihat di KIB masing-masing UKPD

4.3.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI

Jakarta per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 845.083.537.343,- sedangkan saldo audited per 31

Desember 2022 sebesar Rp.952.970.639.260,- Sehingga terjadi penurunan

(Rp.107.887.101.917,-) atau (11,32%)

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 845.083.537.343,- berasal

dari saldo audited 31 Desember 2022 Rp.952.970.639.260,- mutasi tambah

Rp.2.207.774.742,- dan mutasi kurang Rp. 110.094.876.659,-
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Tabel 4. 23 Mutasi Saldo Gedung dan Bangunan tahun 2023

Mutasi tambah gedung dan bangunan Rp. 2.207.774.742,-

1. Mutasi tambah Belanja Modal Rp. 276.302.542,- merupakan belanja modal pada

a. Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Rp.47.290.163,- berupa

pengadaan panel surya pada greenhouse

b. Pusat Pengembangan Benih Dan Proteksi Tanaman Rp. 116.349.867,- berupa

pembuatan playground di Kebun Bibit

c. Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan Rp. 112.662.512,- berupa

Pembangunan toileh di AEW Ragunan

2. Transfer masuk dari SKPD Lain sebesar Rp.1.931.472.200,- pada Dinas Ketahanan

Pangan, Kelautan dan Pertanian berupa pagar yang terletak di Jl. Aselih Jagakarsa, Jak-

Sel dari Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Jakarta Selatan sesuai BAST Nomor

2065/UD.08.06 tanggal 29 Desember 2023.

Mutasi kurang gedung dan bangunan Rp. 110.094.876.659,- terdiri dari

1. Reklasifikasi antar aset tetap Rp. 40.822.941.543,- di Dinas Ketahanan Pangan,

Kelautan dan Pertanian Rp. 34.564.290.037,- reklas dari gedung bangunan ke JIJ

berupa tanggul banjir dan Jaringan listrk PJU, UPT Pusat Pengembangan Benih dan

Proteksi Tanaman sebesar Rp. 469.864.648,- berupa reklas papan nama

Rp.22.515.730,- ke peralatan mesin dan reklas instalasi penyiraman Rp.447.348.918,-

ke JIJ, Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Rp. 800.541.993,- berupa bak
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penampungan/kolam Rp.194.428.993,- dan tempat penampungan sampah

Rp.606.113.000,- ke JIJ Sudin KPKP Jak-Bar Rp.339.754.993,- reklas dari gedung dan

bangunan ke JIJ berupa kolam dan Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

- Jaksel Rp. 4.648.489.872,- berupa bangunan syphon (bangunan pelengkap

pengamanan sungai) di reklas ke JIJ.

2. Reklasifikasi asset tetap menjadi aset rusak berat Rp. 44.294.680.449,- terdapat di

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Rp.23.654.723.579,- Pusat

Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Rp.308.480.364,- Pusat Produksi, Inspeksi

dan Sertifikasi Hasil Perikanan Rp.2.859.985.717,- Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan

dan Peternakan Rp. 2.169.806.076,- Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan

Rp.15.103.238.054,- Sudin KPKP Jak-Bar Rp.198.446.659,-

3. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan

Status Aset Rp.9.072.974.667,- dikarenakan aset tersebut tidak ditemukan

keberadaannya yang terdapat di Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil

Perikanan Rp. 6.965.694.217,- dan Sudin KPKP Jak-Sel Rp.2.107.280.450,-

4. Koreksi lebih catat barang Rp.15.904.280.000,- berupa pencatatan ganda gedung

Rawa belong di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang tercatat juga

dalam KIB Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian.

Rekapitulasi saldo Gedung dan Bangunan di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan

Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4. 24 Rekapitul Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

Rincian Aset Gedung dan Bangunan dapat dilihat di KIB masing-masing UKPD

4.3.1.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta per 31

Desember 2023 sebesar Rp. 627.559.298.698,- sedangkan saldo audited per 31 Desember

2022 Rp.595.346.979.113,- sehingga terjadi peningkatan saldo aset JJI sebesar

Rp.32.212.319.585,- atau 5.41%

Saldo 31 Desember 2023 Rp. 627.559.298.698,- berasal dari saldo audited per 31 Desember

2022 sebesar Rp.595.346.979.113,- mutasi tambah Rp. 52.076.319.585,- dan mutasi kurang

Rp.19.864.000.000,-
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Tabel 4. 25 Mutasi Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023

Saldo per 31 Desember 2022 595.346.979.113 

52.076.319.585   

1 Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 11.185.928.272     

2 Reklasifikasi Antar Aset Tetap 40.800.425.813     

3
Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah 
selesai dikerjakan) 89.965.500            

19.864.000.000   
1 Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat 19.864.000.000     

Saldo per 31 Desember 2023 627.559.298.698 

Mutasi Penambahan

Mutasi Pengurangan

Mutasi tambah JIJ tahun 2023 Rp. 52.076.319.585,- terdiri dari

1. Belanja modal sebesar Rp. 11.185.928.272,- yang terdapat di :

a. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Rp. 22.644.000,- berupa pompa

air irigasi penyiraman dan Panel monitoring IOT Hidroponik pada OPAL

b. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sebesar Rp. 11.163.284.272,00,- berupa

perencanaa pembangunan ground tank Rp. 703.631.730,- Pembangunan Area

Bongkar Muat Area UPI Rp. 5.378.904.250 dan Penyempurnaan Dermaga Kapal

Perikanan Kali Adem Rp. 5.080.748.292,-

2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Rp. 40.800.425.813,- di Dinas Ketahanan Pangan,

Kelautan dan Pertanian Rp. 34.564.290.037,- merupakan reklas dari gedung bangunan

ke JIJ berupa tanggul banjir dan Jaringan listrk PJU, UPT Pusat Pengembangan Benih

dan Proteksi Tanaman Rp. 447.348.918,- merupakan reklas ke JIJ berupa instalasi

penyiraman air, Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Rp. 800.541.993, merupakan

reklas dari Gedung bangunan berupa tempat pembungan sampah dan ground tank

Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian JakBar Rp. 339.754.993,-

merupakan reklasifikasi dari gedung dan Bangunan berupa kolam dan Sudin

Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian JakSel Rp. 4.648.489.872,- merupakan

reklas dari gedung dan bangunan berupa bangunan syphon (bangunan pelengkap

pengaman sungai)
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3. Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)

Rp.89.965.500,- berupa dermaga

Mutasi kurang JIJ tahun 2023 sebesar Rp. 19.864.000.000,- merupakan reklas aset tetap

menjadi aset rusak berat pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Rekapitulasi

saldo Jalan, Irigas dan Jaringan di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dapat

dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4. 26 Rekapitulasi Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per UKPD per 31 Desember 2023

Rincian Aset Jalan Irigasi Jaringan dapat dilihat di KIB masing-masing UKPD

4.3.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset Tetap Lainnya Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI

Jakarta per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.124.134.170,- sedangkan saldo audited per 31

Desember 2022 sebesar Rp. 973.384.170,- Sehingga terjadi kenaikan saldo asset tetap lainnya

tahun 2023 Rp. 150.750.000,- atau 15,48%

Saldo 31 Desember 2023 berasal dari saldo audited per 31 Desember 2022 sebesar

Rp.973.384.170,- dan mutasi tambah Rp. 150.750.000,-

Mutasi tambah asset tetap lainnya tahun 2023 merupakan belanja modal di Sudin KPKP

Jakarta Selatan berupa pengadaan empat ekor sapi perah @37.687.500,00 sejumlah
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Rp.150.750.000,- Berikut rekapitulasi saldo aset tetap lainnya di Dinas Ketahanan Pangan,

Kelautan dan Pertanian:

Tabel 4. 27 Rekapitulasi Saldo Aset Tetap Lainnya per UKPD per 31 Desember 2023

Rincian Aset tetap lainnya dapat dilihat di KIB masing-masing UKPD

4.3.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.170.833.395.,- sedangkan saldo

audited per 31 Desember 2022 Rp. 2.423.855.795,- Terjadi penurunan nilai saldo KDP sebesar

(Rp.253.022.400,-) atau (10,43%).

Mutasi kurang Rp. 253.022.400,- terdiri dari:

1. Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)

Rp.89.965.500,- dari KDP ke Gedung dan Bangunan di Unit Pengelolaan Pelabuhan

Perikanan berupa biaya perencanaan dermaga yang nantinya akan digabungan

dengan pembangunan fisik dermaganya yang telah selesai pada tanggal 28

November 2023 sesuai dengan BAST No.6577/-077.93.

2. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2023) ke Beban Barang Tak Habis Pakai

Rp.163.056.900,- yang terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan

Pertanian Rp. 84.093.900,- berupa biaya perencanaan pengerukan alur keluar masuk

kapal perikanan dan kolam tambat labuh tahun 2020 yang pembangunan fisiknya

tidak akan dilaksanakan, di UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman
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Rp.33.313.000,00 berupa biaya perencaan rehab gedung Lebak Bulus yang

Pembangunan fisiknya tidak akan dilaksanakan dan di Sudin Ketahanan Pangan,

Kelautan dan Pertanian JakTim Rp. 45.650.000,- berupa biaya perencanaan

pembangunan gedung BPP Cibubur yang pembanguanan fisiknya tidak akan

dilaksanakan.

Berikut rekapitulasi saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan

dan Pertanian.

Tabel 4. 28 Rekapitulasi Saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan per UKPD Per 31 Desember 2023

Rincian KDP dapat dilihat di KIB masing-masing UKPD

4.3.1.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada

tahun 2015 dengan mekanisme perhitungan penyusutan sesuai dengan Buletin Teknis SAP

Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI

Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyusutan Aset Tetap. Metode penyusutan yang

digunakan adalah metode Garis Lurus (Straight Line Method) dengan masa manfaat Aset

Tetap yang diatur berdasarkan Pergub Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Pergub Nomor 27 Tahun 2019.

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.199.929.747.439,-

sedangkan saldo audited per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.181.007.819.282,- sehingga

terjadi peningkatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap Rp.18.921.928.157,-

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang dhasilkan

berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai aset tetap sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap. Perhitungan beban penyusutan aset tetap
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dilakukan di akhir tahun anggaran. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset tetap dapat

digambarkan seperti tabel berikut.

Tabel 4. 29 Tabel Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Sedangkan Rincian Nilai aset dan Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023

adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 30 Rincian Nilai Perolehan Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutannya
per 31 Desember 2023

Tabel 4. 31 Rincian Nilai Perolehan Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutannya
per 31 Desember 2022

Uraian Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan s.d 31
Desember 2022

Nilai Buku

Tanah 2.752.504.123.025 - 2.752.504.123.025

Peralatan dan
Mesin

358.784.063.721 (335.380.002.643) 23.404.061.078
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Gedung dan
Bangunan

952.970.639.260 (471.001.767.715) 481.968.871.545

Jalan, Irigasi,
Bangunan

595.346.979.113 (374.311.664.584) 221.035.314.529

Aset tetap lainnya 973.384.170 (314.384.340) 658.999.830

KDP 2.423.855.795 - 2.423.855.795

Jumlah 4.663.003.045.084 (1.181.007.819.282) 3.481.995.225.802

4.3.1.4. Aset Lainnya

4.3.1.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI

Jakarta per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 56.000.000,- dengan akumulasi amortisasi

Rp.56.000.000,- sama dengan saldo audited per 31 Desember 2022. Sehingga nilai buku Aset

Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.0,- Saldo aset tidak berwujud

sebesar Rp. 56.000.000,- terdapat di DKPKP berupa software ketahanan pangan yang masih

digunakan sampai saat ini.

4.3.1.4.2 Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI

Jakarta per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 200.379.796.295,- dengan akumulasi penyusutan

(Rp.104.816.022.057,-) sedangkan saldo audited per 31 Desember 2022 sebesar

Rp.136.267.627.749,- dengan akumulasi penyusutan (Rp.67.022.266.938,-). Sehingga terjadi

peningkatan nilai Aset Lain-Lain Rp. 64.112.168.546,- atau 54,13%

Aset lain-lain terdiri dari aset tetap rusak berat Rp. 182.532.020.291,00,- Aset dalam proses

penyelesaian dan aset dalam proses penyelesaian MPSA Rp. 17.847.776.004,-

4.3.1.4.2.1 Aset Rusak Berat

Saldo Aset Rusak Berat Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI

Jakarta per 31 Desember 2023 sebesar Rp.182.532.020.291,- dengan nilai akumulasi

penyusutan (Rp.90.699.595.203,-) sedangkan saldo per 31 Desember 2022

Rp.118.419.851.745,- dengan nilai akumulasi penyusutan (Rp. 52.905.840.084,-) sehingga

terjadi peningkatan nilai Aset Rusak Berat tahun 2023 Rp64.112.168.546,- atau 54,13%.
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Rekapitulasi saldo Aset Rusak Berat di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 32 Rekapitulasi Saldo Aset Rusak Berat per UKPD Per 31 Desember 2023

1. Aset rusak berat (ARB) DKPKP sebesar Rp. 65.414.172.736,- terdiri dari peralatan mesin

Rp. 7.563.137.426,- gedung dan bangunan Rp. 34.629.685.945,- dan JIJ Rp.

23.221.349.365,-;

2. Aset rusak berat (ARB) Pusbangnih sebesar Rp2.379.017.514,- terdiri peralatan mesin

Rp.2.070.537.150,- dan gedung bangunan Rp.308.480.364,-;

3. Aset rusak berat (ARB) Pusprom sebesar Rp. 4.256.125.464,- seluruhnya berupa

peralatan dan mesin;
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4. Aset rusak berat (ARB) PPISHP sebesar Rp. 16.592.605.929,- terdiri peralatan mesin

Rp.12.460.100.245,- dan gedung bangunan Rp. 4.132.505.684,-;

5. Aset rusak berat (ARB) Pusyankeswanak sebesar Rp.15.675.155.521 ,- terdiri dari

peralatan mesin Rp.13.505.349.445,- dan gedung bangunan Rp.2.169.806.076,-

6. Aset rusak berat (ARB) UPPP sebesar Rp. 66.958.558.481,- terdiri dari peralatan mesin

Rp.34.708.491.545,- gedung dan bangunan Rp.16.138.488.673,- JIJ Rp.16.111.578.263,-;

7. Aset rusak berat (ARB) PBKL sebesar Rp. 809.815.786,- terdiri dari peralatan mesin

Rp.629.162.786,- dan gedung dan bangunan Rp.180.653.000,- ;

8. Aset rusak berat (ARB) Sudin KPKP Jak-Pus sebesar Rp.3.806.708.770,- seluruhnya

merupakan peralatan mesin;

9. Aset rusak berat (ARB) Sudin KPKP Jak-Ut sebesar Rp. 1.124.192.970,- seluruhnya

merupakan peralatan mesin;

10. Aset rusak berat (ARB) Sudin KPKP Jak-Bar sebesar Rp.1.696.969.349 ,- terdiri dari

peralatan mesin Rp.1.459.822.890,- dan Gedung Bangunan Rp.237.146.659,-;

11. Aset rusak berat (ARB) Sudin KPKP Jak-Sel sebesar Rp. 579.219.137,- seluruhnya berupa

peralatan dan mesin;

12. Aset rusak berat (ARB) Sudin KPKP Jak-Tim sebesar Rp. 990.076.599,- seluruhnya berupa

peralatan mesin;

13. Aset rusak berat (ARB) Sudin KPKP Kep.1000 sebesar Rp. 2.298.242.035,- seluruhnya

merupakan peralatan mesin.

4.3.1.4.2.2 Aset dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan inventarisasi Barang

Milik Daerah (BMD) untuk posisi nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018. Dasar pelaksanaan

inventarisasi tersebut adalah Instruksi Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Percepatan

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. Hasil dari inventarisasi BMD ditetapkan dalam

Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 Tentang
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Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tahun 2018.

Salah satu hasil inventarisasi adalah terdapat BMD yang sampai dengan waktu inventarisasi

berakhir belum dapat di identifikasi keberadaaannya dan dicatat sebagai BMD tidak

ditemukan. Tindak lanjut atas BMD tidak ditemukan dilakukan reklasifikasi ke akun Aset

Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA).

Saldo Aset dalam proses penyelesaian MPSA Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan

Pertanian Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 26.920.750.671,- dengan

akumulasi penyusutan (Rp.21.059.659.907,-),- sedangkan saldo audited per 31 Desember

2022 sebesar Rp. 17.847.776.004,- dengan nilai akumulasi penyusutan (Rp.14.116.426.854,-)

Sehingga Nilai buku Aset dalam proses penyelesaian MPSA per 31 Desember 2023 dan

2022 adalah Rp. 5.861.090.764,- dan Rp.3.731.349.150

Tabel 4. 33 Rekapitulasi Saldo Aset dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset
(MPSA) Per 31 Desember 2023

Rincian Saldo Aset dalam Proses Penyelesaian Majelis tahun 2023 adalah sebagai berikut

1. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebesar Rp.7.702.505.099,- terdiri

dari aset yang tercatat pada KIB B sebesar Rp. 1.274.905.328,- KIB D

Rp.6.365.300.666,- dan ARB Rp. 62.299.105,-;

2. Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman sebesar Rp.622.415.626 seluruhnya

merupakan aset yang tercatat pada KIB B;
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3. Pusat Produksi, Ispeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sebesar Rp. 6.997.556.217,-

seluruhnya merupakan aset yang tercatat pada KIB B;

4. Pusat Pelayanan Kesehatan dan Peternakan Rp.7.042.382.051,- seluruhnya merupakan

aset yang tercatat pada KIB B;

5. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sebesar Rp.2.156.118.653,- terdiri dari aset yang

tercatat pada KIB B Rp. 1.964.726.353,- KIB D Rp. 177.092.300,- dan KIB E

Rp.14.300.000,-

6. Sudin KPKP Jakarta Selatan Rp.2.107.280.450,-merupakan aset yang tercatat pada KIB

B

7. Sudin KPKP Jakarta Timur Rp.292.492.575,- merupakan aset yang tercatat pada KIB B.

4.3.2 Kewajiban

Saldo kewajiban Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian per 31 Desember 2023 sebesar

Rp.9.273.095.672,- sedangkan saldo audited per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.584.499.841,-

Sehingga terjadi penurunan nilai utang sebesar (Rp-1.311.404.169,-) atau (12,39 %) dibandingkan tahun

2022.

4.3.2.1 Pendapatan diterima dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian per 31

Desember 2023 Rp. 623.677.664,00,- sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar

Rp.737.333.563,-. Saldo pendapatan diterima di muka tahun 2023 terdiri dari;

1. Pendapatan diterima dimuka atas pendapatan retribusi pemakaian fasilitas sarana

prasarana perikanan sampai dengan 31 Desember 2023 Rp. 601.772.280,- yang terdapat

di UPPP sebesar Rp. 312.589.441,-

2. Pendapatan diterima dimuka atas kompensasi kelebihan pembayaran retribusi kios

promosi bunga Rp.15.900.000,- kios terbuka promosi bunga Rp.2.040.000,- dan los

promosi bunga Rp.3.965.384,- di Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian.

Pendapatan diterima dimuka ini merupakan kompensasi atas Pemberian Keringanan

Retribusi Daerah Dan/Atau Penghapusan Sanksi Administratif akibat dampak pandemi

covid-19 Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 yang mulai berlaku

pada tanggal 1 April 2020, namun baru dilakukan penyesuaian pada sistem eretribusi
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mulai Bulan Agustus 2020, sehingga atas tagihan retribusi Bulan April 2020, Mei 2020,

Juni 2020 dan Juli 2020 yang telah terbit SKRDnya dan sudah dibayar oleh wajib

retribusi dikompensasikan dengan memperhitungkan pada periode kewajiban

pembayaran berikutnya. Mutasi Pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebagai

berikut:

Tabel 4. 34 Mutasi Pendapatan diterima dimuka tahun 2023

4.3.2.2 Utang Belanja

Saldo utang belanja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian per 31 Desember 2023

Rp. 8.649.418.008,- sedangkan saldo per 31 Desember 2022 Rp. 9.847.166.278,-. Sehingga

terjadi penurunan saldo hutang sebesar (Rp. (1.197.748.270,-) atau (12,16%)

Utang Belanja 31 Desember 2023 Rp. 8.649.418.008,- terdiri dari utang belanja pegawai

Rp.7.699.203.183,00,- utang belanja barang dan Jasa SKPD Rp. 714.509.887,- dan utang belanja

barang jasa BLUD Rp.235.704.938,- sedangkan Utang Belanja SKPD tahun 2022

Rp.9.847.166.278,- terdiri dari utang belanja pegawai Rp. 8.313.928.223,- utang belanja barang

dan Jasa SKPD Rp. 1.272.589.746,- dan utang belanja Jasa BLUD Rp. 260.648.309,-
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4.3.2.2.1 Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian per 31

Desember 2023 Rp.7.699.203.183,- sedangkan saldo per 31 Desember 2022

Rp.8.313.928.223,- Sehingga terjadi penurunan saldo utang sebesar (Rp.614.725.040,-) atau

(7,39%)

Utang belanja pegawai tahun 2023 Rp. 7.699.203.183,- terdiri dari utang tunjangan tambahan

penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS bulan Desember 2023 Rp. 7.382.917.682,- utang

tunjangan penghasilan berdasarkan beban Kerja PNS bulan Desember 2023 Rp.264.834.267,-

dan utang tunjangan tambahan berdasarkan prestasi kerja bagi PLT bulan Desember

Rp.51.451.234,-

Utang belanja pegawai tahun 2022 Rp. 8.313.928.223,- terdiri dari utang tunjangan PPh PNS

bulan Desember 2022 Rp. 884.764.030,- utang tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan

prestasi kerja PNS bulan Desember 2022 Rp. 7.003.031.598,- utang tunjangan penghasilan

berdasarkan beban Kerja PNS bulan Desember 2022 Rp. 257.650.000,- dan utang tunjangan

kinerja daerah bagi PLT bulan Desember 2022 Rp. 168.482.595,-

Seluruh utang belanja pegawai tahun 2023 dan 2022 sudah dibayar di bulan Januari 2024

dan 2023.

4.3.2.2.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo utang belanja barang dan jasa Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian per

31 Desember 2023 sebesar Rp. 714.509.887,00,- sedangkan saldo audited per 31 Desember

2022 sebesar Rp. 1.272.589.746,- Utang belanja Barang dan Jasa terdiri dari utang belanja

jasa dan utang belanja pemeliharaan.

4.3.2.2.2.1 Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja jasa Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian per 31

Desember 2023 Rp. 714.509.887,00,- sedangkan saldo per 31 Desember 2022

Rp.775.599.508,-. Sehingga terjadi kenaikan saldo utang belanja jasa sebesar

(Rp.61.089.621,-) atau (7,87%).

Rekapitulasi saldo Utang Belanja Jasa di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

dapat di lihat dalam tabel berikut:
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Tabel 4. 35 Rekapitulasi Saldo Utang Belanja Jasa per UKPD Per 31 Desember 2023

Mutasi utang belanja jasa lebih rinci dapat dilihat pada tabel mutasi Saldo Utang Belanja Jasa yang
dapat dilihat pada Lampiran 10

4.3.2.2.2.2 Utang Belanja Pemeliharaan

Saldo utang belanja pemeliharaan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian per 31

Desember 2023 Rp. 0,- sedangkan saldo audited per 31 Desember 2022 sebesar

Rp.496.990.238,- sehingga terjadi penurunan nilai utang sebesar (Rp.496.990.238,-) atau

100%.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 141

4.3.2.2.3 Utang Belanja BLUD

Saldo utang belanja BLUD Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian per 31

Desember 2023 sebesar Rp. 235.704.938,- sedangkan saldo audited per 31 Desember 2022

sebesar Rp 260.648.309,- sehingga terjadi penurunan saldo utang belanja BLUD sebesar

(Rp.24.943.371,-)

Saldo utang belanja BLUD tahun 2023 dan 2022 merupakan utang TALI di Pusat Pelayanan

Kesehatan Hewan dan Peternakan

4.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban

Pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada

Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Ekuitas Akhir Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian pada tanggal 31 Desember

2023 sebesar Rp. 3.490.055.162.728,- yang terdiri dari nilai RK PPKD Kas sebesar

Rp.1.327.682.352.370,- dan saldo RK PPKD Non Kas sebesar (Rp.9.354.798.809,-) sedangkan

saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.558.187.867.552,- yang terdiri dari RK PPKD Kas

Rp.1.498.196.592.864,00,- dan RK PPKD Non Kas (Rp.1.074.210.857,-)

4.4 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan

penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual

accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca

mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam

Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan

penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual

accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 142

mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam

Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas

pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban dan Surplus/defisit operasional dari suatu

entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan operasional menyediakan informasi :

1. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan ;

2. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal
efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumberdaya ekonomi;

3. Memprediski pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode
mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif ;

4. Penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

4.4.1 Pendapatan LO

Pendapatan -LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan

pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh

transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah

Daerah

Jumlah Pendapatan LO Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian hanya berasal dari Pendapatan

Asli daerah (PAD) – LO. Sampai dengan 31 Desember 2023 Jumlah Pendapatan LO sebesar

Rp. 29.428.749.511,- yang terdiri dari Retribusi Daerah – LO sebesar Rp. 15.398.570.289,- Lain-lain PAD

yang sah – LO sebesar Rp.12.875.179.222,- dan Pendapatan Hibah- LO Rp. 1.155.000.000,- sedangkan

sampai dengan 31 Desember 2022 jumlah pendapatan LO sebesar Rp. 26.554.123.915,- yang terdiri dari

Retribusi Daerah – LO sebesar Rp. 14.337.833.639,- dan Lain-lain PAD yang sah – LO

Rp.12.216.290.276,- Untuk lebih jelasnya Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 digambarkan

pada tabel berikut
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Tabel 4. 36 Rekapitulasi Pendapatan LO tahun 2023

4.4.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang

bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 15.398.570.289,- Bila

dibandingkan Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp14.337.833.639.,- terjadi

peningkatan sebesar Rp. 1.060.736.650,- atau 7,40%.

Berikut disajikan rincian data Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 37 Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Retribusi Daerah-LO mengalami peningkatan sebesar 7,40%, sedangkan Retribusi Daerah-LRA

mengalami peningkatan sebesar 3,69% (lihat catatan 4.1.1.1.1)

Nilai Retribusi Daerah-LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk

periodisasi tahun anggaran 2023 yang memperhitungkan keringanan retribusi sesuai peraturan yang

berlaku dikurangi dengan penetapan retribusi tahun 2023 yang menjadi pendapatan retribusi-LO setelah

tahun 2023 dan ditambah dengan penetapan retribusi sebelum tahun 2023 yang menjadi pendapatan

retribusi-LO tahun 2023.

Tabel 4. 38 Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jumlah Ketetapan Retribusi Daerah
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Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pendapatan per jenis pelayanan Retribusi Daerah-LO Tahun

Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum-LO

Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp68.748.448,- bila

dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp0,- terlihat

pendapatan Retribusi Jasa Umum–LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 68.748.448,- atau

100%. Kenaikan ini disebabkan Pergub 87 tahun 2021 yang mengatur tentang keringanan

pembayaran retribusi telah dicabut di akhir bulan November 2023, sehingga untuk bulan Desember

2023 sudah dapat dilakukan penagihan atas retribusinya

Nilai Retribusi Jasa Umum-LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi jasa umum yang

ditetapkan atau untuk periodisasi tahun anggaran 2023 yang memperhitungkan keringanan retribusi

jasa umum sesuai peraturan yang berlaku dikurangi dengan penetapan retribusi jasa umum tahun

2023 yang menjadi pendapatan retribusi jasa umum-LO setelah tahun 2023 dan ditambah dengan

penetapan retribusi jasa umum sebelum tahun 2023 yang menjadi pendapatan retribusi jasa umum-

LO tahun 2023.

b. Retribusi Jasa Usaha-LO

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp.15.329.821.841,- bila

dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp 14.337.833.639,-

terlihat pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.

991.988.202,- atau 6,92%.

Nilai Retribusi Jasa Usaha-LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi jasa usaha yang

ditetapkan atau untuk periodisasi tahun anggaran 2023 yang memperhitungkan keringanan retribusi

jasa usaha sesuai peraturan yang berlaku dikurangi dengan penetapan retribusi jasa usaha tahun 2023
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yang menjadi pendapatan retribusi jasa usaha-LO setelah tahun 2023 dan ditambah dengan penetapan

retribusi jasa usaha sebelum tahun 2023 yang menjadi pendapatan retribusi jasa usaha-LO tahun 2023.

4.4.1.2 Lain- Lain PAD yang Sah - LO

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD yang sah-LO merupakan komponen penerimaan yang tidak

termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah-LO meliputi antara lain jasa

giro, bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah,

denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas

jaminan, dari pengembalian, dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dari angsuran/cicilan

penjualan, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, BLUD dan hasil penjualan aset daerah yang tidak

dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah-LO pada umumnya berasal dari hasil perikatan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO secara umum dapat diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang

ditandai dengan terbitnya dokumen penagihan atau ketetapan. Dalam hal hak atas pendapatan

diterima atau direalisasi tanpa penetapan, maka pendapatan LO diakui ketika hak diterima atau

direalisasi.

Lain-lain PAD yang Sah-LO secara umum diukur sebesar nilai nominal atas Surat Ketetapan / Surat

Tagihan / dokumen ketetapan lainnya / naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir

tahun berjalan.

Lain – Lain PAD yang Sah – LO Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Gabungan) per 31

Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 12.887.526.306,- dan Rp.12.216.290.276,- Bila dibandingkan

Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022, terjadi peningkatan sebesar

Rp658.888.946,- atau 5,39% Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah-

LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 39 Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022
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Penjelasan lebih lanjut Penerimaan Lain-lain PAD-LO Tahun Anggaran 2022 antara lain sebagai berikut:

a. Pendapatan BLUD – LO

Pendapatan-LO dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah pendapatan yang bersumber

dari pendapatan jasa layanan umum BLUD, pendapatan hibah BLUD, pendapatan hasil kerja sama

BLUD, dan pendapatan lain-lain BLUD yang sah.

Pendapatan BLUD diakui dengan kriteria:

a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung

jawab untuk melunasi Pendapatan dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan

membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut;

b. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan atau

c. Telah diterbitkan surat penagihan.

Pendapatan-LO dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)-LO di Pusat Pelayanan Kesehatan dan

Peternakan Tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 12.829.880.706,- sesuai dengan SKRD yang terbit di

tahun 2023. Dari jumlah Rp.12.829.880.706,- masih ada yang terutang sebesar Rp.12.650.000,-

Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 12.206.353.128,- maka terjadi

peningkatan sebesar Rp 623.527.578,- atau 5,11%. Adapun rincian Pendapatan-LO dari Badan

Layanan Umum Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4. 40 Rincian Pendapatan BLUD – LO tahun 2023

b. Pendapatan sewa BMD – LO merupakan pendapatan atas pembayaran cicilan rumah bermis di

tahun 2023 pada Unit Pengelolaan Pelabuhan Perikanan. Pendapatan sewa BMD – LO tahun 2023
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tercatat sebesar Rp.42.930.000,- sedangkan pendapatan sewa BMD- LO tahun 2022 Rp. 0,-

Sehungga di tahun 2023 terjadi peningkatan pendapatan LO sebesar Rp. 42.930.000,- atau 100%.

Peningkatan ini dikarenakan di tahun 2023 baru dibuatkan kode rekening untuk pembayaran

cicilan sewa rumah bermis ini. Sebelumnya pembayaran atas cicilan rumah bermis ini masuk ke

dalam pendapatan retribusi, namun dikarenakan dianggap tidak cocok dimasukkan dalam

kategori pendapatan retribusi, maka sejak tahun 2021 tidak dilakukan pemungutan lagi atas

cicilan rumah bermis tersebut.

c. Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO adalah Pendapatan denda Retribusi Daerah yang berasal

dari denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah setelah jatuh tempo, yang

bersumber dari pendapatan denda retribusi jasa umum dan pendapatan denda retribusi jasa

usaha,

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO diakui pada saat dokumen Surat Ketetapan Retribusi

Daerah (SKRD) terbit. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai tercantum pada dokumen

SKRD.

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 tercatat sebesar Rp 2.368.516,- merupakan

pendapatan sanksi retribusi sesuai dengan ketetapan SKRD yang terbit dan penambahan nilai

denda adminstrasi di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Denda Retribusi Daerah-

LO Tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 9.937.148,- maka terjadi peningkatan sebesar

(Rp.7.568.632,-) atau 76,17%. Rincian Pendapatan denda Retribusi Daerah -LO dari Tahun 2023

sebagai berikut:

Tabel 4. 41 Rincian Pendapatan denda Retribusi Daerah -LO dari Tahun 2023

4.4.1.3 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah – LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.155.000.000,- Sedangkan

pendapatan hibah – LO tahun 2022 Rp. 0,- Pendapatan Hibah- LO tahun 2023 merupakan Serah Terima

Barang dari Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan

Perikanan berupa Alat Lab Pertanian sebesar Rp. 1.155.000.000,- sesuai BAST Nomor
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B.1825/DJPDSPKP.0/PL.740/III/2023 Nomor 1637/UD.08.03 Tanggal 27 Maret 2023. Aset ini telah

digunakan untuk operasional lab pada Pusat Produksi, Inspkesi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.

Rincian Pendapatan LO DKPKP (Gabungan) 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 149

Tabel 4. 42 Rincian Pendapatan - LO Tahun 2023 dan 2022
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4.4.2 Beban

Beban Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis

Akrual Pada Pemerintah Daerah. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk

melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sehubungan dengan

berlalunya waktu, terjadinya konsumsi aset saat adanya pengeluaran kas maupun konsumsi aset non kas,

dan timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas

Umum Daerah. Nilai beban dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen tagihan pihak

ketiga atau dokumen sumber seperti listing pegawai, nota perjanjian, Surat Keputusan dan dokumen

lainnya yang direkonsiliasi dengan utang, reklasifikasi, kapitalisasi belanja, beban dibayar dimuka dan

akun lainnya

Beban Operasi terbagi menjadi: Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban

Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat,

Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain-

lain, Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD dan Beban Penyusutan dan

Amortisasi. Beban Transfer terdiri dari Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya.

Jumlah beban pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sampai dengan 31 Desember 2023

sebesar Rp. 1.413.408.513.857,- sedang per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.597.294.128.130,00,-

sehingga terjadi penurunan nilai beban sebesar (Rp.183.885.614.273,-) atau (11,51%) . Rekapitulasi Beban

Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:
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Tabel 4. 43 Rekapitulasi Beban Tahun 2023 dan 2022

4.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi disajikan berdasarkan perhitungan belanja-belanja operasi pada tahun 2023 yang

direkonsiliasi dengan nilai utang per 31 Desember 2023 dan 2022, belanja dibayar di muka per 31

Desember 2023 dan 2022, koreksi lebih/kurang catat utang tahun 2022, reklasifikasi belanja modal dan

aset tetap ke beban operasi, kapitalisasi belanja ke aset tetap dan akun - akun terkait lainnya.

Jumlah beban operasi pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sampai dengan 31

Desember 2023 sebesar Rp. 1.338.215.203.658,- sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar

Rp1.515.484.374.726,- sehingga terjadi penurunan nilai beban sebesar (Rp.1.77.269.171.068,-) atau

(11,70%) . Penurunan ini disebabkan menurunnya jumlah beban pegawai dan beban subsidi.

Rincian Beban Operasional masing-masing SKPD/UKPD per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:
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Tabel 4. 44 Rincian Beban Operasional per UKPD Tahun 2023

4.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara,

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus

PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Beban pegawai merupakan gaji dan

tunjangan kinerja daerah.

Jumlah Beban Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sampai dengan 31

Desember 2023 sebesar Rp 127.136.327.422,- turun (Rp.10.301.748.431,-) atau (7,50%) dibandingkan

beban pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp.137.438.075.853,00,- Hal ini dikarenakan di tahun

2023 terdapat 35 pegawai yang pensiun, 3 pegawai meninggal, 3 pegawai meninggal dan 2 pegawai

tugas belajar.

Beban Pegawai tahun 2023 disajikan berdasarkan pengeluaran Belanja Pegawai yang di antaranya

terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai tahun 2023 yang diperhitungkan dengan Utang Belanja

Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022.
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Beban Pegawai tahun 2023 Rp.127.084.876.188,- berasal dari Belanja LRA 2023 Rp.127.751.052.462,-

ditambah utang TPP pegawai tahun 2023 Rp.7.699.203.183,- dikurangi utang belanja pegawai tahun

2022 Rp. 8.313.928.223,-

4.4.2.1.2 Beban Barang

Beban barang diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yakni pengeluaran kas terhadap pihak lain

dan penggunaan barang-barang yang bukan merupakan Aset Tetap selama tahun anggaran 2023.

Nilai tersebut dicatat sebesar nominal yang tertera dalam dokumen sumber dan telah

memperhitungkan persediaan awal tahun 2023, pembelian atau perolehan persediaan selama tahun

2023, persediaan akhir per 31 Desember 2023, belanja barang dibayar di muka dan transaksi-

transaksi penambahan/pengurangan persediaan dan barang lainnya.

Jumlah Beban barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar

Rp.51.316.729.092,- dan Rp. 57.337.036.856,-

Beban tahun 2023 Rp. 51.316.729.092,- diperoleh dari belanja barang Non BLUD tahun 2023

Rp.39.338.686.713,- ditambah pengesahan Belanja BLUD (SP2B) sebesar Rp.9.743.803.823,00,-

ditambah saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.679.285.556,- dan dikurangi saldo

persediaan per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp15.223.956.744,-

Selama tahun 2023 terjadi transaksi yang menambah beban barang yang berasal dari:

1. Belanja dibayar dimuka tahun 2022 yang merupakan sisa deposit BBM yang menggunakan RFID

Rp. 117.700.172,- yang terdapat di di Pusbangnih Rp. 49.099.463,- Pusat promosi dan sertifikasi

hasil pertanian Rp. 38.318.401,- UPPP Rp. 21.173.082,- Sudin KPKP Jakarta Pusat Rp. 8,- Sudin

KPKP Jakarta Barat Rp 3.069.696,- Sudin KPKP Jakarta Selatan Rp. 5.788.191,- dan Sudin KPKP

Jakarta Timur Rp. 251.331,-;

2. Reklasifikasi Belanja Modal ke Barang Persediaan Rp. 15.150.000,- di DKPKP

3. Reklasifikasi aset tetap ke barang persediaan Rp.13.257.500,- di DKPKP

4. Persediaan yang diperoleh dari Belanja BLUD Rp. 2.453.096.174,- di Pusyankeswannak

5. Hasil perkembangbiakan untuk diserahkan ke pihak lain/dijual Rp. 4.470.889.135,- yang terdapat

di Pusbangnih Rp. 845.735.000,- dan PPISHP Rp. 3.625.154.135,-

6. Kurang catat persediaan awal Rp. 320.960.050,- di DKPKP

7. Utang belanja BLUD per 31 Desember 2023 Rp. 235.704.938,- di Pusyankeswannak
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Selain itu terjadi juga transaksi yang mengurangi beban barang antara lain ;

1. Belanja barang dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp.134.103.742,- yang

merupakan sisa deposit BBM dengan menggunakan sistem RFID. Saldo tersebut terdapat pada

Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Rp. 28.268.201,- Pusat Promosi dan

Sertifikasi Hasil Pertanian Rp. 57.117.792,- Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan

Rp. 22.680.897,- Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Rp. 6.071.359,- Sudin KPKP Jakarta Pusat

Rp 10.062.469,- Sudin KPKP Jakarta Barat Rp. 5.552.340,- dan Sudin KPKP Jakarta Selatan

Rp.888,- dan Sudin KPKP Jak-Tim Rp. 4.349.796,-;

2. Utang belanja BLUD 31 Desember 2022 Rp. 260.648.309,- yang merupakan utang belanja TALI

atas tagihan bulan Desember 2022;

3. Persediaan yanga diperoleh dari Belanja BLUD Rp.2.453.096.174,- di Pusyankeswannak

Rekapitulasi Beban Barang per UKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 45 Rekapitulasi Beban Barang per UKPD
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4.4.2.1.3 Beban Jasa

Beban jasa diantaranya terdiri dari gaji PJLP, sewa mesin fotocopy, dan tenaga ahli

Beban jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar

Rp.94.987.701.700,- dan Rp. 90.017.017.332,-.

Beban jasa tahun 2023 Rp. 94.987.701.700,- berasal dari belanja jasa LRA tahun 2023

Rp.40.768.620.348,- ditambah dengan ;

1. Utang belanja jasa per 31 Desember 2023 Rp. 714.509.887,- yang dibayar tahun 2024 yang

terdapat di

a. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Rp 301.592.967,- berupa utang tagihan

TALI pemakaian bulan Desember 2023;

b. Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Rp.65.078.120,-berupa utang tagihan

TALI pemakaian bulan Desember 2023;

c. Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian Rp 93.564.616,- berupa utang tagihan TALI

pemakaian bulan Desember 2023;

d. Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Rp.107.325.567 - berupa utang

tagihan TALI pemakaian bulan Desember 2023;

e. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Rp. 95.634.803,- berupa utang tagihan TALI pemakaian

bulan Desember 2023;

f. Pusat Budidaya Konservasi Laut Rp. 30.771.353,- berupa utang tagihan TALI pemakaian

bulan Desember 2023;

g. Sudin KPKP Jakarta Barat Rp.3.830.255,- berupa utang tagihan TALI pemakaian bulan

Desember 2023;

h. Sudin KPKP Jakarta Selatan Rp.13.867.839,- berupa utang tagihan TALI pemakaian bulan

Desember 2023;

i. Sudin KPKP Jakarta Timur Rp 331.408,- berupa utang tagihan TALI pemakaian bulan

Desember 2023;

j. Sudin KPKP Kepulauan Seribu Rp.2.512.959,- utang tagihan TALI pemakaian bulan

Desember 2023;
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2. Belanja dibayar dimuka 31 Desember 2022 yang diakru di tahun 2023 Rp. 1.312.500,- yang

berupa belanja paket zoom di Pusbangnih

Sedangkan yang mengurangi beban jasa tahun 2023 adalah utang belanja jasa per 31 Desember

2022 yang dibayar tahun 2023 Rp. 775.599.508,- yang terdapat pada

1. Dinas Ketahanan Pangan Kelauatan dan Pertanian Rp. 293.128.877,- terdiri dari utang TALI;

2. Pusat pengembangan benih dan Proteksi Tanaman Rp. 75.872.308,- yang merupakan utang

jasa konsultansi pengawasan rehab gedung dan greenhouse Cilangkap Rp. 17.504.932,-

kepada CV. Samiyu dan utang TALI Rp. 58.367.376,-;

3. Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian Rp. 103.337.981,- berupa utang TALI;

4. Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Rp. 114.327.795,- berupa utang TALI;

5. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Rp. 104.117.092,- berupa utang TALI;

6. Pusat Budidaya dan Konservasi Laut Rp. 31.131.460,- berupa utang TALI;

7. Sudin KPKP Jakarta Pusat Rp. 277.964,- berupa utang BPJS Kesehatan;

8. Sudin KPKP Jak-Bar Rp. 16.856.495,- berupa utang TALI, Sudin KPKP Jak-Sel Rp. 14.228.646,-

berupa utang TALI;

9. Sudin Jak-Tim Rp. 331.408,- berupa utang TALI dan;

10. Sudin KPKP Kep. Seribu Rp. 1.648.663,- berupa utang TALI.

Rekapitulasi Beban Jasa per UKPD adalah sebagai berikut :
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Tabel 4. 46 Rekapitulasi Beban Jasa per UKPD

4.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar

Rp.23.387.711.336,- dan Rp.8.355.654.947,- . Beban pemeliharaan tahun 2023 Rp.23.387.711.336,-

berasal dari belanja pemeliharaan LRA tahun 2023 Rp.23.884.701.574,- dikurang utang pemeliharaan

per 31 Desember 2022 Rp. 496.990.238,- di Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman

berupa utang belanja pemeliharaan rehab gedung dan green house hidroponik kepada PT. Locita

Maha Dana yang telah dibayar di tahun 2023.

Rekapitulasi Beban Pemeliharaan per UKPD adalah sebagai berikut :
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Tabel 4. 47 Rekapitulasi Beban Pemeliharaan per UKPD

4.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar,-

Rp.1.890.000,- dan Rp. 0,- Beban perjalann dinas tahun 2023 merupakan beban perjalanan dinas di

Pusprom yang merupakan perjalanan dinas untuk petugas kalibrasi dari PPMB

4.4.2.1.6 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 31

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 155.535.000,- dan Rp.0- Beban di

tahun 2023 merupakan hadiah lomba kontes ikan cupang yang dilaksanakan di DKPKP.

4.4.2.1.7 Beban Subsidi

Beban Subsidi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sampai dengan 31 Desember 2023

dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.1.041.226.349.730,-dan Rp. 1.222.314.609.720,-

Penurunan beban subsidi ini dikarenakan berkurangnya jumlah penerima manfaat dikarenakan

adanya proses verifikasi yang lebih ketat.
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Beban subsidi merupakan beban atas belanja yang dilakukan untuk kegiatan “Belanja Subsidi kepada

BUMD”

Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian di tahun 2023 bekerja sama dengan BUMD Food

Tjipinang Station dengan jumlah beban Rp.440.086.875.427,-dikurangi pengembalian belanja

Rp.2.804.912.869,- dan PD Dharma Jaya sebesar Rp.606.018.862.000,- dikurangi pengembalian

belanja Rp.2.074.474.828,- dalam penyediaan komoditas yang akan dijual kepada masyarakat.

4.4.2.1.8 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan piutang merupakan beban atas cadangan yang dibentuk sebesar persentase

tertentu dari akun piutang terkait dengan resiko ketidaktertagihan piutang. Penentuan tingkat resiko

ketidaktertagihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang yang penilaiannya dilakukan

berdasarkan umur piutang pada tangga laporan keuangan.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 31 Desember

2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 2.959.378,- dan Rp. 21.980.018,00

Beban tahun 2023 Rp.2.959.378,- terdiri dari beban penyisihan piutang atas koreksi lebih catat

piutang tahun 2022 Rp.630.000,- , koreksi pembayaran piutang denda yang berasal dari kompensasi

retribusi Rp.149.568,- penambahan beban penyisihan piutang retribusi tahun 2023 Rp. 825.000.,-

penambahan beban penyisihan piutang denda retribusi tahun 2023 Rp. 12.250.328,- dan

penambahan beban penyisihan piutang BLUD tahun 2023 Rp.63.250,- dikurangi kurang catat piutang

retribusi tahun 2022 Rp.149.568,- dikurangi koreksi kurang catat piutang denda tahun 2022

Rp.10.809.200,-

Beban penyisihan piutang tahun 2022 Rp.21.980.018,- merupakan beban penyisihan piutang atas

koreksi piutang tahun 2021 Rp. 20.980.018,- dan beban atas pembayaran piutang tahun 2022 yang

berasal dari kompensasi retribusi Rp. 1.186.568,-

4.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan

(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-

masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan

dalam laporan operasional.
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Beban Amortisasi adalah alokasi nilai Aset Tidak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa

manfaatnya. Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dilakukan

pada tahun 2016 berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 tahun 2016

tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sampai dengan 31

Desember 2023 Rp. 75.193.310.199,- sedangkan per 31 Desember 2022 Rp. 81.809.753.404,-

Penurunan nilai beban penyusutan tahun 2023 disebabkan adanya penghapusan aset tetap.

Untuk menghitung beban penyusutan atas aset tetap dilakukan di akhir tahun dan dihitung di dalam

SIERA. Rekapitulasi beban penyusutan tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. 48 Rekapitulasi Beban Penyusutan per UKPD Tahun 2023 dan 2022

4.4.3 Defisit LO

Defisit – LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp.1.384.142.821.246,-) Perhitungan Defisit – LO

adalah sebagai berikut:

Pendapatan – LO Rp. 29.428.749.511,-

Beban (Rp. 1.383.979.764.346,-)

Defisit Kegiatan Operasional (Rp.1.383.979.764.346,-)

Surplus Kegiatan Non Operasional 0

Pos Luar Biasa (163.056.900,-)

Beban Luar Biasa (Rp.163.056.900,-)

Defisit – LO (Rp 1.384.142.821.246,-)
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Beban Luar Biasa merupakan beban atas penghapusan KDP yang sudah tidak akan dilanjutkan lagi,

berupa biaya perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Rp. 84.093.900,-

Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Rp.33.313.000,- dan Sudin KPKP Jak-Tim

Rp.45.650.000,-

4.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, dan

Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas

dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non

Anggaran sampai dengan 31 Desember 2023.

Laporan Arus Kas yang tersaji dalam Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

merupakan arus kas yang ada di unit Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan yang berbentuk

BLUD.

Sampai dengan 31 Desember 2023 terjadi penurunan kas sebesar (Rp.421.815.485,00) ,- dengan saldo

awal kas di BLUD Rp. 4.703.722.552,- sehingga saldo akhir kas di BLUD Rp.4.281.907.067,-

4.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam

menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional BLUD Pusat Pelayanan

Kesehatan Hewan dan Peternakan dalam menyelenggarakan pemerintahan dimasa yang akan

datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga.

Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2023, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan

Pertanian dalam hal ini Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan telah dapat

membiayai aktivitas operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar

Rp.12.817.230.706,- sedangkan arus kas keluar Rp9.743.803.823,- Sehingga terdapat arus kas

bersih dari aktivitas operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.073.426.883,-

Arus kas masuk dari aktivitas operasi berasal dari Penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah

(Penerimaan Operasional BLUD) sebesar Rp.12.817.230.706,- Arus kas tersebut mengalami

peningkatan sebesar Rp595.235.778,- jika dibandingkan dengan arus kas masuk tahun 2022

sebesar Rp. 12.221.994.928,- Rincian Penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Penerimaan

Operasional BLUD) dapat dilihat di CaLK nomor 5.1.1.1.2
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Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan pengeluaran operasional BLUD di Pusat

Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sebesar Rp. 9.743.803.823,-

Sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp.3.073.426.883,-

4.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup

untuk membiayai aktivitas investasi BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan

dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan

pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung

pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang.

Sampai dengan 31 Desember 2023 tidak ada Arus Kas Masuk yang berasal dari aktivitas investasi.

Sedangkan arus kas keluar dari aktivitas investasi berupa perolehan peralatan dan mesin sebesar

Rp191.847.632,- Sehingga arus kas bersih dari aktivitas pendanaan (Rp.191.847.632,-)

4.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas aktivitas pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup

untuk membiayai pendanaan BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sehungan

dengan surplus/defisit anggaran. Informasi arus kas dari aktivitas pendanaan bertujuan untuk

memprediksi klaim pihak ketiga yang terkait terhadap arus kas BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan

Hewan dan Peternakan dimasa yang akan datang. Sampai dengan 31 Desember 2023 tidak ada

arus kas masuk ataupun arus kas keluar dari aktivitas pendanaan di BLUD Pusat Pelayanan

Kesehatan Hewan dan Peternakan.

4.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang

tidak pendapatan, beban dan pendanaan UKPD. Arus kas masuk transitoris 31 Desember 2023

merupakan Penerimaan perhitungan Fihak Ketiga (PFK)- Pajak sebesar Rp.675.895.525,-

sedangkan arus kas keluar dari aktivitas transitoris Rp.3.303.394.736,- merupakan Pengeluaran

perhitungan Fihak Ketiga (PFK)- Pajak sebesar Rp675.895.525,- dan penyetoran kas BLUD ke BUD

Rp.3.303.394.736,- sehingga nilai arus kas bersih dari aktivitas transitoris (Rp.3.303.394.736,-)
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4.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Berdasarkan perhitungan arus kas bersih pada aktivitas operasi, investasi, pendanaan,dan

transitoris, maka terdapat penurunan kas bersih sebesar (Rp.421.815.485,-) untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2023. Saldo awal kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di

Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.703.722.552,- dan saldo

akhir kas di akhir kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan

dan Kas BLUD, dan Kas BLUD Rp. 4.281.907.067,-

4.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari

ekuitas awal, koreksi ekuitas, surplus/defisit-LO, dan ekuitas akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2022

berasal dari Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan

perubahan ekuitas lainnya pada periode tahun 2023. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan

Perubahan Ekuitas Tahun 2023 adalah sebesar Rp 3.486.527.264.410,-

4.6.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp. 3.558.187.867.552,- yang terdiri dari Ekuitas LO

sebesar Rp. 3.558.187.867.552,- dan RK PPKD sebesar Rp. 0 ,-. sedangkan 1 Januari 2022 sebesar

Rp. 3.641.448.084.444,- yang terdiri dari ekuitas LO sebesar Rp. 3.641.449.008.132,- dan RK PPKD sebesar

Rp. 923.688,-

4.6.2 Surplus/Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar (Rp.1.384.142.821.246,-)

sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp. 1.570.740.004.215,-) Defisit LO merupakan selisih kurang

antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

4.6.3 Mutasi RK PPKD

Mutasi RK PPKD Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sampai dengan 31 Desember 2023

sebesar Rp.1.318.327.553.561,- dan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.497.121.458.319,-.

RK PPKD akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP/GU dan
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menerima aset tetap dari Pemprov), pelaksanaan belanja LS (menerima SP2D LS), dan akan berkurang

bila SKPD mentransfer aset ke Pemprov (seperti penyetoran uang ke BUD).

Mutasi RK PPKD Rp.1.318.327.553.561,- berasal dari Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023

Rp.1.346.423.247.228,- ditambah transfer masuk dari SKPD/UKPD lain Rp. 97.390.108.790,- ditambah

akumulasi penyusutan aset yang dihapuskan Rp. 2.411.090.476,- ditambah akumulasi penyusutan aset

yang ditransfer keluar ke UKPD lain Rp. 25.530.263.054,- dikurangi pendapatan LRA per 31 Desember

2023 Rp.15.437.500.122,- dikurangi dikurangi penyetoran kas BLUD ke BUD Rp.3.303.394.736,-

penghapusan aset tetap dan aset lainnya Rp. 2.689.161.485,- dikurangi transfer keluar ke UKPD lain

Rp.106.466.836.590,- dikurangi akumulasi penyusutan aset yang ditransfer masuk dari SKPD/UKPD lain

Rp. 25.530.263.054,-

4.6.4 Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Gabungan) tahun 2023 sebesar

(Rp.2.317.437.139,-) yang terdiri dari

Koreksi penambah ekuitas tahun 2023 sebesar Rp. 19.176.965.089,- dengan rincian sebagai berikut;

1. Koreksi lebih catat nilai akumulasi penyusutan aset tetap Rp. 14.151.712.552,- Di beberapa Sudin

dan UPT

2. Akumulasi penyusutan atas reklasifikasi aset tetap/asset lainnya ke ekstrakomtabel

Rp.89.845.986,- yang ada di DKPKP Rp.79.106.961,- Sudin KPKP Jak-Ut Rp. 4.400.000,- dan Sudin

KPKP Jak-Bar Rp.6.339.025,-

3. Kurang catat persediaan awal Rp.320.960.050,- di DKPKP

4. Koreksi kurang catat piutang tahun 2022 Rp. 27.711.680,- di DKPKP

5. Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang Tahun 2022 Rp. 779.568 di DKPKP

6. Pembatalan atas piutang yang terbayar/penyisihan piutang tahun 2022 Rp. 115.066.118,- di

DKPKP

7. Hasil perkembangbiakan untuk diserahkan ke pihak lain/dijual Rp.4.470.889.135,- di Pusbangnih

Rp.845.735.000,- dan PPISHP Rp.3.625.154.135,-

Koreksi pengurangan ekuitas tahun 2023 sebesar Rp.21.494.402.228,- dengan rincian sebagai

berikut;

1. Koreksi lebih catat barang aset tetap Rp. 15.904.280.000,- pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan

dan Pertanian.

2. Penghapusan aset tetap Rp.299.250.500,- di Sudin KPKP Jak-Sel



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 165

3. Reklasifikasi Aset tetap ke ekstrakomtabel Rp. 140.006.248,- pada Dinas Ketahanan Pangan,

Kelautan dan Pertanian Rp. 128.361.648,- Sudin KPKP Jak-Ut Rp. 4.400.000,- dan Sudin KPKP Jak-

Bar Rp.7.244.600

4. Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan Rp. 5.118.255.144,-

5. Koreksi lebih catat piutang tahun 2022 Rp. 779.568,- di DKPKP

6. Koreksi kurang catat penyisihan piutang tahun 2022 Rp. 10.958.768,- di DKPKP

7. Koreksi kurang catat pendapatan diterima dimuka tahun 2022 Rp. 20.872.000 di DKPKP
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BAB V PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI NON

KEUANGAN

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta merupakan Perangkat Daerah

pelaksana otonomi daerah di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan

dan kesehatan hewan. Tugas dan wewenang Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi

DKI Jakarta mengacu pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan diatas, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan

Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan

Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan tugas organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan

dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah

5.1 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan lengkapnya sebagai berikut:

A. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum;

2. Subbagian Keuangan

3. Subkelompok Kepegawaian; dan

4. Subkelompok Program dan Pelaporan;
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c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari:

1. Subkelompok Pangan;

2. Subkelompok Distribusi Pangan; dan

3. Subkelompok Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

d. Bidang Kelautan, terdiri dari:

1. Subkelompok i Tata Kelola Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil;

2. Subkelompok Pendayagunaan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil; dan

3. Subkelompok Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

e. Bidang Perikanan, terdiri dari:

1. Subkelompok Perikanan Budidaya;

2. Subkelompok Perikanan Tangkap; dan

3. Subkelompok Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

f. Bidang Pertanian, terdiri dari:

1. Subkelompok Pertanian Perkotaan dan Penyuluhan;

2. Subkelompok Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian; dan

3. Subkelompok Pengendalian Mutu dan Agribisnis.

g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:

1. Subkelompok Peternakan;

2. Subkelompok Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan

3. Subkelompok Kesehatan Hewan

B. Suku Dinas lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Susunan Organisasi Suku Dinas Lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI

Jakarta sebagai berikut:

1. Suku Dinas Kota Administrasi yang terdiri dari:

a. Kepala Suku Dinas;
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b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian;

d. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;

e. Seksi Perikanan;

f. Subkelompok Jabatan Fungsional

C. Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautandan Pertanian Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 Unit Pelaksana Teknis

(UPT) dan 1 BLUD. Masing-masing UPT terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, 2 Satuan Pelaksana,

dan Subkelompok Jabatan Fungsional. Adapun UPT lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan

Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman.

2. Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian.

3. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan

4. Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan

5. Pusat Budidaya dan Konservasi Laut

Adapun BLUD lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebagai
berikut:

1. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.

1. Kepala Pusat

2. Sub Bagian Tata Usaha.

3. Subbagian Keuangan

4. Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan

5. Satuan Pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner

6. Satuan Pelaksana Usaha dan Promosi Peternakan

7. Satuan Pelaksana Rumah Potong Hewan

8. Satuan Pengawas Internal

9. Subkelompok Jabatan Fungsional.
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Tabel 5. 1 Rekapitulasi Jumlah PNS Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Lokasi Kerja

No Jumlah Jumlah
Jenis Kelamin

L P

1 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN

74 28 46

2 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

23 13 10

3 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

32 22 10

4 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

21 11 10

5 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

29 11 18

6 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

24 11 13

7
SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

10 7 3

8 PUSAT PRODUKSI, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI HASIL
PERIKANAN

21 12 9

9 UNIT PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN 29 15 14

10 PUSAT BUDIDAYA DAN KONSERVASI LAUT 6 5 1

11 PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN
PETERNAKAN

15 8 7

12 PUSAT PENGEMBANGAN BENIH DAN PROTEKSI
TANAMAN

17 10 7

13 PUSAT PROMOSI DAN SERTIFIKASI HASIL

PERTANIAN

15 11 4

TOTAL 316 164 152
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Tabel 5. 2 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun
2023 Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah

1 I/C 1

2 I/D 0

3 II/A 3

4 II/B 6

5 II/C 30

6 II/D 19

7 III/A 23

8 III/B 75

9 III/C 38

10 III/D 73

11 IV/A 34

12 IV/B 11

13 IV/C 2

14 IV/D 1

TOTAL 316
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Tabel 5. 3 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun
2023 Berdasarkan Jabatan

No Jabatan Jumlah

1 Eselon2 1
2 Eselon3 17
3 Eselon 4 31
4 Penyetaraan SUB KELOMPOK / JF

AHLI
15

5 JF Ahli Utama 0
6 JF Ahli Madya 7
7 JF Ahli Muda 10
8 JF AHLI Pertama 22
9 JF Penyelia 8

10 JF Mahir 8
11 JF Pelaksana 5
12 JF Pemula 8
13 Kasatpel 45
14 Staf Teknis Ahli 45
15 Satf Teknis Terampil 41
16 Staf Administrasi Terampil 48
17 Staf Pelayanan Tingkat Ahli 2
18 Staf Pelayanan Tingkat Terampil 2
19 Tugas Belajar 1

TOTAL 316

Tabel 5. 4 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun
2023 Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
JUMLAH

JFT
1 ANALIS KEBIJAKAN 1
2 ANALIS KETAHANAN PANGAN 2
3 ANALIS AKUAKULTUR 1
4 PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 1
5 PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR 2
6 PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP 1
7 PERENCANA 1
8 MEDIK VETERINER 7
9 PARAMEDIK VETERINER 7
10 PENGAWAS BENIH TANAMAN 4
11 PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN 11
12 PENGAWAS PERIKANAN 6
13 PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU

TUMBUHAN
6

14 PENYULUH PERTANIAN 31
TOTAL 81
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Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

5.2 TUGAS DAN FUNGSI

Tugas

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas

melaksanakan rumpun urusan pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.

Fungsi

Untuk melaksananan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas KPKP;

b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP;

c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas KPKP;
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d. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang

ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan,

kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;

f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang

ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;

g. pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi

dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan,

pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;

h. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital Dinas KPKP;

i. pembangunan dan pengembangan kegiatan urusan ketahanan pangan, kelautan,

perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;

j. perlindungan sumberdaya ketahanan pangan, kelautan, perikanan, peternakan, pertanian

dan kesehatan hewan;

k. pelaksanaan perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh bahan

pangan asal hewan, tanaman dan ikan;

l. pemantauan dan pengendalian distribusi ketersediaan, keanekaragaman konsumsi dan

keamanan pangan dalam rangka ketahanan pangan;

m. fasilitasi pemasaran hasil urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian,

peternakan dan kesehatan hewan;

n. pembinaan tenaga fungsional urusan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan

dan kesehatan hewan;

o. penyelenggaraan standardisasi di bidang kegiatan urusan ketahanan pangan, kelautan,

perikanan, pertanian, peternakan dan Kesehatan hewan;

p. konservasi dan pengembangan ekosistem laut, pesisir, pulau-pulau kecil;

q. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan

retribusi di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan

kesehatan hewan;
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r. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang ketahanan

pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;

s. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan

sarana kerja di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan

kesehatan hewan;

t. pengelolaan kesekretariatan Dinas KPKP;

u. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang

ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;

v. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di

bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;

w. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas KPKP; dan

x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris

Daerah.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran

mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai

dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang

berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan

dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan

antar periode, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan sebuah konsep Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. 6 Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025;

2. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;

3. 5 Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022;

4. 6 Isu-isu strategis 2023-2026.
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Penurunan tujuan dan sasaran RPD ke tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan

Pertanian Provinsi DKI Jakarta tersaji di tabel bawah ini :

Tabel 5. 5 Penurunan Tujuan dan Sasaran RPD ke Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan,
Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

TUJUAN RPD SASARAN RPD TUJUAN PD SASARAN PD

Terwujudnya Regenerasi
Kota yang Berketahanan
dan Berkelanjutan

Tercapainya Pemulihan
Ekosistem Kota dan
Implementasi
Pembangunan Rendah
Karbon

Mewujudkan
Perlindungan
Ekosistem Laut dan
Pesisir Melalui
Pengelolaan Yang
Bertanggungjawab

Meningkatnya Pelestarian
Sumber Daya Laut dan
Kawasan Pesisir

Meningkatnya Kualitas
dan Produksi Perikanan

yang Berkelanjutan serta
Pencegahan Penangkapan
Ikan Berlebihan

5.4 TARGET KINERJA STRATEGIS

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

tahun 2023, merupakan penjabaran dari visi misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Pengukuran pencapaian

kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas

dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-

pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 176

Tujuan dan sasaran strategis beserta indikator, formulasi pengukuran dan target yang akan dicapai sampai

dengan tahun 2023 di jelaskan dalam renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertaniantertuang

dalam tabel berikut

Tabel 5. 6 Tujuan, Sasaran danTarget Kinerja Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian Provinsi DKI Jakarta

No Tujuan Sasaran

Indikator
Tujuan/Sasa

ran Satuan

Target Kinerja Tujuan/Sasaran per
Tahun

2023 2024 2025 2026

1 Menguatkan
Ketahanan,
Keamanan,
Dan Jaminan
Ketersediaan
Pangan

Indeks
Ketahanan
Pangan

Indeks 78 78,5 79 79,5

Meningkatnya
Kualitas
Konsumsi
Pangan
dengan Gizi
Baik

Skor Pola
Pangan
Harapan
(PPH)

Skor 86,3 86,3 86,5 86,5

Prevalensi
Ketidakcukup
an Konsumsi
Pangan/Prev
alence of

Undernourish
ment (PoU)

Persen 2,5 2,5 2,5 2,5

2 Mewujudkan
Perlindungan
Ekosistem Laut
Dan Pesisir
Melalui
Pengelolaan
Yang

Indeks
Kesehatan
Laut di
wilayah
kewenangan
Provinsi

Indeks 65 66 67 68
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Meningkatnya
Pelestarian
Sumber Daya
Laut dan
Kawasan
Pesisir

Persentase
luasan
kawasan
perairan dan
pesisir yang
memiliki
ekosistem
pesisir
esensial
dalam kondisi
sedang dan

baik

Persen 36,56 36,57 36,58 36,59

Meningkatnya
Kualitas dan
Produksi
Perikanan
yang
Berkelanjutan
serta
Pencegahan
Penangkapan
Ikan

Berlebihan

Jumlah
Produksi
Perikanan

Ton 139.320 139.370 142.329 145.351

3 Peningkatan
Budidaya Dan
Produksi
Bahan Pangan
Di Kawasan
Perkotaan

Persentase
Peningkatan
Produksi
Pertanian

Persen 22,5 25 27,5 30

Terciptanya
Produktivit as
Sumber Daya
Pertanian
Perkotaan
yang Adaptif
Terhadap
Perubahan
Iklim dan
Perkembagng
an Teknologi

Persentase
Peningkatan
Produksi
Pangan Dan
Hortikultura

Persen 22,5 25 27,5 30

Persentase
Peningkatan
Produksi

Persen 2,5 2,5 2,5 2,5



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 178

Peternakan

5.5 INFORMASI PENTING LAINNYA

1. Penggunaan Lahan di Kawasan Muara Angke oleh Instansi Pemerintahan Lainnya.

Kawasan Delta Muara Angke tercatat sebagai aset Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan

Pertanian sesuai SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 598 tahun 1990 tentang Penetapan

Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke Jakarta Utara sebagai Pangkalan Pendaratan

Ikan Daerah dan Pusat Pembinaan Kegiatan Perikanan DKI Jakarta dan telah tercatat

dalam KIB A seluas ±634,401 M² senilai Rp. 1.023.551.519.859,-

Kawasan Delta Muara Angke ditetapkan atas beberapa zonasi berdasarkan Peraturan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 tahun 2021 tanggal 30 September 2021 tentang

Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke. Penetapan Zonasi

antara lain digunakan untuk Sub Zona industri meliputi pelabuhan, kawasan industri

pengolahan, docking/galangan kapal, perbengkelan dan perbekalan; Sub Zona

Perdagangan dan Jasa meliputi pasar grosir perikanan, asea wisata kuliner dann pesisir,

dan pasar rakyat ; Sub Zona Rumah Susun meliputi Rusun Yayasan Buddha Tzu Chi dan

Kawasan Permukiman secara umum, dan Sub Zona Prasarana Pelayanan Umum meliputi

Kantor Polisi, Kantor Dinas Pemadam Kebakaran, dan Infrastruktur Sumber Daya Air.

Beberapa SKPD Pemda DKI Jakarta dan Instansi Pemerintah yang menggunakan tanah di

Kawasan Muara Angke antara lain

a. Pelabuhan Penumpang Muara Angke Dinas Perhubungan sesuai SK Gubernur Nomor

125 tahun 1995

b. Tanah bangunan lapangan Sepak Bola sesuai SK Gubernur Nomor 367 tahun 2021

c. Tanah Bangunan SMP 261 terdapat surat penunjukan penggunaan barang inventaris

hasil pelaksanaan proyek No. SO 12/101.E4/U/90 tanggal 7 November 1991

d. Tanah Bangunan Puskesmas terdapat Berita Acara Penyerahan dan penggunaan

gedung Puskesmas Kel. Pluit Rehab Total tahun 2012 No. 13411/-076.342

e. PD Pasar Jaya Muara Angke

f. Pos Polisi Sub Sektor Muara Angke
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g. Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Muara Angke

h. Terminal Darat Muara Angke Dinas Perhubungan

i. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Angke Kementrian

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

j. Sekolah Dasar Negri Pluit 03 dan 05 Muara Angke

2. Rumah Nelayan Muara Angke.

Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UPPP) merupakan salah satu UPT di Dinas Ketahanan
Pangan, Kelautan dan Pertanian yang Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 315 Tahun 2016 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pengelola Pelabuhan Perikanan (UPPP), unit ini memiliki tugas melaksanakan pengelolaan
kawasan pelabuhan perikanan Muara Angke. Salah satu bangunan yang berdiri di kawasan
Muara Angke adalah Rumah Nelayan. Pembangunan Rumah Nelayan ini dilakukan dalam 7
tahap.

A. Pembangunan komplek perumahan nelayan telah dialokasikan di atas lahan
seluas 21,16 Ha dengan tahapan pembangunan dari tahun 1978 sampai tahun 1996
yang berjumlah sebesar 1.128 unit.

1. PEMBANGUNAN PERUMAHAN NELAYAN TAHAP KE 1 TAHUN 1978

Pembangunan Perumahan nelayan yang pertama di Muara angke dilaksanakan pada tahun
1978 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 712 tahun 1978 Tentang Syarat–syarat
Penghunian Rumah-Rumah Di Pemukiman Nelayan Muara Angke. Pendanaan
pembangunan Perumahan Nelayan dimaksud berasal dari Bantuan Presiden Republik
Indonesia

Adapun uraian Type pembangunan perumahan nelayan di Muara angke adalah :

Tahun
Pembangunan

Type Rumah Nelayan Jumlah Unit Keterangan

1978

- 40/75
- 40/120
- 40/135
- 30/62,5
- 30/100
- 24/50

194
22
4

124
16
180

Rumah lama

JUMLAH 540

Penghunian rumah nelayan diprioritaskan kepada para nelayan dengan urutan sebagai

berikut :

a. Nelayan Pemilik
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b. Nelayan Buruh/Pendega

c. Nelayan Pengolah/Pengasin

d. Buruh Nelayan

e. Pedagang Ikan

Prioritas penghunian diutamakan kepada nelayan yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta
sesuai dengan urutan golongan nelayan tersebut diatas dan belum memiliki rumah sendiri.
Penghunian rumah nelayan oleh non nelayan hanya diberikan kepada merekan yang
pekerjaannya secara langsung berhubungan dengan kegiatan pengelolaan fasilitas di
komplek pemukiman nelayan yaitu Guru sekolah, Tenaga medis/para medis Puskesmas dan
petugas pelelangan dengan mendapat dispensasi dari Gubernur Kepala Daerah.

Tatacara dan Syarat Penghunian Rumah nelayan adalah Penghunian rumah-rumah Nelayan
dilakukan dengan cara sewa atau sewa beli, denagn ketentuan sebagai berikut :

>. Dengan Cara Sewa:

Nelayan yang mendapatkan penunjukan sebagai penghuni dengan cara sewa, wajib
menyetor uang pembayaran sewa sebesar 3 (tiga) kali sewa uang bulanan sebagai jaminan
yang akan dikembalikan pada waktu penyewaan berhenti atau diperhitungkan kembali
dengan sewa yang berlaku pada saat memperpanjang jangka waktu penyewaan.

Penyewa harus menepati sendiri rumah yang disewanya dan dilarang menyewakan,
menghibahkan atau menyerahkan dalam bentuk dan dengan cara apapun sebagian atau
seluruhnya kepada pihak lain

Besarnya sewa perumahan nelayan adalah sebagai berikut :

No Type Luas Tanah Bangunan Sewa rumah perbulan
1
2
3
4
5
6

A-I
A-II
A-III
B-I
B-II
C

75 m2

120 m2

135 m2

62,5 m2

100 m2

50 m2

40 m2

40 m2

40 m2

30 m2

30 m2

24 m2

Rp.6.100,-
Rp.6.500,-
Rp.6.800,-
Rp.4.800,-
Rp.5.300,-
Rp.3.500,-

Kepada penghuni dibebankan biaya administrasi sebesar 1(satu) bulan sewa untuk setiap
jangka waktu penyewaan.

Jangka waktu penyewaan ditetapkan 2(dua) tahun dan dapat diperpanjang, sedangkan
pembayaran sewa dilakukan secara bulanan yang harus dibayar paling lambat setiap
tanggal 10 bulan yang bersangkutan.

Apabila 2 (dua) bulan berturut-turut penghuni tidak memenuhi kewajibannya membayar
uang sewa, maka hak penghuniannya akan dicabut oleh otorita dan hubungan sewa



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 181

menyewa menjadi berakhir dengan sendirinya. Atas ketentuan ini penghuni tidak dapat
menuntut sesuatu ganti rugi dengan cara apapun.

>.Dengan Cara Sewa Beli

Nelayan yang mendapatkan penunjukan sebagai penghuni dengan cara sewa beli, wajib
membayar uang muka yang besarnya 5% dari harga rumah ditambah dengan 2% dari
harga rumah untuk biaya administrasi dan sisanya harus dicicil setiap bulan selama 156
(seratus lima puluh enam) bulan.

Harga rumah dimaksud adalah sebagai berikut :

No Type Luas tanah Luas
bangunan

Harga rumah Angs.per bulan

1
2
3
4
5
6

A-I
A-II
A-III
B-I
B-II
C

75 m2

120 m2

135 m2

62,5 m2

100 m2

50 m2

40 m2

40 m2

40 m2

30 m2

30 m2

24 m2

Rp. 1.655.000,-
Rp.1.916.000,-
Rp.2.003.000,-
Rp.1.277.000,-
Rp.1.000.000,-
Rp.1.655.000,-

Rp.10.200,-
Rp.11.000,-
Rp.11.600,-
Rp. 7.600,-
Rp. 8.600,-
Rp. 5.000,-

Pembayaran angsuran harga rumah ditetapkan paling lambat setiap tanggal 10 bulan yang
bersangkutan dan apabila 2 (dua) bulan berturut-turut penghuni tidak memenuhi
kewajibannya membayar uang angsuran, maka hak pembeliannya di cabut oleh otorita dan
uang yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.

Atas ketentuan diatas penghuni yang bersangkutan tidak dapat menuntut ganti rugi dengan
cara apapun.

Penghuni yang belum melunasi harga pembelian rumah harus menempati sendiri harga
pembelian rumah, harus menempati sendiri rumah yang disewa belinya dan dilarang
menyewakan, menghibahkan atau menyerahkan dalam bentuk dan cara apapun sebagian atau
seluruhnya kepada pihak lain.

Penghuni yang telah melunasi harga pembelian rumah, dapat mengajukan Surat Pemilikan
Rumah sedangkan tanahnya tetap berada dibawah pengelolaan Pemerintah Daerah.

2. PEMBANGUNAN PERUMAHAN NELAYAN TAHAP KE 2 Tahun 1988 (RUMAH BERMIS)

Pembangunan Perumahan Nelayan di Muara Angke tahap ke 2 dilaksanakan pada tahun 1988
Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No.2116 Tahun 1988
Tentang Ketentuan Pengelolaan dan Tatacara Penyaluran Rumah Bantuan Presiden Untuk
Nelayan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah.

Pendanaan dari pembangunan Perumahan Nelayan “BERMIS” berasal dari Bantuan Presiden
Republik Indonesia.

Ketentuan Penghuni Perumahan Nelayan Muara Angke adalah Nelayan yang bekerja di
wilayah kerja Badan Pengelola Lingkungan Muara Angke Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
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adapun penyaluran rumah nelayan diprioritaskan untuk nelayandengan urutan nelayan
sebagai berikut :

a. Nelayan Pemilik

b. Nelayan Buruh/Pendega

c. Nelayan Pengolah/Pengasin

d. Pedagang Ikan

e. Buruh Nelayan

Rumah Nelayan yang akan disalurkan kepada nelayan berjumlah 203 unit Type 21 dengan luas
bangunan 21 m2 dan luas tanah 60 m2.

Kontruksi bangunan menggunakan Pondasi batu kali,dinding dan atap dari bahan “Bermis”

Prioritas penghunian diutamakan bagi nelayan pindahan dari Kalibaru ,disamping untuk
nelayan-nelayan yang betul-betul membutuhkan serta menjadi anggota Koperasi Perikanan.

Tatacara dan Syarat Penghunian Rumah nelayan adalah Penghunian rumah-rumah Nelayan
dilakukan dengan cara sewa atau sewa beli, denagn ketentuan sebagai berikut :

>. Dengan Cara Sewa:

a. Nelayan yang mendapatkan penujukan sebagai penghuni dengan cara sewa, wajib
menyetor uang pembayaran sewa sebesar 3 (tiga) kali sewa bulanan sebagai uang
jaminan yang akan dikembalikan pada waktu penyewaan berhenti atau diperhitungkan
kembali degan sewa yang berlaku pada saat memperpanjang jangka waktu penyewaan.

b. Penyewa harus menempati sendiri rumah yang disewa dan dilarang menyewakan,
menghibahkan atau menyerahkan dalam bentuk dan cara apapun sebagian atau
seluruhya kepada puhak lain.

c. Ahli waris yang sah dari penghuni dapat melanjutkan penyewaansampai jangka waktu
yang ditetapkan berakhir,dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Badan
Pelaksana dan perpanjangan jangka waktu penyewaan hanya dimungkinkan apabila ahli
waris dimaksud mempunyai profesi kenelayanan .

d. Perawatan rumah selama jangka waktu penyewaan menjadi tanggung jawab penyewa
dan dilarang merubah atau menambah bangunan tanpa ijin dari Badan Pelaksana.

e. Penyewa yang telah menempati rumah yang disewa selama minimal 2 tahun dpat
mengajukan permohonan sewa beli kepada Gubernur Kepala Daerah c.q. Badan
Pelaksana.

f. Apabila penghunian setelah 2 tahun dilanjutkan dengan cara sewa beli, maka uang sewa
yang telah dibayar diperhitungkan sebagai bagian dari angsuran harga rumah.

g. Besarnya sewa adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan
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h. Kepada penyewa dibebankan biaya administrasi sebesar 1 (satu) bulan sewa untuk setiap
jangka waktu penyewaan.

i. Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan dan harus dilunasi paling lambat tanggal 10
bulan yang bersangkutan.

j. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut penyewa tidak memenuhi kewajiban
membayar sewa ,maka hak sewanya akan dicabut oleh Gubernur Kepala Daerah c.q.
Kepala Badan Pelaksana.

>. Dengan Cara Sewa Beli

a. Nelayan yang mendapat penunjukan sebagai penghuni rumah nelayan dengan cara
sewa beli, wajib membayar uang muka sebesar 5% dari harga rumah ditambah dengan
2% dari harga rumah untuk biaya administrasi dan sisanya harus dicicil setiap bulan
selama 180 (seratus delapan puluh) bulan.

b. Harga rumah adalah sebesar Rp.2.245.557,17 (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu
lima ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh belas sen).

c. Pembayaran angsuran harga rumah ditetapkan paling lambat setiap tanggal 10 bulan
yang bersangkutan dan apabila 3 (tiga) bulan berturut-turut penghuni tidak memenuhi
kewajibannya membayar uang angsuran ,maka hak sewa belinya dicabut oleh Gubernur
Kepala Daerah c.q. Badan Pelaksana dan uang yang telah dibayar tidak dapat diminta
kembali.

d. Penghuni yang belum melunasi harga pembelian rumah harus menempati sendiri
rumah yang disewa belinya dan dilarang menyewakan, menghibahkan atau
menyerahkandalam bentuk dan cara apapun , sebagian atau seluruhnya kepada pihak
lain.

e. Penghuni yang telah melunasi harga pembelian rumah dapat mengajukan pengalihan
hak pemilikan atas rumah kepada Gubernur Kepala Daerah c.q Badan Pengelola
sedangkan tanahnya tetap berada dibawah pengelolaan Pemerintah daerah dengan
mengisi formulir permohonan pengalihan hak milik, seperti tercantum dalam lampiran
Keputusan ini. (Keputusan Gubernur No. 2116 Tahun 1988 Pasal 8 ayat (6))

f. Pemilik Rumah dipemukiman Nelayan dilarang menjual, menghibahkan, atau
menyerahkan dalam bentuk dan cara apapun rumah yang dimilikinya kepada pihak lain
kecuai kepada pihak nelayan.

3. PEMBANGUNAN PERUMAHAN NELAYAN TAHAP KE 3 ( RUMAH PANGGUNG)

Pembangunan Perumahan Nelayan pada tahap 3 dilaksanakan pada tahun 1991
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 377 Tahun 1991 Tanggal 27 Februari 1991
Tentang Ketentuan Pengelolaan dan Tatacara Penyaluran Rumah Nelayan di Muara
Angke.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 184

Bahwa Pembangunan Pemukiman Nelayan tahun 1991 berjumlah 38 unit type 21
dengan luas 42 m2

Pendanaan dari Pembangunan Nelayan ini diperoleh dengan memanfaatkan dana
secara bergulir hasil pengelolaan penyaluran rumah yang sudah dibangun.

Konstruksi bangunan rumah nelayan mempergunakan pondasi batu kali, dinding papan,
dan atap dari bahan bermis.

Prioritas Penghunian Rumah Nelayan adalah :

1. Nelayan Pemilik

2. Nelayan Buruh/Pendega

3. Nelayan Pengolah/Pengasin

Prioritas penghuni rumah nelayan juga diutamakan bagi nelayan pindahan dari Kalibaru
disamping untuk nelayan yang betul-betul membutuhkan rumah dan telah menjadi anggota
Koperasi Perikanan.

Tatacara dan syarat –syarat penghunian rumah nelayan adalah bahwa penghunian rumah-
rumah nelayan dilakukan denagn cara sewa atau sewa beli dengan ketentuan sebagai
berikut :

>. Dengan Cara Sewa

1. Nelayan yang mendapatkan penujukan sebagai penghuni dengan cara sewa, wajib
menyetor uang pembayaran sewa sebesar 3 (tiga) kali sewa bulanan sebagai uang
jaminan yang akan dikembalikan pada waktu penyewaan berhenti atau diperhitungkan
kembali degan sewa yang berlaku pada saat memperpanjang jangka waktu penyewaan.

2. Penyewa harus menempati sendiri rumah yang disewa dan dilarang menyewakan,
menghibahkan atau menyerahkan dalam bentuk dan cara apapun sebagian atau
seluruhya kepada puhak lain.

3. Ahli waris yang sah dari penghuni dapat melanjutkan penyewaan sampai jangka waktu
yang ditetapkan berakhir,dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Badan
Pelaksana dan perpanjangan jangka waktu penyewaan hanya dimungkinkan apabila ahli
waris dimaksud mempunyai profesi kenelayanan .

4. Perawatan rumah selama jangka waktu penyewaan menjadi tanggung jawab penyewa
dan dilarang merubah atau menambah bangunan tanpa ijin dari Kepala dinas Perikanan.

5. Penyewa yang telah menempati rumah yang disewa selama minimal 2 tahun dpat
mengajukan permohonan sewa beli, sedangkan uang sewa yang telah dibayar
diperhitungkan sebagai bagian dari angsuran harga rumah.

6. Besarnya harga sewa rumah adalah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)setiap
bulan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 185

7. Kepada penyewa biaya administrasi sebesar 1 (satu) bulan sewa untuk setiap jangka
waktu penyewaan.

8. Jangka waktu penyewaan ditetapka 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang apabila
penyewa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

9. Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan dan harus dilunasi paling lambat tanggal 10
bulan yang bersangkutan.

10. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut penyewa tidak memenuhi kewajiban
membayar sewa ,maka hak sewanya akan dicabut oleh Gubernur Kepala Daerah c.q.
Kepala Dinas Perikanan dan hubungan sewa menyewa berakhir dengan sendirinya.

11. Penetapan besarnya nilai sewa ditinjau setiap 2 (dua) tahun dengan memperhatikan
tingkat perkembangan harga pada umumnya dan faktor-faktor lain menurut
pertimbangan Gubernur Kepala Daerah.

12. Penyesuaian besarnya sewa kepada masing-masing penyewa dilakukan secara berkala
menurut jangka waktu penyewaan.

13. Penyusutan rumah nelayan diperhitungkan selama 20 (dua puluh) tahun.

>. Dengan Cara Sewa Beli

a. Nelayan yang mendapat penunjukan sebagai penghuni rumah nelayan dengan cara sewa
beli, wajib membayar uang muka sebesar 5% dari harga rumah ditambah dengan 2% dari
harga rumah untuk biaya administrasi dan sisanya harus dicicil setiap bulan selama 180
(seratus delapan puluh) bulan.

b. Harga rumah adalah sebesar Rp.7.894.736,84 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh
empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh empat sen).

c. Pembayaran angsuran harga rumah ditetapkan paling lambat setiap tanggal 10 bulan
yang bersangkutan dan apabila 3 (tiga) bulan berturut-turut penghuni tidak memenuhi
kewajibannya membayar uang angsuran ,maka hak sewa belinya dicabut oleh Gubernur
Kepala Daerah c.q. Kepala Dinas Perikanan dan uang yang telah dibayar tidak dapat
diminta kembali.

d. Penghuni yang belum melunasi harga pembelian rumah harus menempati sendiri rumah
yang disewa belinya dan dilarang menyewakan, menghibahkan atau menyerahkandalam
bentuk dan cara apapun , sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

e. Penghuni yang telah melunasi harga pembelian rumah dapat mengajukan pengalihan hak
milik rumah nelayan kepada Gubernur Kepala Daerah c.q Kepala Dinas Perikanan dengan
mengisi formulir permohonan yang telah disediakan pada Dinas Perikanan disertai
lampiran :

f. Surat perjanjian sewa beli rumah nelayan.
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g. Surat keterangan lunas pembayaran sewa beli rumah nelayan.

h. Surat keterangan pekerjaan.

i. Surat pernyataan sanggup mentaati ketentuan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala

Daerah dan Dinas Perikanan.

j. Pemilik Rumah dipemukiman Nelayan dilarang menjual, menghibahkan, atau
menyerahkan dalam bentuk dan cara apapun rumah yang dimilikinya kepada pihak lain
kecuai kepada pihak nelayan.

4. PEMBANGUNAN PERUMAHAN NELAYAN TAHAP KE4 (RUMAH BERMIS T.18)

Pembangunan perumahan Nelayan tahap ke 4 dilaksanakan pada tahun 1993 berdasarkan
Surat Keputusan Gubernur No. 1258 Tahun 1993 Tanggal 6 September 1993 Tentang
Ketentuan Penyaluran Rumah Nelayan di Muara Angke.

Pembangunan Perumahan Nelayan pada tahun 1993 berjumlah 135 unit type 18/52,5.

Pendanaan Perumahan Nelayan diperoleh dengan memanfaatkan dana secara bergulir hasil
pengelolaan penyaluran rumah yang sudah dibangun.

Rumah Nelayan yang disalurkan terdiri dari :

a. Rumah Sederhana.

b. Rumah Sangat Sederhana.

Rumah Nelayan dibangun diatas tanah milik Pemerintah Daerah.

Harga rumah nelayan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Rumah Nelayan hanya boleh dihuni oleh :

a. Nelayan Pemilik

b. Nelayan Pekerja atau Anak Buah Kapal.

Prioritas penghunian ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan dengan mengutamakan nelayan
yang menempati permukiman kumuh yang tidak layak huni, telah menjadi anggota koperasi
perikanan.

Cara Penghunian Perumahan Nelayan dapat dilakukan dengan cara sewa atau sewa beli
dengan ketentuan sebagai berikut :

>. Dengan Cara Sewa

Penghunian rumah nelayan dengan cara sewa selama-lamanya 2 tahun.

Permohonan calon penyewa rumah nelayan diajukan oleh nelayan yang bersangkutan kepada
Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Dinas Perikanan dengan mengisi formulir permohonan.
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Permohonan sebagai calon penyewa rumah nelayan dapat disetujui dengan

mempertimbangkan :

a. Kelengkapan persyaratan permohonan

b. Penggolongan nelayan dan prioritas penghunian nelayan

Setiap penyewa rumah harus memiliki Surat Penunjukan Penyewa Rumah Nelayan dari Kepala
Dinas Perikanan atas nama Gubernur Kepala Daerah.

>. Dengan Cara Sewa Beli

Permohonan sebagai calon penyewa beli rumah nelayan diajukan oleh nelayan yang
bersangkutan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Periakan dengan cara
mengisi formulir permohonan dan melampirkan beberapa persyaratan.

Setiap penyewa beli harus memiliki Surat Penunjukan Penyewa Beli Rumah Nelayan dari
Kepala Dinas Perikana atas nama Gubernur Kepala Daerah.

Nelayan yang telah mendapatkan penunjukan sebagai penghuni rumah nelayan dengan cara
sewa beli wajib membayar uang muka dan uang administrasi masing-masing sebesar 5% dan
2% dari harga rumah.

Pembayaran angsuran sewa beli rumah nelayan dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya
tanggal 10 bulan berjalan.

Penghuni yang sudah melunasi harga sewa beli dapat mengajukan permohonan pengalihan
hak kepemilikanatas rumah nelayan kepada gubernur Kepala Daerah sedangkan tanahnya
tetap merupakan milik Pemerintah Daerah.

5. PEMBANGUNAN PERUMAHAN NELAYAN TAHAP KE 5 ( Rumah Nelayan Blok HKSN)

Pembangunan perumahan Nelayan tahap ke 5 dilaksanakan pada tahun 1994 berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 1995
Tanggal 9 Maret 1995 Tentang Penetapan Calon Penyewa 20 (dua puluh) Unit Rumah Nelayan
Type 18 Program Bantuan HKSN Di Muara Angke.

Pembangunan Perumahan Nelayan pada tahun 1994 berjumlah 20 unit type 18/52,5.

Pendanaan Perumahan Nelayan diperoleh dari Program Bantuan HKSN

Calon penyewa rumah nelayan di Muara angke yang telah memenuhi persyaratan
permohonan sesuai ketentuan , akan ditetapkan sebagai penyewa rumah nelayan dengan
menerbitkan surat penunjukan dari Kepala Dinas Perikanan DKI Jakarta.

6. PEMBANGUNAN PERUMAHAN NELAYAN TAHAP KE 6 (RUMAH SUSUN NELAYAN)
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Pembangunan Rumah Susun Nelayan dilaksanakan pada tahun 1995 berdasarkan Surat
Perjanjian No. 535/1.778.53/004/SPP/UST/IV/95 tanggal 10 April 1995

Pembangunan Rumah Susun Nelayan pada tahun 1995 berjumlah 80 unit type 21/60

Pendanaan Pembangunan Rumah Susun Nelayan ini di peroleh dari Dana Sumbangan Ibu
TITIK SOEHARTO

7. PEMBANGUNAN PERUMAHAN NELAYAN TAHAP KE 7 (RUMAH SUSUN NELAYAN)

Pembangunan Rumah Susun Nelayan dilaksanakan tahun 1996 berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor .111
Tahun 1996 Tentang Penetapan Calon Penyewa Rumah Nelayan Susun 2 (dua) lantai Type 21
Sebanyak 96 (sembilan puluh enam) unit Program Bantuan Dari Departemen Sosial Republik
Indonesia dan Bantuan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Di Muara Angke Kota
Madya Jakarta Utara .

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50
Tahun 1997 Tentang Penetapan Calon Penyewa Rumah Nelayan Susun 2 (dua) lantai Type 21
Sebanyak 16 (enam belas ) unit Program Bantuan Dari Bantuan Pemerintah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Di Muara Angke Kota Madya Jakarta Utara, melalui Program APBD Pemerintah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pendanaan Pembangunan Rumah Susun Nelayan ini di peroleh dari Program Bantuan
Departemen Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

>. Ketentuan dan Syarat Penghuni Rumah Susun

Penghuni rumah susun diprioritaskan bagi masyarakat nelayan terutama yang masih
bertempat tinggal di pemukiman kumuh / Kelurahan IDT Cilincing, Kalibaru dan Pluit yang
tidak layak huni.

Calon penghuni rumah susun nelayan yang telah memenuhi persyaratan permohonan sesuai
ketentuan, akan ditetapkan sebagai penyewa rumah nelayan dengan menerbitkan Surat
Penunjukan dari Kepala Dinas Perikanan DKI Jakarta.

B. PEMBANGUNAN PERUMAHAN NELAYAN TAHUN 2004

1. PEMBANGUNAN PERUMAHAN NELAYAN TAHUN 2004 ( RUMAH SUSUN NELAYAN)

Pembangunan Rumah Susun Nelayan dilaksanakan tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 269/2004 Tentang Pemanfaatan
Bidang Tanah Seluas ± 8,02 Ha Dan ± 1,9 Ha Yang Terletak Di Muara Angke, Kelurahan Pluit,
Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara Untuk Pembangunan Rumah Susun
Sederhana Sewa Beserta Fasilitasnya.
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Pembangunan Rumah Susun Nelayan pada tahun 2004 berjumlah 600 unit rumah susun

Pendanaan Pembangunan Rumah Susun Nelayan ini di peroleh dari anggaran :

1. Sebanyak 4 Blok terdiri dari 340 unit sebagai kompensasi fasum fasos PIK.

2. Sebanyak 3 Blok terdiri dari 260 unit dari Yayasan Budha Tzu Chi.

KRONOLOGI PEMBAYARAN SEWA BELI RUMAH NELAYAN MUARA ANGKE

Pembayaran sewa beli rumah nelayan sebelum menggunakan sistem Simpad, sistem
pembayaran menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dengan Kode Rekening
4.1.2.02.01.022 Jenis Retribusi : Pemakaian Fasilitas Perikanan dan di setorkan melalui Bank DKI.

Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Pembayaran angsuran sewa beli rumah nelayan
menggunakan sistem Simpad, dengan kode rekening 4.1.4.96.09 Uraian : Pendapatan denda
atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang pertanahan (pembayaran dengan kode
rekening yang tidak sesuai) Pembayaran melalui Bank DKI .

Terkait dengan permasalahan pembayaran dengan kode rekening yang tidak sesuai tersebut
telah dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan
Bapenda Provinsi DKI Jakarta bahwa kode rekening yang digunakan tidak sesuai dengan
peruntukan, maka pembayaran dihentikan untuk sementara karena belum ada kode rekening
pendapatan lain-lain yang sesuai dengan sewa beli rumah nelayan. Mulai bulan Maret 2023,
Bapenda membuat kode rekening 4.1.04.03.01.001 Hasil sewa BMD.

Sampai dengan saat ini diketahui terdapat tunggakan piutang sewa beli Perumahan Bermis
atas 86 orang penghuni sebesar Rp. 350.118.500,- dan sampai dengan laporan keuangan ini
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disusun, jumlah cicilan yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 42.930.000,- Sehingga nilai cicilan
yang belum dibayarkan berjumlah Rp. 307.188.500,-

3. Kegiatan Pangan Bersubsidi

Kegiatan prioritas pendukung Ketahanan Pangan diantaranya adalah Penyediaan Subsidi

Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu. Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas

Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan PT. Food

Station Tjipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya, Perumda Pasar Jaya dan PT. Bank DKI

melaksanakan program pangan bersubsidi dengan harga murah bagi masyarakat tertentu.

Komiditas pangan yang disediakan dalam subsidi pangan murah terdiri dari 6 jenis bahan

panga yaitu daging ayam, daging sapi, telur ayam, beras, ikan dan susu.

Sasaran penerima manfaat subsidi pangan murah pada Tahun 2023 sebanyak 1.076.380 orang

terdiri dari 9 kategori penerima manfaat yaitu 1) Penerima KJP Plus, 2) Guru Honorer dan

Tenaga Kependidikan, 3) Kartu Lansia Jakarta, 4) Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, 5)

Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, 6) Penghuni Rusun, 7) Kader PKK, 8) PJLP, dan 9)KAJ.

Transaksi pembelian pangan bersubsidi dilakukan secara cashless melalui EDC PT. Bank DKI.
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Lokasi distribusi tersebar diseluruh wilayah DKI Jakarta sebanyak 336 lokasi dengan rincian
pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 7 Jumlah Lokasi Distribusi Kegiatan Pangan Bersubsidi

Lokasi Jumlah
SK No 31 Tahun 2023

20 Januari 2023
SK No 93 Tahun 2023

1 Maret 2023
SK No 238 Tahun

2023
1 September 2023

Perumda Pasar Jaya 167 164 162
Perumda Dharma Jaya 5 5 5
PT. Food Station TJ 1 1 1
Rusun 31 31 31
RPTRA 132 132 132
Total 336 333 331

Realisasi jumlah paket dan realisasi paket pangan bersubsidi dari bulan Januari sampai dengan
Desember 2023, sebagai berikut

Tabel 5. 8 Realisasi Jumlah Paket dan Anggaran Pangan Bersubsidi

No Komoditas Satuan

Total

Paket Realisasi Anggaran (Rp)

1. Daging ayam ekor 4.064.228 120.910.783.000
2. Daging sapi kg 3.996.516 389.660.310.000
3. Telur ayam tray 4.121.040 86.640.767.977
4. Beras pak/5kg 4.236.278 157.202.457.250
5. Ikan kg 2.766.602 95.447.769.000
6. Susu karton 3.110.042 196.243.650.200

Total 22.294.706 1.046.105.737.427
APBDP 1.051.363.869.070

% 99,50

Tabel 5. 9 Rekapitulasi Jumlah Penerima Manfaat Program Pangan Bersubsidi Tahun 2023

No. Kategori
Hasil Rekonsiliasi Penerima Manfaat Pangan Bersubsidi

18 Januari 2023 12 Mei 2023 4 Agustus 2023 30 September
2023

1 Kartu Pekerja Jakarta
(KPJ)

45.841 47.195 48.554 48.961

2 Kartu Penyandang
Disabilitas Jakarta (KPDJ) 14.008 14.008 12.892 21.017

3 Guru Honorer 23.259 16.845 14552 14.580
4 Kader PKK 15.215 15.215 15.215 15.215
5 Kartu Anak Jakarta (KAJ) 8.919 8.919 6.771 15.281
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6 Kartu Jakarta Pintar (KJP) 803.121 803.121 673.862 673.882
7 Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 102.270 102.270 92.465 189.107
8 PHL/PPSU 47.754 42.766 41.154 41.947
9 Penghuni Rusun 15.993 17.774 18.130 18.182

Total 1.076.380 1.068.113 923.595 1.038.172

Besaran harga pangan, subsidi pangan dan harga masyarakat sebagai berikut :

Besaran Pembahasan Harga Pangan Program Pangan Bersubsidi Tahun 2023

Besaran Harga Subsidi Program Pangan Bersubsidi Tahun 2023

4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan pemerintah

kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari

pemerintah kota/kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan

kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksananaannya kepada yang

menugaskan, Sedangkan Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah

kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah

tertentu.
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Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka

pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui

Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

yang diterima pada tahun 2023 dapat dijelaskan dalam uraian berikut:

a) Dasar Hukum Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dasar hukum pelaksanaan Tugas pembantuan dan Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di

Wilayah Provinsi;

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK,07/2008 tentang Pedoman

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana yang telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK,07/2010;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011

tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

di Wilayah Provinsi.

b) Tugas Pembantuan yang Diterima

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan pasal 48 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang dapat

ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau

pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana
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tugas pembantuan, Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (TP) dan Instansi Pelaksana

Untuk tahun 2023, Provinsi DKI Jakarta menerima tugas pembantuan dari Kementerian

Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anggaran keseluruhan yang diterima

pada tahun 2023 sebesar Rp1.631.004.000,- dengan realisasi sampai dengan 31

Desember 2023 sebesar Rp1.607.307.053,- atau 98,55%, Adapun instansi penerima TP

adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang secara rinci dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 10 Dana Tugas Pembantuan yang Diterima DKPKP JakartaPer 31 Desember 2023

No
Kementerian/

Lembaga
Satuan Perangkat

Daerah (SKPD)
Kegiatan Revisi Anggaran Realisasi (Rp)

Persentase
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 = 6:5)

1 Direktorat

Jenderal

Peternakan

dan

Kesehatan

Hewan –

Kementerian

Pertanian

Dinas Ketahanan

Pangan,

Kelautan dan

Pertanian

(Satker 010057)

Pengembangan
Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Ternak

85.000.000 84.196.947 99,06

Pengendalian dan

Penanggulangan

Penyakit Hewan 501.550.000 497.975.508 99,29

Penyediaan Benih dan
Bibit Serta Peningkatan

Produksi Ternah
428.556.000 421.742.724 98,41

Peningkatan

Masyarakat Veteriner

452.500.000 115.117.912 98,58

Dukungan

Manajemen dan

Dukungan teknis

lainnya Ditjen

Peternakan dan

Keswan

163.398.000 157.314.054 96,28

Total Anggaran dari Ditjen Peternakan dan Keswan Kementerian
Pertanian

1.631.004.000 1.607.307.053 98,55

Dukungan Manajemen
Internal Lingkup Ditjen

0 0 0
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2 Ditjen Perikanan

Tangkap -

Kementerian

Kelautan dan

Perikanan

Dinas Ketahanan

Pangan,

Kelautan dan

Pertanian

(Satker 019062)

Perikanan Tangkap

Pengelolaan Pelabuhan

Perikanan
0 0 0

Total Anggaran dari Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian
Keluatan dan Perikanan

0 0 0

Total Dana Tugas Pembantuan pada DKPKP Provinsi DKI Jakarta 1.631.004.000 1.607.307.053 98,55

c. Dekonsentrasi

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan Pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang

berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang

mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi,

tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Nilai keseluruhan Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan

dan Pertanian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar untuk tahun 2023 sebesar

Rp.5.376.960.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2023 Rp. 5.123.798.279.- atau 95,29%,

Secara rinci Dana Dekonsentrasi yang diterima per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5. 11 Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKPKP Jakarta Per 31 Desember 2023

No

Kementerian /
Lembaga

Satuan Kerja
Perangkat

Daerah (SKPD)

Kegiatan Revisi
Anggaran

Realisasi (Rp) Persentase(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 = 6:5)

1

Sekretariat

Jenderal -

Kementerian

Kelautan dan

Perikanan

Dinas Ketahanan

Pangan,

Kelautan dan

Pertanian

(Satker 010076)

Pengelolaan

Perencanaan, Kuangan

dan BMN 158.988.000 145.559.000 91,55

Pengelolaan Data dan
Informasi

22.711.000 15.895.000 69,99
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Total Anggaran dari Sekretariat Jenderal KKP 181.699.000 161.454.000 88,86

2

Ditjen Perikanan

Tangkap -

Kementerian

Kelautan dan

Perikanan

Dinas Ketahanan

Pangan,

Kelautan dan

Pertanian

(Satker 019020)

Dukungan Manajemen

Internal Lingkup Ditjen

Perikanan Tangkap 125.411.000 122.614.540 97,77

Pengelolaan Pelabuhan

Perikanan
0 0 0

Pengelolaan

Perizinan dan

Kenelayanan

18.121.000 13.349.000 73,67

Pengelolaan Sumber
Daya Ikan

6.177.000 0 0

Pengelolaan Kapal

Perikanan dan Alat

Penangkapan Ikan dan

Pengawakan Kapal

Perikanan 30.354.000 29.420.000 96,92

Total Anggaran dari Ditjen Perikanan Tangkap 180.063.000 165.383.540 91,85

3

Ditjen Perikanan

Budidaya -

Kementerian

Kelautan dan

Perikanan

Dinas Ketahanan

Pangan,

Kelautan dan

Pertanian

(Satker 019022)

Pengelolaan Kawasan

dan Kesehatan Ikan

36.050.000 36.050.000 100

Pengelolaan Produksi
dan Usaha

Pembudidayaan Ikan 58.000.000 57.656.000 99,41

Dukungan Manajemen

Internal Lingkup Ditjen

Perikanan Budidaya 143.455.000 141.373.655 98,55

Tatal Anggaran dari Ditjen Perikanan Budidaya 237.505.000 235.079.655 98,98

Ditjen

Penguatan

Daya Saing

Produk

Pemasaran Hasil

Kelautan dan Perikanan
0 0 0

Pengolahan dan Bina

Mutu Produk Kelautan

dan Perikanan

0 0 0
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4

Kelautan dan

Perikanan -

Kementerian

Kelautan dan

Perikanan

Dinas Ketahanan

Pangan,

Kelautan dan

Pertanian

(Satker 019024)

Logistik Hasil Perikanan

dan Kelautan
0

Investasi dan
Keberlanjutan Usaha

Hasil Kelautan dan

Perikanan

0 0 0

Dukungan Manajemen
Internal Lingkup Ditjen

PDSPKP 177.920.000 177.233.219 99,61

Total Anggaran dari Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan

177.920.000 177.233.219 99,61

5

Ditjen
Pengawasan

Sumber Daya

Kelautan dan

Perikanan -

Kementerian

Kelautan dan

Perikanan

Dinas Ketahanan

Pangan,

Kelautan dan

Pertanian

(Satker 019023)

Pemantauan,
Operasi Armada

dan Infrastruktur

Pengawasan
61.850.000 61.689.250 99,74

Dukungan Manajemen

Internal Lingkup Ditjen

Pengawasan PSDKP

56.252.000 52.406.728 93,16

Total Anggaran dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

118.102.000 11.853.000 10,04

6 Ditjen

Pengelolaan

Ruang Laut

Dinas Ketahanan

Pangan, Kelautan

dan Pertanian

(Satker 603201)

Perencanaan Ruang

Laut

172.500.000 170.688.000 98,95

Dukungan Manajemen
Internal Lingkup Ditjen

Pengelolaan Ruang

Laut

45.000.000 44.214.242 98,25

Perlindungan dan
Pemanfaatan Kawasan

Konservasi dan

0 0 0
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Keanekaragaman

Hayati Laut

Total Anggaran dari Ditjen Pengelolaan Ruang Laut 217.500.000 214.902.242 98,81

Jumlah Anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 1.112.789.000 1.068.148.634 95,99

7

Ditjen

Hortikultura -

Kementerian

Pertanian

Dinas Ketahanan

Pangan,Kelautan dan

Pertanian (Satker

019031)

Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Hortikultura 78.168.000 78.168.000 100

Perlindungan

Hortikultura

110.000.000 109.390.060 99,45

Perbenihan

Hortikultura

360.750.000 356.982.599 98,96

Peningkatan Usaha

Dukungan

Manajemen dan

Teknis Lainnya pada

Ditjen Hortikultura

386.000.000 384.348.664 99,57

Total Anggaran dari Ditjen Hortikultura 934.918.000 928.889.323 99,36

8 Ditjen
Tanaman

Pangan

Dinas Ketahanan
Pangan, Kelautan

dan Pertanian

(Satker 019044)

Pengelolaan Sistem

Perbenihan Tanaman

Pangan 84.000.000 83.452.066 99,35

Dukungan Manajemen

dan Teknis Lainnya

pada Ditjen Tanaman

Pangan

29.400.000 29.400.000 100

Total Anggaran dari Ditjen Tanaman Pangan 113.400.000 112.852.066 99,52

9 Badan
Penyuluhan dan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

Pertanian -

Kementerian

Dinas Ketahanan

Pangan, Kelautan

dan Pertanian

(Satker 019071)

Penguatan

Penyelenggaraan

Penyuluhan Pertanian

570.352.000 562.579.797 98,64
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Pertanian

Total Anggaran dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian

570.352.000 562.579.797 98,64

Jumlah Anggaran dari Kementerian Pertanian 1.618.670.000 1.604.321.186 99,11

10 Badan

Pangan

Nasional

Dinas Ketahanan

Pangan,

Kelautan dan

Pertanian

(Satker 690699)

Pemantapan
Ketersediaan dan

Stabilisasi Pasokan dan

Harga Pangan

934.634.000 894.331.340 95,69

Pengendalian

Kerawanan Pangan

dan Pemantapan

Kewaspadaan

Pangan dan Gizi

466.695.000 371.927.792 79,69

Pemantapan

Penganekaragaman

Konsumsi dan

Keamanan Pangan

1.194.172.000 1.135.508.481 95,09

Dukungan Manajemen

dan Teknis Lainnya

Badan Pangan Nasional 50.000.000 49.560.846 99,12

Total Anggaran dari Badan Pangan Nasional 2.645.501.000 2.451.328.459 92,66

Total Dana Dekonsentrasi pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan
dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

5.376.960.000 5.123.798.279 95,29
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BAB VI PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanin Provinsi DKI Jakarta (Gabungan) 2023

Unaudited disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi dan

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 911 Tahun 2023 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas

Akuntansi Penggabung Tahun 2023.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanin Provinsi DKI Jakarta merupakan Entitas Akuntansi dan

Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2023, memiliki 13 UKPD yang memiliki fungsi sebagai

entitas akuntansi. Laporan Keuangan yang disusun oleh setiap entitas akuntansi digabungkan oleh entitas

akuntansi penggabung menjadi Laporan Keuangan SKPD Penggabung. Laporan Keuangan dari 13 UKPD

tersebut kemudian disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku Entitas Akuntansi

Penggabung untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan,

Kelautan dan Pertanin Provinsi DKI Jakarta (Gabungan).

Ikhtisar Laporan Keuangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan

pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar

Rp.28.254.730.828,- atau 125,02 persen, realisasi belanja adalah sebesar Rp 1.356.358.898.683,- atau

98,13 persen dari yang dianggarkan dalam P-DPA Tahun Anggaran 2023. Sehingga terdapat Surplus

(Defisit) sebesar (Rp. 1.328.104.167.855,-) Setelah ditambah penerimaan pembiayaan yang berasal dari

SiLPA dana BLUD tahun sebelumnya sebesar Rp.1.400.327.816,- , maka Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Berkenaan (Rp.1.326.703.840.039,-)

2. Saldo Anggaran Lebih pada awal tahun 2023 adalah sebesar Rp4.703.722.552. Nilai tersebut

merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Dana Subsidi Tahun Anggaran sebelumnya. Per

tanggal 31 Desember 2023 terdapat SiLPA sebesar (Rp.12.792.157.311,-)

3. Neraca Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta beserta Suku Badan di 6

Wilayah Kota Adminstrasi dan 6 UPT menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas

SKPD pada 31 Desember 2023. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar

Rp.3.499.328.258.400,- dan kewajiban sebesar Rp.9.273.095.672,- sehingga ekuitas Dinas Ketahanan
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Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 adalah sebesar

Rp.3.490.055.162.728,-

4. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan

operasional, surplus/ defisit dari kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Pendapatan-LO sampai

dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 29.428.749.511,- sedangkan jumlah beban operasional

sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.413.408.513.857,- sehingga terdapat defisit kegiatan

operasional sebesar (Rp. 1.383.979.764.346,-) dikurangi beban luar biasa (Rp.163.056.900,-) sehingga

Defisit LO (Rp.1.384.142.821.246,-)

5. Laporan Arus Kas pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan yang merupakan BLUD

dibawah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian per tanggal 31 Desember 2023

menunjukkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Sebesar Rp.3.073.426.883,- arus kas bersih dari

aktivitas investasi (Rp.191.847.632,-) dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar

(Rp.3.303.394.736,-) Sehingga terjadi penurunan kas bersih selama tahun 2023 sebesar

(Rp.421.815.485,-) Total saldo awal kas BLUD sebesar Rp.4.703.722.552,- sehingga saldo akhir kas BLUD

sebesar Rp.4.281.907.067,-

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah

sebesar Rp.3.558.187.867.552- dikurangi defisit LO (Rp. 1.384.142.821.246,-) ditambah mutasi RK PPKD

/transaksi antar entitas sebesar Rp. 1.318.327.553.561,- dikurangi Koreksi Ekuitas (Rp. 2.317.437.139,-),-

Sehingga saldo akhir Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.490.055.162.728,- yang terdiri dari

Ekuitas LO Rp.2.171.727.609.167.,- dan RK PPKD Rp. 1.318.327.553.561,-

Demikian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 yang disusun dalam rangka pemenuhan Peraturan

Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun

2017 tentang Kebijakan Akuntansi dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 911 Tahun 2023

tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2023.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Suharini Eliawati

NIP. 196810011995032005
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LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Rincian Belanja Barang dan Jasa Per Kode Rekening Tahun 2023

JENIS BELANJA BARANG DAN JASA
ANGGARAN REALISASI %

Kode Rekening Uraian
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.013.125.162 39.338.686.713 93,63

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.524.805 3.200.000 90,79

5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.501.578.957 3.295.883.054 94,13

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.468.798.839 2.337.846.077 94,70

5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 5.761.112.509 5.599.994.098 97,20

5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 65.795.139 64.701.012 98,34

5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 365.095.087 349.242.586 95,66

5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 2.756.771.398 2.663.302.532 96,61

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.873.908.902 10.649.368.576 89,69

5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 67.222.122 66.333.870 98,68

5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 437.300.553 383.258.659 87,64

5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 541.117.195 375.819.655 69,45

5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 57.218.613 56.493.530 98,73

5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 28.243.062 27.481.174 97,30

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 637.711.374 606.346.949 95,08

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 719.985.821 687.167.658 95,44

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 25.000.000 24.977.900 99,91

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 80.813.283 80.330.006 99,40

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 258.485.801 249.598.071 96,56

5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.480.524 5.795.000 89,42

5.1.02.01.01.0033
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan
Perlengkapan Satwa 2.053.500 2.050.170 99,84

5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 71.118.144 68.215.120 95,92

5.1.02.01.01.0036
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor Lainnya 2.405.552.426 2.274.694.011 94,56

5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.082.766.568 1.894.511.840 90,96

5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.375.844.590 1.319.044.760 95,87

5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.612.521.336 1.549.124.966 96,07

5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 2.925.920.910 2.879.871.230 98,43

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.047.925.500 1.043.659.000 99,59

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 134.964.203 121.000.123 89,65

5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 533.573.797 520.790.476 97,60

5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 4.440.000 4.000.000 90,09

5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 21.097.992 372.960 1,77

5.1.02.01.01.0069 Belanja Pakaian Teknik 29.682.965 28.521.450 96,09

5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 17.028.510 16.175.000 94,99

5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 18.211.437 18.115.200 99,47
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5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 74.259.300 71.400.000 96,15

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.819.854.886 88.575.395.519 97,53

5.1.02.02.01.0003
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia 1.290.486.000 1.220.000.000 94,54

5.1.02.02.01.0004
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan 966.125.000 960.875.000 99,46

5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 17.500.000 17.500.000 100,00

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 173.766.906 173.766.906 100,00

5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 4.657.667.704 4.624.879.393 99,30

5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 7.398.101.050 7.322.688.895 98,98

5.1.02.02.01.0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air 598.309.779 591.412.866 98,85

5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 9.418.922.511 9.372.463.294 99,51

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 104.264.000 96.900.000 92,94

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 8.615.702.890 8.366.832.473 97,11

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 297.412.000 169.170.000 56,88

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 21.732.920.742 21.593.497.079 99,36

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 18.204.925.483 18.155.089.955 99,73

5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 1.327.877.560 1.309.555.669 98,62

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 212.033.741 212.019.502 99,99

5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 2.927.665.576 2.910.257.714 99,41

5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 678.124.684 677.987.921 99,98

5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 252.525.000 21.239.850 8,41

5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.578.760 107.300 6,80

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 434.567.553 317.668.710 73,10

5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 3.344.670 1.350.000 40,36

5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 920.752.008 887.483.380 96,39

5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 56.296.980 55.244.700 98,13

5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 6.605.760 6.193.000 93,75

5.1.02.02.01.0057 Belanja Jasa Operator Kapal 327.426.569 327.288.265 99,96

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 219.829.601 153.086.310 69,64

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 256.928.112 204.477.784 79,59

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 9.530.880.604 8.677.697.565 91,05

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 35.663.677 33.922.222 95,12

5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 11.100.000 7.346.000 66,18

5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 8.880.000 8.080.566 91,00

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 131.669.966 99.313.200 75,43

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.587.312.095 2.457.609.597 94,99
5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 357.002.640 336.391.670 94,23

5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 33.128.172 21.000.000 63,39

5.1.02.02.04.0048 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang 169.075.200 153.952.560 91,06

5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 968.118.003 931.429.486 96,21

5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) 594.863.248 574.711.824 96,61

5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 130.728.696 123.381.384 94,38
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5.1.02.02.04.0411 Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya 46.987.499 33.582.765 71,47

5.1.02.02.04.0454 Belanja Sewa Alat Kerja Bawah Air 183.150.000 181.627.899 99,17

5.1.02.02.04.0462 Belanja Sewa Alat Kerja Penerbangan Lainnya 22.440.537 20.147.194 89,78

5.1.02.02.04.0507 Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air 76.184.850 75.779.315 99,47

5.1.02.02.04.0509 Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya 5.633.250 5.605.500 99,51

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 721.542.872 502.699.360 69,67
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 174.791.000 0 0,00

5.1.02.02.05.0032 Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum 149.247.270 148.207.500 99,30

5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 80.250.336 68.506.500 85,37

5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 280.106.058 252.185.360 90,03

5.1.02.02.05.0044 Belanja Sewa Motel 37.148.208 33.800.000 90,99

5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 1.692.765.923 1.611.015.445 95,17

5.1.02.02.08.0002
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain
Arsitektural 57.797.999 53.928.795 93,31

5.1.02.02.08.0003
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai
Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung 247.539.540 235.501.990 95,14

5.1.02.02.08.0005
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur
Lainnya 32.126.141 31.969.110 99,51

5.1.02.02.08.0007
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain
Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 7.770.000 7.548.000 97,14

5.1.02.02.08.0008
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain
Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 93.906.000 93.906.000 100,00

5.1.02.02.08.0017
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-
Pengembangan Pemanfaatan Ruang 141.560.331 134.490.375 95,01

5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 25.006.135 23.271.150 93,06

5.1.02.02.08.0019
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas
Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 341.137.222 294.113.269 86,22

5.1.02.02.08.0021
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas
Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 286.192.299 276.556.500 96,63

5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 459.730.256 459.730.256 100,00

5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 695.588.380 692.001.500 99,48

5.1.02.02.09.0012
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian
dan Bantuan Teknik 623.190.022 622.567.500 99,90

5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 72.398.358 69.434.000 95,91

5.1.02.02.12
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta
Pendidikan dan Pelatihan 1.259.989.000 1.208.757.400 95,93

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.259.989.000 1.208.757.400 95,93

5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 100.839.077 79.500.000 78,84
5.1.02.03.01.0029 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman 100.839.077 79.500.000 78,84

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin 3.561.681.259 3.382.082.755 94,96
5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 52.818.574 42.624.100 80,70

5.1.02.03.02.0012
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat
Lainnya 272.224.353 268.350.667 98,58

5.1.02.03.02.0013 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Dredger 131.791.410 131.290.800 99,62

5.1.02.03.02.0036
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermotor Penumpang 315.090.709 305.522.816 96,96
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5.1.02.03.02.0037
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 26.456.824 25.805.115 97,54

5.1.02.03.02.0038
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermotor Beroda Dua 33.041.305 31.218.520 94,48

5.1.02.03.02.0040
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermotor Khusus 519.639.838 507.253.055 97,62

5.1.02.03.02.0049
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-
Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 158.451.041 155.535.420 98,16

5.1.02.03.02.0086
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat
Kalibrasi 280.736.094 211.575.750 75,36

5.1.02.03.02.0103
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat
Pengolahan Tanah dan Tanaman 30.385.584 29.970.000 98,63

5.1.02.03.02.0115
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-
Alat Reproduksi (Penggandaan) 8.632.193 8.482.898 98,27

5.1.02.03.02.0117
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-
Alat Kantor Lainnya 642.103.592 628.997.815 97,96

5.1.02.03.02.0121
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah
Tangga-Alat Pendingin 441.943.282 428.018.220 96,85

5.1.02.03.02.0138
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat
Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 8.345.646 8.001.990 95,88

5.1.02.03.02.0278
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat
Laboratorium Pertanian 127.095.000 125.485.500 98,73

5.1.02.03.02.0293
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat
Laboratorium Lain 201.844.010 190.804.000 94,53

5.1.02.03.02.0375

Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium
Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji
Perangkat 111.456.965 105.949.500 95,06

5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 74.812.076 64.826.886 86,65

5.1.02.03.02.0406
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit
Lainnya 7.481.378 7.447.453 99,55

5.1.02.03.02.0410
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan
Jaringan 32.546.621 31.976.880 98,25

5.1.02.03.02.0411
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan
Komputer Lainnya 44.016.462 33.307.270 75,67

5.1.02.03.02.0507
Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-
Peralatan Olahraga Air 40.768.302 39.638.100 97,23

5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 10.454.608.243 8.547.742.707 81,76

5.1.02.03.03.0001
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung Kantor 9.946.706.388 8.041.758.747 80,85

5.1.02.03.03.0030
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 359.011.185 357.538.960 99,59

5.1.02.03.03.0063
Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-
Pagar 148.890.670 148.445.000 99,70

5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi 12.549.692.128 11.875.376.112 94,63
5.1.02.03.04.0010 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya 2.996.199.020 2.974.483.000 99,28

5.1.02.03.04.0024
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan
Waduk Irigasi 8.845.067.709 8.213.223.000 92,86

5.1.02.03.04.0074
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan
Air Kotor Lainnya 1.453.878 1.443.000 99,25

5.1.02.03.04.0083 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor 445.233.521 428.568.362 96,26
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Lainnya

5.1.02.03.04.0123
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air
Minum Lainnya 111.888.000 111.888.000 100,00

5.1.02.03.04.0126
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik
Lainnya 149.850.000 145.770.750 97,28

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.890.000 1.890.000 100,00
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.890.000 1.890.000 100,00

5.1.02.05.01
Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/
Masyarakat 172.643.850 155.535.000 90,09

5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 172.643.850 155.535.000 90,09

5.1.02.99.99 Belanja BLUD 10.725.485.947 9.743.803.823 90,85
5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 10.725.485.947 9.743.803.823 90,85

Total Belanja Barang dan Jasa 177.357.018.822 168.172.095.931 94,82

Lampiran 2 Rincian Belanja Modal Per Kode Rekening Tahun 2023

JENIS BELANJA
MODAL ANGGARAN REALISASI %

Kode Rekening Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.887.293.689 2.717.032.049 94,10
5.2.02.02.03.0002 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 691.530.000 686.614.087 99,29
5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 160.062.000 158.713.350 99,16
5.2.02.04.01.0007 Belanja Modal Alat Pasca Panen 25.000.001 24.900.000 99,60
5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 33.044.534 32.960.000 99,74
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 14.652.000 14.652.000 100,00
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 9.097.183 9.002.100 98,95
5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 250.038.600 249.750.000 99,88
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 170.054.220 168.287.100 98,96
5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 8.632.193 8.547.000 99,01
5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 328.043.806 315.940.000 96,31
5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 26.795.400 26.698.000 99,64
5.2.02.08.01.0056 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 526.678.350 407.056.980 77,29
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 207.640.130 202.500.004 97,52
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 214.937.403 204.413.796 95,10
5.2.02.16.01.0001 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan 15.984.000 15.150.000 94,78
5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 205.103.869 191.847.632 93,54
Belanja Modal
Gedung dan
Banguanan 278.108.042 276.302.542 99,35

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 114.340.828 112.662.512 98,53
5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 47.290.163 47.290.163 100,00
5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Taman 116.477.051 116.349.867 99,89
Belanja Modal
Jalan, Irigasi
dan Jaringan 12.350.779.350 11.185.928.272 90,57

5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 5.621.332.315 5.378.904.250 95,69
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5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 22.701.720 22.644.000 99,75
5.2.04.02.04.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 5.957.314.718 5.080.748.292 85,29
5.2.04.02.06.0006 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 749.430.597 703.631.730 93,89
Belanja Modal
Aset Tetap
Lainnya 151.000.004 150.750.000 99,83

5.2.05.03.02.0002 Belanja Modal Ternak Perah 151.000.004 150.750.000 99,83
Total Belanja

Modal 15.667.181.085 14.330.012.863 91,47

Lampiran 3 Rincian Belanja Modal per UKPD Tahun 2023
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Lampiran 4 Rincian Piutang Jasa Umum per 31 Desember 2023

NO UKPD SUB KODE
REKENING

SUB NAMA
REKENING

NO IDENTITAS NAMA SUBJEK ALAMAT SUBJEK NO
PENETAPAN

PIUTANG
POKOK

1 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173050204850002 CHALID TA'
LAB

JL. HARUN III NO. 24 RT 10 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2231526657 300.000

2 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173055602890016 LUBENAH KEMANGGISAN PULO RT 1 RW 17 KELURAHAN PALMERAH KECAMATAN PAL
MERAH JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2231527994 300.000

3 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3208295911930002 IMAS
NURHOLIPAH

JL. ADAM, RT 002 RW 010, KELURAHAN : SUKABUMI UTARAKECAMATAN :
KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROVINSI DKI JAKARTA
11540

2231529061 300.000

4 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173055202720012 MUTIYAH JL. SULAIMAN, RT 007 RW 003, KELURAHAN : SUKABUMI UTARA
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT -PROVINSI
DKI JAKARTA 11540

2231540881 300.000

5 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173050607540005 SUPANDI JL. RAYA KB. JERUK NO. 27, RT 001 RW 003 KELURAHAN SUKABUMI UTARA
KECAMATAN KEBON JERUK KOTA ADMNBISTRASI JAKARTA BARAT - PROVINSI
DKI JAKARTA

2231541118 300.000

6 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173053107830007 MUHAMMAD
IBNU SIDRA

JL. RAYA KB. JERUK NO. 27, RT 001 RW 003 KELURAHAN : SUKABUMI UTARA
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINITRASI JAKARTA BARAT PROV DKI
JAKARTA

2231541316 300.000

7 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173056210610003 DELMILNA JL. AYUB NO. 58, RT. 003 RW 008, KELURAHAN : SUKABUMI UTARA
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV
DKI JAKARTA 1154

2231541414 300.000
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8 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173055507810014 FENNY
BESTTARIA
HMS

JL.AYUB NO.58, RT 003 RW 008 KELURAHAN : SUKABUMI UTARA
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROV DKI
JAKARTA.

2231541829 300.000

9 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173075311830004 EVA
MARYANTI

JL.FILODENDRUM RT 1 RW 10 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2231635477 300.000

10 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3202175112820007 MELI LIANA KP. CIDADAP RT. 005 RW 001 KEL. GIRIJAYA, KEC. CIDAHU, KABUPATEN
SUKABUMI - PROV JAWA BARAT 45538.

2231635479 300.000

11 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3202172001780001 DAMAN KP. CIDADAP RT. 005 RW 001 KEL. GIRIJAYA, KEC. CIDAHU, KABUPATEN
SUKABUMI - PROV JAWA BARAT 45538.

2231635480 300.000

12 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173050504710013 AMINULLAH JL. MUSA UJUNG NO. 14, RT 007 RW 005 KELURAHAN : SUKABUMI UTARA
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV
DKI JAKARTA 11540.

2231635482 300.000

13 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173050707720017 AGUS SALIM JL. ASSOFA GG. A NO. 53 RT 4 RW 1 KELURAHAN SUKABUMI UTARA
KECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2231635484 300.000

14 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173071404660011 CECENG
SUTIAWAN

KEMANGGISAN, RT 002 RW 015 KELURAHAN : PALMERAH KECAMATAN PAL
MERAH, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV DKI JAKARTA 11480.

2231635487 300.000

15 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173051407730012 KASTIRIN, SE JL. ANGGREK, RT 004 RW 006 KELURAHAN : SUKABUMI UTARA KECAMATAN :
KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV DKI JAKARTA
11540.

2231635490 300.000

16 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios 3173050401790012 SUHERI JL. H. SALIHUN NO. 33, RT 003 RW 003 KELURAHAN : KEBON JERUK
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV

2231635491 300.000
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Pertanian promosi bunga DKI JAKARTA 11530.

17 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173054907740001 TASUAH JL. SALAM IV NO. 11-C, RT 010 RW 006 KELURAHAN : SUKABUMI UTARA
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMNISTRASI JAKARTA BARAT - PROV DKI
JAKARTA.

2231635492 300.000

18 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173051204730013 YULA KARMILA JL. YAHYA I NO.14, RT 002 RW 007 KELURAHAN : SUKABUMI UTARA
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV
DKI JAKARTA 11540.

2231635493 300.000

19 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173050705790004 HADI FAHMI 'JL. AYUB NO. 6, RT 003 RW 007 KELURAHAN : SUKABUMI UTARA
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV
DKI JAKARTA 11540.

2231635494 300.000

20 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173052106760006 SYARIFUDIN JL. H. DOMANG, RT 005 RW 002 KELURAHAN : KEBON JERUK KECAMATAN :
KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV DKI JAKARTA
11530.

2231635497 300.000

21 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173051806840011 JUNAIDI KAMPUNG RAWA AREN, RT 007 RW 012 KELURAHAN : ARENJAYA
KECAMATAN : BEKASI TIMUR, KOTA BEKASI - PROV JAWA BARAT 17111.

2231635499 300.000

22 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3671120909590002 AGUS SETYO
PRAMONO

KARANG TENGAH PERMAI TM/5, RT. 002 RW. 006 KELURAHAN : KARANG
TIMUR KECAMATAN : KARANG TENGAH, KOTA TANGERANG - PROV BANTEN
15157.

2231635500 300.000

23 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173050301610003 AHMAD NIZAR JL. ASPARAGUS NO. 34 - A, RT 005 RW 010 KELURAHAN : SUKABUMI UTARA
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROV DKI
JAKARTA 11540.

2231635501 300.000

24 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3175065805880005 AYU FITRIA
NINGSIH

KP RAWA TERATE, RT. 005 RW. 001 KELURAHAN : RAWA TERATE
KECAMATAN : CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR-PROV DKI
JAKART

2231635903 75.000
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25 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173054403650007 IMAS
HURAIDAH

JL. ASPARAGUS NO. 34 - A, RT 005 RW 010 KELURAHAN : SUKABUMI UTARA
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROV DKI
JAKARTA 11540.

2231635922 300.000

26 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3308180101000017 FARKHAN
MELYANTO

JLN.TANAH BARU IV, RT 003 RW 001 KELURAHAN : GROGOL UTARA
KECAMATAN : KEBAYORAN LAMA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROV DKI JAKARTA 12210.

2231635943 300.000

27 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3308186804650001 INDRIYAH JLN.TANAH BARU IV, RT 003 RW 001 KELURAHAN : GROGOL UTARA
KECAMATAN : KEBAYORAN LAMA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROV DKI JAKARTA 12210.

2231635945 300.000

28 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173052601850008 AHMAD
QUSSAY

JL. ADAM NO.42, RT 006 RW 002 KELURAHAN : SUKABUMI UTARA
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROV DKI
JAKARTA 11540.

2231635948 300.000

29 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173054809430003 TUGI JL. SULAIMAN NO. 17, RT 010 RW 003 KELURAHAN : SUKABUMI UTARA
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV
DKI JAKARTA.

2231636007 300.000

30 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173076005640005 HADIJAH KEMANGGISAN GROGOL, RT 002 RW 015 KELURAHAN : PALMERAH
KECAMATAN PAL MERAH, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV DKI
JAKARTA 11480.

2231636019 300.000

31 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173055207690006 HARIYATI
HASYIM

JL.SALAM IV NO 11 B, RT 010 RW 006 KELURAHAN : SUKABUMI UTARA
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROV DKI
JAKARTA.

2231636023 300.000

32 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173050509640003 DIDI SUPARDI JL.SALAM IV NO 11 B, RT 010 RW 006 KELURAHAN : SUKABUMI UTARA
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROV DKI
JAKARTA.

2231636030 300.000

33 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios 3173086308881002 NURZAINAH JL. KARYA BERSAMA, RT 001 RW 003 KELURAHAN : SRENGSENG KECAMATAN :
KEMBANGAN, KOTRA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV DKI JAKARTA

2231636054 300.000
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Pertanian promosi bunga 11630.

34 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173054307640005 HJ. YULIATI JL.NUH NO.23 A, RT 003 RW 010 KELURAHAN : SUKABUMI UTARA
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV
DKI JAKARTA.

2231636072 300.000

35 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3171025405790005 MARIAM BT
NAUNG

KP. SAWAH, RT 004 RW 007 KELURAHAN : BOJONG KECAMATAN : KEMANG,
KABUPATEN BOGOR - PROV JAWA BARA

2231636418 300.000

36 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173055106780004 SITI NURBAITI JL. HUD II NO. 19, KELURAHAN : SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK, KOTA ADMNISTRASI JAKARTA BARAT - PROV DKI JAKARTA.

2231636472 300.000

37 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173050803910003 FARIZ
ADITHAMA

JL. AYUB NO. 58, RT. 003 RW 008, KELURAHAN : SUKABUMI UTARA
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV
DKI JAKARTA 11540.

2231636512 300.000

38 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173056612890003 FITRI NATA
DIAH
BESTTARIA

JL. AYUB NO. 58, RT. 003 RW 008, KELURAHAN : SUKABUMI UTARA
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV
DKI JAKARTA 11540.

2231638423 300.000

39 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173016307720010 CAMELIA SH JL. DWIWARNA A-1 NO. 61, RT 004 RW 001, KELURAHAN : KARTINI
KECAMATAN : SAWAH BESAR, KOTA ADMNISITRASI JAKARTA PUSAT - PROV
DKI JAKARTA 10750.

2231638543 300.000

40 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3201180610821001 DADI KP. MALAHPAR, RT 002 RW 005, KELURAHAN : SUKAMULYA KECAMATAN :
RUMPIN, KABUPATEN BOGOR - PROV JAWA BARAT 16350.

2231638691 300.000

41 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173056005830006 FEBTINA
BESTTARIA

JL. AYUB NO. 58, RT. 003 RW 008, KELURAHAN : SUKABUMI UTARA
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV
DKI JAKARTA 11540.

2231638704 300.000
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42 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3174053009650034 SLAMET
SUTARYONO

JLN.TANAH BARU IV, RT 003 RW 001 KELURAHAN : GROGOL UTARA
KECAMATAN : KEBAYORAN LAMA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN -
PROV DKI JAKARTA 12210.

2231638714 300.000

43 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3308185803970003 RACHMA
RESTIEN

JL. TANAH BARU IV, RT 003 RW 001 KELURAHAN : GROGOL UTARA
KECAMATAN : KEBAYORAN LAMA, KOTA ADMNISTRASIJAKARTA SELATAN -
PROV DKI JAKARTA 12210.

2231638721 300.000

44 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173050503600012 SAYADI
WIBOWO

JL. AYUB NO. 47 RT 3 RW 8 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2231651076 350.000

45 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173025406690002 SUSANNY KAV.POLRI BLOK.A-25/532 RT 15 RW 9 KELURAHAN JELAMBAR KECAMATAN
GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2231651084 350.000

46 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173072403630005 FAJARI JL. U. PALMERAH RT 9 RW 15 KELURAHAN PALMERAH KECAMATAN PAL
MERAH JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2231651095 350.000

47 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173057006790013 ENDANG
HALINI

JL. HARUN IV NO. 45 RT 9 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2231651101 350.000

48 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173053006870012 AAN PRASTYO
ADI

JL. YAHYA NO.12 A RT 2 RW 7 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2231651102 350.000

49 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173076812760004 WAHYUNI KP.SLIPI NO.34 RT 4 RW 2 KELURAHAN SLIPI KECAMATAN PAL MERAH
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2231651119 350.000

50 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios 3173055602950007 NUR AISYAH JL.SASAK I NO.76 RT 3 RW 2 KELURAHAN KELAPA DUA KECAMATAN KEBON 2231651127 350.000
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Pertanian promosi bunga JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

51 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3579022704940001 ARDI WIRA
WIBOWO

JL. YAHYA NO.12-C RT 2 RW 7 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKAR

2231651133 350.000

52 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.024 Pemakaian kios
promosi bunga

3173053012630010 SYAMSURI GG. H MUSA NO.37 RT 2 RW 13 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2231651140 350.000

53 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173016909830014 Juliyah Jl. Yusup RT/RW 008/003 2016282116 345.600

54 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201260504780005 Dadan Saputra KP. Rawa RT/RW 002/002, Kelurahan Gadog, Kecamatan Megamendung,
Kabupaten Bogor, Jawa Bara

2017005658 345.600

55 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173016909830014 Juliyah Jl. Yusup RT/RW 008/003 2017005667 345.600

56 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050312620013 HASIM JL FLAMBOYAN TERUSAN RT 7 RW 11 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017005669 345.600

57 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173081308670002 NASUKIH SRENGSENG JLN ANGGREK RT 3 RW 8 KELURAHAN SRENGSENG KECAMATAN
KEMBANGAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017005902 192.000

58 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173056408840006 HAMIDAH JL. YUSUF RT 6 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017023655 240.000
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59 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174054111860009 SUMAWANTI PENINGGARAN BARAT III RT 12 RW 11 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017023665 240.000

60 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201401508950003 Asep Sopian KP. Cinangneng RT/RW 013/002 Kelurahan Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya
Kabupaten Bogor, Jawa Bara

2017040797 91.200

61 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173057103790006 Indah Martiani Jl. Yahya No. 17 Rt / Rw 002/007 2017042560 720.000

62 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174032307670006 Adam Jl. Bunga Matahari Rt / Rw 013/005 2017042572 720.000

63 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3277030912620004 Yayat Ruhiat Jl. Gunung Mulia No. 36A RT/RW 005/003 2017043846 98.800

64 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3328150511530004 Tawid Maribaya RT/RW 001/002 2017045066 91.200

65 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173081308670002 NASUKIH SRENGSENG JLN ANGGREK RT 3 RW 8 KELURAHAN SRENGSENG KECAMATAN
KEMBANGAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017049224 192.000

66 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201260504780005 Dadan Saputra KP. Rawa RT/RW 002/002, Kelurahan Gadog, Kecamatan Megamendung,
Kabupaten Bogor, Jawa Bara

2017049946 345.600

67 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los 3173016909830014 Juliyah Jl. Yusup RT/RW 008/003 2017049952 345.600
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Pertanian promosi bunga

68 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050312620013 HASIM JL FLAMBOYAN TERUSAN RT 7 RW 11 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017049953 345.600

69 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173054203720011 ENUNG
NURDIANAH

JL. SULAIMAN RT 7 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017074188 280.000

70 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173056408840006 HAMIDAH JL. YUSUF RT 6 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017074190 240.000

71 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174054111860009 SUMAWANTI PENINGGARAN BARAT III RT 12 RW 11 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017074200 240.000

72 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173055506640009 RUMIYATI /
JANUR 5
ANGGOTA

JL. SALAM I NO. 38 RT 6 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017075562 160.000

73 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173016203920001 YUNITA
FERDIANA

KP. POGLAR RT 5 RW 1 KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE KECAMATAN
CENGKARENG JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017077787 150.000

74 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050512870027 Yusri
Mahendra

Jl. Musyawarah RT/RW 005/002 2017079524 51.200

75 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201260504780005 Dadan Saputra KP. Rawa RT/RW 002/002, Kelurahan Gadog, Kecamatan Megamendung,
Kabupaten Bogor, Jawa Bara

2017079643 345.600
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76 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050403641001 ATJE
ABDULLAH

JL. H.TOHIR RT 2 RW 13 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN KEBON JERUK
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017079644 345.600

77 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173083108580005 DADANG JL. YUSUF RT 8 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017079645 345.600

78 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174070504750001 SAHLAN JL HIDUP BARU GG J NO 32 RT 4 RW 10 KELURAHAN GANDARIA UTARA
KECAMATAN KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017079646 345.600

79 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173016909830014 Juliyah Jl. Yusup RT/RW 008/003 2017079649 345.600

80 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050312620013 HASIM JL FLAMBOYAN TERUSAN RT 7 RW 11 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017079650 345.600

81 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173081709570001 SAARI JL RAYA JOGLO NO.33 RT 11 RW 6 KELURAHAN JOGLO KECAMATAN
KEMBANGAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017097965 91.200

82 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173055112031001 KATHERINE
DESTITA.S

JL H TAHA NO 48 RT 4 RW 3 KELURAHAN KELAPA DUA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017098004 91.200

83 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050511790003 IRVAN JL. YUSUF RT 6 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017119285 240.000

84 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los 3173056408840006 HAMIDAH JL. YUSUF RT 6 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON 2017119287 240.000
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Pertanian promosi bunga JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

85 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174054111860009 SUMAWANTI PENINGGARAN BARAT III RT 12 RW 11 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017119293 240.000

86 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050505670007 SYAHDAN KEBON JERUK JL.GILI SAMPENG VI NO.37 A RT 9 RW 3 KELURAHAN KEBON
JERUK KECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017119383 345.600

87 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173073118730022 Firdaus Meruya Selatan RT/RW 004/001, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan
Kembangan, Jakarta Bar

2017119384 345.600

88 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051201750021 SOFIAN KEBON JERUK RT 6 RW 9 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017119386 345.600

89 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173052910840004 SYARIF
HIDAYAT

JL. ADAM NO.6 RT 2 RW 11 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017119387 345.600

90 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3276111204760003 Nurdin Duren Seribu RT/RW 002/004, Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan
Bojongsari, Kota Depo

2017119388 345.600

91 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051409840012 HASAN JL. BUDI MULIA NO.19 RT 4 RW 13 KELURAHAN PADEMANGAN BARAT
KECAMATAN PADEMANGAN JAKARTA UTARA DKI JAKARTA

2017119389 345.600

92 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050512870027 Yusri
Mahendra

Jl. Musyawarah RT/RW 005/002 2017125294 51.200
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93 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201260504780005 Dadan Saputra KP. Rawa RT/RW 002/002, Kelurahan Gadog, Kecamatan Megamendung,
Kabupaten Bogor, Jawa Bara

2017129895 345.600

94 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050403641001 ATJE
ABDULLAH

JL. H.TOHIR RT 2 RW 13 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN KEBON JERUK
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017129896 345.600

95 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173083108580005 DADANG JL. YUSUF RT 8 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017129897 345.600

96 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174070504750001 SAHLAN JL HIDUP BARU GG J NO 32 RT 4 RW 10 KELURAHAN GANDARIA UTARA
KECAMATAN KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017129898 345.600

97 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173016909830014 Juliyah Jl. Yusup RT/RW 008/003 2017129900 345.600

98 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050312620013 HASIM JL FLAMBOYAN TERUSAN RT 7 RW 11 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017129901 345.600

99 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173071503580001 AMRAN AR JL. KH. SYAHDAN GG.U. I KEMANGGISAN RT 7 RW 12 KELURAHAN PALMERAH
KECAMATAN PAL MERAH JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017141801 216.000

100 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051202760006 SUKARMANTO JL. ZAKARIA II RT 4 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017145494 61.600

101 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los 3173054203720011 ENUNG JL. SULAIMAN RT 7 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON 2017160597 280.000
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Pertanian promosi bunga NURDIANAH JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

102 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173056408840006 HAMIDAH JL. YUSUF RT 6 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017160600 240.000

103 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174054111860009 SUMAWANTI PENINGGARAN BARAT III RT 12 RW 11 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017160607 240.000

104 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173016203920001 YUNITA
FERDIANA

KP. POGLAR RT 5 RW 1 KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE KECAMATAN
CENGKARENG JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017160622 150.000

105 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173055112031001 KATHERINE
DESTITA.S

JL H TAHA NO 48 RT 4 RW 3 KELURAHAN KELAPA DUA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017167220 91.200

106 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173055210670001 YUYUN BAITIH JL.SALAM.I /47 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017167227 91.200

107 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050512870027 Yusri
Mahendra

Jl. Musyawarah RT/RW 005/002 2017173941 51.200

108 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201260504780005 Dadan Saputra KP. Rawa RT/RW 002/002, Kelurahan Gadog, Kecamatan Megamendung,
Kabupaten Bogor, Jawa Bara

2017173981 345.600

109 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173016909830014 Juliyah Jl. Yusup RT/RW 008/003 2017173987 345.600
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110 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050312620013 HASIM JL FLAMBOYAN TERUSAN RT 7 RW 11 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017173988 345.600

111 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050804750009 ERPIN SUPENI JL SALAM II NO.22 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017174133 91.200

112 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173055112031001 KATHERINE
DESTITA.S

JL H TAHA NO 48 RT 4 RW 3 KELURAHAN KELAPA DUA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017174137 91.200

113 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173055210670001 YUYUN BAITIH JL.SALAM.I /47 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017174140 91.200

114 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3604241001820002 Umyadi KP. Pabuaran RT/RW 0012/003, Kelurahan Keboncau, Kecamatan Pamarayan,
Kabupaten Serang, Bante

2017174146 91.200

115 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201401508950003 Asep Sopian KP. Cinangneng RT/RW 013/002 Kelurahan Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya
Kabupaten Bogor, Jawa Bara

2017174148 91.200

116 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3214112711880001 Kusnadi KP Beringin RT/RW 011/004, Kelurahan Pawenang, Kecamatan Bojong,
Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

2017174585 64.000

117 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201260504780000 Dadan Saputra KP. Rawa RT/RW 002/002 2017177767 345.600

118 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los 3173050403641000 Atje Abdullah Jl. H. Tohir RT/RW 002/013 2017177768 345.600
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Pertanian promosi bunga

119 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173016909830010 Juliyah Jl. Yusup RT/RW 008/003 2017177773 345.600

120 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050312620010 Hasim Jl. Flamboyan Terusan RT/RW 007/011 2017177776 345.600

121 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050511790003 IRVAN JL. YUSUF RT 6 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017198279 240.000

122 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173054203720011 ENUNG
NURDIANAH

JL. SULAIMAN RT 7 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017198280 280.000

123 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173056408840006 HAMIDAH JL. YUSUF RT 6 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017198281 240.000

124 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173052911890006 ZAINAL ARIFIN JL. H. TOHIR RT 2 RW 13 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017198286 240.000

125 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051405610001 SATIRI JL. H. TOHIR RT 2 RW 13 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017198290 240.000

126 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174054111860009 SUMAWANTI PENINGGARAN BARAT III RT 12 RW 11 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017198293 240.000



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 223

127 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173052011880004 ICHSAN
SAPUTRA

GG. H MUSA NO.37 RT 2 RW 13 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017198304 240.000

128 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173016203920001 YUNITA
FERDIANA

KP. POGLAR RT 5 RW 1 KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE KECAMATAN
CENGKARENG JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017198306 150.000

129 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050511790003 IRVAN JL. YUSUF RT 6 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017217752 240.000

130 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173054203720011 ENUNG
NURDIANAH

JL. SULAIMAN RT 7 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017217753 280.000

131 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173056408840006 HAMIDAH JL. YUSUF RT 6 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017217755 240.000

132 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174054111860009 SUMAWANTI PENINGGARAN BARAT III RT 12 RW 11 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017217784 240.000

133 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173016203920001 YUNITA
FERDIANA

KP. POGLAR RT 5 RW 1 KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE KECAMATAN
CENGKARENG JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017217801 150.000

134 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174032307670006 Adam Jl. Bunga Matahari Rt / Rw 013/005 2017220303 360.000

135 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los 3173051006730010 Ahmad
Syukron

Jl. Rawabelong No. 27 Rt / Rw 001/003 2017220308 360.000
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Pertanian promosi bunga Maâ€™mun,
SE

136 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173052009740001 SAHLANI JL. MADRASAH I RT 5 RW 9 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017239976 91.200

137 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173080206670006 NEMUN KP. PENGGILINGAN RT 5 RW 11 KELURAHANMERUYA UTARA KECAMATAN
KEMBANGAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017239977 91.200

138 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173082101660005 ROMLIH MERUYA UTARA RT 2 RW 11 KELURAHANMERUYA UTARA KECAMATAN
KEMBANGAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017239979 91.200

139 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051308870002 AJI
HERMAWAN

JL.ANGGREK NO.42 RT 8 RW 2 KELURAHAN KELAPA DUA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017240000 91.200

140 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050804750009 ERPIN SUPENI JL SALAM II NO.22 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017240006 91.200

141 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173055112031001 KATHERINE
DESTITA.S

JL H TAHA NO 48 RT 4 RW 3 KELURAHAN KELAPA DUA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017240009 91.200

142 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050912880002 YUGI
WAHYUGI

JL.SALAM.I /47 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017240010 91.200

143 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3604241001820002 Umyadi KP. Pabuaran RT/RW 0012/003, Kelurahan Keboncau, Kecamatan Pamarayan,
Kabupaten Serang, Bante

2017240019 91.200
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144 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201401508950003 Asep Sopian KP. Cinangneng RT/RW 013/002 Kelurahan Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya
Kabupaten Bogor, Jawa Bara

2017240020 91.200

145 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217022012770000 Enjang Kurnia KP Babakan RT/RW 003/012, Kelurahan Cihanjuang Rahayu, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Barat

2017260421 64.000

146 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3328150511530004 Tawid Maribaya RT/RW 001/002 2017261938 91.200

147 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174032307670006 Adam Jl. Bunga Matahari Rt / Rw 013/005 2017266237 360.000

148 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051006730010 Ahmad
Syukron
Maâ€™mun,
SE

Jl. Rawabelong No. 27 Rt / Rw 001/003 2017266241 360.000

149 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174032307670006 Adam Jl. Bunga Matahari Rt / Rw 013/005 2017266371 360.000

150 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050511790003 IRVAN JL. YUSUF RT 6 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017271915 240.000

151 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173054203720011 ENUNG
NURDIANAH

JL. SULAIMAN RT 7 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017271916 280.000
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152 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173056408840006 HAMIDAH JL. YUSUF RT 6 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017271917 240.000

153 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174054111860009 SUMAWANTI PENINGGARAN BARAT III RT 12 RW 11 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017271948 240.000

154 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3328150511530000 Tawid Maribaya RT/RW 001/002 2017297571 91.200

155 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050403641001 ATJE
ABDULLAH

JL. H.TOHIR RT 2 RW 13 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN KEBON JERUK
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017299757 345.600

156 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173016909830014 Juliyah Jl. Yusup RT/RW 008/003 2017299763 345.600

157 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050312620013 HASIM JL FLAMBOYAN TERUSAN RT 7 RW 11 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017299804 345.600

158 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050804750009 ERPIN SUPENI JL SALAM II NO.22 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017303360 91.200

159 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173055112031001 KATHERINE
DESTITA.S

JL H TAHA NO 48 RT 4 RW 3 KELURAHAN KELAPA DUA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017303363 91.200

160 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los 3173050912880002 YUGI JL.SALAM.I /47 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN 2017303365 91.200
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Pertanian promosi bunga WAHYUGI KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

161 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173052807780003 RUSLI JL. SALAM I NO.33 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017303366 91.200

162 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173055210670001 YUYUN BAITIH JL.SALAM.I /47 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017303367 91.200

163 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051412740009 MUHAMAD
SYAICHU

JLN SALAM . I /47 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017303369 91.200

164 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3604241001820002 Umyadi KP. Pabuaran RT/RW 0012/003, Kelurahan Keboncau, Kecamatan Pamarayan,
Kabupaten Serang, Bante

2017303373 91.200

165 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201401508950003 Asep Sopian KP. Cinangneng RT/RW 013/002 Kelurahan Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya
Kabupaten Bogor, Jawa Bara

2017303374 91.200

166 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051006730010 Ahmad
Syukron
Maâ€™mun,
SE

Jl. Rawabelong No. 27 Rt / Rw 001/003 2017316868 360.000

167 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174032307670006 Adam Jl. Bunga Matahari Rt / Rw 013/005 2017317140 360.000

168 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051006730010 Ahmad
Syukron
Maâ€™mun,

Jl. Rawabelong No. 27 Rt / Rw 001/003 2017317145 360.000
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SE

169 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3604241001820002 Umyadi KP. Pabuaran RT/RW 0012/003, Kelurahan Keboncau, Kecamatan Pamarayan,
Kabupaten Serang, Bante

2017317351 91.200

170 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174032307670006 Adam Jl. Bunga Matahari Rt / Rw 013/005 2017317617 360.000

171 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174056404840001 SITI JUBAIDAH JLN PULO MAWAR RT 6 RW 4 KELURAHAN GROGOL UTARA KECAMATAN
KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017320183 200.000

172 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050511790003 IRVAN JL. YUSUF RT 6 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017341923 240.000

173 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173054203720011 ENUNG
NURDIANAH

JL. SULAIMAN RT 7 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017341924 280.000

174 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173056408840006 HAMIDAH JL. YUSUF RT 6 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017341925 240.000

175 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173052911890006 ZAINAL ARIFIN JL. H. TOHIR RT 2 RW 13 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017341928 240.000

176 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051405610001 SATIRI JL. H. TOHIR RT 2 RW 13 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2017341929 240.000
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177 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174054111860009 SUMAWANTI PENINGGARAN BARAT III RT 12 RW 11 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017341931 240.000

178 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173056408840006 HAMIDAH JL. YUSUF RT 6 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180024511 280.000

179 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173056408840006 HAMIDAH JL. YUSUF RT 6 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180025068 240.000

180 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173052911890006 ZAINAL ARIFIN JL. H. TOHIR RT 2 RW 13 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180026794 240.000

181 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051405610001 SATIRI JL. H. TOHIR RT 2 RW 13 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180026828 240.000

182 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3202161305680002 Soemantri KP. Bangkong Reang RT/RW 001/004, Kelurahan Benda, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabum

2180029475 360.000

183 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3202175409650001 Icoh KP. Cidahu Pasar RT/RW 016/005, Kelurahan Tangkil, Kecamatan Cidahu,
Kabupaten Sukabum

2180029529 360.000

184 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3202160906860011 Eko Haryanto KP. Cigadog RT/RW 008/003, Kelurahan Tenjolaya, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabum

2180029891 360.000

185 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los 3173050101860010 RULLY YANUAR PERUMAHAN KEBON JERUK INDAH G NO 12 A RT 8 RW 7 KELURAHAN 2180030842 360.000



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 230

Pertanian promosi bunga SRENGSENG KECAMATAN KEMBANGAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

186 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173080206670006 NEMUN KP. PENGGILINGAN RT 5 RW 11 KELURAHANMERUYA UTARA KECAMATAN
KEMBANGAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180042191 100.000

187 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051308870002 AJI
HERMAWAN

JL.ANGGREK NO.42 RT 8 RW 2 KELURAHAN KELAPA DUA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180042392 100.000

188 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173055112031001 KATHERINE
DESTITA.S

JL H TAHA NO 48 RT 4 RW 3 KELURAHAN KELAPA DUA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180042403 100.000

189 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050912880002 YUGI
WAHYUGI

JL.SALAM.I /47 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180042430 100.000

190 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201401508950003 Asep Sopian KP. Cinangneng RT/RW 013/002 Kelurahan Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya
Kabupaten Bogor, Jawa Bara

2180042451 100.000

191 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173080206670006 NEMUN KP. PENGGILINGAN RT 5 RW 11 KELURAHANMERUYA UTARA KECAMATAN
KEMBANGAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180042488 100.000

192 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051308870002 AJI
HERMAWAN

JL.ANGGREK NO.42 RT 8 RW 2 KELURAHAN KELAPA DUA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180042536 100.000

193 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173055112031001 KATHERINE
DESTITA.S

JL H TAHA NO 48 RT 4 RW 3 KELURAHAN KELAPA DUA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180042549 100.000
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194 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051412740009 MUHAMAD
SYAICHU

JLN SALAM . I /47 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180042555 100.000

195 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201401508950003 Asep Sopian KP. Cinangneng RT/RW 013/002 Kelurahan Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya
Kabupaten Bogor, Jawa Bara

2180042560 100.000

196 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173080206670006 NEMUN KP. PENGGILINGAN RT 5 RW 11 KELURAHANMERUYA UTARA KECAMATAN
KEMBANGAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180042662 100.000

197 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051308870002 AJI
HERMAWAN

JL.ANGGREK NO.42 RT 8 RW 2 KELURAHAN KELAPA DUA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180042714 100.000

198 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173055112031001 KATHERINE
DESTITA.S

JL H TAHA NO 48 RT 4 RW 3 KELURAHAN KELAPA DUA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180042726 100.000

199 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050912880002 YUGI
WAHYUGI

JL.SALAM.I /47 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180042731 100.000

200 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051412740009 MUHAMAD
SYAICHU

JLN SALAM . I /47 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180042751 100.000

201 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201401508950003 Asep Sopian KP. Cinangneng RT/RW 013/002 Kelurahan Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya
Kabupaten Bogor, Jawa Bara

2180042765 100.000

202 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los 3217022612930006 Wahyudin Ciwaruga RT/RW 004/013, Kelurahan Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, 2180042970 80.000
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Pertanian promosi bunga Kabupaten Bandung Bara

203 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173071503580001 AMRAN AR JL. KH. SYAHDAN GG.U. I KEMANGGISAN RT 7 RW 12 KELURAHAN PALMERAH
KECAMATAN PAL MERAH JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180072526 220.000

204 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173071503580001 AMRAN AR JL. KH. SYAHDAN GG.U. I KEMANGGISAN RT 7 RW 12 KELURAHAN PALMERAH
KECAMATAN PAL MERAH JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180072556 220.000

205 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173072308750005 SAIPUL KEMANGGISAN RT 6 RW 12 KELURAHAN PALMERAH KECAMATAN PAL
MERAH JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180083654 620.000

206 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173054306880001 NITA ZULIANA JL QRISDOREN II NO 14 RT 7 RW 10 KELURAHAN SUKABUMI UTARA
KECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180083744 360.000

207 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173054306880001 NITA ZULIANA JL QRISDOREN II NO 14 RT 7 RW 10 KELURAHAN SUKABUMI UTARA
KECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180083758 360.000

208 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174070504750001 SAHLAN JL HIDUP BARU GG J NO 32 RT 4 RW 10 KELURAHAN GANDARIA UTARA
KECAMATAN KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180102089 345.600

209 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201260504780005 Dadan Saputra KP. Rawa RT/RW 002/002, Kelurahan Gadog, Kecamatan Megamendung,
Kabupaten Bogor, Jawa Bara

2180102098 345.600

210 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173081709570001 SAARI JL RAYA JOGLO NO.33 RT 11 RW 6 KELURAHAN JOGLO KECAMATAN
KEMBANGAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180106230 91.200
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211 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051308870002 AJI
HERMAWAN

JL.ANGGREK NO.42 RT 8 RW 2 KELURAHAN KELAPA DUA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180106746 91.200

212 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173055112031001 KATHERINE
DESTITA.S

JL H TAHA NO 48 RT 4 RW 3 KELURAHAN KELAPA DUA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180106796 91.200

213 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050912880002 YUGI
WAHYUGI

JL.SALAM.I /47 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180106807 91.200

214 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173055210670001 YUYUN BAITIH JL.SALAM.I /47 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180106812 91.200

215 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051412740009 MUHAMAD
SYAICHU

JLN SALAM . I /47 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180106817 91.200

216 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3604241001820002 Umyadi KP. Pabuaran RT/RW 0012/003, Kelurahan Keboncau, Kecamatan Pamarayan,
Kabupaten Serang, Bante

2180106834 91.200

217 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201401508950003 Asep Sopian KP. Cinangneng RT/RW 013/002 Kelurahan Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya
Kabupaten Bogor, Jawa Bara

2180106835 91.200

218 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051409790007 MUHAMAD
ARIFIN

JL. SALAM RAYA NO. 27 RT 6 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA
KECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180106837 91.200

219 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los 3201260504780005 Dadan Saputra KP. Rawa RT/RW 002/002, Kelurahan Gadog, Kecamatan Megamendung, 2180154110 345.600
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Pertanian promosi bunga Kabupaten Bogor, Jawa Bara

220 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174070504750001 SAHLAN JL HIDUP BARU GG J NO 32 RT 4 RW 10 KELURAHAN GANDARIA UTARA
KECAMATAN KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180154119 345.600

221 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173056408840006 HAMIDAH JL. YUSUF RT 6 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180156107 240.000

222 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050312620013 HASIM JL FLAMBOYAN TERUSAN RT 7 RW 11 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180162267 345.600

223 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174070504750001 SAHLAN JL HIDUP BARU GG J NO 32 RT 4 RW 10 KELURAHAN GANDARIA UTARA
KECAMATAN KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180162294 345.600

224 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201260504780005 Dadan Saputra KP. Rawa RT/RW 002/002, Kelurahan Gadog, Kecamatan Megamendung,
Kabupaten Bogor, Jawa Bara

2180162329 345.600

225 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050312620013 HASIM JL FLAMBOYAN TERUSAN RT 7 RW 11 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180162372 345.600

226 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174070504750001 SAHLAN JL HIDUP BARU GG J NO 32 RT 4 RW 10 KELURAHAN GANDARIA UTARA
KECAMATAN KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180162400 345.600

227 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201260504780005 Dadan Saputra KP. Rawa RT/RW 002/002, Kelurahan Gadog, Kecamatan Megamendung,
Kabupaten Bogor, Jawa Bara

2180162420 345.600
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228 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050312620013 HASIM JL FLAMBOYAN TERUSAN RT 7 RW 11 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180162435 345.600

229 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174070504750001 SAHLAN JL HIDUP BARU GG J NO 32 RT 4 RW 10 KELURAHAN GANDARIA UTARA
KECAMATAN KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180162454 345.600

230 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201260504780005 Dadan Saputra KP. Rawa RT/RW 002/002, Kelurahan Gadog, Kecamatan Megamendung,
Kabupaten Bogor, Jawa Bara

2180162546 345.600

231 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050312620013 HASIM JL FLAMBOYAN TERUSAN RT 7 RW 11 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180162563 345.600

232 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174070504750001 SAHLAN JL HIDUP BARU GG J NO 32 RT 4 RW 10 KELURAHAN GANDARIA UTARA
KECAMATAN KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180162582 345.600

233 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050312620013 HASIM JL FLAMBOYAN TERUSAN RT 7 RW 11 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180162612 345.600

234 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173055210670001 YUYUN BAITIH JL.SALAM.I /47 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180181580 91.200

235 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3604241001820002 Umyadi KP. Pabuaran RT/RW 0012/003, Kelurahan Keboncau, Kecamatan Pamarayan,
Kabupaten Serang, Bante

2180188421 91.200

236 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los 3173055112931001 DESI JL YUSUF NO.29 RT 8 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN 2180188453 91.200
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Pertanian promosi bunga FITRIANINGSIH KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

237 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173052009740001 SAHLANI JL. MADRASAH I RT 5 RW 9 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180205677 91.200

238 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173080206670006 NEMUN KP. PENGGILINGAN RT 5 RW 11 KELURAHANMERUYA UTARA KECAMATAN
KEMBANGAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180205678 91.200

239 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173081709570001 SAARI JL RAYA JOGLO NO.33 RT 11 RW 6 KELURAHAN JOGLO KECAMATAN
KEMBANGAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180205681 91.200

240 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173080603730012 MOHAMAD
AMSORI

SRENGSENG RT 6 RW 4 KELURAHAN SRENGSENG KECAMATAN KEMBANGAN
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180205755 91.200

241 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173081412450004 DALIH PIUNG MERUYA UTARA RT 2 RW 4 KELURAHANMERUYA UTARA KECAMATAN
KEMBANGAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180205976 91.200

242 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051308870002 AJI
HERMAWAN

JL.ANGGREK NO.42 RT 8 RW 2 KELURAHAN KELAPA DUA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180206012 91.200

243 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173055112931001 DESI
FITRIANINGSIH

JL YUSUF NO.29 RT 8 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180206127 91.200

244 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173055210670001 YUYUN BAITIH JL.SALAM.I /47 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180206184 91.200
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245 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3604241001820002 Umyadi KP. Pabuaran RT/RW 0012/003, Kelurahan Keboncau, Kecamatan Pamarayan,
Kabupaten Serang, Bante

2180206478 91.200

246 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201401508950003 Asep Sopian KP. Cinangneng RT/RW 013/002 Kelurahan Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya
Kabupaten Bogor, Jawa Bara

2180206497 91.200

247 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217022612930006 Wahyudin Ciwaruga RT/RW 004/013, Kelurahan Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Bara

2180213227 67.200

248 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217030709830005 Cecep Subakti KP. Sukaraja RT/RW 002/005, Kelurahan Pasirlangu, Kecamatan Cisarua,
Kabupaten Bandung Bara

2180213315 67.200

249 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173080206670006 NEMUN KP. PENGGILINGAN RT 5 RW 11 KELURAHANMERUYA UTARA KECAMATAN
KEMBANGAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180233132 91.200

250 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173081709570001 SAARI JL RAYA JOGLO NO.33 RT 11 RW 6 KELURAHAN JOGLO KECAMATAN
KEMBANGAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180233147 91.200

251 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173080603730012 MOHAMAD
AMSORI

SRENGSENG RT 6 RW 4 KELURAHAN SRENGSENG KECAMATAN KEMBANGAN
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180233171 91.200

252 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051308870002 AJI
HERMAWAN

JL.ANGGREK NO.42 RT 8 RW 2 KELURAHAN KELAPA DUA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180233864 91.200

253 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los 3173055112931001 DESI JL YUSUF NO.29 RT 8 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN 2180233957 91.200
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Pertanian promosi bunga FITRIANINGSIH KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

254 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050912880002 YUGI
WAHYUGI

JL.SALAM.I /47 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180233959 91.200

255 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173055210670001 YUYUN BAITIH JL.SALAM.I /47 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180233980 91.200

256 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051412740009 MUHAMAD
SYAICHU

JLN SALAM . I /47 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180233997 91.200

257 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3604241001820002 Umyadi KP. Pabuaran RT/RW 0012/003, Kelurahan Keboncau, Kecamatan Pamarayan,
Kabupaten Serang, Bante

2180234032 91.200

258 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201401508950003 Asep Sopian KP. Cinangneng RT/RW 013/002 Kelurahan Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya
Kabupaten Bogor, Jawa Bara

2180234037 91.200

259 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201092105850001 Targanda KP. Babakan Eser RT/RW 004/001, Kelurahan Wargajaya, Kecamatan
Sukamakmur, Kabupaten Bogo

2180238277 24.000

260 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173080206670006 NEMUN KP. PENGGILINGAN RT 5 RW 11 KELURAHANMERUYA UTARA KECAMATAN
KEMBANGAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180250806 91.200

261 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173081709570001 SAARI JL RAYA JOGLO NO.33 RT 11 RW 6 KELURAHAN JOGLO KECAMATAN
KEMBANGAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180250811 91.200
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262 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173080603730012 MOHAMAD
AMSORI

SRENGSENG RT 6 RW 4 KELURAHAN SRENGSENG KECAMATAN KEMBANGAN
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180250848 91.200

263 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051308870002 AJI
HERMAWAN

JL.ANGGREK NO.42 RT 8 RW 2 KELURAHAN KELAPA DUA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180251009 91.200

264 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173055112931001 DESI
FITRIANINGSIH

JL YUSUF NO.29 RT 8 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180251049 91.200

265 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173055210670001 YUYUN BAITIH JL.SALAM.I /47 RT 7 RW 6 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN
KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180251155 91.200

266 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3604241001820002 Umyadi KP. Pabuaran RT/RW 0012/003, Kelurahan Keboncau, Kecamatan Pamarayan,
Kabupaten Serang, Bante

2180251178 91.200

267 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201401508950003 Asep Sopian KP. Cinangneng RT/RW 013/002 Kelurahan Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya
Kabupaten Bogor, Jawa Bara

2180251189 91.200

268 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3174054111860009 SUMAWANTI PENINGGARAN BARAT III RT 12 RW 11 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180261588 240.000

269 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217022612930006 Wahyudin Ciwaruga RT/RW 004/013, Kelurahan Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Bara

2180321237 67.200

270 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los 3217020810750007 Asep Rosyana KP. Mekarwangi RT/RW 003/012, Kelurahan Sariwangi, Kecamatan 2180321300 67.200
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Pertanian promosi bunga Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

271 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3273022106870009 Rustandi KP. Legok Hiris RT/RW 004/010, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota
Bandun

2180321307 67.200

272 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3205092712930004 Muhamad
Ikbal

KP. Madur RT/RW 001/011, Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Leles,
Kabupaten Garu

2180321331 67.200

273 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217030709830005 Cecep Subakti KP. Sukaraja RT/RW 002/005, Kelurahan Pasirlangu, Kecamatan Cisarua,
Kabupaten Bandung Bara

2180321338 67.200

274 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217030408620004 Dedi Sunardi KP. Pasirlangu RT/RW 002/004, Kelurahan Pasirlangu, Kecamatan Cisarua,
Kabupaten Bandung Bara

2180321372 67.200

275 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217020203940004 Sopian
Maulana

KP. Babakan RT/RW 003/012, Kelurahan Cihanjuang Rahayu, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180321375 67.200

276 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3203110101620016 Ade Muhtar KP. Goledag RT/RW 003/005, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cugenang,
Kabupaten Cianju

2180321384 67.200

277 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217025008830014 Nina Rokamah KP. Karyawangi RT/RW 003/007, Kelurahan Karyawangi, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180321400 67.200

278 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217020508670001 Tatang
Ruslandi

KP. Manglayang RT/RW 001/003, Kelurahan Cihanjuang Rahayu, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180321719 67.200
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279 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217021511540004 Otang
Wahyudin

KP. Sariwangi RT/RW 001/009, Kelurahan Sariwangi, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Bara

2180321723 67.200

280 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217031203650013 Rahmat Pasirlangu RT/RW 002/004, Kelurahan Pasirlangu, Kecamatan Cisaru 2180321725 67.200

281 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3203030902870004 Muhamad
Rahmat

KP. Kebon Pala RT/RW 001/007, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeber,
Kabupaten Cianju

2180321743 67.200

282 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217021103650002 Nanang KP. Mekarwangi RT/RW 003/013, Kelurahan Sariwangi, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180321747 67.200

283 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201092105850001 Targanda KP. Babakan Eser RT/RW 004/001, Kelurahan Wargajaya, Kecamatan
Sukamakmur, Kabupaten Bogo

2180321859 24.000

284 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3202110108620001 Soleh
Syamsudin

KP. Bantarmuncang Atas RT/RW 002/006, Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan
Cibadak, Kabupaten Sukabum

2180321888 24.000

285 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3601300808760001 SOLIHIN JL. SALAM RAYA NO.65 RT 7 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA
KECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180321898 24.000

286 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3202330112930003 Soni Wijaya KP. Komprang RT/RW 001/011, Kelurahan Langensari, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Sukabum

2180321913 48.000

287 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los 3217022412690002 Ujang KP. Cihanjuang RT/RW 002/008, Kelurahan Cihanjuang, Kecamatan 2180321925 48.000
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Pertanian promosi bunga Supriatna Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

288 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3202292506680002 Ujang Abullah KP. Cibencoy RT/RW 029/008, Kelurahan Cisaat, Kecamatan Cisaat, Kabupaten
Sukabum

2180321930 48.000

289 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051307790011 IWAN
SETIAWAN

JL HUD RT 5 RW 5 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON JERUK
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180321937 48.000

290 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217022005690004 Saeful Uyun KP. Pangkalan No.78 RT/RW 003/011, Kelurahan Sariwangi, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180321943 48.000

291 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217022612930006 Wahyudin Ciwaruga RT/RW 004/013, Kelurahan Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Bara

2180322982 67.200

292 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217020810750007 Asep Rosyana KP. Mekarwangi RT/RW 003/012, Kelurahan Sariwangi, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180323017 67.200

293 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3273022106870009 Rustandi KP. Legok Hiris RT/RW 004/010, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota
Bandun

2180323020 67.200

294 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3205092712930004 Muhamad
Ikbal

KP. Madur RT/RW 001/011, Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Leles,
Kabupaten Garu

2180323029 67.200

295 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217030709830005 Cecep Subakti KP. Sukaraja RT/RW 002/005, Kelurahan Pasirlangu, Kecamatan Cisarua,
Kabupaten Bandung Bara

2180323041 67.200
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296 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217030408620004 Dedi Sunardi KP. Pasirlangu RT/RW 002/004, Kelurahan Pasirlangu, Kecamatan Cisarua,
Kabupaten Bandung Bara

2180323058 67.200

297 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217020203940004 Sopian
Maulana

KP. Babakan RT/RW 003/012, Kelurahan Cihanjuang Rahayu, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180323059 67.200

298 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3203110101620016 Ade Muhtar KP. Goledag RT/RW 003/005, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cugenang,
Kabupaten Cianju

2180323062 67.200

299 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217025008830014 Nina Rokamah KP. Karyawangi RT/RW 003/007, Kelurahan Karyawangi, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180323066 67.200

300 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217020508670001 Tatang
Ruslandi

KP. Manglayang RT/RW 001/003, Kelurahan Cihanjuang Rahayu, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180323078 67.200

301 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217021511540004 Otang
Wahyudin

KP. Sariwangi RT/RW 001/009, Kelurahan Sariwangi, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Bara

2180323079 67.200

302 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217031203650013 Rahmat Pasirlangu RT/RW 002/004, Kelurahan Pasirlangu, Kecamatan Cisaru 2180323080 67.200

303 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3203030902870004 Muhamad
Rahmat

KP. Kebon Pala RT/RW 001/007, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeber,
Kabupaten Cianju

2180325978 67.200

304 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los 3217021103650002 Nanang KP. Mekarwangi RT/RW 003/013, Kelurahan Sariwangi, Kecamatan 2180325982 78.400
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Pertanian promosi bunga Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

305 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201092105850001 Targanda KP. Babakan Eser RT/RW 004/001, Kelurahan Wargajaya, Kecamatan
Sukamakmur, Kabupaten Bogo

2180326592 24.000

306 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3202110108620001 Soleh
Syamsudin

KP. Bantarmuncang Atas RT/RW 002/006, Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan
Cibadak, Kabupaten Sukabum

2180326611 24.000

307 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3601300808760001 SOLIHIN JL. SALAM RAYA NO.65 RT 7 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA
KECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180326613 24.000

308 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3202330112930003 Soni Wijaya KP. Komprang RT/RW 001/011, Kelurahan Langensari, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Sukabum

2180326618 48.000

309 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217022412690002 Ujang
Supriatna

KP. Cihanjuang RT/RW 002/008, Kelurahan Cihanjuang, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180326622 48.000

310 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3202292506680002 Ujang Abullah KP. Cibencoy RT/RW 029/008, Kelurahan Cisaat, Kecamatan Cisaat, Kabupaten
Sukabum

2180326623 48.000

311 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051307790011 IWAN
SETIAWAN

JL HUD RT 5 RW 5 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON JERUK
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180326624 48.000

312 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217022005690004 Saeful Uyun KP. Pangkalan No.78 RT/RW 003/011, Kelurahan Sariwangi, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180326625 48.000
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313 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217020810750007 Asep Rosyana KP. Mekarwangi RT/RW 003/012, Kelurahan Sariwangi, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180331951 67.200

314 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3273022106870009 Rustandi KP. Legok Hiris RT/RW 004/010, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota
Bandun

2180331955 67.200

315 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3205092712930004 Muhamad
Ikbal

KP. Madur RT/RW 001/011, Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Leles,
Kabupaten Garu

2180332052 78.400

316 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217030408620004 Dedi Sunardi KP. Pasirlangu RT/RW 002/004, Kelurahan Pasirlangu, Kecamatan Cisarua,
Kabupaten Bandung Bara

2180332069 67.200

317 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217020203940004 Sopian
Maulana

KP. Babakan RT/RW 003/012, Kelurahan Cihanjuang Rahayu, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180332070 67.200

318 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3203110101620016 Ade Muhtar KP. Goledag RT/RW 003/005, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cugenang,
Kabupaten Cianju

2180332077 67.200

319 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217025008830014 Nina Rokamah KP. Karyawangi RT/RW 003/007, Kelurahan Karyawangi, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180332081 67.200

320 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217020508670001 Tatang
Ruslandi

KP. Manglayang RT/RW 001/003, Kelurahan Cihanjuang Rahayu, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180332088 67.200

321 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los 3217021511540004 Otang KP. Sariwangi RT/RW 001/009, Kelurahan Sariwangi, Kecamatan Parongpong, 2180332348 67.200
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Pertanian promosi bunga Wahyudin Kabupaten Bandung Bara

322 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217031203650013 Rahmat Pasirlangu RT/RW 002/004, Kelurahan Pasirlangu, Kecamatan Cisaru 2180332656 67.200

323 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3203030902870004 Muhamad
Rahmat

KP. Kebon Pala RT/RW 001/007, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeber,
Kabupaten Cianju

2180333679 67.200

324 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217021103650002 Nanang KP. Mekarwangi RT/RW 003/013, Kelurahan Sariwangi, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180333680 78.400

325 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201092105850001 Targanda KP. Babakan Eser RT/RW 004/001, Kelurahan Wargajaya, Kecamatan
Sukamakmur, Kabupaten Bogo

2180333685 24.000

326 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3202110108620001 Soleh
Syamsudin

KP. Bantarmuncang Atas RT/RW 002/006, Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan
Cibadak, Kabupaten Sukabum

2180333690 24.000

327 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3601300808760001 SOLIHIN JL. SALAM RAYA NO.65 RT 7 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA
KECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180333691 24.000

328 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3202330112930003 Soni Wijaya KP. Komprang RT/RW 001/011, Kelurahan Langensari, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Sukabum

2180333694 48.000

329 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217022412690002 Ujang
Supriatna

KP. Cihanjuang RT/RW 002/008, Kelurahan Cihanjuang, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180333696 48.000
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330 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3202292506680002 Ujang Abullah KP. Cibencoy RT/RW 029/008, Kelurahan Cisaat, Kecamatan Cisaat, Kabupaten
Sukabum

2180333697 48.000

331 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051307790011 IWAN
SETIAWAN

JL HUD RT 5 RW 5 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON JERUK
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180333698 48.000

332 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217022005690004 Saeful Uyun KP. Pangkalan No.78 RT/RW 003/011, Kelurahan Sariwangi, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180333699 48.000

333 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217020810750007 Asep Rosyana KP. Mekarwangi RT/RW 003/012, Kelurahan Sariwangi, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180333861 67.200

334 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3273022106870009 Rustandi KP. Legok Hiris RT/RW 004/010, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota
Bandun

2180333868 67.200

335 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3205092712930004 Muhamad
Ikbal

KP. Madur RT/RW 001/011, Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Leles,
Kabupaten Garu

2180333888 78.400

336 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217030408620004 Dedi Sunardi KP. Pasirlangu RT/RW 002/004, Kelurahan Pasirlangu, Kecamatan Cisarua,
Kabupaten Bandung Bara

2180333927 67.200

337 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217020203940004 Sopian
Maulana

KP. Babakan RT/RW 003/012, Kelurahan Cihanjuang Rahayu, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180333935 67.200

338 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los 3203110101620016 Ade Muhtar KP. Goledag RT/RW 003/005, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cugenang, 2180333954 67.200
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Pertanian promosi bunga Kabupaten Cianju

339 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217025008830014 Nina Rokamah KP. Karyawangi RT/RW 003/007, Kelurahan Karyawangi, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180333972 67.200

340 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217020508670001 Tatang
Ruslandi

KP. Manglayang RT/RW 001/003, Kelurahan Cihanjuang Rahayu, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180333993 67.200

341 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217021511540004 Otang
Wahyudin

KP. Sariwangi RT/RW 001/009, Kelurahan Sariwangi, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Bara

2180334004 67.200

342 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217031203650013 Rahmat Pasirlangu RT/RW 002/004, Kelurahan Pasirlangu, Kecamatan Cisaru 2180334019 67.200

343 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3203030902870004 Muhamad
Rahmat

KP. Kebon Pala RT/RW 001/007, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeber,
Kabupaten Cianju

2180334047 67.200

344 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217021103650002 Nanang KP. Mekarwangi RT/RW 003/013, Kelurahan Sariwangi, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180334052 78.400

345 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201092105850001 Targanda KP. Babakan Eser RT/RW 004/001, Kelurahan Wargajaya, Kecamatan
Sukamakmur, Kabupaten Bogo

2180334078 24.000

346 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3202110108620001 Soleh
Syamsudin

KP. Bantarmuncang Atas RT/RW 002/006, Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan
Cibadak, Kabupaten Sukabum

2180334113 24.000
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347 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3601300808760001 SOLIHIN JL. SALAM RAYA NO.65 RT 7 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA
KECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180334116 24.000

348 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3202330112930003 Soni Wijaya KP. Komprang RT/RW 001/011, Kelurahan Langensari, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Sukabum

2180334127 48.000

349 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217022412690002 Ujang
Supriatna

KP. Cihanjuang RT/RW 002/008, Kelurahan Cihanjuang, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180334139 48.000

350 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3202292506680002 Ujang Abullah KP. Cibencoy RT/RW 029/008, Kelurahan Cisaat, Kecamatan Cisaat, Kabupaten
Sukabum

2180334143 48.000

351 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051307790011 IWAN
SETIAWAN

JL HUD RT 5 RW 5 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON JERUK
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2180334154 48.000

352 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217022005690004 Saeful Uyun KP. Pangkalan No.78 RT/RW 003/011, Kelurahan Sariwangi, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2180334167 48.000

353 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173082703720006 Junaedi Jl. Jomas RT/RW 008/005 2190011770 345.600

354 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173082703720006 Junaedi Jl. Jomas RT/RW 008/005 2190011775 345.600

355 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los 3173082703720006 Junaedi Jl. Jomas RT/RW 008/005 2190011777 345.600
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Pertanian promosi bunga

356 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173082703720006 Junaedi Jl. Jomas RT/RW 008/005 2190011780 345.600

357 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173082703720006 Junaedi Jl. Jomas RT/RW 008/005 2190011783 345.600

358 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173082703720006 Junaedi Jl. Jomas RT/RW 008/005 2190011785 345.600

359 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173082703720006 Junaedi Jl. Jomas RT/RW 008/005 2190011787 345.600

360 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051405610001 SATIRI JL. H. TOHIR RT 2 RW 13 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2190020127 240.000

361 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3202330112930003 Soni Wijaya KP. Komprang RT/RW 001/011, Kelurahan Langensari, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Sukabum

2190037389 24.000

362 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3217022412690002 Ujang
Supriatna

KP. Cihanjuang RT/RW 002/008, Kelurahan Cihanjuang, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Bara

2190037392 24.000

363 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3202292506680002 Ujang Abullah KP. Cibencoy RT/RW 029/008, Kelurahan Cisaat, Kecamatan Cisaat, Kabupaten
Sukabum

2190037394 24.000
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364 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051708830021 WELLY
AGUSTINUS

JL. IBRAHIM RT 3 RW 5 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2190097976 91.200

365 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173080310630003 SAYUTIH SRENGSENG RT 6 RW 8 KELURAHAN SRENGSENG KECAMATAN KEMBANGAN
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2200112474 264.000

366 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173054407690007 MARHUMAH JL. SULAIMAN RT 6 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2231596120 132.000

367 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3275016909830031 DYAH ISMIANI
RAHARJO

JL. PINUS II BLOK A NO. 464, RT. 006 014, KEL. MARGAHAYU, KEL. BEKASI
TIMUR, KOTA BEKASI JAWA BARAT.

2231596124 132.000

368 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051312590008 AYONG
MAEDARI

JL.SULAIMAN GG IKHLAS NO.31 RT 7 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA
KECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2231596125 132.000

369 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173052801960001 AHMAD
ROMADHON

JL. SULAIMAN RT 6 RW 3 KELURAHAN SUKABUMI UTARA KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2231596126 132.000

370 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173070202650003 DJAINI JL.H. SENIN KEMANGGISAN RT 6 RW 12 KELURAHAN PALMERAH KECAMATAN
PAL MERAH JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

2231596128 132.000

371 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173080807920002 ACHMAD
SOFYAN

SRENGSENG, RT 006 RW 008, KELURAHAN : SRENGSENG KECAMATAN :
KEMBANGAN, KOTA ADMNISTRASI JAKARTA SELATAN - PROV DKI JAKARTA
11630

2231596129 132.000

372 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los 3173050904930003 DENI ABDUL KELAPA DUA RT 7 RW 3 KELURAHAN KELAPA DUA KECAMATAN KEBON JERUK 2231596131 224.000
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Pertanian promosi bunga GONI JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

373 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050504730012 SAIPULLAH JL. MUSYAWARAH RT/RW 005/002 KELURAHAN : KEBON JERUK KECAMATAN :
KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV DKI JAKARTA
11530.

2231635456 51.200

374 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3602141812840002 MUHLISIN KP. RANCA TIMAH RT/RW 004/006, KELURAHAN CIJORO LEBAK, KECAMATAN
RANGKASBITUNG, KABUPATEN LEBAK

2231635458 51.200

375 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201210607820016 EDIH KP. PASIRGINTUNG, RT 001 RW 004, KELURAHAN : BATU TULIS KECAMATAN :
NANGGUNG, KABUPATEN BOGOR - PROVINSI JAWA BARAT 16650

2231635459 51.200

376 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3302171705780006 IFIN
SUNANDAR

PERNASIDI RT/RW 002/003, KELURAHAN PERNASIDI, KECAMATAN CILONGOK,
KABUPATEN BANYUMAS - PROV JAWA TENGAH 5316

2231638815 51.200

377 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173082511811001 SYAHADI MERUYA SELATAN RT/RW 004/001 KELURAHAN : MERUYA SELATAN
KECAMATAN : KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT = PROV
DKI JAKARTA 1165

2231638823 51.200

378 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173052106760006 SYARIFUDIN JL. H. DOMANG, RT 005 RW 002 KELURAHAN : KEBON JERUK KECAMATAN :
KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV DKI JAKARTA
11530.

2231638825 51.200

379 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051503820004 ANDI SOFYAN JL. H. DOMANG NO. 44 RT/RW 005/002, KELURAHAN KEBON JERUK,
KECAMATAN KEBON JERUK, JAKARTA BARAT

2231638841 51.200

380 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050502760005 AFENDI 'JL. MUSYAWARAH I NO. 43 A, RT. 005 RW. 002 KELURAHAN : KEBON JERUK
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV
DKI JAKART

2231638843 51.200
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381 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050403780006 ASWANDI JL. MUSYAWARAH, RT. 005 RW. 002 KELURAHAN : KEBON JERUK
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV
DKI JAKARTA 1153

2231638845 51.200

382 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050710820010 NASRULLAH JL. H. SIMUN, RT. 001 RW. 005 KELURAHAN : SRENGSENG KECAMATAN :
KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV DKI JAKARTA 1163

2231638850 51.200

383 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050402830007 SALAMUN KP. LALADON, RT. 002 RW. 003 KELURAHAN : CIAMPE UDIK KECAMATAN :
CIAMPE, KABUPATEN BOGOR - PROV JAWA BARA

2231638855 51.200

384 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050512870021 YUSRI
MAHENDRA

JL. MUSYAWARAH RT 5 RW 2 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 11530.

2231638856 51.200

385 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050305770012 FIRDAUS JL. AYUB, RT. 003 RW. 007 KELURAHAN : SUKABUMI UTARA KECAMATAN :
KEBON JERUK, KOTA ADMNISTRASI JAKARTA BARAT - PROV DKI JAKARTA 1154

2231638860 51.200

386 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173053005690009 EKO
SUHARSONO

JL. DAUD I RT/RW 001/008, KELURAHAN SUKABUMI UTARA, KECAMATAN
KEBON JERUK, JAKARTA BARAT 11540.

2231638862 51.200

387 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173056202640008 SRI HASTUTI JL.H SUAIB NO.10 RT 4 RW 13 KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 11530.

2231638863 51.200

388 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050309860004 RISKI
MAULANA

JL. YAHYA I NO. 14 RT/RW 002/007 KELURAHAN : SUKABUMI UTARA
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV
DKI JAKARTA 1154

2231638864 51.200

389 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los 3173051609770004 DIDI NURHADI JL. MUSYAWARAH RT/RW 005/002 KELURAHAN : KEBON JERUK KECAMATAN :
KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV DKI JAKARTA

2231638868 51.200
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Pertanian promosi bunga 1153

390 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173050207820001 NGADIMAN JL.H. DOMANG RT/RW 005/002 KELURAHAN : KEBON JERUK KECAMATAN :
KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV DKI JAKARTA
1153

2231638873 51.200

391 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3201210102720001 DEDI
SUPRIYADI

KP. PASIR SAGA, RT. 002 RW. 002 KELURAHAN : PARAKAN MUNCANG
KECAMATAN : NANGGUNG, KABUPATEN BOGOR - PROV JAWA BARAT 1665

2231639787 51.200

392 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173051004830013 HENDAR
GOZALI

JL. SALMAN NO. 64, RT. 003 RW. 003 KELURAHAN : KEBON JERUK
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV
DKI JAKAR

2231640647 132.000

393 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3205202306970001 ASEP SAEPUL
SOMAD

SUKAHAJI, RT. 001 RW. 002 KELURAHAN : CISERO KECAMATAN : CISURUPAN,
KABUPATEN GARUT PROV DKI JAKARTA.

2231640694 132.000

394 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3173052712890008 IKHSAN JL. MUSYAWARAH, RT. 005 RW. 002 KELURAHAN : KEBON JERUK
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROV DKI
JAKARTA.

2231640704 132.000

395 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3604291111910001 LLHAM
PERMANA
SIDIK

JLN.ILYAS, RT. 003 RW. 003, KELURAHAN : SUKABUMI UTARA KECAMATAN :
KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - PROV DKI JAKART

2231640743 48.000

396 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3202380507700006 DARSEP KP. CIAWITALI, RT. 004 RW. 004 KELURAHAN : CICUKANG KECAMATAN :
PURABAYA, KABUPATENSUKABUMI - PROV JAWA BARAT 4318

2231641226 48.000

397 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3603110305760006 DEPI SOPIAN KP. RAJEG ENCLE, RT. 001 RW. 003 KELURAHAN : RAJEG KECAMATAN : RAJEG,
KABUPATEN TANGERANG - PROVINSI BANTEN 1554

2231651146 48.000



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 255

398 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3205100802700002 OYO KP. HARUMAN I, RT. 002 RW. 001 KELURAHAN : HARUMSARI KECAMATAN :
KADUNGORA, KABUPATEN GARUT - PROV JAWA BARAT 4415

2231651148 48.000

399 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3601150507850003 AKHMAD DIAR KP. CINGORA, RT. 017 RW. 006 KELURAHAN : KADUBELANG KECAMATAN :
MEKARJAYA, KABUPATEN PANDEGLANG - PROVINSI BANTEN 4225

2231651150 48.000

400 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.025 Pemakaian los
promosi bunga

3604290303750005 SANUSI KP. CIBOJONG, RT. 002 RW. 003 KELURAHAN : KADUBEUREUM KECAMATAN :
PADARINCANG, KABUPATEN SERANG - PROV BANTE

2231651153 48.000

401 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173050109780010 M. Salim Jl. Musawarah Rt 005 Rw 002 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat 2017041525 370.000

402 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173056308780006 Fitri Agus
Setianingsih

Jl. Rawa Belong Rt / Rw 001/003 2017041535 370.000

403 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3174066411710009 Suwati Jl. Bunga Matahari Rt 013 Rw 005 2017041536 370.000

404 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173051302730009 Suyata Jl. Yahya No.17 RT/RW 002/007 2017041538 370.000

405 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3171035203490002 Suharti Cempaka Baru V Rt 009 Rw 007 2017041540 370.000

406 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi

3173051511720013 Hairudin Jl. Sulaiman Rt 004 Rw 003 2017041541 370.000
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Pertanian bunga

407 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173056308780006 Fitri Agus
Setianingsih

Jl. Rawa Belong Rt / Rw 001/003 2017132006 185.000

408 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3174066411710009 Suwati Jl. Bunga Matahari Rt 013 Rw 005 2017132008 185.000

409 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3171035203490002 Suharti Cempaka Baru V Rt 009 Rw 007 2017132017 185.000

410 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173050109780010 M. Salim Jl. Musawarah Rt 005 Rw 002 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat 2017220499 185.000

411 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3671055909650003 Ir. Ina Karlina
Meulila

Poris Plawad Cipondoh Banjar Wijaya RT/RW. 001/009 Cipondoh 2017220504 185.000

412 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173056308780006 Fitri Agus
Setianingsih

Jl. Rawa Belong Rt / Rw 001/003 2017220508 185.000

413 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3174066411710009 Suwati Jl. Bunga Matahari Rt 013 Rw 005 2017220509 185.000

414 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3308185803970003 Rachma
Restien

Jl. Tanah Baru IV Rt / Rw 003/001 2017220510 185.000
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415 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173051302730009 Suyata Jl. Yahya No.17 RT/RW 002/007 2017220511 185.000

416 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3171035203490002 Suharti Cempaka Baru V Rt 009 Rw 007 2017220515 185.000

417 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173051511720013 Hairudin Jl. Sulaiman Rt 004 Rw 003 2017220516 185.000

418 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173050109780010 M. Salim Jl. Musawarah Rt 005 Rw 002 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat 2017266265 185.000

419 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173050109780010 M. Salim Jl. Musawarah Rt 005 Rw 002 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat 2017266266 185.000

420 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3671055909650003 Ir. Ina Karlina
Meulila

Poris Plawad Cipondoh Banjar Wijaya RT/RW. 001/009 Cipondoh 2017266271 185.000

421 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3671055909650003 Ir. Ina Karlina
Meulila

Poris Plawad Cipondoh Banjar Wijaya RT/RW. 001/009 Cipondoh 2017266272 185.000

422 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173056308780006 Fitri Agus
Setianingsih

Jl. Rawa Belong Rt / Rw 001/003 2017266343 185.000

423 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi

3173056308780006 Fitri Agus Jl. Rawa Belong Rt / Rw 001/003 2017266344 185.000
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Pertanian bunga Setianingsih

424 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3174066411710009 Suwati Jl. Bunga Matahari Rt 013 Rw 005 2017266345 185.000

425 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3174066411710009 Suwati Jl. Bunga Matahari Rt 013 Rw 005 2017266346 185.000

426 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3308185803970003 Rachma
Restien

Jl. Tanah Baru IV Rt / Rw 003/001 2017266348 185.000

427 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3308185803970003 Rachma
Restien

Jl. Tanah Baru IV Rt / Rw 003/001 2017266349 185.000

428 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173051302730009 Suyata Jl. Yahya No.17 RT/RW 002/007 2017266350 185.000

429 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173051302730009 Suyata Jl. Yahya No.17 RT/RW 002/007 2017266351 185.000

430 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3171035203490002 Suharti Cempaka Baru V Rt 009 Rw 007 2017266354 185.000

431 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3171035203490002 Suharti Cempaka Baru V Rt 009 Rw 007 2017266355 185.000
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432 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173051511720013 Hairudin Jl. Sulaiman Rt 004 Rw 003 2017266356 185.000

433 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173051511720013 Hairudin Jl. Sulaiman Rt 004 Rw 003 2017266357 185.000

434 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173050109780010 M. Salim Jl. Musawarah Rt 005 Rw 002 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat 2017290749 185.000

435 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173056308780006 Fitri Agus
Setianingsih

Jl. Rawa Belong Rt / Rw 001/003 2017290756 185.000

436 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3174066411710009 Suwati Jl. Bunga Matahari Rt 013 Rw 005 2017290757 185.000

437 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3308185803970003 Rachma
Restien

Jl. Tanah Baru IV Rt / Rw 003/001 2017290759 185.000

438 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3171035203490002 Suharti Cempaka Baru V Rt 009 Rw 007 2017290762 185.000

439 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173051511720013 Hairudin Jl. Sulaiman Rt 004 Rw 003 2017290763 185.000

440 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi

3217021708690008 Agus Salam KP Cibaligo RT/RW 008/001 2017326915 185.000
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Pertanian bunga

441 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3217021708690008 Agus Salam KP Cibaligo RT/RW 008/001 2017326917 185.000

442 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3217021708690008 Agus Salam KP Cibaligo RT/RW 008/001 2017326918 185.000

443 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3217021708690008 Agus Salam KP Cibaligo RT/RW 008/001 2017326919 185.000

444 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3217021708690008 Agus Salam KP Cibaligo RT/RW 008/001 2017326920 185.000

445 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173050109780010 M. Salim Jl. Musawarah Rt 005 Rw 002 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat 2017326925 185.000

446 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173050109780010 M. Salim Jl. Musawarah Rt 005 Rw 002 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat 2017326926 185.000

447 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173050109780010 M. Salim Jl. Musawarah Rt 005 Rw 002 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat 2017326927 185.000

448 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173050109780010 M. Salim Jl. Musawarah Rt 005 Rw 002 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat 2017326928 185.000
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449 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173050109780010 M. Salim Jl. Musawarah Rt 005 Rw 002 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat 2017326930 185.000

450 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173056308780006 Fitri Agus
Setianingsih

Jl. Rawa Belong Rt / Rw 001/003 2017326965 185.000

451 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173056308780006 Fitri Agus
Setianingsih

Jl. Rawa Belong Rt / Rw 001/003 2017326966 185.000

452 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173056308780006 Fitri Agus
Setianingsih

Jl. Rawa Belong Rt / Rw 001/003 2017326967 185.000

453 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173056308780006 Fitri Agus
Setianingsih

Jl. Rawa Belong Rt / Rw 001/003 2017326968 185.000

454 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173056308780006 Fitri Agus
Setianingsih

Jl. Rawa Belong Rt / Rw 001/003 2017326969 185.000

455 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3174066411710009 Suwati Jl. Bunga Matahari Rt 013 Rw 005 2017326970 185.000

456 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3308185803970003 Rachma
Restien

Jl. Tanah Baru IV Rt / Rw 003/001 2017326975 185.000
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457 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3308185803970003 Rachma
Restien

Jl. Tanah Baru IV Rt / Rw 003/001 2017326976 185.000

458 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3308185803970003 Rachma
Restien

Jl. Tanah Baru IV Rt / Rw 003/001 2017326977 185.000

459 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3308185803970003 Rachma
Restien

Jl. Tanah Baru IV Rt / Rw 003/001 2017326979 185.000

460 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3308185803970003 Rachma
Restien

Jl. Tanah Baru IV Rt / Rw 003/001 2017326980 185.000

461 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3171035203490002 Suharti Cempaka Baru V Rt 009 Rw 007 2017326991 185.000

462 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3171035203490002 Suharti Cempaka Baru V Rt 009 Rw 007 2017326992 185.000

463 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3171035203490002 Suharti Cempaka Baru V Rt 009 Rw 007 2017326993 185.000

464 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3171035203490002 Suharti Cempaka Baru V Rt 009 Rw 007 2017326994 185.000

465 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi

3171035203490002 Suharti Cempaka Baru V Rt 009 Rw 007 2017326995 185.000
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Pertanian bunga

466 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173051511720013 Hairudin Jl. Sulaiman Rt 004 Rw 003 2017326996 185.000

467 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173051511720013 Hairudin Jl. Sulaiman Rt 004 Rw 003 2017326997 185.000

468 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173051511720013 Hairudin Jl. Sulaiman Rt 004 Rw 003 2017326998 185.000

469 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173051511720013 Hairudin Jl. Sulaiman Rt 004 Rw 003 2017326999 185.000

470 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173051511720013 Hairudin Jl. Sulaiman Rt 004 Rw 003 2017327001 185.000

471 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3671134804660000 ERAT
RATMALA

Jl. H.Rausin Rt.06/Rw.08 Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Bara 2180081914 185.000

472 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173051004870011 AHMAD FAUZI JL. MUSYAWARAH NO. 2 A, RT. 012 RW. 002 KELURAHAN : KEBON JERUK
KECAMATAN : KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROV DKI
JAKARTA.

2231588727 185.000

473 Pusat Promosi Dan
Sertifikasi Hasil
Pertanian

4.1.2.02.01.026 Pemakaian kios
terbuka promosi
bunga

3173052804760009 APRI JL. MUSA, RT. 007 RW. 005, KELURAHAN : SUKABUMI UTARA KECAMATAN :
KEBON JERIUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROV DKI JAKARTA.

2231588765 185.000
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86.238.800

Lampiran 5 Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2023

NO KODE REKENING
POKOK

SUB NAMA REKENING NO IDENTITAS NAMA SUBJEK ALAMAT SUBJEK NO PENETAPAN PIUTANG
POKOK

1 4.1.02.02.01.0001 Pemakaian
fasilitas/sarana dan
prasarana perikanan

2016000000300128 Dewi/Juju Jakarta 2018022785 5.956.800

2 4.1.02.02.01.0001 Pemakaian
fasilitas/sarana dan
prasarana perikanan

3174066112800001 RABIAH AL ADAWIYYAH JL.SWADAYA II C NO.15 A RT 1 RW 5 KELURAHAN TANJUNG BARAT
KECAMATAN JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2230121518 100.000

3 4.1.02.02.01.0001 Pemakaian
fasilitas/sarana dan
prasarana perikanan

3174062104760011 IMANUDDIN JL. SWADAYA II NO. 75 RT 1 RW 5 KELURAHAN TANJUNG BARAT
KECAMATAN JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2230122350 100.000

4 4.1.02.02.01.0001 Pemakaian
fasilitas/sarana dan
prasarana perikanan

3174062104760011 IMANUDDIN JL. SWADAYA II NO. 75 RT 1 RW 5 KELURAHAN TANJUNG BARAT
KECAMATAN JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2231365750 200.000

5 4.1.02.02.01.0001 Pemakaian
fasilitas/sarana dan
prasarana perikanan

3174066112800001 RABIAH AL ADAWIYYAH JL.SWADAYA II C NO.15 A RT 1 RW 5 KELURAHAN TANJUNG BARAT
KECAMATAN JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2231518409 400.000

6 4.1.02.02.01.0001 Pemakaian
fasilitas/sarana dan

3174064308730006 RAHMANIAR JL. SWADAYA II E NO.76 RT 1 RW 5 KELURAHAN TANJUNG BARAT
KECAMATAN JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2231518437 400.000
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prasarana perikanan

7 4.1.02.02.01.0001 Pemakaian
fasilitas/sarana dan
prasarana perikanan

3174062104760011 IMANUDDIN JL. SWADAYA II NO. 75 RT 1 RW 5 KELURAHAN TANJUNG BARAT
KECAMATAN JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2231646082 200.000

8 4.1.02.02.01.0001 Pemakaian
fasilitas/sarana dan
prasarana perikanan

3172010604670010 D A L I L MUARA ANGKE PHPT BLOK F NO.9-10 /13 RT 6 RW 1 KELURAHAN
PLUIT KECAMATAN PENJARINGAN JAKARTA UTARA DKI JAKARTA

2231554632 2.100.000

9 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040109700004 ASNAJI KP. PEKAYON RT 5 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017082983 50.000

10 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2017082986 50.000

11 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040109700004 ASNAJI KP. PEKAYON RT 5 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017119366 50.000

12 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2017119370 50.000

13 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040109700004 ASNAJI KP. PEKAYON RT 5 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017158627 50.000

14 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2017158632 50.000

15 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017172777 160.000

16 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040109700004 ASNAJI KP. PEKAYON RT 5 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017172788 50.000
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17 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2017172793 50.000

18 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017205352 160.000

19 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040109700004 ASNAJI KP. PEKAYON RT 5 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017205367 50.000

20 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2017205373 50.000

21 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017235569 160.000

22 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040109700004 ASNAJI KP. PEKAYON RT 5 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017235579 50.000

23 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2017235798 50.000

24 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174041212740015 SADI KP. PISANGAN RT 2 RW 4 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017254173 100.000

25 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017260544 160.000

26 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040109700004 ASNAJI KP. PEKAYON RT 5 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017260554 50.000

27 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2017260693 50.000
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28 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174041212740015 SADI KP. PISANGAN RT 2 RW 4 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017272759 100.000

29 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017275876 160.000

30 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040109700004 ASNAJI KP. PEKAYON RT 5 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017275883 50.000

31 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2017275886 50.000

32 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017316628 160.000

33 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040109700004 ASNAJI KP. PEKAYON RT 5 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017316635 50.000

34 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2017316638 50.000

35 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3201371710730003 Asur Susanto Kp. Utan Rt/Rw 002/007, Kel. Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogo 2017316647 25.000

36 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174041212740015 SADI KP. PISANGAN RT 2 RW 4 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017328911 100.000

37 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040808770001 JUNEDI JATI PADANG RT 9 RW 10 KELURAHAN JATI PADANG KECAMATAN
PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017328958 150.000

38 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017328965 160.000
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39 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040109700004 ASNAJI KP. PEKAYON RT 5 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2017328974 50.000

40 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2017328980 50.000

41 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3201371710730003 Asur Susanto Kp. Utan Rt/Rw 002/007, Kel. Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogo 2017328990 25.000

42 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2180009213 50.000

43 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040808770001 JUNEDI JATI PADANG RT 9 RW 10 KELURAHAN JATI PADANG KECAMATAN
PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180032012 150.000

44 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040109700004 ASNAJI KP. PEKAYON RT 5 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180032143 50.000

45 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2180032154 50.000

46 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174041212740015 SADI KP. PISANGAN RT 2 RW 4 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180095142 100.000

47 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040808770001 JUNEDI JATI PADANG RT 9 RW 10 KELURAHAN JATI PADANG KECAMATAN
PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180095871 150.000

48 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180095879 160.000

49 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040109700004 ASNAJI KP. PEKAYON RT 5 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180096294 50.000
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50 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2180096312 50.000

51 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040808770001 JUNEDI JATI PADANG RT 9 RW 10 KELURAHAN JATI PADANG KECAMATAN
PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180133571 150.000

52 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180133592 160.000

53 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040109700004 ASNAJI KP. PEKAYON RT 5 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180133638 50.000

54 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2180133710 50.000

55 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040808770001 JUNEDI JATI PADANG RT 9 RW 10 KELURAHAN JATI PADANG KECAMATAN
PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180171551 150.000

56 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180171569 160.000

57 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2180171595 50.000

58 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040808770001 JUNEDI JATI PADANG RT 9 RW 10 KELURAHAN JATI PADANG KECAMATAN
PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180197262 150.000

59 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180197274 160.000

60 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040109700004 ASNAJI KP. PEKAYON RT 5 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180197448 50.000
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61 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2180197482 50.000

62 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174062905800007 MUNAWAROH JL.H.KAMANG NO.15 RT 5 RW 10 KELURAHAN PONDOK LABU
KECAMATAN CILANDAK JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180214586 50.000

63 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180214963 160.000

64 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040109700004 ASNAJI KP. PEKAYON RT 5 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180216372 50.000

65 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2180216391 50.000

66 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174062905800007 MUNAWAROH JL.H.KAMANG NO.15 RT 5 RW 10 KELURAHAN PONDOK LABU
KECAMATAN CILANDAK JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180226833 50.000

67 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180227070 160.000

68 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040109700004 ASNAJI KP. PEKAYON RT 5 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180227274 50.000

69 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2180227293 50.000

70 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174090303660007 IMAM.B.SAALIH. JL. H. RAISAN RT 3 RW 1 KELURAHAN CIPEDAK KECAMATAN
JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180269729 50.000

71 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174062905800007 MUNAWAROH JL.H.KAMANG NO.15 RT 5 RW 10 KELURAHAN PONDOK LABU
KECAMATAN CILANDAK JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180269752 50.000
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72 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180276892 160.000

73 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174040109700004 ASNAJI KP. PEKAYON RT 5 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180277659 50.000

74 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2180277711 50.000

75 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174090303660007 IMAM.B.SAALIH. JL. H. RAISAN RT 3 RW 1 KELURAHAN CIPEDAK KECAMATAN
JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180293950 50.000

76 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180294635 160.000

77 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2180294710 50.000

78 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174090303660007 IMAM.B.SAALIH. JL. H. RAISAN RT 3 RW 1 KELURAHAN CIPEDAK KECAMATAN
JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180313201 50.000

79 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180313239 160.000

80 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2180313405 50.000

81 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174090303660007 IMAM.B.SAALIH. JL. H. RAISAN RT 3 RW 1 KELURAHAN CIPEDAK KECAMATAN
JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180338366 50.000

82 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2180339598 160.000
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83 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2180339618 50.000

84 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174090303660007 IMAM.B.SAALIH. JL. H. RAISAN RT 3 RW 1 KELURAHAN CIPEDAK KECAMATAN
JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2190021029 50.000

85 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2190021782 160.000

86 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2190021905 50.000

87 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174090303660007 IMAM.B.SAALIH. JL. H. RAISAN RT 3 RW 1 KELURAHAN CIPEDAK KECAMATAN
JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2190073887 50.000

88 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2190092175 160.000

89 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2190092314 50.000

90 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3201371710730003 Asur Susanto Kp. Utan Rt/Rw 002/007, Kel. Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogo 2190092377 25.000

91 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2190171662 320.000

92 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2190174539 100.000

93 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3201371710730003 Asur Susanto Kp. Utan Rt/Rw 002/007, Kel. Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogo 2190175147 50.000
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94 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174090303660007 IMAM.B.SAALIH. JL. H. RAISAN RT 3 RW 1 KELURAHAN CIPEDAK KECAMATAN
JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2190215159 100.000

95 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2190215597 320.000

96 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2190215665 100.000

97 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3201371710730003 Asur Susanto Kp. Utan Rt/Rw 002/007, Kel. Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogo 2190215776 50.000

98 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174090303660007 IMAM.B.SAALIH. JL. H. RAISAN RT 3 RW 1 KELURAHAN CIPEDAK KECAMATAN
JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2190504060 100.000

99 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2190504652 320.000

100 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2190504863 100.000

101 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3201371710730003 Asur Susanto Kp. Utan Rt/Rw 002/007, Kel. Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogo 2190505069 50.000

102 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174090303660007 IMAM.B.SAALIH. JL. H. RAISAN RT 3 RW 1 KELURAHAN CIPEDAK KECAMATAN
JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2190677330 100.000

103 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2190677626 320.000

104 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2190677782 100.000
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105 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3201371710730003 Asur Susanto Kp. Utan Rt/Rw 002/007, Kel. Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogo 2190677844 50.000

106 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174090303660007 IMAM.B.SAALIH. JL. H. RAISAN RT 3 RW 1 KELURAHAN CIPEDAK KECAMATAN
JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2190872857 100.000

107 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2190873418 320.000

108 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2190873582 100.000

109 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3201371710730003 Asur Susanto Kp. Utan Rt/Rw 002/007, Kel. Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogo 2190873771 50.000

110 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174091508680007 MURSALIM KP, KALIBATA RT 13 RW 8 KELURAHAN SRENGSENG SAWAH
KECAMATAN JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2200215239 100.000

111 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174090303660007 IMAM.B.SAALIH. JL. H. RAISAN RT 3 RW 1 KELURAHAN CIPEDAK KECAMATAN
JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2200215244 100.000

112 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042912480002 HUSEN R PEKAYON RT 1 RW 3 KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2200216006 320.000

113 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174042209720008 Sugiyanto Jl. Al Mukhlisin Rt/Rw 004/006, Perigi Bedahan, Kel. Bedahan, Kec.
Sawangan, Dep

2200216126 100.000

114 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3201371710730003 Asur Susanto Kp. Utan Rt/Rw 002/007, Kel. Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogo 2200216170 50.000

115 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174090303660007 IMAM.B.SAALIH. JL. H. RAISAN RT 3 RW 1 KELURAHAN CIPEDAK KECAMATAN
JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2231550488 25.000
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116 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174090507720008 ABD ROZAK JL KELAPA TIGA RT 12 RW 3 KELURAHAN JAGAKARSA KECAMATAN
JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2231555166 50.000

117 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3174043105961001 SAMSUL HARDIYANSAH KP. PEKAYON RT 7 RW 3 KELURAHAN : RAGUNAN KECAMATAN :
PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

2231649477 75.000

118 4.1.02.02.01.0002 Pemakaian lahan usaha
promosi penangkar bibit

3201371710730003 ASUR SUSANTO KP. UTAN RT/RW 002/007, KEL. KALISUREN, KEC. TAJURHALANG,
KAB. BOGOR

2231649480 25.000

119 4.1.02.02.01.0001 Pemakaian lahan taman
anggrek ragunan

3174052811700003 INDRA GUNAWAN. SE PONDOK PINANG, RT 001 RW 007 KELURAHAN : PONDOK PINANG
KECAMATAN : KEBAYORAN LAMA, KOTAADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN

2231522286 750.000

120 4.1.02.02.01.0004 Pemakaian laboratorium
uji mutu pertanian

003172954313000 DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

JALANMERDEKA KM 06, KEL. HANDAYANI MULYA, KEC. TALANG UBI,
KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SUMATERA SELATAN

2231517983 8.250.000

Jumlah
28.966.800
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Lampiran 6 Rincian Aset Usang per 31 Desember 2023
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Lampiran 7 Rekapitulasi Saldo Peralatan dan Mesin per UKPD per 31 Desember 2023
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Lampiran 8 Rincian Pendapatan diterima dimuka atas pembayaran retribusi

DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

PER 31 DESEMBER 2023

No Nama Fasilitas NamaWR TANGGAL
VALIDASI

NO. NTPD NO. SKRD Masa Pemakaian Jumlah
Pembayaran

Pendapatan
di terima
dimuka 31
Desember
2022

Pengurangan/Akru
Pendapatan 2023

Sisa
Pendapatan
Diterima
dimuka 2022

Koreksi
tambah
PDM
tahun
2022

Penambahan
Pendapatan
diterima
dimuka
tahun 2023

Pendapatan
di terima
dimuka
31 Desember
2023

4.1.2.02.01.022
Pemakaian
Fasilitas sarana
dan prasarana
perikanan

1 Pemakaian Sewa
Lahan

HARNOTO 25/03/2021 2103092454 2210316869 Lahan untuk
Workshop Maret
2022 - Februari
2023

8.160.000 1.360.000
1.360.000 -

- -

2 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

Singari Kohar 02/08/2021 2108010633 2210647843 Pengolahan Ikan /
Cool Room
Januari 2023 -
Juni 2023

25.344.000 25.344.000
25.344.000 -

- -
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3 Pemakaian Sewa
Lahan

DEDDI 27/09/2021 2109130813 2211059122 Lahan untuk
Bengkel Kapal
Perikanan Mei
2022 - April 2023

720.000 240.000
240.000 -

- -

4 Pemakaian Sewa
Lahan

BINSON 27/09/2021 2109130808 2211059140 Lahan untuk
Bengkel Kapal
Perikanan Mei
2022 - April 2023

720.000 240.000
240.000 -

- -

5 Pemakaian Sewa
Lahan

HAYANTO 01/11/2021 2111002341 2211210088 Lahan Cold
Storage luas : 300
m2 Pembayaran :
Oktober 22 -
September 2023
( 1 th )

7.200.000 5.400.000
5.400.000 -

- -

6 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

ALWI ANGGA
BUDIMAN

04/11/2021 2111081402 2211246255 Pengepakan Ikan
No 15 A - 16
Januari 2023 -
Mei 2023

12.000.000 12.000.000
12.000.000 -

- -

7 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

RUSWINI 03/01/2022 2201056612 2211421516 t Pengolahan Ikan
( Pengepakan
Ikan ) No 02
Januari 2023 -
Desember 2023

28.800.000 28.800.000
28.800.000 -

-

8 Pemakaian Sewa
Lahan

RUSWINI 03/01/2022 2201056636 2211421531 Lahan Penunjang
UPI No 02 Januari
2023 - Desember
2023

2.400.000 2.400.000
2.400.000 -

-

9 Pemakaian Sewa MOCH YAHYADI 10/01/2022 2201047601 2220065277 Lahan Perikanan
Februari 2022 -

36.000 -
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Lahan Januari 2023 432.000 36.000 -

10 Pemakaian Sewa
Lahan

JUHRA 20/01/2022 2201073685 2220096017 Pembayaran
Lahan Perikanan
Februari 2022 -
Januari 2023

480.000 40.000
40.000 -

-

11 Pemakaian Sewa
Lahan

ANG ING SAN 20/01/2022 2201075006 2220097025 Pembayaran
Lahan Gudang
Bengkel Kapal
Agustus 2022 -
Juli 2023

2.400.000 1.400.000
1.400.000 -

-

12 Pemakaian Sewa
Lahan

SUARDI 20/01/2022 2201075020 2220097030 Pembayaran
Lahan Gudang
Bengkel Kapal
Agustus 2022 -
Juli 2023

2.400.000 1.400.000
1.400.000 -

-

13 Pemakaian Sewa
Lahan

ROHIDIN 24/01/2022 2201087388 2220112047 Pembayaran
Lahan untuk
ColdStorage
Maret 2022 -
Februari 2023

7.200.000 1.200.000
1.200.000 -

-

14 Pemakaian Sewa
Lahan

CASTAM 31/01/2022 2201104661 2220130546 Pembayaran
Lahan Penunjang
ColdStorage Mei
2022 - April 2023

3.168.000 1.056.000
1.056.000 -

-

15 Pemakaian Sewa
Lahan

ADI GAUTAMA 14/02/2022 2202065822 2220207719 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan EKs
BTPI No 02 April
2022 - Maret

720.000 180.000
180.000 -

-
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2023

16 Pemakaian Sewa
Lahan

TONNY
TJAHYADI

14/02/2022 2202065827 2220207741 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan Eks
BTPI No 01 April
2022 - Maret
2023

720.000 180.000
180.000 -

-

17 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

HARI SETIAWAN 16/02/2022 2202068485 2220217671 Pembayaran
Gudang Perikanan
Januari 2023

450.000 450.000
450.000 -

-

18 Pemakaian Sewa
Lahan

SAMAH 17/02/2022 2202071270 2220219225 Pembayaran
Lahan Perikanan
Februari 2022 -
Januari 2023

432.000 36.000
36.000 -

-

19 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

I R V A N 17/02/2022 2202071645 2220220248 Pembayaran Unit
Pengolahan Ikan
No 01 Januari
2023 - Maret
2023

14.400.000 14.400.000
14.400.000 -

-

20 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

IRAWATI
ANDRIANA

17/02/2022 2202071629 2220220265 Pembayaran Unit
Pengolahan Ikan
No 02 Januari
2023 - Maret
2023

14.400.000 14.400.000
14.400.000 -

-

21 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

SUSILO 11/03/2022 2203064326 2220337315 Pembayaran
Gudang Perikanan
No 06 Januari
2023 - Maret

1.080.000 1.080.000
1.080.000 -

-
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2023

22 Pemakaian Sewa
Tempat
Pengolahan Ikan
Asin /PHPT

SAYIM 11/03/2022 2203064632 2220337601 Pembayaran Unit
PHPT Blok J No 12
Januari 2023 -
Maret 2023

780.000 780.000
780.000 -

-

23 Pemakaian Sewa
Lahan

FERRY WIDJAJA 23/03/2022 2203100391 2220376810 Pembayaran
Lahan Perikanan
Maret 2022 -
Februari 2023

6.384.000 1.064.000
1.064.000 -

-

24 Pemakaian Sewa
Lahan

RONI HANSEN 23/03/2022 2203100383 2220376829 Pembayaran
Lahan Perikanan
Maret 2022 -
Februari 2023

6.936.000 1.156.000
1.156.000 -

-

25 Pemakaian Sewa
Lahan

MARTONO 23/03/2022 2203101243 2220377702 Pembayaran
Lahan Perikanan
Bengkel Peralatan
Kapal Maret 2022
- Februari 2023

1.728.000 288.000
288.000 -

-

26 Pemakaian Sewa
Lahan

MARTONO 23/03/2022 2203101232 2220377745 Pembayaran
Lahan Perikanan
Bengkel Peralatan
Kapal Maret 2022
- Februari 2023

1.584.000 264.000
264.000 -

-

27 Pemakaian Sewa
Lahan

MEILINDA
KURNIAWAN

23/03/2022 2203102060 2220378373 Pembayaran
Lahan Perikanan
Bengkel Peralatan
Kapal Maret 2022
- Februari 2023

6.009.120 1.001.520
1.001.520 -

-
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28 Pemakaian Sewa
Lahan

NGATIJO 23/03/2022 2203104339 2220378915 Pembayaran
Lahan Perikanan
Bengkel Peralatan
Kapal Maret 2022
- Februari 2023

2.400.000 400.000
400.000 -

-

29 Pemakaian Sewa
Lahan

SONITA
PRASETYO

24/03/2022 2203106142 2220382092 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan Mei
2022 - April 2023

4.560.000 1.520.000
1.520.000 -

-

30 Pemakaian Sewa
Lahan

H. SOHARI 24/03/2022 2203109807 2220382534 Pembayaran
Lahan Perikanan
Januari 2023 -
Desember 2023

2.880.000 2.880.000
2.880.000 -

-

31 Pemakaian Sewa
Lahan

TRI SUTRISNO 24/03/2022 2203107895 2220382887 Pembayaran
Lahan Perikanan
Bengkel Peralatan
Kapal Maret 2022
- Februari 2023

4.800.000 800.000
800.000 -

-

32 Pemakaian Sewa
Lahan

RUDI 24/03/2022 2203107902 2220382894 Pembayaran
Lahan Perkanan
Bengkel Peralatan
Kapal Maret 2022
- Februari 2023

6.720.000 1.120.000
1.120.000 -

-

33 Pemakaian Sewa
Lahan

SUARDI 24/03/2022 2203107924 2220382903 Pembayaran
Lahan Perikanan
Bengkel Peralatan
Kapal Maret 2022
- Februari 2023

2.400.000 400.000
400.000 -

-
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34 Pemakaian Sewa
Lahan

H. SOHARI 25/03/2022 2203109901 2220385632 Pembayaran
Lahan Perikanan
April 2023 - Maret
2024

7.296.000 1.824.000
5.472.000

(3.648.000) 5.472.000 1.824.000

35 Pemakaian Sewa
Lahan

H. SOHARI 25/03/2022 2203109896 2220385645 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan April
2022 - Maret
2023

7.296.000 1.824.000
1.824.000 -

-

36 Pemakaian Sewa
Lahan

WARJU 04/04/2022 2204087270 2220414661 Pembayaran
Lahan untuk Cold
Storage April
2022 - Maret
2023

4.886.160 1.221.540
1.221.540 -

-

37 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

YOHANES GANU
MARAN

08/04/2022 2204090544 2220460824 Pembayaran
Lahan Mini Cold
Storage Februari
2022 - Januari
2023

4.992.000 416.000
416.000 -

-

38 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

RUDI 08/04/2022 2204076292 2220462543 Pembayaran
Gudang Perikanan
Wisma Bening
Januari 2023 -
Maret 2023

6.750.000 6.750.000
6.750.000 -

-

39 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

RUDI 08/04/2022 2204076281 2220462568 Pembayaran
Gudang Perikanan
Wisma Bening
Januari 2023 -
Maret 2023

2.250.000 2.250.000
2.250.000 -

-
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40 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

KRIS SAPUTRA 08/04/2022 2204066976 2220462859 Pembayaran
Retribusi Gudang
Alat Perikanan
Dermaga Timur
luas : 10 m2
Pembayaran :
April 2022 - Maret
2023 ( 1 th )

1.800.000 450.000
450.000 -

-

41 Pemakaian Sewa
Tempat Lapak Ikan
Pasar Grosir

KASUM ACUN 11/04/2022 2204047204 2220481722 Pembayaran
Lahan Perikanan
PHPT Maret 2022
- Februari 2023

2.433.600 405.600
405.600 -

-

42 Pemakaian Sewa
Lahan

HARIANTO 11/04/2022 2204059208 2220482142 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan April
2022 - Maret
2023

186.000 46.500
46.500 -

-

43 Pemakaian Sewa
Lahan

HARIANTO 11/04/2022 2204059215 2220482183 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan April
2022 - Maret
2023

260.400 65.100
65.100 -

-

44 Pemakaian Sewa
Lahan

BAGUS
RUDIYONO

12/04/2022 2204069708 2220486581 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan untuk
Peralatan Kapal
Maret 2022 -
Februari 2023

1.584.000 264.000
264.000 -

-

45 Pemakaian Sewa WARJU 13/04/2022 2204087269 2220488973 Pembayaran
Lahan Gudang

200.000 -
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Lahan Perikanan
Februari 2022 -
Januari 2023

2.400.000 200.000 -

46 Pemakaian Sewa
Lahan

HENGKY
SUTEDJA

18/04/2022 2204074510 2220499279 Pembayaran
Lahan Gudang
untuk peralatan
kapal April 2022 -
Maret 2023

2.352.000 588.000
588.000 -

-

47 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

F E R I 18/04/2022 2204075974 2220500584 Pembayaran
Lahan Gudang
untuk peralatan
kapal April 2022 -
Maret 2023

1.260.000 315.000
315.000 -

-

48 Pemakaian Sewa
Lahan

T O N Y 10/05/2022 2205038877 2220579964 Pembayaran
Pengolahan Ikan
No 19 - 20 Januari
2023 - Mei 2023

26.400.000 26.400.000
26.400.000 -

-

49 Pemakaian Sewa
Lahan

HUSNI HALIM 10/05/2022 2205058646 2220581785 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan No 05
Juni 2022 - Mei
2023

1.200.000 500.000
500.000 -

-

50 Pemakaian Sewa
Lahan

LENI MARLINA 12/05/2022 2205045537 2220595609 Pembayaran
Retribusi Lahan
Gudang Perikanan
Wisma Bening
luas : 25 m2 masa
pembayaran : Mei
2022 - April 2023
( 1 th )

600.000 200.000
200.000 -

-
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51 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

CE SIN 19/05/2022 2205077787 2220616637 Pembayaran Unit
Pengolahan Ikan
No 24 Januari
2023 - Agustus
2023

21.120.000 21.120.000
21.120.000 -

-

52 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

HERMAN 19/05/2022 2205077501 2220616643 Pembayaran Unit
Pengolahan Ikan
No 23 Januari
2023 - Desember
2023

31.680.000 31.680.000
31.680.000 -

-

53 Pemakaian Sewa
Lahan

WILSON CALVIN 24/05/2022 2205077422 2220632501 Pembayaran
Lahan Gud.
Perikanan Eks
BTPI No 88
November 2022 -
Oktober 2023

672.000 560.000
560.000 -

-

54 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

HENDRI 24/05/2022 2205080130 2220634547 Pembayaran
Pengepakan Ikan
No 15 Januari
2023 - Mei 2023

13.200.000 13.200.000
13.200.000 -

-

55 Pemakaian Sewa
Lahan

YASIN 02/06/2022 2206003784 2220660503 Pembayaran
Lahan gudang
perikanan Juni
2022 - Mei 2023

1.080.000 450.000
450.000 -

-

56 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

HERMAN 01/07/2022 2207019728 2220607302 Pembayaran Unit
Pengolahan Ikan
No 21 Januari
2023 - Juni 2023

15.840.000
15.840.000

15.840.000 -
-
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57 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

JONI DJAINI 01/07/2022 2207019802 2220619340 Pembayaran Unit
Pengolahan Ikan
No 17 - 18 Januari
2023 - Mei 2023

26.400.000
11.000.000

26.400.000
(15.400.000) 15.400.000 - -

58 Pemakaian Sewa
Lahan

JONI DJAINI 01/07/2022 2207019768 2220619402 Pembayaran
Lahan utk Gudang
Perikanan No 04
Juni 2022 - Mei
2023

1.200.000
500.000

500.000 -
-

59 Pemakaian Sewa
Tempat Lapak Ikan
Pasar Grosir

INDRA LOKA 01/07/2022 2207001816 2220750981 Pembayaran
Lahan Perikanan
April 2022 - Maret
2023

489.600
122.400

122.400 -
-

60 Pemakaian Sewa
Tempat Lapak Ikan
Pasar Grosir

ELLY 01/07/2022 2207001809 2220751029 Pembayaran
Gudang Alat
Perikanan Blok D
No 4 , 5 , 6
Januari 2023 -
Maret 2023

979.200
979.200

979.200 -
-

61 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

HARTARTO
SAPUTRA,ANG

05/07/2022 2207020517 2220826177 Pembayaran unit
pengolahan ikan
no 4 Januari 2023
- Juni 2023

28.800.000
28.800.000

28.800.000 -
-

62 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

HARTARTO
SAPUTRA,ANG

05/07/2022 2207020534 2220826275 Pembayaran unit
pengolahan ikan
no 3 Januari 2023
- Juni 2023

28.800.000
28.800.000

28.800.000 -
-
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63 Pemakaian Sewa
Lahan

ABDUL ROCHIM 12/07/2022 2207061802 2220864069 Pembayaran
retribusi Lahan
Gudang perikanan
Kali Adem luas :
72 m2 masa
pembayaran : Juli
2022 - Juni 2023
( 1 thn )

1.728.000 864.000
864000 -

-

64 Pemakaian Sewa
Lahan

GAVIND
BECKHAM LOKA

14/07/2022 2207072384 2220872258 Pembayaran
Lahan untuk UPI
April 2022 - Maret
2023

6.000.000
1.500.000

1.500.000 -
-

65 Pemakaian Sewa
Lahan

INDRA LOKA 14/07/2022 2207072395 2220872279 Pembayaran
Lahan untuk UPI
April 2022 - Maret
2023

6.000.000
1.500.000

1.500.000 -
-

66 Pemakaian Sewa
Lahan

ARPO SUPANGAT 18/07/2022 2220881829 2207082378 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan Eks
BTPI No 05
Januari 2023 -
Desember 2023

720.000
720.000

720.000 -
-

67 Pemakaian Sewa
Lahan

ARPO SUPANGAT 18/07/2022 2207082131 2220881904 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan Eks
BTPI No 04 Juni
2022 - Mei 2023

720000
300.000

300.000 -
-

68 Pemakaian Sewa
Lahan

ARPO SUPANGAT 18/07/2022 2207082124 2220881917 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan No 03

1.200.000
500.000

500.000 -
-
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Juni 2022 - Mei
2023

69 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

ARPO SUPANGAT 18/07/2022 2207082392 2220882034 Pembayaran Unit
Pengolahan Ikan
No 22 Januari
2023 - Juli 2023

18.480.000
18.480.000

18.480.000 -
-

70 Pemakaian Sewa
Lahan

WILIS 28/07/2022 2207118774 2220911823 Pembayaran
Fasilitas Lahan
Gudang Alat
Perikanan No.12 -
13 luas : 120 m2
masa
pembayaran :
September 2022 -
Agustus 2023 ( 1
thn

2.880.000
1.920.000

1.920.000 -
-

71 Pemakaian Sewa
Lahan

WILIS 28/07/2022 2207118763 2220912744 Pembayaran
retribusi Unit
Pengolahan Ikan
( pengepakan
ikan ) No.06 luas :
200 m2 masa
pembayaran :
Januari 2023 -
Agustus 2023 ( 8
bln )

38.400.000
38.400.000

38.400.000 -
-

72 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

AGUS SALIM
WIDJAJA

29/07/2022 2207119308 2220916436 Pembayaran
retribusi Gudang
Alat Perikanan
Blok D.No.(03)
luas : 24 m2 masa
pembayaran :

2.880.000
2.880.000

2.880.000 -
-
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Januari 2023 -
Agustus 2023 ( 8
bln )

73 Pemakaian Sewa
Lahan

AGUS SALIM
WIDJAJA

29/07/2022 2207119309 2220916471 Pembayaran
retribusi Lahan
Perikanan Blok
D.No.(03) luas :
84,50 m2 masa
pembayaran :
September 2022 -
Agustus 2023 ( 1
thn )

2.028.000
1.352.000

1.352.000 -
-

74 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

M.SENDY
SANJAYA

03/08/2022 2208026457 2220955140 pembayaran
retribusi Gudang
Alat perikanan
luas : 64 m2 masa
pembayaran :
Januari 2023 -
Juni 2023 ( 6 bln )

5.760.000 5.760.000
5.760.000 -

-

75 Pemakaian Sewa
Gudang Garam

ROBY SALIM 05/08/2022 2208085755 2220968496 Pembayaran
retribusi Gudang
Garam No.(03)
luas : 50 m2 masa
pembayaran :
Januari 2023 -
April 2023 ( 4
bln )

3.000.000
3.000.000

3.000.000 -
-

76 Pemakaian Sewa
Lahan

BEBYSON BONG 09/08/2022 2208048727 2220979342 Pembayaran
Retribusi Lahan
Perikanan Blok
D.No.( 1 - 2 )
luas : 222 m2

5.328.000
2.664.000

2.664.000 -
-
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masa
pembayaran : Juli
2022 - Juni 2023
( 1 thn )

77 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

BEBYSON BONG 09/08/2022 2208048769 2220979470 Pembayaran
retribusi Gudang
Perikanan Blok
C.( 1 - 2 ) luas : 48
m2 masa
pembayaran :
Januari 2023 -
Maret 2023 ( 3
bln )

2.160.000 2.160.000
2.160.000 -

-

78 Pemakaian Sewa
Lahan

M NAHRAWI 09/08/2022 2208049439 2220980504 Pembayaran
Fasilitas Lahan
penunjang
perikanan (Timur
pasar ikan )Luas :
11 m2 Bulan
Agustus 2022 sd
Juli 2023

264.000
154.000

154.000 -
-

79 Pemakaian Sewa
Tempat
Pengolahan Ikan
Asin /PHPT

H.ANTORUDIN 10/08/2022 2208065886 2220997632 Pembayaran Unit
PHPT Blok D No
02 Januari 2023 -
Juni 2023

1.800.000
1.800.000

1.800.000 -
-

80 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

SUTRISNO SURJA 10/08/2022 2208074895 2220998884 Pembayaran
Pengolahan Ikan
No 26,26a & 27
Januari 2023 -
Agustus 2023

45.120.000
45.120.000

45.120.000 -
-
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81 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

SUTRISNO SURJA 10/08/2022 2208074904 2220998969 Pembayaran
Pengolahan Ikan
No 26, 26a, & 27
September 2023 -
Desember 2023

22.560.000
22.560.000

22.560.000 -
-

82 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

HARTONO 11/08/2022 2208069972 2221001229 Pembayaran
Gudang Perikanan
Blok B No 3 & 4
Januari 2023 -
Juni 2023

4.320.000 4.320.000
4.320.000 -

-

83 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

HARTONO 11/08/2022 2208069980 2221001390 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan Blok B
No 3 & 4 Juni
2022 - Mei 2023

4.320.000 1.800.000
1.800.000 -

-

84 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

JUNIANTO SALIM 12/08/2022 2208074737 2221005284 Pembayaran Kios
Perikanan No 06
Januari 2023 -
Februari 2023

720.000
720.000

720.000 -
-

85 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

JUNIANTO SALIM 12/08/2022 2208074744 2221005420 Pembayaran Kios
Perikanan No 05
Januari 2023 -
Mei 2023

1.800.000
1.800.000

1.800.000 -
-

86 Pemakaian Sewa
Lahan

MAULANA IBNU
KAMAL

12/08/2022 2208074813 2221005459 Pembayaran
Lahan Perikanan
Agustus 2022 -
Juli 2023

6.000.000
3.500.000

3.500.000 -
-

87 Pemakaian Sewa HERMAN 15/08/2022 2208079284 2221009846 Pembayaran
Lahan Perikanan

2.800.000 -
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Lahan Agustus 2022 -
Juli 2023

4.800.000 2.800.000 -

88 Pemakaian Sewa
Lahan

TURKIAWAN 22/08/2022 2208098403 2221028272 Pembayaran
Lahan Perikanan
Agustus 2022 -
Juli 2023

1.200.000
700.000

700.000 -
-

89 Pemakaian Sewa
Lahan

YOHANITA 25/08/2022 2208110465 2221040294 Lahan Perikanan
Agustus 2022 -
Juli 2023

864.000 504.000
504.000 -

-

90 Pemakaian Sewa
Lahan

TAN HARTONO 30/08/2022 2208121135 2221050305 Pembayaran
Lahan Perikanan
September 2022 -
Agustus 2023

2.400.000 1.600.000
1.600.000 -

-

91 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

MANSYUR 30/08/2022 2208121157 2221050324 Pembayaran Unit
Pengolahan Ikan
No 05 Januari
2023

1.728.000
1.728.000

1.728.000 -
-

92 Pemakaian Sewa
Lahan

LAU KOK BENG 30/08/2022 2208120926 2221050735 Pembayaran
Lahan utk Gudang
Perikanan No 01
Agustus 2022 -
Juli 2023

1.200.000
700.000

700.000 -
-

93 Pemakaian Sewa
Tempat
Pengolahan Ikan
Asin /PHPT

SATIM 06/09/2022 2209033110 2221101476 Pembayaran
Fasilitas PHPT
Blok C No.08, 150
m2 Januari 2023 -
Juli 2023 (7 bulan)

2.100.000
2.100.000

2.100.000 -
-
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94 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

KANG,LUIS
PERWIRA

19/09/2022 2209086444 2221155833 Pembayaran
Fasilitas Unit
Pengolahan Ikan
(Pengepakan
Ikan) No. 09 Luas :
200 m2 Bulan
Januari 2023 sd
Maret 2023

14.400.000
14.400.000

14.400.000 -
-

95 Pemakaian Sewa
Lahan

FEBRINA
ASMARINI

29/09/2022 2209123732 2221189692 Pembayaran
Lahan Perikanan
Januari 2023 -
Desember 2023

2.160.000
2.160.000

2.160.000 -
-

96 Pemakaian Sewa
Lahan

RAIS ABDULLAH 03/10/2022 2210002973 2221199298 Pembayaran
Lahan Perikanan
September 2022 -
Agustus 2023

1.440.000
960.000

960.000 -
-

97 Pemakaian Sewa
Lahan

WILLIAM 03/10/2022 2210008938 2221202774 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan Eks
BTPI No 49.C
November 2022 -
Oktober 2023

607.200 506.000
506.000 -

-

98 Pemakaian Sewa
Lahan

NGATIJO 04/10/2022 2210012636 2221209080 Pembayaran
retribusi Lahan
Bengkel Alat
Perikanan No.(20)
luas : 60 m2 masa
pembayaran :
Agustus 2022 -
Juli 2023 ( 1 th )

1.440.000
840.000

840.000 -
-
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99 Pemakaian Sewa
Lahan

DEDDI 05/10/2022 2210012655 2221213839 Pembayaran
Lahan Bengkel
Kapal Perikanan
Mei 2023 - April
2024

720.000
720.000

480.000
240.000 240.000

100 Pemakaian Sewa
Lahan

BINSON 05/10/2022 2210012662 2221213841 Pembayaran
Lahan Bengkel
Kapal Perikanan
Mei 2023 - April
2024

720.000
720.000

480.000
240.000 240.000

101 Pemakaian Sewa
Lahan

SARIPUDIN 11/10/2022 2210058329 2221271672 Pembayaran
Fasilitas Lahan
Perikanan Luas :
36 m2 Bulan
Februari 2022 sd
Januari 2023

864.000 72.000
72.000 -

-

102 Pemakaian Sewa
Lahan

BURHANWIJAYA 11/10/2022 2210058409 2221271771 Pembayaran
Lahan Perikanan
Oktober 2022 -
September 2023

6.480.000
4.860.000

4.860.000 -
-

103 Pemakaian Sewa
Work Shop

DARMALIPIN 11/10/2022 2210063142 2221272654 Pembayaran
Workshop Blok
WS No 01 Januari
2023 - Juli 2023

3.220.000
3.220.000

3.220.000 -
-

104 Pemakaian Sewa
Lahan

DARMALIPIN 11/10/2022 2210063233 2221272669 Pembayaran
Lahan Workshop
Blok WS No 01
Mei 2022 - April
2023

4.080.000
1.360.000

1.360.000 -
-
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105 Pemakaian Sewa
Lahan

CHARLES
JULIANTO

19/10/2022 2210087482 2221296254 Pembayaran
Lahan Gudang
( Wisma Bening )
Juni 2022 - Mei
2023

7.200.000
3.000.000

3.000.000 -
-

106 Pemakaian
Dermaga Tambat
Labuh Kapal
Perikanan

PENDI 02/11/2022 2211003987 2221328274 Pembayaran
Lahan Perikanan
September 2022 -
Agustus 2023

16.380.000 10.920.000
10.920.000 -

-

107 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

KANG HUA 09/11/2022 2211022167 2221352814 Pembayaran
retribusi Kios Alat
Perikanan Wisma
No.14 luas : 12
m2 masa
pembayaran :
Januari 2023 -
Desember 2023
( 12 bln )

2.160.000
2.160.000

2.160.000 -
-

108 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

Gerry 09/11/2022 2211039304 2221353277 Pembayaran Unit
Workshop No 03
Januari 2023 -
Desember 2023

5.520.000
5.520.000

5.520.000 -
-

109 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

MOSETONG 10/11/2022 2211024808 2221369373 Pembayaran
Pengepakan Ikan
( TPI ) No 4
Januari 2023 -
Desember 2023

20.736.000
20.736.000

20.736.000 -
-

110 Pemakaian Sewa
Lahan

M ZAINAL AB 14/11/2022 2211053308 2221379757 Pembayaran
Lahan Perikanan
Mei 2022 - April

1.152.000 384.000
384.000 -

-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 298

2023

111 Pemakaian
Dermaga Tambat
Labuh Kapal
Perikanan

SANEPAL 18/11/2022 2221414755 2211074891 Pembayaran
Lahan untuk
coldstorage
September 2022 -
Agustus 2023

4.800.000 3.200.000
3.200.000 -

-

112 Pemakaian Sewa
Lahan

FIRMANTO 18/11/2022 2221414782 2211074902 Pembayaran
Lahan untuk
coldstorage
September 2022 -
Agustus 2023

4.800.000
3.200.000

3.200.000 -
-

113 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

Nasir Bakhri 21/11/2022 2211086885 2221422742 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan April
2022 - Maret
2023

6.528.000
1.632.000

1.632.000 -
-

114 Pemakaian Sewa
Lahan

WILIS 22/11/2022 2211085720 2221425529 Pembayaran
Lahan Perikanan
November 2022 -
Desember 2023

2.712.000
2.324.571

2.324.571 -
-

115 Pemakaian Sewa
Lahan

HARIANTO 23/11/2022 2211089740 2221429658 Pembayaran
retribusi Lahan
Gudang Kayu
Perikanan eks
BTPI No.(04) luas :
135 m2 masa
pembayaran : Mei
2022 - April 2023
( 1 thn )

3.240.000
1.080.000

1.080.000 -
-
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116 Pemakaian Sewa
Lahan

MASNUR 23/11/2022 2211090071 2221429895 Pembayaran
Lahan untuk
coldstorage
Januari 2023 -
Desember 2023

4.800.000
4.800.000

4.800.000 -
-

117 Pemakaian Sewa
Lahan

SARMANAH 25/11/2022 2211095677 2221435867 Fasilitas / Sarana
Blok Warung
PHPT NO 11
Januari 2023 -
Desember 2023
(setahun)

576.000
576.000

576.000 -
-

118 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

IR.R.UNA
RUSMANA

01/12/2022 2212086489 2221326884 Pembayaran
Gudang Perikanan
Blok D No 01
Januari 2023 -
April 2023

1.440.000
1.440.000

1.440.000 -
-

119 Pemakaian Sewa
Lahan

JAMES 01/12/2022 44896 2221422863 Pembayaran
Lahan Perikanan
September 2022 -
Agustus 2023

7.200.000
4.800.000

4.800.000 -
-

120 Pemakaian Sewa
Lahan

SHOULI MA 01/12/2022 2212000240 2221447607 Pembayaran
Lahan Penunjang
Coldstorage
Januari 2023 -
Desember 2023

1.920.000 1.920.000
1.920.000 -

-

121 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

HASAN 01/12/2022 2212011520 2221448847 Pembayaran
retribusi Kios
Perikanan
Dermaga Timur
No.(1.B) luas :

1.890.000
1.890.000

1.890.000 -
-
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10,5 m2 masa
pembayaran :
Januari 2023 -
Desember 2023
( 12 bln )

122 Pemakaian Sewa
Lahan

LUSIANA 01/12/2022 2211109736 2221448918 Pembayaran
Lahan untuk
gudang perikanan
Agustus 2022 -
Juli 2023

4.992.000
2.912.000

2.912.000 -
-

123 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

WARJU 02/12/2022 2212011953 2221458314 Pembayaran
retribusi Gudang
Perikanan seluas :
140 m2 masa
pembayaran :
Januari 2023 -
Oktober 2023 ( 10
bln )

21.000.000
21.000.000

21.000.000 -
-

124 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

WINALDI 02/12/2022 2212011516 2221458610 Fasilitas/sarana
Kios Perikanan
Dermaga Timur
No.(1.A) luas :
10,5 m2 Bulan :
Januari 2023 -
Desember 2023
( 12 bln )

1.890.000
1.890.000

1.890.000 -
-

125 Pemakaian Sewa
Lahan

NUGROHO
SUSANTO

07/12/2022 2212093427 2221500988 Pembayaran
retribusi Lahan
Perikanan Seluas :
48 m2
Pembayaran :
Januari 2023 -

1.152.000
1.152.000

1.152.000 -
-
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Desember 2023
( 1 th )

126 Pemakaian Sewa
Lahan

HASANUDIN 08/12/2022 2212042257 2221503865 Pembayaran
Fasilitas Lahan
untuk Gudang
Perikanan Bulan
Juni 2022 sd Mei
2023 Luas : 50m2

1.200.000
500.000

500.000 -
-

127 Pemakaian Sewa
Lahan

KASMAN
SUDIRMAN

08/12/2022 2212042906 2221504273 Pembayaran
Lahan Perikanan
( PHPT ) Mei 2022
- April 2023

6.000.000
2.000.000

2.000.000 -
-

128 Pemakaian Sewa
Tempat
Pengolahan Ikan
Asin /PHPT

ENI WIJAYANTI 12/12/2022 2212062693 2221527577 Fasilitas / Sarana
PHPT BLOK F. NO
13 Pembayaran
Januari 2023 s/d
Desember 2023

3.600.000
3.600.000

3.600.000 -
-

129 Pemakaian Sewa
Lahan

RICKY CHEN 13/12/2022 2212067464 2221531609 Pembayaran
Lahan untuk
bengkel peralatan
kapal Desember
2022 - November
2023

2.880.000
2.640.000

2.640.000 -
-

130 Pemakaian Sewa
Tempat
Pengolahan Ikan
Asin /PHPT

JIMI PRIHATIN 14/12/2022 2212071701 2221535775 FASILITAS /
SARANA UNIT
PHPT C. NO 9
JANUARI 2023 -
DESEMBER 2023

3.600.000
3.600.000

3.600.000 -
-
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131 Pemakaian Sewa
Lahan

JIMMY SUANDI 14/12/2022 2212080719 2221536728 Pembayaran
Lahan Perikanan
Desember 2022 -
November 2023

4.104.000
3.762.000

3.762.000 -
-

132 Pemakaian Sewa
Lahan

EDY SURYADI 16/12/2022 2212081374 2221543285 fasilitas/sarana
Lahan Gudang
Alat Perikanan
eks BTPI No.(41)
luas : 30 m2
Pembayaran :
Januari 2023 -
Desember 2023
( 1 th )

720.000
720.000

720.000 -
-

133 Pemakaian Sewa
Lahan

ADI PUTRA
WONG

16/12/2022 2212081369 2221543356 Fasilitas/sarana
Lahan Gudang
Alat Perikanan
eks BTPI No.(07)
luas : 30 m2
Pembayaran :
Januari 2023 -
Desember 2023
( 1 th )

720.000
720.000

720.000 -
-

134 Pemakaian Sewa
Lahan

JOHAN
PRATAMA

20/12/2022 2212090679 2221551315 Pembayaran
Lahan Penunjang
Perikanan Eks
BTPI Desember
2022 - November
2023

2.640.000
2.420.000

2.420.000 -
-

135 Pemakaian Sewa
Lahan

HENDRY SOFANI 21/12/2022 2212094951 2221554925 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan Januari

576.000
576.000

576.000 -
-
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2023 - Desember
2023

136 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

HENDRY SOFANI 21/12/2022 2212094927 2221555003 Pembayaran Kios
Perikanan No 09
Januari 2023 -
Juni 2023

2.160.000 2.160.000
2.160.000 -

-

137 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

JUSUH 21/12/2022 2212095363 2221555519 Fasilitas/sarana
Kios Alat
Perikanan BST.B
No.13 luas : 72
m2 Pembayaran
bulan : Januari
2023 - Mei 2023
( 5 bln )

5.400.000
5.400.000

5.400.000 -
-

138 Pemakaian Sewa
Tempat
Pengolahan Ikan
Asin /PHPT

SUTADI 21/12/2022 2212094267 2221555756 PEMBAYARAN
RETRIBUSI UNIT
PENJEMURAN
PHPT BLOK A NO
13 januari 2023(1
bln)

215.000
215.000

215.000 -
-

139 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

SUTADI 21/12/2022 2212094271 2221555810 PEMBAYARAN
RETRIBUSI
BANGUNAN PHPT
BLOK A NO 13
januari 2023 (1
bln)

637.500
637.500

637.500 -
-

140 Pemakaian Sewa
Lahan

JOHAN
PRATAMA

23/12/2022 2212103439 2221561269 Fasilitas/sarana
Lahan Penunjang
Perikanan eks
BTPI luas : 15 m2
Pembayaran :

360.000
330.000

330.000 -
-
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Desember 2022 -
November 2023
( 1 th )

141 Pemakaian Sewa
Lahan

LAU KOK BENG 23/12/2022 2212107783 2221562446 Pembayaran
Lahan Penunjang
Pengolahan Ikan
Januari 2023 -
Desember 2023

2.640.000
2.640.000

2.640.000 -
-

142 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

LAU KOK BENG 23/12/2022 2212107785 2221562460 Pembayaran Unit
Pengolahan Ikan
Januari 2023 -
Desember 2023

34.560.000
34.560.000

34.560.000 -
-

143 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

JUSUH 23/12/2022 2212101920 2221562465 Fasilitas/sarana
Kios Perikanan
eks BTPI No.(29)
luas : 6 m2
Pembayaran :
Januari 2023 -
Mei 2023 ( 5 bln )

450.000 450.000
450.000 -

-

144 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

JUSUH 23/12/2022 2212101936 2221562471 Fasilitas/sarana
Kios Bengkel
Docking No.(02)
luas : 24 m2
Pembayaran :
Januari 2023 -
Mei 2023 ( 5 bln )

1.800.000
1.800.000

1.800.000 -
-

145 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

TAMRIN HUSNI 23/12/2022 2212101934 2221562485 Fasilitas/sarana
Kios Perikanan
eks BTPI No.(32)
luas : 6 m2
Pembayaran :

450.000
450.000

450.000 -
-
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Januari 2023 -
Mei 2023 ( 5 bln )

146 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

HERMANTO 23/12/2022 2212101943 2221562520 Fasilitas/sarana
Gudang Alat
Bengkel
Perikanan BST
No.(15) luas : 70
m2 Pembayaran :
januari 2023 - Mei
2023 ( 5 bln )

5.250.000
5.250.000

5.250.000 -
-

147 Pemakaian Sewa
Tempat
Pengolahan Ikan
Asin /PHPT

KARYAN 26/12/2022 2212104548 2221566212 PEMBAYARAN
RETRIBUSI PHPT
BLOK D.04
JANUARI 2023 (1
BLN)

300.000
300.000

300.000 -
-

148 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

SAMUDERA 27/12/2022 2212109537 2221571037 FASILITAS
/SARANA
GUDANG
PERIKANAN PHPT
NO. 08 JANUARI
2023 - DESEMBER
2023

9.000.000
9.000.000

9.000.000 -
-

149 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

SAMUDERA 27/12/2022 2212109531 2221571052 FASILITAS
/SARANA
GUDANG
PERIKANAN PHPT
NO. 09 JANUARI
2023 - DESEMBER
2023

9.000.000
9.000.000

9.000.000 -
-

150 Pemakaian Sewa
Tempat Lapak Ikan

KONDI 28/12/2022 2212112359 2221573972 Pembayaran
Lapak Blok H No.

489.600 489.600 -
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Pasar Grosir 27 - 28 Bulan
Januari 2023 sd
Desember 2023

489.600 -

151 Pemakaian Sewa
Lahan

MOCH YAHYADI 01/02/2023 2302002640 2230140100 Pembayaran
Lahan Perikanan
Februari 2023 -
Januari 2024

432.000 - - -
- 36.000 36.000

152 Pemakaian Sewa
Lahan

JUHRA 01/02/2023 2302002659 2230140655 Pembayaran
Lahan Perikanan
Februari 2023 -
Januari 2024

480.000 - - -
- 40.000 40.000

153 Pemakaian Sewa
Lahan

JULIATIN 02/02/2023 2302006543 2230146239 Pembayaran
Lahan untuk
Gudang Perikanan
Januari 2024 -
Desember 2024

2.400.000 - - -
- 2.400.000 2.400.000

154 Pemakaian Sewa
Lahan

KASUM ACUN 27/02/2023 2302106303 2230260318 Pembayaran
Lahan Perikanan
PHPT ( DIsplay )
Maret 2023 -
Februari 2024 (1
THN)

1.562.400 - - -
- 260.400 260.400

155 Pemakaian Sewa
Lahan

WARJU 02/03/2023 2303009385 2230275990 Fasilitas/sarana
Lahan untuk Cold
Storage luas :
203,59 m2
Pembayaran :
April 2023 - Maret
2024 ( 1 thn )

4.886.160 - - -
- 1.221.540 1.221.540
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156 Pemakaian Sewa
Lahan

WARJU 02/03/2023 2303009401 2230276089 Fasilitas/sarana
Lahan Gudang
Perikanan luas :
100 m2
Pembayaran :
Februari 2023 -
Januari 2024 ( 1
thn )

2.400.000 - - -
- 200.000 200.000

157 Pemakaian Sewa
Lahan

BAGUS
RUDIYONO

03/03/2023 2303018886 2230280239 Pembayaran
Fasilitas Lahan
Gudang Perikanan
(belakang SPBU)
untuk Peralatan
Kapal Bulan
Maret 2023 sd
Februari 2024
Luas : 66 m2

1.584.000 - - -
- 264.000 264.000

158 Pemakaian Sewa
Lahan

BAGUS
RUDIYONO

03/03/2023 2303018873 2230280537 Pembayaran
Fasilitas Lahan
Perikanan Bulan
Maret 2023 sd
Februari 2024
Luas : 120 m2

2.880.000 - - -
- 480.000 480.000

159 Pemakaian Sewa
Lahan

MUJIONO 07/03/2023 2303019847 2230292789 Pembayaran
Lahan Perikanan
Maret 2023 -
Februari 2024

1.344.000 - - -
- 224.000 224.000

160 Pemakaian Sewa
Lahan

TANTOMMY
JAYA

08/03/2023 2303025599 2230300446 Pembayaran
Lahan Perikanan
September 2023 -
Agustus 2024

4.800.000 - - -
- 3.200.000 3.200.000
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161 Pemakaian Sewa
Lahan

KARISSODIKIN 09/03/2023 2303029012 2230304521 Fasilitas/sarana
Lahan Warung
Perikanan
Dermaga Timur
luas : 8 m2
Pembayaran :
Maret 2023 -
Februari 2024 ( 1
thn )

192.000 - - -
- 32.000 32.000

162 Pemakaian Sewa
Lahan

INDRA LOKA 13/03/2023 2303042006 2230354056 Pembayaran
Lahan untuk UPI
April 2023 - Maret
2024

6.000.000 - - -
- 1.500.000 1.500.000

163 Pemakaian Sewa
Lahan

GAVIND
BECHKAM LOKA

13/03/2023 2303042005 2230354074 Pembayaran
Lahan untuk UPI
April 2023 - Maret
2024

6.000.000 - - -
- 1.500.000 1.500.000

164 Pemakaian Sewa
Lahan

SONITA
PRASETYO

20/03/2023 2303083775 2230377689 Pembayaran
Lahan untuk
Bengkel Kapal
Perikanan Mei
2023 - April 2024

4.560.000 - - -
- 1.520.000 1.520.000

165 Pemakaian Sewa
Lahan

RUDI 28/03/2023 2303102997 2230398521 Pembayaran
Lahan Perikanan
Bengkel Peralatan
Kapal Maret 2023
- Februari 2024

6.720.000 - - -
- 1.120.000 1.120.000

166 Pemakaian Sewa
Lahan

TRI SUTRISNO 28/03/2023 2303103006 2230398534 Pembayaran
Lahan Perikanan
Bengkel Peralatan

4.800.000 - - -
- 800.000 800.000
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Kapal Maret 2023
- Februari 2024

167 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

HERMAN 04/04/2023 2304105380 2230424977 Pembayaran Unit
Pengolahan Ikan
No 21 Januari
2024 - Desember
2024

31.680.000 - - -
- 31.680.000 31.680.000

168 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

HERMAN 04/04/2023 2304105375 2230425084 Pembayaran Unit
Pengolahan Ikan
No 21 Januari
2025 - Juni 2025

15.840.000 - - -
- 15.840.000 15.840.000

169 Pemakaian Sewa
Lahan

UDIN
SYARIPUDIN

06/04/2023 2304018662 2230437823 Pembayaran
Fasilitas Lahan
Gudang Kayu
Perikanan eks
BTPI No.(05) luas :
150 m2 Bulan :
April 2023 - Maret
2024 ( 1 thn )

3.600.000 - - -
- 900.000 900.000

170 Pemakaian Sewa
Lahan

ARIF SARIPUDIN 10/04/2023 2304025384 2230462432 Pembayaran
Fasilitas Lahan
Warung Wisma
Bening luas : 26
m2 Bulan : April
2023 - Maret
2024 ( 1 thn )

624.000
156.000 156.000

171 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

SUSILO 12/04/2023 2304055156 2230495159 Pembayaran
Fasilitas Gudang
Alat Perikanan
No. 06 Bulan
Januari 2024 sd

1.080.000 - - -
- 1.080.000 1.080.000
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Maret 2024 Luas :
24 m2

172 Pemakaian Sewa
Lahan

Gerry 13/04/2023 2304083414 2230500310 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan Juni
2023 - Mei 2024

1.200.000 - - -
- 500.000 500.000

173 Pemakaian Sewa
Lahan

TONNY TJAHYADI 13/04/2023 2304080930 2230500804 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan Eks
BTPI No 01 April
2023 - Maret
2024

720.000 - - -
- 180.000 180.000

174 Pemakaian Sewa
Lahan

ADI GAUTAMA 13/04/2023 2304080946 2230500811 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan Eks
BTPI No 02 April
2023 - Mei 2024

720.000 - - -
- 300.000 300.000

175 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

JUNIANTO SALIM 14/04/2023 2230504263 2304090129 Pembayaran Kios
Perikanan No 06
Januari 2024 -
Februari 2024

720.000 - - -
- 720.000 720.000

176 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

JUNIANTO SALIM 14/04/2023 2304090121 2230504272 Pembayaran Kios
Perikanan No 05
Januari 2024 -
Mei 2024

1.800.000 - - -
- 1.800.000 1.800.000

177 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

JONI DJAINI 10/05/2023 2305129561 2230611972 Pembayaran Unit
Pengolahan Ikan
No 17-18 Januari

26.400.000 - - -
- 26.400.000 26.400.000
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2024 - Mei 2024

178 Pemakaian Sewa
Lahan

JONI DJAINI 10/05/2023 2305129558 2230611981 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan No 04
Juni 2023 - Mei
2024

1.200.000 - - -
- 500.000 500.000

179 Pemakaian Sewa
Lahan

MEILINDA
KURNIAWAN

15/05/2023 2305081214 2230626044 Pembayaran
Fasilitas Lahan
Perikanan untuk
bengkel Peralatan
Kapal Bulan
Maret 2023 sd
Februari 2024
Luas : 250,38m2

6.009.120 - - -
- 1.001.520 1.001.520

180 Pemakaian Sewa
Lahan

MEILINDA
KURNIAWAN

15/05/2023 2305081204 2230626074 Pembayaran
Fasilitas Lahan
Perikanan untuk
Bengkel Peralatan
Kapal Bulan
Maret 2024 sd
Februari 2025
Luas ; 250,38m2

6.009.120 - - -
- 6.009.120 6.009.120

181 Pemakaian Sewa
Lahan

YENNI SOUZA 23/05/2023 2305107070 2230683631 Pembayaran
retribusi Lahan
Gudang Kayu eks
BTPI No.(01) luas :
60 m2 Bulan :
April 2023 - Maret
2024 ( 1 thn )

1.440.000 - - -
- 360.000 360.000
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182 Pemakaian Sewa
Lahan

RUDI 23/05/2023 2305107073 2230683650 Pembayaran
retribusi Lahan
Gudang Kayu eks
BTPI No.(02) luas :
60 m2 Bulan :
April 2023 - Maret
2024 ( 1 thn )

1.440.000 - - -
- 360.000 360.000

183 Pemakaian Sewa
Lahan

KARSONO 23/05/2023 2305107074 2230683662 Pembayaran
retribusi Lahan
Gudang Kayu
Perikanan eks
BTPI No.(03) luas :
60 m2 Bulan :
April 2023 - Maret
2024 ( 1 thn )

1.440.000 - - -
- 360.000 360.000

184 Pemakaian Sewa
Lahan

MAYAWARDANI 30/05/2023 2305128934 2230704681 : Pembayaran
Lahan Perikanan
Mei 2023 - April
2024

360.000 - - -
- 120.000 120.000

185 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

T O N Y 05/06/2023 2306026080 2230615148 Pembayaran Unit
Pengolahan Ikan
No 19-20 Januari
2024 - Mei 2024

26.400.000 - - -
- 26.400.000 26.400.000

186 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

IRAWATI
ANDRIANA

06/06/2023 2306025502 2230726851 Pembayaran Unit
Pengolahan Ikan
( Pengepakan
Ikan ) No 02
Januari 2024 -
Maret 2024

14.400.000 - - -
- 14.400.000 14.400.000
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187 Pemakaian Sewa
kantor Alat
Perikanan

JOHANIS 07/06/2023 2306112803 2230732419 Pembayaran
Kantor Eks BTPI
No 19 Januari
2024 - Juni 2024

18.720.000 - - -
- 18.720.000 18.720.000

188 Pemakaian Sewa
Lahan

TIO, JACOB 13/06/2023 2306066739 2230794159 Pembayaran
Fasilitas Lahan
Gudang Alat
Perikanan Bulan
Juli 2023 sd Juni
2024 Luas :
156m2

3.744.000 - - -
- 1.872.000 1.872.000

189 Pemakaian Sewa
Lahan

M NAHRAWI 15/06/2023 2306077702 2230803066 Pembayaran
Lahan Penunjang
Perikanan ( TImur
Pasar Ikan )
Agustus 2023 -
Juli 2024

264.000 - - -
- 154.000 154.000

190 Pemakaian Sewa
Lahan

CHARLES
JULIANTO

20/06/2023 2306093048 2230814799 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan
( Wisma Bening )
Juni 2023 - Mei
2024

7.200.000 - - -
- 3.000.000 3.000.000

191 Pemakaian Sewa
Lahan

ADI 26/06/2023 2306117777 2230832042 Pembayaran
retribusi Lahan
Gudang Perikanan
Wisma Bening
No.(P.) luas : 17
m2 Bulan : Juli
2023 - Juni 2024
( 1 thn )

408.000 - - -
- 204.000 204.000
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192 Pemakaian Sewa
Lahan

TURNINGSIH 27/06/2023 2306117807 2230835061 Pembayaran
Lahan Perikanan
Juni 2023 - Mei
2024

144.000 - - -
- 60.000 60.000

193 Pemakaian Sewa
Lahan

WILSON CALVIN 10/07/2023 2307063311 2230914414 Pembayaran
retribusi Lahan
Gudang Alat
Perikanan No.(88)
luas : 58 m2
bulan :
September 2023 -
Agustus 2024 ( 1
thn )

1.392.000 - - -
- 928.000 928.000

194 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

HARTARTO
SAPUTRA,ANG

12/07/2023 2307070917 2230922232 Pembayaran
Pengolahan Ikan
No 03 Januari
2024 - Juni 2024

28.800.000 - - -
- 28.800.000 28.800.000

195 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

HARTARTO
SAPUTRA,ANG

12/07/2023 2307070909 2230922285 Pembayaran
Pengolahan Ikan
No 04 Januari
2024 - Juni 2024

28.800.000 - - -
- 28.800.000 28.800.000

196 Pemakaian Sewa
Lahan

ASURI B.
SATIMAN

13/07/2023 2307096126 2230926486 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan Juni
2023 - Mei 2024

1.680.000 - - -
- 700.000 700.000

197 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

ALWI ANGGA
BUDIMAN

13/07/2023 2307078541 2230926712 Pembayaran
Pengepakan Ikan
/ Pengolahan Ikan
Januari 2024 -

28.800.000 - - -
- 28.800.000 28.800.000



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DKPKP (GABUNGAN) TAHUN 2023 AUDITED 315

Desember 2024

198 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

ALWI ANGGA
BUDIMAN

13/07/2023 2307078531 2230926984 Pembayaran
Pengepakan Ikan
/ Pengolahan Ikan
No 15 A - 16
Januari 2025 -
Mei 2025

12.000.000 - - -
- 12.000.000 12.000.000

199 Pemakaian Sewa
Lahan

M ZAINAL AB 18/07/2023 2307091157 2230942118 Pembayaran
Lahan Perikanan
Mei 2023 - April
2024

1.152.000 - - -
- 384.000 384.000

200 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

M.SENDY
SANJAYA

20/07/2023 2307099824 2230942590 Pembayaran
Gudang Alat
Perikanan Januari
2024 - Juni 2024

5.760.000 - - -
- 5.760.000 5.760.000

201 Pemakaian Sewa
Tempat
Pengolahan Ikan
Asin /PHPT

NURCHOLIS 24/07/2023 2307105051 2230955823 pembayaran
Fasilitas Unit
PHPT BLOK J. 08
Januari 2024 -
desember 2024
(12 b

3.120.000 - - -
- 3.120.000 3.120.000

202 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

HENDRIK
CHANDRA
WIJAYA

24/07/2023 2307107003 2230956269 Pembayaran
retribusi Kios
Perikanan eks
BTPI Luas : 24 m2
Bulan : Januari
2024 - Juni 2024
( 6 bln )

2.160.000 - - -
- 2.160.000 2.160.000
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203 Pemakaian Sewa
Tempat Lapak Ikan
Pasar Grosir

DARIYAH 27/07/2023 2307118095 2230967741 Pembayaran
Lahan Perikanan
Juli 2023 - Juni
2024

144.000 - - -
- 72.000 72.000

204 Pemakaian Sewa
Lahan

ARPO SUPANGAT 31/07/2023 2307126020 2230976764 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan No 03
Juni 2023 - Mei
2024

1.200.000 - - -
- 500.000 500.000

205 Pemakaian Sewa
Lahan

ARPO SUPANGAT 31/07/2023 2307126024 2230976768 Pembayaran
retribusi Lahan
Gudang Perikanan
eks BTPI No.(04)
luas : 30 m2
Bulan : Juni 2023 -
Mei 2024

720.000 - - -
- 300.000 300.000

206 Pemakaian Sewa
Lahan

ARPO SUPANGAT 31/07/2023 2307126027 2230976778 Pembayaran
retribusi Lahan
Gudang Perikanan
eks BTPI No.(05)
luas : 30 m2
Bulan : Januari
2024 - Desember
2024 ( 1 thn )

720.000 - - -
- 720.000 720.000

207 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

ARPO SUPANGAT 31/07/2023 2307126028 2230976779 Pembayaran Unit
Pengolahan Ikan
No 22 Januari
2024 - Juli 2024

18.480.000 - - -
- 18.480.000 18.480.000

208 Pemakaian Sewa DAVID 01/08/2023 2308002137 2230980069 Pembayaran
Lahan Gudang

2.400.000 - - -
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Lahan SANTOKHO Bengkel
Perikanan
Agustus 2023 -
Juli 2024

- 1.400.000 1.400.000

209 Pemakaian Sewa
Lahan

DAVID
SANTOKHO

01/08/2023 2308002393 2230980376 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan No 54.a
Juli 2023 - Juni
2024

624.000 - - -
- 312.000 312.000

210 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

HARTONO 04/08/2023 2308050597 2231021459 Pembayaran
Gudang Perikanan
Blok B No 03 - 04
Januari 2024 -
Juni 2024

4.320.000 - - -
- 4.320.000 4.320.000

211 Pemakaian Sewa
Lahan

HARTONO 04/08/2023 2308050605 2231021511 Pembayaran
Lahan Penunjang
Gudang Perikanan
Blok B No 03 - 04
Juni 2023 - Mei
2024

5.280.000 - - -
- 2.200.000 2.200.000

212 Pemakaian Sewa
Tempat
Pengolahan Ikan
Asin /PHPT

Sri Wati 10/08/2023 2308062148 2231056314 PEMBAYARAN
UNIT WARUNG
PHPT NO 04
JANUARI 2024 -
DESEMBER 2024
( 12 BLN)

576.000 - - -
- 576.000 576.000

213 Pemakaian Sewa
Lahan

AGUS SALIM
WIDJAJA

24/08/2023 2308110287 2231097467 Pembayaran
Lahan Penunjang
Perikanan Blok D
No 03 September
2023 - Agustus

2.028.000 - - -
- 1.352.000 1.352.000
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2024

214 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

AGUS SALIM
WIDJAJA

24/08/2023 2308110273 2231097477 Pembayaran
Gudang Perikanan
Blok D No 03
Januari 2024 -
Agustus 2024

2.880.000 - - -
- 2.880.000 2.880.000

215 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

SUARDI 28/08/2023 2308125432 2231104000 Pembayaran
retribusi Gudang
Perikanan eks
Jaring Wisma
Bening No.(03)
luas : 96 m2
Bulan : Juni 2023 -
Mei 2024 ( 1 thn )

17.280.000 - - -
- 7.200.000 7.200.000

216 Pemakaian Sewa
Lahan

WILIS 28/08/2023 2308118006 2231105257 Pembayaran
Lahan Perikanan
Agustus 2023 -
Juli 2024

5.616.000 - - -
- 3.276.000 3.276.000

217 Pemakaian Sewa
Lahan

NICO SALIM 28/08/2023 2308118019 2231105272 Pembayaran
Lahan Perikanan
Agustus 2023 -
Juli 2024

5.640.000 - - -
- 3.290.000 3.290.000

218 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

WILIS 30/08/2023 2308126115 2231112196 Pembayaran
Pengolahan Ikan /
Pengepakan Ikan
No 06 Januari
2024 - Agustus
2024

38.400.000 - - -
- 38.400.000 38.400.000
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219 Pemakaian Sewa
Lahan

WILIS 30/08/2023 2308126103 2231112213 Pembayaran
Lahan Gudang
Perikanan No 12 -
13 September
2023 - Agustus
2024

2.880.000 - - -
- 1.920.000 1.920.000

220 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

ROBERT KAMIL 30/08/2023 2308127451 2231112745 Pembayaran
retribusi Kios
Perikanan Wisma
Bening No.(03)
luas : 96 m2
Bulan : Januari
2024 - Desember
2024 ( 12 bln )

17.280.000 - - -
- 17.280.000 17.280.000

221 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

KAMIL 30/08/2023 2308127488 2231112778 Pembayaran
retribusi Kios
Perikanan Wisma
Bening No.(03)
luas : 96 m2
Bulan : Januari
2024 - Desember
2024 ( 12 bln )

17.280.000 - - -
- 17.280.000 17.280.000

222 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

EDDIE LEO 30/08/2023 2308127482 2231112830 Pembayaran
retribusi Kios
Perikanan Wisma
Bening No.(01)
luas : 96 m2
Bulan : Januari
2024 - Desember
2024 ( 12 bln )

17.280.000 - - -
- 17.280.000 17.280.000
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223 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

FRENGKI 30/08/2023 2308127470 2231112907 Pembayaran
retribusi Kios
Perikanan Wisma
Bening No.(02)
luas : 96 m2
Bulan : Januari
2024 - Desember
2024 ( 12 bln )

17.280.000 - - -
- 17.280.000 17.280.000

224 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

POO SANG 30/08/2023 2308127462 2231112922 Pembayaran
retribusi Kios
Perikanan Wisma
Bening No.(07)
luas : 96 m2
Bulan : Januari
2024 - Desember
2024 ( 12 bln )

17.280.000 - - -
- 17.280.000 17.280.000

225 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

EDDIE LEO 31/08/2023 2308130037 2231116310 Pembayaran
retribusi Kios
Perikanan Wisma
Bening No.(A)
luas : 48 m2
Bulan : Januari
2024 - Desember
2024 ( 12 bln )

8.640.000 - - -
- 8.640.000 8.640.000

226 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

EDDIE LEO 31/08/2023 2308130026 2231116327 Pembayaran
retribusi Kios
Perikanan Wisma
Bening No.( N )
luas : 48 m2
Bulan : Januari
2024 - Desember
2024 ( 12 bln )

8.640.000 - - -
- 8.640.000 8.640.000
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227 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

FRENGKI 31/08/2023 2308130015 2231116348 Pembayaran
retribusi Kios
Perikanan Wisma
Bening No.( B )
luas : 48 m2
Bulan : Januari
2024 - Desember
2024 ( 12 bln )

8.640.000 - - -
- 8.640.000 8.640.000

228 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

FRENGKI 31/08/2023 2308130006 2231116366 Pembayaran
retribusi Kios
Perikanan Wisma
Bening No,( M )
luas : 48 m2
Bulan : Januari
2024 - Desember
2024 ( 12 bln )

8.640.000 - - -
- 8.640.000 8.640.000

229 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

SARTONO 31/08/2023 2308129995 2231116576 pembayaran
retribusi Kios
Perikanan Wisma
Bening No. ( L )
luas : 48 m2
Bulan : Januari
2024 - Desember
2024 ( 12 bln )

8.640.000 - - -
- 8.640.000 8.640.000

230 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

MACAN 05/09/2023 2309017141 2231135028 Pembayaran Kios
Perikanan No 12
Januari 2024 -
April 2024

1.440.000 - - -
- 1.440.000 1.440.000

231 Pemakaian Sewa
Lahan

LUQMAN 06/09/2023 2309017935 2231142621 Pembayaran
Lahan untuk
Coldstoarge

7.680.000 - - -
- 5.120.000 5.120.000
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September 2023 -
Agustus 2024

232 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

NASIR BAKHRI 14/09/2023 2309071211 2231209212 Pembayaran
Gudang Perikanan
MCK Januari 2024
- Agustus 2024

12.000.000 - - -
- 12.000.000 12.000.000

233 Pemakaian Sewa
kantor Alat
Perikanan

ANAM BUDIONO 16/10/2023 2310080245 2231352088 Pembayaran
Fasilitas kantor
perikanan di TPI
Muara Angke
Bulan Oktober
2023 sd
September 2024
Luas : 45m2

8.100.000 - - -
- 6.075.000 6.075.000

234 Pemakaian Sewa
Lahan

SOFYAN 16/10/2023 2310090235 2231353802 Pembayaran
retribusi Lahan
Gudang Perikanan
Wisma Bening
No. ( P.04) luas :
22,3 m2 Bulan :
Agustus 2023 -
Juli 2024 ( 1 thn )

535.200 - - -
- 312.200 312.200

235 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

RICO ADITYA
SURJA

24/10/2023 2310107666 2231372749 Pembayaran Unit
Pengolahan Ikan
No 25 Januari
2024 - Agustus
2024

21.120.000 - - -
- 21.120.000 21.120.000

236 Pemakaian Sewa
Lahan

M NAHRAWI 30/10/2023 2310114766 2231382236 Pembayaran
Lahan Perikanan
Bulan Oktober
2023 - September

1.296.000 - - -
- 972.000 972.000
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2024

237 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

BEBYSON BONG 01/11/2023 2311005746 2231393083 Pembayaran
Gudang Perikanan
Blok C 1-2 Januari
2024 - Maret
2024

2.160.000 - - -
- 2.160.000 2.160.000

238 Pemakaian Sewa
Gudang Alat
Perikanan

BEBYSON BONG 01/11/2023 2311005818 2231393122 Pembayaran
Lahan penunjang
Perikanan Blok C
1-2 Juli 2023 -
Juni 2024

5.328.000 - - -
- 2.664.000 2.664.000

239 Pemakaian Sewa
Lahan

TURKIAWAN 02/11/2023 2311007366 2231399389 Pembayaran
Lahan Perikanan
Agustus 2023 -
Juli 2024

1.200.000 - - -
- 700.000 700.000

240 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

TURKIAWAN 02/11/2023 2311007758 2231399697 Pembayaran Kios
Perikanan Januari
2024 - April 2024

360.000 - - -
- 360.000 360.000

241 Pemakaian Sewa
Lahan

INDRA JAYA 03/11/2023 2311010872 2231403393 Pembayaran
Lahan Perikanan
PHPT, Luas : 35
m2 November
2023 - Oktober
2024 ( 1 thn)

840.000 - - -
-

700.000
700.000

242 Pemakaian Sewa
Lahan

BURHANWIJAYA 10/11/2023 2311092176 2231467834 Pembayaran
Lahan Perikanan
Oktober 2023 -
September 2024

6.480.000 - - -
- 4.860.000 4.860.000
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243 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

MOSETONG 14/11/2023 2311073126 2231477251 Pembayaran Unit
Pengolahan Ikan
No 04 (TPI)
Januari 2024 -
Desember 2024

20.736.000 - - -
- 20.736.000 20.736.000

244 Pemakaian Sewa
kantor Alat
Perikanan

MAULANA 15/11/2023 2311076504 2231479458 Pembayaran
Kantor Hyginies
No 12-13 Januari
2024 - September
2024

3.240.000
3.240.000 3.240.000

245 Pemakaian Sewa
Lahan

SAKIMIN 15/11/2023 2311076938 2231479936 Pembayaran
retribusi Lahan
Gudang Perikanan
eks BTPI No.( 11 )
luas : 30 m2
Bulan : Januari
2024 - Desember
2024 ( 1 thn )

720.000
720.000 720.000

246 Pemakaian Sewa
Kios Alat Perikanan

JUHRA 16/11/2023 2311081456 2231484125 Pembayaran
Fasilitas Kios
Perikanan "48"
No. 58 Bulan
Januari 2024 sd
Oktober 2024
Luas : 6,75m2

1.012.500
1.012.500 1.012.500

247 Pemakaian Sewa
Lahan

NUGROHO
SUSANTO

14/12/2023 2312051469 2231590873 Pembayaran
retribusi Lahan
Perikanan luas :
48 m2 Bulan :
Januari 2024 -
Desember 2024

1.152.000
1.152.000 1.152.000
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( 1 thn )

248 Pemakaian Sewa
Tempat
Pengolahan Ikan
Asin /PHPT

JIMI PRIHATIN 14/12/2023 2312051699 2231591302 PEMBAYARAN
UNIT PHPT BLOK
C.9 JANUARI 2024
- DESEMBER 2024
(12 BLN)

3.600.000
3.600.000 3.600.000

249 Pemakaian Sewa
Pengepakan Ikan

KANG,LUIS
PERWIRA

18/12/2023 2312060876 2231600391 Pembayaran Unit
Pengolahan Ikan /
Pengepakan Ikan
No 09 Januari
2024 - Maret
2024

14.400.000
14.400.000 14.400.000

TOTAL PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
713.567.531

732.135.531
(18.568.000) 20.872.000 599.468.280 601.772.280
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Lampiran 9 Pendapatan dibayar dimuka atas kompensasi pembayaran retribusi akibat diberlakukannya Pergub 87 tahun 2021

NO_IDENTITAS NAMA_SUBJEK SUB_KODE_REKENING
JML_PENDAPATAN
DITERIMA
DIMUKA

JML_SKRD_PIUTANG JML_KOMPENSASI
TH 2022

JML
PENDAPATAN
DITERIMA
DIMUKA
2022

JML_KOMPENSASI
TH 2023

SISA
PENDAPATAN
DITERIMA
DIMUKA 2023

SISA
PENDAPATAN
DITERIMA
DIMUKA
20232

3671064610890003 RINI EKAWATI 4.1.2.02.01.024 900.000 - -
900.000

-
900.000

3276060410990001 MUHAMAD FUAT 4.1.2.02.01.024 300.000 - -
300.000

-
300.000

3173072711720005 SYAIFUL ANWAR 4.1.2.02.01.024 900.000 - -
900.000

-
900.000

3173056210990004 OCTAVIANA ABRAHAM 4.1.2.02.01.024 1.200.000 - -
1.200.000 300.000 900.000

3173055810970004 CHRISTINE ABRAHAM 4.1.2.02.01.024 1.200.000 - -
1.200.000 300.000 900.000

3173055103710001 SALINEM 4.1.2.02.01.024 1.400.000 - -
1.400.000

-
1.400.000

3173055102840011 ESTIA MARDIANAWATI 4.1.2.02.01.024 300.000 - -
300.000

-
300.000

3173054807760001 HERLIS 4.1.2.02.01.024 900.000 - -
900.000

-
900.000

3173054303760009 PARTI 4.1.2.02.01.024 1.200.000 - -
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1.200.000 300.000 900.000

3173052210720005 ZUBAIDI 4.1.2.02.01.024 1.400.000 - -
1.400.000

-
1.400.000

3173051609940001 ZAHID ALIF FALATAH 4.1.2.02.01.024 900.000 - -
900.000 300.000 600.000

3173051609800012 UTEP CATMA 4.1.2.02.01.024 900.000 - -
900.000

-
900.000

3173051212900004 RAFARDHAN IRFAN A 4.1.2.02.01.024 1.200.000 - -
1.200.000

-
1.200.000

3173051001740017 TARYADI RUKMA 4.1.2.02.01.024 900.000 - -
900.000

-
900.000

3173050503720005 JUJUN JUNAEDI 4.1.2.02.01.024 300.000 - -
300.000

-
300.000

3173050306770010 AHMAD YAZID 4.1.2.02.01.024 900.000 - -
900.000

-
900.000

3173050111820003 JAENUDIN 4.1.2.02.01.024 900.000 - -
900.000

-
900.000

3171072302720005 SUPARDI 4.1.2.02.01.024 1.400.000 - -
1.400.000

-
1.400.000 15.900.000

3604260507820008 NURHALIM 4.1.2.02.01.025 432.400 1 216.200
216.200

-
216.200
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3214091607870006 LILI ROMLI, CARNATION 10
ANGGOTA

4.1.2.02.01.025 1.920.000 - -
1.920.000

-
1.920.000

3201331202610004 DUMIYATI 4.1.2.02.01.025 91.200 - -
91.200

-
91.200

3173051301630001 MAS'UD 4.1.2.02.01.025 396.000 - -
396.000 132.000 264.000

3173050703990005 MOHAMAD EKA RIZKY 4.1.2.02.01.025 1.080.000 - -
1.080.000

-
1.080.000

3173050207770009 HAPIZ 4.1.2.02.01.025 1.368.000 9 970.368
397.632 3.648 393.984 3.965.384

3671061207660003 JAJANG CARYAT 4.1.2.02.01.026 555.000 - -
555.000

-
555.000

3175065805880005 AYU FITRIA NINGSIH 4.1.2.02.01.026 225.000 - -
225.000 225.000

-

3174081012680000 ARIEF SUSANTO 4.1.2.02.01.026 370.000 - -
370.000

-
370.000

3173056509810002 MUSYARRAFAH 4.1.2.02.01.026 675.000 - -
675.000 300.000 375.000

3173051701680008 PARMO 4.1.2.02.01.026 740.000 - -
740.000

-
740.000 2.040.000

24.952.600 1.186.568
23.766.032 1.860.648 21.905.384 21.905.384
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Lampiran 10 Rincian Utang Barang dan Jasa per 31 Desember 2023

NAMA SKPD JENIS
UTANG

BELANJA

UTANG PER 31
DESEMBER

2022
(AUDITED)

MUTASI
UTANG

AUDITED 31
DES 2022

SALDO UTANG
2022

PER 31
DESEMBER

2023

PENAMBAHAN
UTANG

TAHUN 2023

SALDO UTANG
PER 31

DESEMBER
2023

NAMA
PIHAK KETIGA

KETERANGAN BARANG/JASA
YANG DIPEROLEH

PEMBAYARAN

1 2 3 4 5 = (3-4) 6 7 = (5+6) 8 9

SUKU DINAS KETAHANAN
PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Utang
Belanja Jasa
Non TALI

277.964 277.964 - - BPJS
Kesehatan KC
Jakpus

Jaminan Kesehatan

PUSAT PENGEMBANGAN BENIH
DAN PROTEKSI TANAMAN

Utang
Belanja Jasa
Non TALI

17.504.932 17.504.932 - - CV. SAMIYU TAGIHAN PENGAWASAN
REHAB GEDUNG DAN GREEN
HOUSE CILANGKAP

DINAS KETAHANAN PANGAN,
KELAUTAN DAN PERTANIAN

Utang
Belanja TALI

293.128.877 293.128.877 - - Utang Telepon Pemakaian
Desember 2022

DINAS KETAHANAN PANGAN,
KELAUTAN DAN PERTANIAN

Utang
Belanja TALI

4.860.334 4.860.334 - - Utang Air pemakaian
Desember 2022
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DINAS KETAHANAN PANGAN,
KELAUTAN DAN PERTANIAN

Utang
Belanja TALI

15.241.615 15.241.615 - - PLN BELANJA JASA LISTRIK
UNTUK BULAN JANUARI
2023

DINAS KETAHANAN PANGAN,
KELAUTAN DAN PERTANIAN

Utang
Belanja TALI

4.749.882 4.749.882 PT TELKOM PEMBAYARAN TAGIHAN
TELKOM DKPKP BULAN
JANUARI 2024-PEMAKAIAN
DES 2023-PEMAKAIAN
DESEMBER 2023

DINAS KETAHANAN PANGAN,
KELAUTAN DAN PERTANIAN

Utang
Belanja TALI

296.843.085 296.843.085 PLN PEMBAYARAN TAGIHAN
LISTRIK DKPKP BULAN
JANUARI 2024 -PEMAKAIAN
DES 2023-PEMAKAIAN
DESEMBER 2023

SUKU DINAS KETAHANAN
PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Utang
Belanja TALI

13.197.893 13.197.893 - - PLN PEMBAYARAN TAGIHAN
REKENING LISTRIK PERIODE
BULAN JANUARI 2023 IDPEL
543300704931 (RUMAH
JAGA BPP KEMBANGAN
JAKBAR)

SUKU DINAS KETAHANAN
PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Utang
Belanja TALI

94.688 94.688 - - PLN PEMBAYARAN TAGIHAN
REKENING LISTRIK PERIODE
BULAN JANUARI 2023 IDPEL
541200665311 (SUDIN
PETERNAKAN & IKAN JL KS
TUBUN III DLM JAKBAR)
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SUKU DINAS KETAHANAN
PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Utang
Belanja TALI

3.563.914 3.563.914 - - PLN PEMBAYARAN TAGIHAN
REKENING LISTRIK BULAN
JANUARI 2023 IDPEL
543201115055 DAN IDPEL
543102722361

SUKU DINAS KETAHANAN
PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Utang
Belanja TALI

94.688 94.688 PLN PEMBAYARAN TAGIHAN
REKENING LISTRIK PERIODE
BULAN JANUARI 2024 IDPEL
543300704931 (RUMAH
JAGA BPP KEMBANGAN) -
PEMAKAIAN DES 2023-
PEMAKAIAN DESEMBER 2023

SUKU DINAS KETAHANAN
PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Utang
Belanja TALI

3.735.567 3.735.567 PLN PEMBAYARAN TAGIHAN
REKENING LISTRIK PERIODE
BULAN JANUARI 2024 IDPEL
541200665311 (SUDIN
PETERNAKAN & IKAN JL KS.
TUBUN III DLM JAKBAR) -
PEMAKAIAN DES 2023-
PEMAKAIAN DESEMBER 2023

SUKU DINAS KETAHANAN
PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN

Utang
Belanja TALI

13.124.196 13.124.196 - - TELKOM PEMBAYARAN JASA
TELEKOMUNIKASI (SPEEDY)
BULAN JANUARI 2023
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SUKU DINAS KETAHANAN
PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN

Utang
Belanja TALI

1.104.450 1.104.450 - - PLN PEMBAYARAN BELANJA
TAGIHAN LISTRIK KANTOR
BPP CIBUBUR BULAN
JANUARI 2023

SUKU DINAS KETAHANAN
PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN

Utang
Belanja TALI

13.867.839 13.867.839 PLN PEMBAYARAN TAGIHAN
REKENING LISTRIK BULAN
JANUARI 2024 IDPEL
543201115055 DAN IDPEL
543102722361-PEMAKAIAN
DES 2023-PEMAKAIAN
DESEMBER 2023

SUKU DINAS KETAHANAN
PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Utang
Belanja TALI

236.720 236.720 - - PLN PEMBAYARAN BELANJA
TAGIHAN LISTRIK SUDIN
PERTANIAN JAKTIM BULAN
JANUARI 2023

SUKU DINAS KETAHANAN
PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Utang
Belanja TALI

94.688 94.688 - - TELKOM PEMBAYARAN JASA
TELEKOMUNIKASI BULAN
JANUARI TAHUN 2023

SUKU DINAS KETAHANAN
PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Utang
Belanja TALI

236.720 236.720 PLN PEMBAYARAN BELANJA
TAGIHAN LISTRIK KANTOR
BPP CIBUBUR BULAN
JANUARI 2024-PEMAKAIAN
DES 2023-PEMAKAIAN
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DESEMBER 2023

SUKU DINAS KETAHANAN
PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Utang
Belanja TALI

94.688 94.688 PLN PEMBAYARAN BELANJA
TAGIHAN LISTRIK SUDIN
PERTANIAN JAKTIM BULAN
JANUARI 2024-PEMAKAIAN
DES 2023-PEMAKAIAN
DESEMBER 2023

SUKU DINAS KETAHANAN
PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU

Utang
Belanja TALI

1.648.663 1.648.663 - - PLN PEMBAYARAN TAGIHAN
REKENING LISTRIK PERIODE
BULAN JANUARI 2023 IDPEL
548200003838 (SENTRA
FLONA SEMANAN KEC
KALIDERES JAKBAR)

SUKU DINAS KETAHANAN
PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU

Utang
Belanja TALI

2.512.959 2.512.959 PLN PEMBAYARAN TAGIHAN
LISTRIK BULAN JANUARI
2024-PEMAKAIAN DES 2023-
PEMAKAIAN DESEMBER 2023

PUSAT PRODUKSI, INSPEKSI
DAN SERTIFIKASI HASIL
PERIKANAN

Utang
Belanja TALI

546.197 546.197 - - PLN PEMBAYARAN TAGIHAN
REKENING LISTRIK BULAN
JANUARI 2023 PPISHP
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PUSAT PRODUKSI, INSPEKSI
DAN SERTIFIKASI HASIL
PERIKANAN

Utang
Belanja TALI

108.890.383 108.890.383 - - INTERNET PEMBAYARAN TAGIHAN
JASA INTERNET BULAN
JANUARI 2023 PPISHP

PUSAT PRODUKSI, INSPEKSI
DAN SERTIFIKASI HASIL
PERIKANAN

Utang
Belanja TALI

4.891.215 4.891.215 - - TELKOM PEMBAYARAN TAGIHAN
JASA TELEKOMUNIKASI
BULAN JANUARI 2023

PUSAT PRODUKSI, INSPEKSI
DAN SERTIFIKASI HASIL
PERIKANAN

Utang
Belanja TALI

106.895.165 106.895.165 PLN PEMBAYARAN TAGIHAN
REKENING LISTRIK BULAN
JANUARI 2024 PPISHP -
PEMAKAIAN DES 2023-
PEMAKAIAN DESEMBER 2023

PUSAT PRODUKSI, INSPEKSI
DAN SERTIFIKASI HASIL
PERIKANAN

Utang
Belanja TALI

430.402 430.402 PT TELKOM PEMBAYARAN TAGIHAN
JASA TELEKOMUNIKASI
(TELEPON) BULAN JANUARI
2024 PPISHP -PEMAKAIAN
DES 2023-PEMAKAIAN
DESEMBER 2023

UNIT PENGELOLA PELABUHAN
PERIKANAN

Utang
Belanja TALI

5.682.322 5.682.322 - - PLN PEMBAYARAN TAGIHAN
LISTRIK BULAN JANUARI
TAHUN 2023

UNIT PENGELOLA PELABUHAN
PERIKANAN

Utang
Belanja TALI

98.434.770 98.434.770 - - TELKOM BELANJA JASA
TELEKOMUNIKASI DINAS
LINGKUNGAN HIDUP BULAN
JANUARI 2023
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UNIT PENGELOLA PELABUHAN
PERIKANAN

Utang
Belanja TALI

95.634.803 95.634.803 PLN PEMBAYARAN TAGIHAN
LISTRIK BULAN JANUARI
2024-PEMAKAIAN DES 2023-
PEMAKAIAN DESEMBER 2023

PUSAT BUDIDAYA DAN
KONSERVASI LAUT

Utang
Belanja TALI

31.131.460 31.131.460 - - TELKOM PEMBAYARAN TAGIHAN
JASA TELEKOMUNIKASI
PUSAT PENGEMBANGAN
BENIH DAN PROTEKSI
TANAMAN BULAN JANUARI
2023

PUSAT BUDIDAYA DAN
KONSERVASI LAUT

Utang
Belanja TALI

30.771.353 30.771.353 PLN BELANJA JASA LISTRIK
UNTUK BULAN JANUARI
2024-PEMAKAIAN DES 2023-
PEMAKAIAN DESEMBER 2023

PUSAT PENGEMBANGAN BENIH
DAN PROTEKSI TANAMAN

Utang
Belanja TALI

444.832 444.832 - - PLN PEMBAYARAN TAGIHAN
REKENING LISTRIK PUSAT
PENGEMBANGAN BENIH
DAN PROTEKSI TANAMAN
BULAN JANUARI 2023

PUSAT PENGEMBANGAN BENIH
DAN PROTEKSI TANAMAN

Utang
Belanja TALI

57.922.544 57.922.544 - - Utang Air pemakaian
Desember 2022

PUSAT PENGEMBANGAN BENIH
DAN PROTEKSI TANAMAN

Utang
Belanja TALI

238.870 238.870 - - TELKOM PEMBAYARAN TAGIHAN
JASA TELEKOMUNIKASI
(TELEPON) BULAN JANUARI
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2023 PPISHP

PUSAT PENGEMBANGAN BENIH
DAN PROTEKSI TANAMAN

Utang
Belanja TALI

439.116 439.116 PT TELKOM PEMBAYARAN TAGIHAN
JASA TELEKOMUNIKASI
PUSAT PENGEMBANGAN
BENIH DAN PROTEKSI
TANAMAN BULAN JANUARI
2024-PEMAKAIAN DES 2023-
PEMAKAIAN DESEMBER 2023

PUSAT PENGEMBANGAN BENIH
DAN PROTEKSI TANAMAN

Utang
Belanja TALI

64.639.004 64.639.004 PLN PEMBAYARAN TAGIHAN
REKENING LISTRIK PUSAT
PENGEMBANGAN BENIH
DAN PROTEKSI TANAMAN
BULAN JANUARI 2024-
PEMAKAIAN DES 2023-
PEMAKAIAN DESEMBER 2023

PUSAT PROMOSI DAN
SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN

Utang
Belanja TALI

236.101 236.101 - - PLN PEMBAYARAN TAGIHAN
REKENING LISTRIK BULAN
JANUARI 2023

PUSAT PROMOSI DAN
SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN

Utang
Belanja TALI

101.516.800 101.516.800 - - INTERNET PEMBAYARAN JASA
INTERNET TAGIHAN BULAN
JANUARI 2023

PUSAT PROMOSI DAN
SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN

Utang
Belanja TALI

1.585.080 1.585.080 - - PLN PEMBAYARAN REKENING
LISTRIK BULAN JANUARI
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2023

PUSAT PROMOSI DAN
SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN

Utang
Belanja TALI

93.335.179 93.335.179 PLN PEMBAYARAN TAGIHAN
REKENING LISTRIK BULAN
JANUARI TAHUN 2024-
PEMAKAIAN DES 2023-
PEMAKAIAN DESEMBER 2023

PUSAT PROMOSI DAN
SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN

Utang
Belanja TALI

229.437 229.437 PT TELKOM PEMBAYARAN JASA
TELEKOMUNIKASI TAGIHAN
BULAN JANUARI 2024-
PEMAKAIAN DES 2023-
PEMAKAIAN DESEMBER 2023

PUSAT PENGEMBANGAN BENIH
DAN PROTEKSI TANAMAN

Utang
Belanja
Pemeliharaan

496.990.238 496.990.238 - - PT. LOCITA
MAHA DANA

TAGIHAN REHAB GEDUNG
DAN GREEN HOUSE
HIDOPHONIK CILANGKAP
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